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KATA SAMBUTAN 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam konteks 
pembangunan nasional merupakan kebijakan pembangunan yang bersifat makro. 
Kebijakan Pembangunan dalam APBN mcnyangkut kebijakan fiskal atau 
perpajakan. kebijakan moneter dan pcrbankan. kebijakan perdagangan luar negeri 
baik minyak dan gas maupun di luar minyak dan gas, serta berbagai kebijakan 
pembangunan lainnya. Selain itu, kebijakan bantuan LN dalam mendorong 
pembangunan sctiap tahunnya. tu rut mempenguruhi perkembangan pernbangunan 

di tanah air. 
Dalarn dirnensi politik, APBN merupakan salah satu instrumen di mana rakyat 

melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan haknya di 
dalam menentukan kebijakan pembangunan dan pembiayaannya. Ini berarti 
masyarakat turut serta di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 
pembangunan di dalam APBN. 

Sejak APBN ditetapkan tahun 1969/70 pada awal Orde Barn, aspek 
perencanaan pembangunan menjadi unsur yang sangat penting. Dengan 
perencanaan yang baik maka diharapkan pelaksanaan pambangunan baik ekonorni, 
sosial, teknologi, hukum pertahanan dan keamanan, relatif tidak menemukan 
hambatan besar dalam pelaksanaan. 

Kemajuan pembangunan yang dicapai selama ini didorong oleh berbagai 
kebijakan pembangunan yang tertuang dalam APBN, terutama dalam 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Beberapa indikator yang dapat di Ii hat yakni peningkatan pertumbuhan ekspor 
baik migas maupun nonmigas. lnvestasi di sektor pemerintah dalam APBN turut 
mendorong peningkatan penumbuhan ekonomi secara nasional. 

Kebijakan pinjaman LN berdasarkan teori, tetap dipandang sebagai pelengkap 
da lam pembiayaan pembangunan ,  wa laupun dalam realitanya bahwa 
ketergantungan terhadap dana bantuan LN semakin tinggi. Akibat terdepresiasinya 
nilai Rupiah terhadap Dolar AS. pembayaran pinjaman LN yang jatuh tempo 
semakin meningkat dalam pos Pengeluaran Rutin yang dalam hal ini sangat 

membebani APBN. 
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Bebcrupa kajian dalam buku tentang "Kebijakan APBN Selamu Onie Baru". 

merupakan bahan info, masi pentmg yang dapat dipergunakan oleh Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat terutama dalam mengkaji dampak kebijakan APBN dalam 

pembangunan, khususnya pembangunan bidang ekonomi kurun waktu 30 tahun. 

Buku hasil kajian dari para peneliti bidang ekonomi pada Pusat Pengkajian 

dan Pelayanan lnformasi Sekretariat Jenderal DPR RI ini dapat dipandang sebagai 

bahan referensi yang berguna di dalam pcnelitian tentang APBN ditinjau dari aspek 

ekonomi secara makro. Penulisan buku tentang APBN ini merupakan kerja sama 

antara Sekretariat Jenderal DPR dengan Konrad Adenauer Stilting (KAS), Republik 

Federasi Jerman yang turut membantu Sekretariat Jenderal DPR dalam tugas 

pelayanan kepada Anggota Dewan. 

Sebagai Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI serta sebagai mantan Ketua 

Komisi APBN DPR RI, saya menyambut baik gagasan dari para peneliti PPP] 

untuk menerbitkan buku tentang APBN yang dapat dijadikan sebagai bahan 

inforrnasi untuk mendukung tugas dan fungsi Dewan, terutama dalam relevansinya 

dengan penyusunan RAPBN. 

Diakui memang buku ini rnasih jauh dari sempuma, untuk itu kritik yang 

konstruktif dan berguna sangat diperlukan untuk perbaikan di masa-masa datang. 

Mudah-mudahan di masa datang, lebih banyak lagi buku yang diterbitkan 

oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya yang digagas oleh peneliti dari Pusat 

Pengkajian dan Pelayanan lnforrnasi untuk membantu tugas Anggota Dewan. 

Terima kasih. 

Jakarta, Oktober 1998 

DRS. AFIF MA'ROEF 

SEKRETARIS JENDERAL 
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KATA PENGANTAR 

Krisrx moneter yang berlangsung bcrkepanjangan telah mengakibatkan kinerja 

perekonomian nasional rnengalarni kemunduran di hampir sernua sektor ekonorni 

dewasa ini .  Faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap kclesuan ekonorni 

di atas adalah masrh terpuruknya kurs rupiah terhadap dollar AS. Akibutnya, behan 

ekonorni untuk membiayai impor dan pcngembalian utang luar negeri semakin 

berat. Di sisi lain, stabilisasi politik belum menunjukkan tanda-tanda berakhir sejak 

terjadinya suksesi kepemimpinan nasional pada bu Ian Mei 1998. Ditambah dengan 

masih adanya aksi unjuk-rasa di berbaga, tempat telah mengurangi kegairahan 

investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

Demikian pula dunia usaha masih sulit untuk memutar kembali kegiatan 

perusahaannya sehingga semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. 

Di antara kegiatan ekonomi yang paling terpukul atau mengalami pertumbuhan 

negatif adalah kegiatan yang sangat tergantung pada komponen atau bahan 

baku impor yang masih tinggi. Walaupun demikian, masih ada kegiatan ekonomi 

yang mengalami pertumbuhan positif, meskipun tidak besar, yaitu kegiatan 

atau industri yang bertumpu pada sumber daya alam (resources based industry) 

seperti industri hasil perkebunan, kehutanan dan perikanan. Akibatnya, pada 

tingkat makro, krisis ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 1998 telah 

menggeser struktur PDB Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh sumbangan sektor 

pertanian terhadap PDB yang meningkat dati 16, I persen pada 1997 menjadi 18,0 

persen pada tahun 1998. Kejadian ini merupakan pertama kali dalam sejarah 

perekonomian Orde Baru1. 

I  Lrhat keternngan Kcpala BPS yang dnnuat Kompas tanggal 7 Jul, 1998. hal 2 



Penumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi 

yang kontraktif yang diperkirakan minus I  J, I persen (bahkan ada yang 

memperkirakan 20 persen) dan pendapatan per kapita yang merosot dari US$ 1.200 

pada tahun 1997 menjadi US$ 436 pada tahun 1998. Selanjutnya, laju inflasi sudah 

mencapai hampir 70 persen selama 8 bulan (Januari - Agustus 1998) sehingga 

dengan kecenderungan sepeni ini, maka laju inflasi diperkirakan akan mencapai 

tiga digit pada akhir tahun 1998. 

Demikian pula,jumlah pengangguran semakin meningkat yang diperkirakan 

mencapai 16,6 juta orang (jika tingkat penumbuhan ekonomi minus I J persen), 

bahkan bisa mencapai 20 juta orang pada akhir tahun 1999. Masalahnya, setiap 

laju pertumbuhan ekonomi minus I persen akan meningkatkan jumlah 

pengangguran sekitar 400 ribu orang, sementara jumlah penganggur yang sudah 

ada mencapai 11,4 juta orang pada akhir tahun I 997. Belum Jagi masalah-masalah 

Jainnya yang dihadapi seperti jumlah penduduk miskin yang terns membengkak 

(yang mencapai 80 juta orang pada tahun I 998), harga-harga yang terns melambung 

dan lain sebagainya yang semuanya itu menuntut kesabaran dan kesungguhan 

pemerintah dan rakyat Indonesia untuk segera dapat mengatasi semua krisis di 

atas yang kini menjadi krisis kepercayaan di segala bidang kehidupan2. 

Untuk itu, pemerintah berupaya melakukan perbaikan-perbaikan mendasar 

melalui reformasi di segala bidang seperti di bidang hukurn, politik, ekonomi, 

sosial dan sebagainya. Sebagai contoh, upaya untuk meningkatkan peran dan kinerja 

Dewan Perwakilan Rakyat agar menjadi lembaga yang prestisius, Jebih didengar 

dan dihargai, baik oleh pemerintah maupun rakyatnya sesuai dengan UUD I 945. 

Dalam anggaran belanja tahunan misalnya, pemerintah berupaya untuk 

� Angka-angka di alas diambil dari berbagar sumber misalnyadari Bl. BPS. Dcpnaker metalui sural kabar 
Kompas. tabloid Kontan. Btsms News dsb. 



meningkatkan ekspor rnigas, pajak dan non-pajak agar pembangunan terus 

berlangsung. Dalam kaitan ini, semua upaya tersebut harus dilaporkan secara 

transparan dan disetujui DPR. Oleh sebab itu, sudah selayaknya anggota Dewanpun 

harus mengetahui lebih jauh tentang mekanisme penyusunan anggaran (APBN) 

yang merupakan pedoman dalam mencapai target/rencana ekonomi pemerintah 

di tahun mendatang. 

Melalui tulisan ini, yang dipublikasikan oleh Pusat Pengkajian dan Pelayanan 

!nformasi (PJ[) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, mencoba 

memberikan masukan tentang APBN dengan berbagai hal yang berkaitan 

dengannya. Tulisan ini mencakup mekanisme penyusunan APBN, Kebijakan 

moneter, kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan luar negeri, masalah utang luar 

negeri dan lainnya. Semuanya ini ditulis secara sistematis oleh para peneliti bidang 

ekonomi, PJI yang umurnnya berlatar belakang pendidikan ekonomi. 

Bagian kesatu berupa kebijakan umum tentang penyusunan APBN yang 

dimulai dari perencanaan hingga APBN tersebut disahkan. Kebijakan anggaran 

berimbang dan dinamis yang selama ini dianut pemerintah diharapkan dapat 

meredam laju inflasi yang tinggi, namum untuk menyeimbangkan anggaran 

tersebut, bantuan Juar negeri masih tetap diperlukan. Di lain pihak, APBN berimbang 

akan mernbatasi kreativitas pemerintah dan pelaku ekonomi ketika ekonomi 

memanas ( overheating). Semuanya itu dije!askan dengan baik, dan kemungkinan 

digunakannya sistem anggaran defisit yang banyak digunakan di negara maju. 

Kebijakan fiskal berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak agar 

penerimaan negara meningkat. Dengan meningkatnya penerimaan negara maka 

pengeluaran pemerintah bisa ditutupi dengan tabungan atau investasi bisa 

bertarnbah. Bertambahnya investasi dapat meningkatkan kegiatan ekonomi 

masyarakat sehingga daya belinya meningkat. Daya beli meningkat berarti 
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pendapatan nasional dan pendapatan per kapita meningkat pula. Ini berarti, 

kesejahteraan masyarakat meningkat. Multiflier effect atau efek ganda akan berlaku 

dalam perekonomian nasional sehingga target penerimaan pajak bisa dicapai. 

Kebijakan fiskal ini akan ditemui di bagian kedua, di mana penyusunan penerimaan 

pajak sangat tergantung dari situasi dan kondisi perekonomian yang tengah 

berlangsung. 

Bagian ketiga tentang peran migas terhadap penerimaan negara. Di sini 

dijelaskan tentang kinerja penerimaan ekspor migas selama 30 tahun terakhir 

dengan berbagai masalah yang dihadapi pada periode tertentu akibat harga minyak 

yang berflukruasi. Harga minyak yang Jabil ini menyebabkan penyusunan RAPBN 

sering menghadapi banyak kendala karena asumsi harga minyak di pasar 

internasional sering berubah. Akibatnya, berdampak terhadap penyusunan RAPBN 

1998/1999 yang berubah sampai 4 kali. 

Selanjutnya, kebijakan ekspor nonmigas dijelaskan pada bagian keempat. 

Ekspor nonmigas menjadi tumpuan pemerintah akibat kebijakan industrialisasi 

yang berhasil. Hal ini cukup menggembirakan karena ketergantungan terhadap 

migas cukup riskan, di samping harganya yang berfluktuasi sebagai akibat 

dari sangat tergantungnya pada harga internasional, tetapi juga permintaan 

konsumen dalam negeri yang terns meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah 

berupaya untuk terns mendorong ekspor agar neraca perdagangan ( dan transaksi 

berjalan) tetap positif. 

Bagian kelima, adalah tentang masalah utang luar negeri. Utang luar negeri 

yang besar merupakan salah satu penyebab kelesuan perekonomian nasional. 

Meskipun dalam GBHN utang luar negeri merupakan pelengkap saja, namun pada 

kenyataannya, utang luar negeri menjadi faktor penting dalam menyeimbangkan 

RAPBN yang harus berimbang dan dinamis. Oleh sebab iru, upaya pemerintah 
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yang harus dilakukan adalah pengurangan utang luar negeri agar ketergantungannya 

tidak besar lagi sesuai dengan amanal GBHN di atas. 

Bagian terakhir tentang kebijakan moneler. Kebijakan moneter yang dilakukan 

pemerintah selama ini tampaknya memberi hasil yang cukup membanggakan 

namun sekaligus menimbulkan masalah pula terbukti dengan adanya krisis moneter 

yang berkepanjangan. Oleh sebab itu kebijakan moneter harus bisa mengakhiri 

krisis ini sehingga sektor perbankan yang merupakan tumpuan pelaku ekonomi 

dan perekonomian nasional harus baik. Jika sektor moneter berjalan baik, maka 

sektor riil akan berjalan mengikuti sektor moneter yang sudah baik tersebut. 

Akibatnya, roda perekonomian nasional akan berputar kembali. 

Jadi pada intinya, buku ini memberikan gambaran tentang APBN dengan 

berbagai kendalanya. Walaupun pelaksanaan dan prospek APBN cukup berat, 

namun dengan sumber day a penerimaan yang berbasiskan minyak dan gas bumi, 

penerimaan pajak dan non-pajak, RAPBN tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan rutin dan pembangunan nasional setiap tahunnya. Sebagian dari hal­ 

hal yang dinyatakan di atas ditulis oleh para peneliti P31 sebagai upaya untuk 

memberikan gambaran umum mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi 

dalam penyusunan dan pelaksanaan RAPBN. 

Jakana, Oktober 1998 

Sukama Wiranta 

Viti 



Kehijakan U111u111 APBN 

I 

KEBUAKAN UMUM APBN 

Oleh : M. Yus Iqbal "I 

I.I PENDAHULUAN 

Keberadaan Pernerintah rnerupakan perwujudan dari suatu legitirnasi 

kekuasaan yang rnernpunyai kewenangan untuk rnengatur kehidupan berbangsa 

dan bernegara dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh suatu konstitusi. 

Disamping itu, Pemerintah juga memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai, 

dan dalam usahanya mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu anggaran yang 

tersedia dan terkelola, serta keberadaan anggaran diatas diperkuat oleh suatu 

Undang-undang. 

Dalam kehidupan kelatanegaraan di Indonesia, Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) merupakan suatu hal yang sangat penting 

karena anggaran negara merupakan salah satu sarana, dimana rakyat melalui wakil­ 

wakilnya melaksanakan haknya untuk menentukan pelaksanaan pembangunan yang 

disertai dengan suatu dukungan anggaran. 

Didalam sistem manajemen pembangunan nasional, APBN ditempatkan 

sebagai suatu rencana operasional tahunan dari pembangunan lima tahunan 

(Repelita) serta diarahkan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

Kebijakan APBN yang dilaksanakan sejak tahun pertama Repelita I didasarkan 

pada prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang dalam arti jumlah 

keseluruhan pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, selalu sarna dengan 

�i Penuliv adalah Asrsten Peneliti Madya Bidang Ekonorm. Pada Pusat Pengkajian Dan Pelayananan 

lnformasi Sekretarial Jenderal DPR RI 



Kebijakan Umu111 APBN 

jumlah keseluruhan penerimaan negara. Dinamis berarti bahwa dalam hal 

penerimaan lebih rendah dari yang direncanakan sernula, pemerintah akan 

menyesuaikan pengeluaran agar tetap terjaga keseimbangan dan 

kesinambungannya. Demikian pula dalam hal penerimaan negara dimana bila 

melebihi yang direncanakan, maka dimungkinkan dibentuknya suatu dana 

cadangan yang akan dimanfaatkan pada saat penerimaan negara tidak cukup dalam 

mendukung program yang direncanakan sehingga keberlangsungan pembiayaan 

yang diiringi oleh stabilitas ekonomi yang mantap tidak terganggu. 

Dengan prinsip anggaran berimbang dan dinamis tersebut, pemerintah selalu 

mengupayakan agar tabungan pemerintah semakin besar. Tabungan pemerintah 

yang merupakan selisih positif dari penerimaan dalam negeri dan pengeluaran 

rutin akan sangal berarti dalam membiayai proyek-proyek pembangunan. 

Peningkatan tabungan pemerintah diupayakan dengan meningkatkan penerimaan 

dalam negeri, serta melakukan efisiensi dalam pengeluaran rutin, tanpa 

mengabaikan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri dan tetap meningkatkan 

mutu pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat. 

Didalam teori anggaran ada beberapa pendapat tentang anggaran negara n 

yaitu: 
• .lBurkhead dan J. Winer dalam buku "Public Expenditure" menvatakan : 

"Anggaran adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun 

mendatang dan harus dihubungkan dengan rencana dan provek-provek untuk 

jangka waktu yang lebih lama" 

• Glenn A. Welsch dalam bukunya berjudul "Budgeting" menyebutkan bahwa : 

"Anggaran Belanja negara digunakan sebagai pedoman untuk membiayai 

1, Pcdoman bcndahara.an dan pengcloluan dana APBN. F.X. Yuwono dkk. Penerbu Panca Usaha hal 7-8. 
1906) 



Ketnjakan U,11u111 APB.IV 

tugas-tugas negara disegala bidang termasuk belanja pegawai untuk jangka 

waktu tertentu, lazimnva satu tahun mendutang. Tugas-tugus negara 

diselenggarakan demi kepentingan masvarakat ( rukvat ). Jadi masvarakat 

dibebani butya untuk penvelengguraan tugas-tugas itu. ltulah sebabnva 

masvarakat dikenakan pu11gw,111-p1111xuta11 berupa pajak- pajak. bea Jan 

cukai dan Lain-lain pungutan. Untuk memperkirakan berapa besarnya iuran­ 

iuran (pungutan-pungutan) itu maka direncanakan Anggaran Pendapatan. 

• Imam Bukhari dalam bukunva "Administrasi Negara dan Pembangunan" 

mengemukakan : "Anggaran merupakan kompas vang menunjukan arah yang 

harus dianut oleh pemerintah didalam menjalankan administrasi keuangan 

dan sekaligus merupakan roda yani dapat mengemudikan arah itu" 

• M. Marsono dalam bukunya "Tata Usaha Perbendaharaan RI" memberikan 

definisi sebagai berikut : "Anggaran ialah suatu rencana pekerjaan keuangan 

yang pada suatu pihak mengandung jumlah pengeluaran vang setinggi­ 

tingginva yang mungkin diperlukan untuk membiavai kepentingan negara 

pada suatu masa depan, dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) 

yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut" 

Secara umum dari beberapa difinisi diatas dapat ditarik kesimpulan anggaran 

adalah sebagai berikut : 

a) mewujudkan suatu rencana keuangan negara/pemerintah. 

b) mewujudkan suatu rencana anggaran belanja negara. 

c) mewujudkan suatu rencana anggaran pendapatan negara 

d) berlaku selama satu tahun anggaran 

Dengan demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 
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Kebijalcon Vmum APBN 

sering disebut secara singkat dengan budget, pada hakekatnya merupakan rencana 

kerja Pemerintah yang akan dilakukan dalam satu tahun yang dituangkan dalam 

rupiah. Dalam anggaran tersebut mengandung dua sisi yaitu sisi penerimaan dan 

sisi pengeluaran. 

Pada sisi penerimaan, dapat dilihat sumber-sumber penerimaan apa saja yang 

diharapkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Dalam hal ini, 

penerimaan dibedakan antara penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri 

serta penerimaan pembangunan. 

Pada sisi pengeluaran dikenal juga adanya anggaran pengeluaran rutin 

misalnya untuk belanja pegawai, belanja barang, pembayaran cicilan hutang dan 

bunga serta pengeluaran pembangunan yang merupakan biaya pelaksanaan proyek­ 

proyek pemerintahan misalnya untuk meningkatkan hasil pertanian, sarana 

perhubungan dan lain sebagainya. 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disusun 

oleh Pemerintah dan .disetujui oleh DPR merupakan salah satu instrumen 

perencanaan tahunan yang dijabarkan dari perencanaan lima tahunan (Repelita) 

yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah selama satu tahun 

anggaran yang dimulai tanggal I April hingga tanggal 31  Maret tahun berikutnya. 

Secara konseptual, struktur APBN mengikuti struktur anggaran yang ada dalam 

The Government Finance Statistic (GFS) yang diperkenalkan IMF (International 

Monetary Fund) dan dalam The System of National Account (SNA) yang 

dikembangkan PBB. Struktur APBN dapat disusun menurut suatu T-account di 

mana di sisi kiri merupakan penerimaan dan sisi kanan merupakan pengeluaran.f 

I L1ha1 Miranda S. Gullom dan Jossy P Moeis 1993. Kerangka Konseptuul APBN. Buku Pegangan 

Pelauhan Staf Penelili Di Kormsr-Kormsi DPR) LPEM-UI. Jakarta 
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Struktur Anggaran Pendapalan Dan Belanja Negara Indonesia 

P E N E R I M A A N  P E N G E L U A R A N  

A. Pencrimaan Dalam Ncg:cri c. Pengeluaran Rutin 

I .  Pcncrimaan Mrgas I .  Belanja Pcgawai 

2. Pcncnrnaan non-rnigas 2. Belanja Barang 

3. Subsidi Daerah Otonum 

B. Penerirnaan Pernhangunan 4. Bunga dan Cicilan Hutang 

I .  Bantuan Program 
5. Lain-lain 

2. Bantuan Proyek 
D. Pengeluaran Pcmbangunan 

I .  Pembiayaan Rupiah 

2. Bantuan Proyek. 

T o I a I = (A + B) T o  I  a  I =  (C + D) 

Dari struktur anggaran diatas terlihat bahwa : 

Tabungan Pemerintah ( S ) = A - C 

Dana Pembangunan ( I ) = S + B 

Selisih (+ atau -) = I - D 

Dalam RAPBN, (A+ B) selalu sama dengan (C + D), sedangkan dalam realisasi 

APBN, total penerimaan dan total pengeluaran dari tahun ketahun kurang lebih 

sama. Namun dalam kenyataannya telah terjadi defisit anggaran yang umumnya 

dibiayai oleh penerimaan pembangunan yang berupa hi bah dan utang luar negeri. 

Sebaliknya berdasarkan GFS dan SNA, yang dikatakan surplus atau defisit 

secara keseluruhan adalah, selisih antara seluruh penerimaan di luar pinjaman 

dengan rota! pengeluaran. Bila selisihnya positif maka terjadi surlpus anggaran, 

sebaliknya negatif maka terjadi defisit anggaran.3' 

'1 Ibid. hal 2 
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1.2 LANDASAN HU KUM APBN. 

Dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan, maka landasan hukum 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara adalah sebagai berikut : 

• GBHN adalah haluan negara temang Pembangunan Nasional dalam garis­ 

garis besar sebagai pemyataan kehen<lak rakyat yang ditetapkan oleh MPR 

setiap lima tahun 

• Repelita merupakan pelaksanaan daripada Pembangunan Nasional, 

Pembangunan Jangka Panjang, pembangunan lima tahunan. 

• Repelita merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam 

melaksanakan Pembangunan Lima Tahun 

• Pelaksanaan Repelita dituangkan dalam Rencana Tahunan yang tercermin 

dalam APBN dan kebijaksanaan Pemerintah lainnya 

Semcntara dikaitkan dengan ketentuan legislatif pemerintahan, maka dalarn 

hal landasan Hak Budget Dewan Perwakilan Rakyat adalah Pasal 23 ayat ( I )  

yang berbunyi : 

( I )  Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan 

Undang-Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui 

anggaran yang diusulkan pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran 

tahun lalu. 

(5) Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu 

Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang­ 

Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat. 

Jika dikaji lebih jauh tentang pasal 23 ayat ( I )  di atas maka dalam 

penjelasannya berbunyi : "Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja 

h 
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adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam Negara yang berdasar 

facisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh Pemerimah. Tetapi dalam 

negara dernokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperu 

Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan 

Undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Betapa 

caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat 

hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan Dewan 

Perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara 

hidupnya. 

Selanjutnya pasal 23 menyatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan 

dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada 

kedudukan Pemerintah. Ayat (5) dengan jelas menyatakan bahwa "cara 

pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa 

tanggungjawab pemerintah itu perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh 

dan kekuasaaan pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada pemerinlah tidak 

dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaiknya badan itu bukanlah pula 

badan yang berdiri diatas pemerintah. Oleh Sebab itu, kekuasaaan dan kewajiban 

badan tersebut ditetapkan dengan Undang-undang. 

Sebetulnya pengelolaan Keuangan Negara dalam arti anggaran negara atau 

APBN di Indonesia diatur dalam !CW I 925. Hal ini secara tegas ditetapkan dalam 

pasal I ayat (3) ICW yang menyatakan bahwa "keuangan negara Indonesia diurus 

dan dipertanggungjawabkan rnenurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam 

Undang-undang ini',4) 

J, Open 
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Dalam pasal 23 ( I )  Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa "Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang­ 

Undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang 

diusulkan Pemerintah, maka pemerinlah menjalankan anggaran tahun lalu". 

Dengan demikian, landasan hukum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

adalah UUD 1945 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah 

membuat Undang-Undang, APBN dimaksudkan untuk menjadi pedoman, batasan 

dan program kerja yang harus dijalankan oleh para penyelenggara Pemerintah 

dalam rangka pelaksanaan pembangunan disegala bidang demi tercapainya cita­ 

cita bangsa untuk itu, ketentuan setiap tahun harus diterbitkan Undang-Undang 

APBN dan bisa dikecualikan dengan menggunakan APBN tahun lalu (apabila 

Rancangan Undang-Undang APBN dimajukan Pemerintah ditolak oleh DPR). 

Dalam perkembangan selanjutnya, pengelolaan APBN diatur oleh pemerintah 

dengan serangkaian Kepurusan Presiden disamping peraturan perundang­ 

undangan lainnya yang berlaku. Keputusan Presiden tersebut memuat ketentuan 

tentang bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN yang 

dilaksanakan. 

1.3 PENYUSUNAN RANCANGAN APBN. 

Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) disusun setiap tahun oleh 

pemerintah berdasarkan konsep bottom-up dan top-down sekaligus. Bottom-up 

terlihat dari peran Bappeda, baik Tk. I maupun Tk.11 dan sektoral. Di lain 

pihak konsep top-down dianikan karena pada akhimya pemerintah pusatlah 

yang menetukan. Yang dimaksud pemerintah disini adalah BAPPENAS dan 

Departernen Keuangan. BAPPENAS sebagai instansi yang menentukan sesua, 

� 
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dengan skala prioritas yang ingin dicapai pada tahun tersebut dan Departernen 

Keuangan sebagai instansi yang benanggungjawab dalarn penyediaan anggaran 

sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada. 

Oalam penentuan RAPBN sebelum dimajukan ke DPR untuk dibahas bersama, 

BAPPENAS mula-mula menentukan sasaran target pembangunan yang ingin 

dicapai ditahun depan dengan memperhatikan aspirasi dari daerah maupun sektoral. 

Setelah itu tahap berikutnya bersama dengan Departernen Keuangan, keduanya 

mengkalkulasi perkiraan dana yang dibutuhkan untuk mencapai target 

pembangunan tersebut, Dengan tercapainya kesepakatan tentang anggaran yang 

dibutuhkan BAPPENAS dan Departernen Keuangan ini, maka dibuatlah rencana 

anggaran pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. 

Berdasarkan rencana anggaran pengeluaran ini, maka Depanemen Keuangan 

memperkirakan target penerimaan dalam negeri untuk membiayai pengeluaran 

keseluruhan tahun depan. Perkiraan penerimaan dalam negeri terdiri dari 

penerimaan minyak bumi dan gas (migas), serta penerimaan diluar migas. Dalam 

hal penerimaan diluar migas, pemerintah terlebih dahulu harus menentukan 

produksi migas dan harga rata-rata minyak mentah dan gas alam tersebut sesuai 

perkembangan yang paling realistis. Sedangkan perkiraan penerimaan diluar migas, 

terutama berkaitan dengan penentuan target penerimaan pajak. Karena dewasa ini 

pajak telah menjadi tulang punggung sumber dana yang diandalkan oleh 

pemerintah, sehingga perkiraan penerimaan dari sektor ini harus diusahakan 

seakurat mungkin. 

Namun karena penerimaan dalam negeri selama ini tidak cukup untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sekaligus, maka 

untuk membiayai pembangunan yang sudah direncanakan ini masih dicarikan 

dana tambahan dari luar negeri yang berupa pinjaman lunak; hibah maupun 

IJ 
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pinjaman komersial melalui CGI. Perlu diperhatikan dalam kaitan ini adalah bahwa 

dalam hal memperkirakan penenmaan pembangunan disamping 

mempertimbangkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana 

pembangunan sendiri, juga perlu mengantisipasi kesediaan negara-negara donor. 

Karena bagaimanapun juga penerimaan pembangunan sangat tergantung dari aspek 

kepentingan negara-negara donor itu sendiri, disamping prestasi Indonesia dalam 

memanfaatkan bantuan/pinjaman tahun-tahun sebelumnya. 

Setelah pembahasan aspek tekhnis operasional dan aspek anggarannya selesai 

antara BAPPENAS dan Departemen Keuangan, maka RAPBN ini diajukan ke 

DPR untuk dobahas bersarna oleh DPR dan Presiden, jika berjalan lancar maka 

APBN ini menjadi Undang-undang tentang APBN yang berlaku sejak tanggal 

I April hingga 3 1  Maret tahun berikutnya. 

1.4 KEBUAKAN MAKRO APBN 

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang tertuang dalam anggaran 

negara diantaranya bersifat makro. Hal ini disebabkan oleh rencana-rencana 

belanja nasional dalam mencapai target pembangunan ekonomi masyarakat atau 

secara makro disebut peningkatan pendapatan nasional . Disamping itu, dari sisi 

penerimaan negara, memuat tentang kebijaksanaan perpajakan dan bea cukai 

sehingga pengenaan pajak/cukai kepada masyarakat sebagai sumber pendapatan 

negara diharapkan tidak mempunyai dampak ekonomis yang tidak diinginkan. 

APBN sebagai salah satu bagian dari kinerja perekonomian nasional merupakan 

instrumen penting dalam mempengaruhi besaran ekonomi. Misalnya, dalam 

perekonomian yang lesu, tambahan pengeluaran pemerintah secara tepal dapat 

menstimulasi permintaan (aggregat). APBN juga dapat digunakan sebagai 

Ill 
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instrumen untuk mengatur uang beredar. Penurunan defisu domestrk anggaran 

dapat menurunkan pertumbuhan uang primer yang pada g i l i r a n n y a  akan 

menurunkan jumlah uang beredar. Namun untuk Indonesia dan negara-negara 

berkembang lainnya, pendapatan pemerintahnya sangat tergantung pada rente 

dari minyak, hast] tambang atau pajak eksporlimpor, maka penerimaan pemerintah 

akan sangat bergantung pada perkembangan neraca pembayarannya, yang pada 

gilirannya akan berpengaruh terhadap neraca lainnya termasuk neraca pendapatan 

nasional. 

Sampai tahun 1980-an sektor pemerintah bisa dikatakan berperan besar dalam 

penerimaan negara, agent of development. Dengan dana minyak yang cukup 

melimpah (akibat kenaikan harga minyak di satu pihak dan masih lemahnya peran 

swasta di lain pihak) pemerintah sangat aktif dalam menggerakan perekonomian, 

tidak saja membangun infrastruktur pisik dan sosial melainkan juga terjun langsung 

disektor produksi (riil). Ini tampak dari peningkatan pengeluaran pembangunan 

pemerintah yang berlipat ganda sejak Pelita I hingga Pelita V. 

Namun sejak Pelita VJ telah terjadi pergeseran dalam peranan pemerintah 

dimana peran pemerintah hams berubah akibat kecenderungan yang terjadi dewasa 

ini. Hal ini dikarenakan. Pertama, menurunnya harga migas dan menipisnya 

cadangan minyak akan mengurangi rente ekonomi yang selama ini dinikmati 

pemerintah untuk membiayai peranannnya yang terlanjur besar dalam 

perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah harus bersedia melepas kendali 

perekonomian kepada sektor swasta. Kedua, perubahan ekonomi kearah globalisasi 

menyebabkan kompetisi semakin meningkat. Peningkatan kompetisi menuntut 

suatu unit ekonomi bergerak lebih fleksibel, tanggap terhadap perubahan­ 

perubahan. Ketiga, defisit anggaran dan hutang pemerintah yang besar 

mengakibatkan dip _erlukannya perubahan mendasar dalam pengeluaran 

1 1  
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pemerintah. Keempat, intervensi pemerintah walaupun pada mulanya ditujukan 

untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar seringkal i justru mendistorsi 

bekerjanya pasar secara tidak efisien. 

Pada dasamya, setiap sektor memiliki keterkaitan yang kuat satu sama lainnya. 

Walaupun derajat keterkaitannya sangat tergantung pada : 

I .  Derajat keterbukaan suatu negara, yang biasanya diukur sebagai rasio antara 

ekspor dan impor terhadap PDB. Semakin tinggi rasio ini, semakin tinggi 

pula keterbukaan ekonomi negara lersebut. Akibatnya, perekonomian 

domestik banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional arau 

dikenal dengan istilah repercussion effect. Setiap goncangan (external shock 

apakah positif atau negatif) yang terjadi dalam perekonomian intemasional 

memiliki pengaruh terhadap perekonomian domestik. 

2. Peranan sektor pemerintah, termasuk di dalamnya ketergantungan pemerintah 

terhadap sektor luar negeri dan cara pembiayaan anggaran pemerintah. Faktor 

kedua ini memiliki pengaruh besar terhadap APBN di banding neraca-neraca 

lainnya. 

3. Tingkat monetisasi perekonomian. Faktor ketiga ini erat kaitannya dengan 

pengaruh sektor rnoneter terhadap sektor perekonomian lainnya. 

Selain itu hubungan antara anggaran pemerintah dan neraca pembayaran dapat 

dijelaskan dengan 5 persamaan yang menunjukan bahwa defisit transaksi berjalan 

dalam neraca pembayaran sama dengan penjumlahan defisit anggaran pemerintah 

dan kesenjangan tabungan investasi. Dengan kata lain, salah satu sumber defisit 

transaksi berjalan adalah defisir dalam anggaran pemerintah. �, 

1 '  
Lihat. Darrnm Nasunon dan Mohamad lkhsan. Keterkartan anrar sektor Dal.am Perekoncmian 

LPEM UI. Tahun 19'1.' 
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Pertama, penerimaan pemerinlah sebagian berasal dari pajak perdagangan 

internasional. Dalam keadaan lemahnya adminitrasi pemungutan pajak, pajak 

dari perdagangan internasional menjadi andalan penerimaan pemerintah seperti 

pajak ekspor, bea masuk dan sebagainya. Semakin besar volume perdagangan 

internasional maka semakin besar pula pajak potensial yang dapat dipungut oleh 

suatu negara sebagai penerimaan negara. Sebagai gambaran, untuk kasus negara 

berkembang, pajak impor mencapai 1-5 persen dari PDB, sementara pajak ekspor 

mencapai 1-3 persen dari PDB terganlung pada lahap pembangunan suatu negara 

dan derajat keterbukaan suatu negara. Makin maju suatu negara terdapat 

kecenderungan proporsi pajak dari perdagangan internasional makin mengecil. 

Begitu pula makin mengecilnya perdagangan inlernasional suatu negara terdapat 

kecenderungan makin kecil pula persentase pajak perdagangan internasional 

terhadap PDB. Hubungan lain yang lebih dominan adalah pada kasus negara­ 

nagara pengekspor migas seperti Indonesia. Karena sumber daya migas dikuasai 

negara, pemerintah memperlakukan secara khusus pajak terhadap minyak bumi. 

Pajak perseroan migas ini telah menjadi sumber utama penerimaan migas. 

Besarnya penerimaan ini sangat tergantung pada nilai ekspor migas. Penurunan 

atau kenaikan migas, ceteris paribus berdampak sama terhadap neraca pembayaran 

dan APBN. Perubahan penerimaan ini berpengaruh pula terhadap pengeluaran 

(dengan kebijakan anggaran berimbang) dan pinjaman neto untuk membiayai 

defisit anggaran. 

Kedua, jika defisit anggaran dibiayai dengan bantuan luar negeri, maka baik 

neraca pembayaran maupun APBN akan terpengaruh. Pemasukan modal netto 

akan mempengaruhi neraca modal dalam neraca pembayaran dan pas pinjaman 

neto pada APBN. Pembiayaan defis it anggaran dengan bantuan luar negeri akan 

menimbulkan beban utang dimasa mendatang yaitu biaya bunga dan pembayaran 

13 
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cicilan utang. Pertama akan mempengaruhi transaksi berjalan pada neraca 

pembayaran dan pos pengeluaran rutin pada anggaran pemerintah, sedangkan 

yang kedua akan mempengaruhi neraca modal pada neraca pembayaran pos 

pinjaman neto pada APBN. 

Ketiga, melalui komponen hibah. Hi bah merupakan jenis transaksi ekonomi 

yang tidak menimbulkan kewajiban bagi pihak yang menerimanya. Komponen 

ini tercakup dalam neraca pembayaran dan APBN. Jika hibah ini berasal dari luar 

negeri dan diberikan kepada sektor pemerintah, perubahan komponen ini memi liki 

pengaruh yang sama terhadap APBN dan neraca pembayaran. 

Keempat, sebagian dan komponen pengeluaran rutin (diluar biaya bunga) 

dibelanjakan diluar negeri. Belanja barang luar negri akan meningkatkan impor. 

Kelima, pengeluaran untuk pembentukan modal tetap bruto sektor pemerintah 

untuk negara berkembang umurnnya harus dipenuhi dari luar negeri. Peningkatan 

pengeluaran modal dari luar negeri tidak hanya meningkatkan defisit anggaran 

(current account= penerimaan rutin - pengeluaran rutin), tetapi juga meningkatkan 

impor. Jika pembayaran untuk pengeluaran modal tersebut dikaitkan dengan 

bantuan luar negeri rnaka pos dalam neraca pembayaran yang terpengaruh tidak 

hanya impor tetapi juga neraca modal. 

Adanya hubungan paralel antara neraca pembayaran dan anggara.n pemerintah, 

mengimpilkasikan besamya kontribusi kebijakan fiskal yang ekspansi, yang 

dilakukan oleh banyak negara dewasa ini, terhadap keseimbangan dalam neraca 

pembayaran. 

Sehubungan dengan fungsinya, penyusunan APBN mempunyai dua fungsi 

pokok yaitu : 

I . Fungsi Alokasi, yaitu penyediaan dana bagi kebutuhan masyarakat banyak 

akan sarana dan prasarana y�g tidak mungkin akan disediakan oleh swasta 
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lanpa campur tangan Pemerintah. 

2. Fungsi Distribusi, yaitu anggaran Pemerintah yang ditujukan untuk memelihara 

tingkat kesempatan kerja yang ringgi. kestabilan harga dan pertumbuhan 

ekonomi yang memadai. 

Fungsi itu mengakibatkan APBN telah menjadi suatu instrumen kebijakan 

ekonomi makro, terlebih lagi semenjak turunnya harga minyak bumi dan 

berkurangnya sumberdana luar negeri. Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan 

kebijakan yang bersifat ekspansif atau kontraksi dimana, kontraksi ( +) atau 

Ekspansi (-) = I Penerimaan nonmigas - (Pengeluaran rutin - Pembayaran 

hutang LN + Pembiayaan Pembangunan dalam Rupiah ) ) 

Anggaran pemerintah sangat mempengaruhi kondisi perekonomian tidak 

hanya dinegara berkembang seperti Indonesia tetapi juga dinegara maju seperti 

Amerika serikat dan negara-negara industri lainnya. Di negara berkembang seperti 

Indonesia dimana peranan pemerintah tergolong besar, perubahan dalam APBN 

dan kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi makro yang biasanya mengikuti 

perubahan APBN tentunya akan besar sekali pengaruhnya terhadap perkonomian 

nasional. 

APBN juga merupakan suatu produk yang berfungsi untuk menggambarkan 

arah kebijakan-kebijakan makro ekonomi yang hendak dijalankan pemerintah 

dalam rangka rnenunjang pembangunan nasional. Bersama-sama dengan kebijakan 

moneter, kebijakan fiskal paling tidak memiliki fungsi-fungsi sebagai : ( I )  alat 

stabilisasi ekonomi (2) perangkat insentif (3) instrumen pemerataan serta (4) 

penggerak dan pengarah pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan industrialisasi 

pada khususnya ( Faisal H Basri, perekonomian lndonesai menjelang abad­ 

abad XX/). 
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RAPBN di Indonesia mempunyai keterkaitan yang besar dengan sektor tainnya 

seperti sektor moneter, neraca pembayaran dan tentunya sektor produksi. 

Keterkaitan sektor moneter jelas besar mengingat anggaran negara merupakan 

salah satu komponen dari uang primer dimana perubahan dalam komponen uang 

primer pada gilirannya akan mempengaruhi uang beredar. Terhadap neraca 

pembayaran, peranan APBN juga relatif besar karena beberapa hal yaitu : 

I .  sebagian komponen penerimaan negara berasal dari penerimaan ekspor migas 

dimana sebagaian besar dari "economic rent" penjualan migas dinikmati oleh 

pemerintah. 

2. defisit domestik APBN dan transaksi berjalan ditutupi oleh utang luar negeri 

3. sebagai konsekuensi dari point ke-2 sebagian komponen pengeluaran APBN 

mencakup pembayaran kembali cicilan pokok dan bunga yang tercermin pula 

dalam neraca pembayaran. 

4. komponen pengeluaran pemerintah juga mengandung import content yang 

besar. Misalnya bantuan proyek yang merupakan sumber untuk menutupi 

defisit APBN - mengandung komponen impor yang besar. 

Seperti diketahui, telah banyak prestasi yang dihasilkan selama PJPT I. 

Tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata tahunan Indonesia selama 25 tahun 

terakhir mencapai di atas 6,0 persen, suatu tingkatan yang lebih tinggi daripada 

pertumbuhan rata-rata dunia dan juga negara-negara berkembang lainnya. 

Indonesia juga dalam perekonomiannya telah mengalami perubahan struktural 

yang signifikan sifatnya. Kini peranan sektor industri manufaktur telah mampu 

melampaui sektor pertanian. Nilai ekspor nonmigas telah pula melampaui nilai 

ekspor migas yang selama beberapa dekade sempat menjadi tulang punggung bagi 

perekonomian nasional. Didalam ekspor nonmigas sendiri peranan ekspor 

manfufaktur semakin diperhitungkan. 
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Selama PJPT I, penerimaan negara itu tergantung pada penerimaan migas 

serta bantuan dan pinjaman luar negeri. Mulai awal Pelita I, seluruh penerimaan 

negara dari bantuan dan pinjaman luar negeri hanya digunakan untuk membelanjai 

pengeluaran pembangunan. Oleh karenanya, penerimaan dari bantuan serta 

pinjaman luar negeri disebut sebagai penerimaan pembangunan dalam APBN. 

Kedua jenis penerimaan dari migas dan bantuan serta pinjaman luar negeri 

merupakan injeksi atau transfer positif dari luar ngeri pada perekonomian nasional. 

Transfer tersebut masuk melalui APBN. Disebut sebagi injeksi karena keduajenis 

penerimaan itu merupakan transfer pendapatan masyarakat luar negeri kepada 

ekonomi ekonomi nasional melalui anggaran negara. 

Pada sisi penerimaan negara dari sektor nonmigas perpajakan tampaknya 

belum berjalan secara optimal Dimana sistem perpajakan kita belum banyak 

berbeda dengan sistem pajak yang berlaku umum di negara-negara berkembang. 

Ciri-ciri negatif yang masih melekat dalam realita sistem pajak kita adalah : kurang 

efisien, kaku inelastisitas dan regresif. Inefisiensi karena biaya pemungutannya 

tidak sebanding dengan penerimaan pajak, dan bersifat kaku karena tidak segera 

dirombank sesuai dengan perkembangan keadaan perekonomian nasional dan 

tuntutan pengeluaran perekonomian negara. Disebut inelastis karena hampir tidak 

ada kaitan antara penerimaan pajak dengan peningkatan objek pemungutannya. 

Secara umum objek pemungutan pajak itu diukur berdaarkan tingkat dan distribusi 

pendapatan serta kekayaan riil masyarakat maupun tingkat laju inflasi. Bersifat 

regresif karena distribusi beban pajak lebih banyak ditanggung oleh golongan 

ekonomi lemah. 

Di awal dekade 1970-an, penerimaan negara, neraca pembayaran luar 

negeri dan dana perbankan sangat bergantung pada dua sumber penerimaan 

ekstemal . Pertama, penerimaan migas; kedua, penerimaan dari bantuan serta 
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pmJaman luar negeri. Mulanya bantuan luar negeri itu, teruama pinjaman 

pemerintah dari sumber resmi dengan persyaratan yang sangat lunak. Sejak tahun 

1987, Indonesia dapat memperoleh pinjaman khusus dari Jepang, Bank Dunia 

dan Bank Pembangunan Asia. Pinjaman khusus iru sekaligus dapat digunakan 

untuk menguatkan neraca pembayaran dan anggaran negara serta sekaligus 

meringankan struktur utang luar negeri kita. 

Kedua sumber pembelanjaan eksternal itu masuk pada neraca pembayaran 

melalui kas negara. Oleh karena itu, peningkaran tingkat harga migas selama 

periodew 1973-82 serta bantuan dan pinjaman dari IGGI, lembaga-lembaga 

keuangan multilateral dan pinjaman komersiil telah meningkatan peranan anggaran 

negara sebagai motor penggerak utama pembangunan nasional. Peranan Pemerintah 

bukan saja menonjol sebagai produsen jasa-jasa publik (public goods). Peranan 

Pemerintah juga bersifat sebagai regulator. Yang terakhir ini terrnasuk 

peningkatan kembali peranan pemerintah yang secara langsung mengatur alokasi 

faktor-faktor produksi. 

Penerimaan dalam negeri sangat tergantung pada penerimaan sektor migas 

yang dalam tahun 1981/1982 mencakup 70,9 persen dari total penerimaan dalam 

negeri. Dengan adanya penurunan harga minyak mentah mulai tahun 1982 dan 

merosotnya secara drastis pada tahun 1986, maka penerimaan migas tidak dapat 

lagi dijadikan tumpuan utarna. Oleh karena itu penerimaan nonmigas, terutama 

dari sektor perpajakan memperoleh perhatian yang lebih besar. 

Sehubungan dengan hal tersebut, guna lebih rneningkatkan penerimaan 

negara dari sektor perpajakan dalam jangka menengah dan panjang, maka 

pemerintah memperkuat kemandirian pembiayaan pembangunan dalam 

menghadapi perkembangan ekonomi menuju era globalisasi pada tahun 1994 

pemerintah telah melakukan penyempumaan alas ketentuan peraturan perpajakan, 

18 



Kebijakan U,num APBN 

khususnya dalam rangka menampung kegiatan-kegiatan yang tidak tertuang dalam 

Undang-undang perpajakan tahun 1983. 

Selanjutnya stabilitas ekonomi makro yang berhasil diciptakan lelah 

memungkinkan ekonomi Indonesia tumbuh dengan laju yang relatif tinggi. Selain 

pertumbuhan ekonomi tinggi yang dapat dicapai dalam tiga tahun pertama 

Repelita VI, struktur ekonomi telah berubah ke arah struktur ekonomi telah 

berubah ke arah struktur ekonomi yang lebih baik dan lebih seimbang terutama 

antara sektor pertanian dan industri pengolahan. Pada akhir PJP 1 (tahun 1993). 

peranan sektor pertanian sebesar 17 ,9 persen dan industri pengolahan 22, 3 persen. 

Berdasarkan harga konstan tabun 1993, pada tahun 1996 peranan sektor pertanian 

menjadi 15 ,2 persen dan peranan industri pengolahan bertambah menjadi 

24.6 persen. 

Dalam tabun anggaran 1998/1999 yang merupakan tahun terakhir Pelita YI, 

maka tahun ini mempunyai makna tersendiri bagi bangsa Indonesia karena 

kinerja pembangunan yang dilaksanakan ini akan melengkapi, menutup, serta 

menentukan apakah sasaran-sasaran dala repelita VJ dapat tercapai atau tidak. 

Dalam tahun pertama Repelita VJ (tahun anggaran 1994/1995), tingkat 

inflasi di Indonesia sebesar 8,57 persen dan defisit transaksi berjalan US$ 3.488 

juta atau 2 persen dari PDB. Defisit transaksi berjalan ini merupakan selisih dari 

ekspor dan impor barang yang sebesar US$ 8.039 juta dengan defisit jasa yang 

sebesar US$ 1 1 .527 juta. Dalam tahun anggaran 1995/1996, inflasi meningkat 

menjadi 8,86 persen sedangkan defisit transaksi berjalan meningkat menjadi 

US$ 6.987 juta atau 3,4 persen dari PDB. 

Peningkat defisit transaksi berjalan yang cukup besar ini disebabkan oleh 

menurunnya laju pertumbuhan ekspor dari 15,5 persen menjadi 13,3 persen dan 

di lain pihak meningkatnya laju pertumbuhan impor dari 17 ,  2 persen menjadi 
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21,6 persen serta meningkatnya defisit laju pertumbuhan jasa-jasa dari 1 1 , 7  persen 

menjadi 14,9 persen. Dengan kondisi seperti ini pemerintah perlu mengendalikan 

defisit transaksi berjalan sehingga tidak mengganggu stabilitas ekonomi. Namun 

perlu dipahami bahwa kenaikan defisit neraca transaksi berjalan tidak selalu 

berkonotasi negatif, tetapi dapat pula sebagai tanda positif karena kenaikan 

investasi. Apalagi kalau kenaikan invetasi tersebut digunakan untuk memproduksi 

barang ekspor, 

Gejala meningkatnya defisit transaksi berjalan secara nyata yang disertai 

dengan tingginya inflasi yang dialami ekonomi Indonesia menunjukan ekonomi 

Indonesia masih mengalami pemanasan atau "overheating". Pemanasan ekonomi 

bersumber dari naiknya perrnintaan agregat secara kurang proporsional dengan 

penawaran agregat. Oleh karena itu pengendalian pemanasan ekonomi hams 

dilakukan dengan mengendalikan perrnintaan agregat. Dalam jangka pendek, 

perrnintaan agregat dapat naik dengan cepat sedangkan penawaran agregat relatif 

tetap karena menyangkut kapasitas produksi. Permintaan agregat yang naik 

sebagian dipenuhi oleh barang-barang domestik dan sebagian lagi oleh barang 

impor, yang dapat mengakibatkan memburuknya defisit transaksi berjalan. 

Unsur permintaan agregat ( Y = C + I + G ) terdiri atas konsumsi, investasi 

masyarakat serta belanja pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengendalikan 

permintaan agregat, konsumsi, investasi dan belanja pemerintah perlu 

dikendalikan. Secaragaris besar, konsumsi dan investasi dapat dikendalikan melalui 

kebijaksanaan moneter, sedangkan belanja pemerintah dengan kebijaksanaan fiskal 

terutama yang menyangkut pengeluaran negara. 
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1.5 KETERKAITAN DENGAN EKONOMI GLOBAL 

Pertumbuhan perekonomian duniadalam tahun 1997 diperkirakan mencapai 

lebih dari 4'}. Reial if tingginya pertumbuhan tersebut diiandai dengan tetap 

lingginya volume perdagangan dunia yang mengalami peningkalan dari tahun 

sebelumnya. Selain itu, ditandai dengan tetap rendahnya inflasi global dan 

lerjaganya stabilitas harga pada tingkat yang wajar, membaiknya keuangan 

beberapa negara untuk mengurangi ketidak simbangan fiskal sehingga dapat 

menahan naiknya suku bunga jangka panjang, serta mendorong peningkatan 

investasi. Demikian pula nilai kurs rnata uang utama dunia masih dapat 

dipertahankan pada tingkat yang wajar. 

Kondisi perekonomian dunia tersebut telah membawa pengaruh yang baik 

lerhadap perekonomian Indonesia. Sebagaimana perekonomian negara-negara 

di Asia pada umumnya dan ASEAN pada khususnya. Perekonomian Indonesia 

tumbuh cukup tinggi pada semester pertama tahun 1997, namun demikian pada 

akhir bulan Juli, yang diawali dengan merosotnya nilai tukar mata uang Bath 

Thailand terhadap dollar Amerika Serikat, dengan disusul beberapa mata uang 

negara ASEAN lainnya, nilai mata uang rupiah juga ikut terdepresi sehingga 

pertumbuhan ekonomi menurun drastis. 

Sedemikian besamya penurunan nilai mata uang tersebut sehingga timbul 

krisis nilai tukar. Krisis nilai tukar lersebut telah mengganggu jalannya roda 

perekonomian beberapa negara di Asia Tenggara dan Timur yang selama ini 

merupakan pendukung utama tingginya laju pertumbuhan ekonomi dunia. 

Selanjutnya sebagai dampak dari krisis moneter yang melanda Indonesia dan 

beberapa negara tetangga lainnya, maka lalu lintas modal neto dalam tahun 

anggaran 1997/1998 menurun drastis yaitu dari US$ 12.668juta yakni daripada 
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tahun anggaran 1996/1997 menjadi defisit US$ 3.992 juta tahun 1997/1998, yang 

terdiri atas pemasukan modal pemerinlah US$ 11 .247 juta, pembayaran hutang 

pokok US$ 4.884 juta dan defis it lalu lintas modal lainnya US$ I 0.355 juta. Defisit 

lalu lintas modal tersebut antara lain disebabkan oleh menurunnya lalu lintas 

modal lainnya dari US$ 13.488 juta dalam tahun anggaran 1996/ I 997 menjadi 

defisit US$ I 0.355 juta. 

Melihal kondisi demikian maka diperlukan perhatian yang lebih besar dari 

segi anggaran melalui : 

I . Konsistensi kebijakan fiskal dengan kebijakan makro ekonomi lainnya 

2. Penggalangan sumber dana dalam negeri dan rnelepaskan ketergantungan yang 

lebih besar terhadap utang. 

3. Penajaman prioritas pengeluaran. 

Ketiga unsur ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap usaha untuk 

menciptakan lingkungan yang sehat bagi pengembangan sektor swasta untuk 

mempertahanlan pertumbuhan yang berkelanjutan. 

Khusus dalam bidang pendanaan pembangunan, kemandirian yang mengacu 

kepada kemampuan perekonomian untuk lebih banyak rnengandalkan sumber­ 

sumber dana sendiri harus lebih diupayakan secara nyata. Sekalipun mengalami 

fluktuasi, akan tetapi secara keseluruhan porsi tabungan pernerintah mengalami 

peningkatan yang cukup berani. Disamping itu walaupun angka pinjaman luar 

negeri secara nominal mengalami peningkatan, namun peranannya dalam 

pembangunan menunjukan kecenderungan menurun. Namun dalam situasi saat 

ini nyatanya jumlah pinjaman kembali meningkat terutama dengan adanya 

komitmen bantuan IMF yang secara akumulatif mencapai US$ 43 milyar. 

Dua hal yang dapat di cennati sehubungan dengan utang luar negeri ini adalah. 

Pertama, dalam beberapa tahun terakhir in_i komposisi pinjaman lsar negeri yang 
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bersifat komersial dan setengah lunak (suku bunganya relatif tinggi) cenderung 

mengalami peningkatan. Peningkatan ini terutama berasal dari pinjaman pihak 

swasta. Sekalipun beban pembayaran utang luar negeri diperkirakan menurun, 

namun pinjaman jenis ini lebih sensitif terhadap gejolak-gejolak ekstemal. Oleh 

karena itu kendali pemerintah akan menjadi makin terbatas. 

Kedua, dinamika arus finansial global setelah paruh kedua 1980-an telah jauh 

berubah apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Porsi penanaman 

modal asing langsung, saham dan obligasi kesemuanya telah mencapai hampir 

sepertiga dari danajangka panjang total yang rnasuk kenegara-negara berkembang, 

padahal di awal dekade lalu belum mencapai IO persen. Sayangnya, kecenderungan 

umum di dunia ini justru bertolak belakang dengan apa yang terjadi dalam 

beberapa tahun terakhir. Pinjaman komersial Indonesia justru meningkat, namun 

sebal iknya, arus penanaman modal asing langsung cenderung menunjukan 

penurunan. Perubahan komposisi ini tentu akan berdampak kepada besamya dan 

kerentanan beban pinjaman luar negeri Indonesia. 

1.6 SITUASI KRISIS YANG BERKEPANJANGAN 

Berbagai indikator ekonomi menunjukan bahwa krisis ekonomi mengalami 

kemerosotan yang terus memburuk sejak Juli 1997, dan hampir bisa dipastikan 

terus berlanjut. Dengan memperhatikan perkembangan indikatorekonomi di tingkat 

makro dan mikro, tampaknya kemerosotan ekonomi jauh lebih besar lagi, paling 

tidak mencapai minus 1 5  persen bahkan bisa minus 20 persen. Tingkat inflasi 

selama delapan bulan pertama tahun 1998 telah mencapai 70 persen. Jika 

pemerintah tidak berhasil mengontrol kenaikan harga pada dua bulan mendatang, 

maka laju inflasi sepanjang tahun 1998 akan menembus tiga digit, atau paling 

tidak mendekati angka 100 persen. 



Kebijakan U1numAPBN 

Pengangguran terbuka telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. 

Kalau penumbuhan ekonomi mencapai minus 20 persen, berarti PHK akan 

mencapai 9.6 juta pekerja. Ditambah dengan penganggur sebelumnya dan pencari 

kerja pertama. maka jumlah penganggur pada akhir tahun drperkirakan mendekati 

20 juta orang. Demikan pula gambaran pasaran tenaga kerja lebih suram lagi jika 

diperhitungkan jumlah under-employment (orang yang bekerja di bawah 35 jam 

seminggu), yang paling tidak akan mencapai separuh dari jumlah orang bekerja. 

Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan telah meningkat berlipat 

ganda. Keberhasilan dari program-program pemberantasan kemiskinan seperti IDT 

dan Takesra-Kukesra lewat yayasan Dana Sejahtra Mandiri (YDSMJ, transparansi 

hanya bersifat tambal sularn, dan hanya mencoba untuk mengatasi eksesnya saja 

tanpa mau menyadari atau menyentuh akar permasalahannya, sehingga hasilnya 

kurang memuaskan. Dengan kondisi seperti ini, maka jumlah orang miskin akan 

bertambah jika pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin hanya 22 juta orang 

atau 11 ,3 persen dari total penduduk, maka jumlahnya akan meningkat secara 

potensial menjadi 1 1 8  juta orang atau 60,6 persen dari jumlah penduduk Indone­ 

sia pada tahun 1998. 

Kondisi semakin berat karena saat ini sangat sulit memperoleh pernasukan 

dari berbagai sumber, Seperti investffl yang menjadi komponen permintaan 

agregat yang sangat penting mengalami kemerosotan paling tajam, sehingga 

mencapai tingkat yang paling rendah selama 30 tahun terakhir. lnvestasi 

pemerintah praktis mendekati nol, karena tuntutan mengarahkan seluruh dana 
. ' . 

APBN bagi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. lnvestasi dornestik dan asing, 

baik investasi langsung maupun tidak langsung (portfolio investment) tidak 

mungkin mencapai sekedar 50 persen dari tingkat yang terjadi tahun sebelumnya. 

Maka hampir tidak terhindarlcan bahwa stok modal ( capital stock) akan berkurang 
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secara absolut, keridakpastian politik selalu menjadi momok bagi kalangan 

pengusaha untuk melakukan investusi dalam rangka perluasan ataupun proyek­ 

proyek baru. 

Sementara itu, ekspor pun mengalami kelesuan, terutama ekspor produk­ 

produk manufaktur, Penghambatnya semakin kompleks, mulai dari pendanaan. 

misalnya karena penolakan UC untuk pembelian bahan baku impor. Di sisi lain, 

impor semakin sulit untuk terus ditekan. Akibatnya, transaksi berjalan akan tetap 

berpotensi besar mengalami defisit. 

Bersamaan dengan itu, tekanan pada APBN sangat luar biasa. Di satu sisi, 

target penerimaan pajak dan penerimaan Jainnya praktis tidak akan ada yang 

terpenuhi. Sementara itu, pengeluaran rutin semakin sulit terus ditekan, bahkan 

cenderung meningkat karena kenaikan gaji pegawai negeri dan penambahan 

subsidi Sembako. Di sisi Jain, persoalan utang luar negeri swasta sudah berada 

pada tingkat yang sangat kritis. Sebab lebih separuh perusahaan yang memiliki 

utang Juar negeri dalam valuta asing, tidak dapat Jagi mencicil utangnya. 

Walaupun pada akhir minggu pertama Juni 1998, telah tercapai kesepakatan 

mengenai penyelesaian utang dengan lembaga-lembaga keuangan intemasional 

di Frankfrut, tampaknya roda produksi tidak akan segera pulih. Karena pemenuhan 

kewajiban utang swasta hanyalah salah satu persoalan, dari sejumlah 

permasalahan yang dihadapi dunia usaha Indonesia. Salah satu persoalan kunci 

untuk rnernperlancar proses produksi adalah masih sangat tingginya suku bunga 

untuk pendanaan modal kerja. 

Hal ini semakin memperkuat konstatasi bahwa pemulihan ekonomi, 

khususnya nilai tukar rupiah harus mensyaratkan kestabilan dan kcpastian politik, 

paling tidak kepastian tentang formal penyelesaian politik secepat mungkin. 
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1.7 PERUBAHAN APBN 

Perubahan APBN terakhir didasarkan atas Perubahan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 

1998. Perubahan APBN 1998/ l 999 merupakan tambahan dana yang telah 

disediakan baik dalam sektor, subsektor. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan sebagairnana dituangkan dalam Undang­ 

Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

1998/1999 

Perubahan itu juga meliputi penundaan kegiatan proyek yang belum 

mendesak, pengadaan tanah, studi/pengkajian , seminar dsb. Selanjutnya 

melakukan realokasi dan menyediakan tambahan anggaran untuk memperkuat 

jaringan pengaman sosial ( social safety net) di bidang pendidikan dan kesehatan, 

memperluas penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan produksi pangan. 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mengotimalkan 

penerimaan pajak antara lain : 

I .  Melaksanakan ekstensifikasi terhadap wajib pajak (WP) yang terkait dengan 

pencabutan fasilitas perpajakan. 

2. Melaksanakan intesifikasi pungutan pajak terhadap kegiatan usaha yang 

berpeluang besar dalam situasi moneter saat ini, sperti eksportir, perusahaan 

yang menggunakan bahan baku dalam negeri, perusahaan yang menggunakan 

pembayaran dengan standar mata uang asing (gaji, sewa, royalti dalam US 

dolar), kontraktor bagi hasil yang menggunakan mata uang asing. 

3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan bagi usaha-usaha di bidang valuta 

asing , bank (dengan naiknya tingkat bunga deposito baik dalam rupiah maupun 

dalam mata uang asing). 
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4. Meningkatkan penagihan secara aktif sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak Dengan surat Paksa. 

5. Melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap perusahaan yang 

selama ini mempunyai hambatan psikologi dalam penagihan pajaknya. 

Disaat krisis seperti sekarang ini yang disertai dengan tingkat suku bunga 

yang tinggi , beberapa wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas dan kerugian 

karena gejolak nilai tukar. Hal ini mengakibatkan mereka mengajukan permohonan 

untuk ditinjau kembali atau menunda pembayaran pajak yang terutang, mengingat 

hal tersebut diperkenankan Undang-undang, dengan kondisi seperti ini penerimaan 

pajak pada tahun anggara 1998/ I 999 akan menurun dari yang telah dirancanakan. 

Dalam pos penerimaan pembangunan yang jumlah sebelumnya Rp 32,3 trilyun 

melonjak menjadi Rp 127, 8 trilyun atau meningkat 239,3 persen. Secara lebih 

rinci penerimaan pembangunan tersebut yang merupakan bantuan luar negeri dari 

badan-badan Multilateral maupun Bilateral (anggota CG! maupun Non CG!) serta 

lembaga keuangan asing lainnya sebesar Rp 87,3 trilyun berupa bantuan program. 

Sedangkan Bantuan Proyeknya sebesar Rp 40,5 trilyun. 

Selain pihak otoritas moneter memprioritaskan pemecahan masalah dan 

melakukan koordinasi antar kebijakan dengan lebih memfokuskan pada tiga 

pennasalahan yang mendesak , yaitu ; 

I .  upaya meredam laju inflasi dan belum stabilnya nilai tukar rupiah agar 

pemulihan ekonomi cepat berakhir. 

2. upaya untuk mengurangi dampak negatif dari krisis terhadap masyarakat. 

3. upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan agar 

fungsi inter mediasi perbankan dalam mendukung kegiatan perekonomian 

dapat segera normal kembali. 
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Jadi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 16  Tahun 

1994 tentang pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah dengan Keppres 

Nomor 8 Tahun 1997, pada prinsipnya setiap penerimaan dan pengeluaran telah 

tercantum dalam APBN. Demikian pula dengan adanya rencana penjualan 

(privatixasi) 12  BUMN penerimaannya ditampung melalui penerimaan negara 

bukan pajak. Sedangkan cicilan utang luar negeri yang merupakan kewajiban 

alas utang-utang luar negeri yang telahjatuh tempo selalu diakomondasikan dalam 

pos anggaran bunga dan cicilan utang. Sementara itu, bantuan luar negeri yang 

berupa bantuan program maupun bantuan proyek, penerimaannya didalam APBN 

dicatat di dalam penerimaan pembangunan. Dengan demikian penerimaan 

pinjaman luar negeri maupun pinjaman cicilan utang luar ngeri telah tercantum 

dalam penerimaan dan pengeluaran negara. 

1.8 K E S I M P U LA N DAN S A R A N 

I. 8. I Kesimpulan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu hal 

yang sangat penting karena anggaran negara merupakan salah satu sarana, dimana 

rakyat melalui wakil-wakilnya melaksanakan haknya untuk menentukan 

pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan suatu dukungan anggaran. 

Didalam sistem manajemen pembangunan nasional, APBN ditempatkan 

sebagai suatu rencana operasional tahunan dari pembangunan lima tahunan 

(Repelita) serta diarahkan untuk mewujudkan tujuan nasional sehagaimana yang 

diamanatkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

APBN yang disusun oleh Pemerintah dan disetujui oleh DPR itu merupakan 

salah satu instrumen perencanaan tahunan yang dijabarkan dari perencanaan lima 
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1ahuna11·(Repeli1a) yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah 

selama satu tahun anggaran yang dimulai tanggal I April hingga tanggal 31 Maret 

tahun berikutnya. 

Dengan prinsip anggaran berimbang dan dinamis. pemerintah selalu 

mengupayakan agar tabungan pemerintah semakin besar. Tabungan pemerintah 

yang merupakan selisih positif dari penerimaan dalam negeri dan pengeluaran 

rutin akan sangat berarti dalam membiayai proyek-proyek pembangunan. 

Peningkatan tabungan pemerintah diupayakan dengan meningkatkan penerimaan 

dalam negeri, serta melakukan efisiensi dalam pengeluaran rurin, tanpa 

mengabaikan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri dan tetap meningkarkan 

mutu pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat. 

Dalam realisasi APBN, total penerirnaan dan total pengeluaran dari tahun 

ketahun kurang lebih sama. Namun kenyataan sebenamya adalah terdapat defisit 

anggaran yang dibiayai oleh penerimaan pembangunan yaitu berupa hibah dan 

utang luar negeri. 

Sebagai salah satu bagian dari kinerja perekonomian nasional APBN juga 

merupakan instrumen penting dalam mempengaruhi besaran ekonomi. Misalnya, 

dalam perekonomian yang lesu, tambahan pengeluaran pemerintah secara tepat 

dapat menstimulasi permintaan (aggregat). APBN juga dapat digunakan sebagai 

instrumen untuk mengatur uang beredar. Penurunan defisit domestik anggaran 

dapat menurunkan pertumbuhan uang primer yang pada gilirannya akan 

menurunkan jumlah uang beredar. 

Sampai tahun 1980-an sektor pemerintah bisa dikatakan berperan besar dalam 

penerimaan negara (agent of development). Dengan dana minyak yang 

cukup melimpah (akibat kenaikan harga minyak di satu pihak dan masih lemahnya 

perenan swasta di lain pihak) pemerintah sangat aktif dalam men_ggerakan 
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perekonomian. tidak saja membangun infrastruktur pisik dan sosial melainkan 

juga terjun langsung disektor produksi (r i i l) .  lni tampak dari peningkatan 

pengeluaran pembangunan pemerintah yang berlipat ganda sejak Pelita I hingga 

Pelita V. 

I. 8. 2 Saran 

Terdapat beberapa alasan pokok dimana peranan pemerintah dalam 

penyususunan APBN harus mengikuti perkembangan dewasa ini. Hal ini 

dikarenakan. Pertama, rnenurunnya harga migas dan menipisnya cadangan minyak 

akan rnengurangi rente ekonomi yang selama ini dinikmati pemerintah untuk 

membiayai peranannnya yang terlanjur besar dalam perekonomian. Oleh karena 

itu, pernerintah harus bersedia melepas sebagian kendali perekonomiannya kepada 

sektor swasta. Kedua, perubahan ekonomi kearah globalisasi menyebabkan 

kompetisi semakin meningkat. Peningkatan kompetisi menuntut suatu unit 

ekonomi bergerak lebih fleksibel, tanggap terhadap perubahan-perubahan. Ketiga, 

defisit anggaran dan hutang pemerintah yang besar mengakibatkan diperlukannya 

perubahan mendasar dalam pengeluaran pemerintah. Keempat , intervensi 

pemerintah walaupun pada mulanya ditujukan untuk mengatasi kegagalan 

rnekanisrne pasar seringkali justru mendistorsi bekerjanya pasar secara efisien. 

Sebagai akibat dari gejolak sosial dan politik pada bulan Mei, keadaan dan 

prospek ekonomi makin rnemburuk dan ekonomi Indonesia dihadapkan pada krisis 

yang sangat serius. Jaringan distribusi macet, secara keseluruhan kegiatan ekonomi 

termasuk ekspor terganggu dan kepercayaan dunia usaha terguncang. Sebagai 

akibatnya, nilai tukar rupiah terns rnelemah dan hal ini berlawanan dengan harapan 

yang digambarkan dan laju intlasi jauh lebih tinggi dari perkiraan semula. Karena 

sumber penerimaan dalam APBN makin tidak mencukupi da,:i keterkaitannya 
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terhadap defisit anggaran sangatlah besar untuk itu perlu dimbangi dengan adanya 

tambahan dana dari luar negeri. 

Depresi nilai tukar yang dampaknya dirasakan pada pengeluaran untuk subsidi 

dan pembayaran utang luar negeri, turunnya lebih lanjut harga minyak, serta 

melemahnya kegiatan ekonomi, semua itu secara substansial menambah besamya 

defisit. Selanjutnya, dengan krisis yang memburuk dan dampaknya yang lebih 

besar terhadap golongan penduduk miskin, maka mendesak untuk memperkuat 

jaring pengaman sosial guna menanggulangi dampak meningkatnya pengangguran 

dan setengah pengangguran serta meningkatnya jumlah penduduk miskin. 

Peningkatan efisiensi perlu dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara, 

termasuk melalui renegosiasi kontrak-kontrak yang ada dan dari sumber-sumber 

penerimaan yang semula diluar anggaran. 

_ll 
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Lampiran I 

PELAKSANAAN AP8N DALAM REPELITA I, II, Ill, IV, V DAN VI (1969/1970 • 1997/1998) 

(Dalam Milyar Rupiah) 

J<nii R•p•llto I R,pclH.a II Repel to lll R•poll11> IV R,pellla V 
Rrpe!im Vl 

9"'9S • 971!18 

. Pcnerimaan Dalam Negeri 2.565.5 14.640.0 57.569.4 99.400.5 221.254,9 88.060.7 

. Pengeluaran Rutin 1.980,3 8.582.6 33.674.2 73.404.5 156.404,6 62.158.8 

. Tabungan Pemerintah 585.2 6.057.4 23.895.2 25.996,0 64.850,3 25.901.9 

Pcncrimaan Pemhangunan 554.6 1.674.2 8.003.4 25.803,I 48.537.3 l].026.0 

a. Banruan Program (418.0) (176,2) (203.5) (5.280.1) (4.214.5) 

b, Bantuan Proyek (136.6) (1.498.0) (7.799.9) (20.523.0) (44.322,8) ( 13.026.0) 

. Dana Pemhangunan 1.139.8 7.731.6 31.898,6 51.799.1 113.387.6 38.927.9 

. Pcngcluaran Pemhangunan 1.080.4 7.479.2 31.753.8 51.293.2 112.053.6 38.927.9 

a. Rupiah (943.8) (5 981.2) (23.953.9) (31.488.4) (67.730,8) (25.901.9) 

h Bantuan Proyck (136,6) ( 1.498,0) (7.799,9) (19.804.8) (44.322.8) (13.026,0) 

Sumber: RAPBN 1998/1999 & Angka berdasarkan Realisasi PAN 



Larnpiran 2 

Perkembangan Penerimaan Dalam Negeri 

Repelita I - Repelita VI (1994/95 - 1997/98) 
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Ket: RepelLta VI 94/95 - 97/98 

Sumber: RAPBN 1998/1999 (angka berdasarkan Rcahsavi PAN) 



Lampiran 3 

Perkembangan Bantuan Program & Bantuan Proyek 
Repellta I ·  Repelita VI (1994195. 1997/98) 

.. ,......,... 

Ket : Repeli1a VI 94/9S - 97198 

Sumbcr: RAPBN 1998/1999 (ongko berdosarkan Realisasi PAN) 



Lampiran 4 

Perkembangan Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan 

Repelita I - Repeltia VI (1994/95 - I 997 /98) 

Perkembangan Pengeluaran Rulln dan Pengeluaran Pembangunan 
Repelita I Repelita VI (1994/1995/1997/1998) 

Ket: Repelita VI 94/95 - 97/98 

Sumbcr: RAPBN 1998/1999 (angka berdnsarknn Realisasi PAN) 
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Lampiran 5 

Perkembangan Tabungan Pemerintah 
Repelita I ·  Repelita VI (1994195. 1997/98) 
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Kebijakan Fiskat Serta Peran Pajak Dalam Penerimaan Negara 

II 

KEBUAKAN FISKAL DAN PERAN PAJAK 

DALAM PENERIMAAN NEGARA 

Oleh Juli Panglima Saragih '1 

11.1.PENDAHULUAN 

Kebijakan fiskal atau kebijakan perpajakan (fiscal policy) sebagai salah satu 

kcbijakan ekonomi-makro dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 

(APBN), merupakan kebijakan yang signifikan dan penting dalam perekonomian. 

Kebijakan ekonomi makro lainnya yang juga merupakan lokomotif di dalam 

menunjang perekonomian adalah kebijakan di bidang moneter atau keuangan 

(monetary policv). 

Kebijakan moneter berkaitan dengan bidang keuangan atau finansial. 

perbankan, perkreditan. asuransi, terrnasuk perhitungan jumlah permintaan dan 

penawaran uang di pasar baik Mo (uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan 

uang logam). Ml (deposito, tabungan, giro, eek. billiyel), dan M2 = ( M o +  M l )  

maupun M3 = (Mo+ M I  +  M2). Berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang 

dibuat oleh pemerintah berimplikasi terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya 

seperti terhadap sektor riil (produksi. distribusi, perdagangan dalam dan luar 

negeri), sektor pertanian, kehutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya. 

Oleh sebab itu formulasi kebijakan fiskal dan moneter dalam kerangka ekonomi 

makro tidaklah berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari kebijakan ekonomi 

secara keseluruhan. Kebijakan fiskal dan moneter berorientasi kepada upaya untuk 

Penuliv adalah Avtvtcn Penelui Madya Brdang Ekonomi. Pada Pu ... at Pcngkajran dan Pclayanan 

lnformavr Sckrctunat Jcnderal OPR. RI 
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mendorong perkembangan ekonomi pada umumnya dan meningkatkan ketahanan 

ekonomi mikro seperti dunia usaha swasta pada khususnya. 

Dalam GBHN tahun 1998 ditegaskan bahwa "kebijaksanaan fiskal. moneter 

don neraca pembavaran dilaksanakan seam, serasi untuk mendukung pemerataan 

pembangunan dan keselarasan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 

perekonomian _vang stabil dan dinamis du/am rangka memantapkan sistem 

eko110111i Pancasila ". 

Kemudian lebih jauh dijelaskan bahwa "Penggalian dan pengerahan 

sumber penerimaan datum negeri terutama dari pajak ditingkatkan untuk 

pembiayaan pembangunan ... Pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan 

asas keadilan dan dengan meningkatkan peran penerimaan pajak langsung 

sehingga mampu berfungsi sebagai a/at untuk meningkatkan dan memeratakan 

kesejahteraan rakvat, Sistem dan prosedur perpujakan disempurnokan 

dun disederhanakun dengan memperhatikun asas keadilan, pemerataan 

manfuat dan kemampuan masvarakat .. .  serta melalui penvempurnaan sistem 

administrasi ". 

Sejak pertama kali APBN disusun pada tahun anggaran 1969170 (awal PJP I). 

pemerintah masih memberlakukan sebagian besar kebijakan fiskal masa Orde 

Lama. Beberapa perubahan dari kebijakan fiskal pada masa Orde Lama Jebih 

didasarkan kepada situasi perekonomian saat itu. Secara umum kebijakan fiskal. 

khususnya di awal PJP I, diorientasikan untuk mendorong kegiatan ekonomi 

nasional agar dapat tumbuh dan berkembang, khususnya dunia usaha swasta. 

Sebagaimana diketahui pertumbuhan ekonomi masa Orde Lama masih relatif 

lamban akibat sering terjadinya pergantian sistem pemerintahan/kabinet sehingga 

konsentrasi untuk membangun perekonomian sangat terganggu. 

Kcbijakan perpajakan dalam APBN lahun anggaran 1969170 berpedoman 
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pada kebijakan makro-ekonomi dalam PELITA I. Prioritas pembangunan pada 

PELITA I adalah pembangunan bidang ekonomi. Dalam struktur APBN penama 

tersebut, pemerintah menetapkan jenis-jenis pajak yang masuk kc dalam 

pendapatan negara antara lain I) Pajak Langsung dun 2) Pajak Tidak u111x.1w1g. 

Struktur pajak diatas masih tetap berlaku hingga akhir PELITA II. Pajak Langsung 

terdiri dari Pajak pendapatan, Pajak Perseroan, Pajak perseroan minyak, 

Menghitung Pajak Orang (MPO). dan pajak langsung lainnya. Sedangkan Pajak 

Tidak Langsung terdiri dari Pajak penjualan. Pajak penjualan impor. Cukai, Bea 

Masuk, Pajak Ekspor, dan penerimaan pajak tidak langsung lainnya. 

Dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak setiap 

tahunnya dalam APBN, maka pada tahun 1970 misalnya, pemerintah telah 

mengeluarkan beberapa peraturan perpajakan antara lain UU No. 9//970 tentang 

Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan tahun /944. Substansinya 

antara lain adalah perubahan tarif progresif pajak antara 15% hingga 50% 

diturunkan rnenjadi 10% hingga 50<;!;. Tujuannya untuk merangsang swasta 

• meningkatkan bisnis mereka rnelalui ekspansi usaha. Selain itu pemerintah juga 

telah mengeluarkan kebijakan perpajakan yakni pemberlakuan UU No. 8/1970 

tentang Perubahan dun Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan tahun /925. 

Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan tabungan pemerintah. dan 

mendorong investasi serta produksi di segala bidang/lapangan usaha. 

Disamping itu instrumen kebijakan pajak langsung lain yang dipandang 

penting adalah UU No. /0/1970 tentang Perubahan dan Tambahan alas UU Pajak 

Dividen tahun /959 yang pada intinya adalah memperluas objek pajak dividen 

sehingga mencakup dividen. bunga, dan royalties. 

Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi yang dicapai selama 

PJP I, maka kebijakan perpajakan juga mengalami reformasi agar mampu 

J!I 
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mengunusipasi kc depan. Reformasi kebijakan perpajakan yang dilakukan 

pcrnerintah tetap memperhatikan berbagai masukan rerutarna dari kalangan dunia 

usaha. Sebab pajak yang dipungut negara dari masyarakat seyogianya diusahakan 

tidak membebani dan membatasi aktivitas ekonomi masyarakat. 

II. 2. PAJAK DALAM TEORI EKONOMI MAKRO 

Dari sudut pandang teori Ekonomi Makro, pajak berkorelasi posit if terhadap 

pendapaian atau upah. Pajak (pendapatan) yang dipungut oleh pemerintah 

merupakan sebagian dari pendapatan (income) masyarakatdan/atau badan usaha 

yang tidak dikunsumsikan. 

Sebagian pendapatan yang tidak dikonsumsikan tersebut disebut dispossable 

income (Yd). Atau dapat dinotasikan dalam Yd= Y - Yr. dimana Yr= pendapatan 

yang dikenai pajak. Pendapatan netto adalah pendapatan yang sudah dipotong 

pajak. yang selanjutnya dapat dikonsumsikan atau ditabung. 

Semakin linggi pajak yang dikenakan. maka pendapatan netto atau upah riil 

semakin berkurang. Sebaliknya jika rarif pajak diturunkan. maka pendapatan 

netto/nil masyarakat atau badan usaha akan bertambah. Hubungan antara pajak 

dengan pendapatan/upah dapat dilihat dalam Gambar di bawah : 
T 

(Tarif 
Pajak 9f) T=f (Y) 

T':!l-----''- A 

jj 
Tit------,-+-- .... 

- 

ABC merupakan pajak yang 

urpungut perncrintah d ar i 
B upah/pcndapatnn. de ngan 

usumsr tanfTI = O'h 

n - YI  Y2 Y (Upah/Pcndapatan) 
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Keterangan Gambar : 

Pada situasi tari] pajak pendapatan Tl, [umluh upah """Ii dapat diperoleh 

adalah Y2 wmg berpotongan di titik B. Jika pemerintah 111e11aikka11 tarij pajak 

pendapatan ( PPh) dari TI ke T2, maka upah yang diperoleh akan berkurang 

sesuai dengan besarnya persentase kenaikan tori] pajak pendopatun yang 

ditetapkan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari berubahnva posis! Y2 ke YI 

w111g berptongun di titik A . . Pe rg eserun k e kiri dari titik B k e titik A 

mengindikasikan terjadinva penurunan upah akibat kenaikan tarif pajak 

pendapatun oleh pemerintah. 

Di dalam merumuskan pendapatan/upah yang dikenai tarif pajak pendapatan, 

rnaka pemerintah harus melakukannya dengan sangat hati-hati tan pa mengurangi 

kecenderungan peningkatan konsumsi masyarakat ( relativelv high propensity lo 

consume). 

Jika konsumsi masyarakat (marginal propensitv to consum/MPC) cenderung 

berkurang akibat besamya pajak yang dikenakan, maka hal ini akan membuat 

perekonomian cenderung lesu. Akibatnya produksi barang dan jasa akan 

berpengaruh pula. Namun demikian pemerintah sampai kini masih tetap 

memberlakukan pajak pendapatan badanlinstansi dan pajak penghasilan 

perorangan sebagai bagian dari struktur penerimaan negara dalam APBN. 

Berbagai jenis pajak yang dipungut negara setiap tahunnya merupakan 

investasi pemerintah untuk dialokasikan dalam kegiatan pembangunan. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang 

sangat penting dan strategis bagi setiap negara termasuk Indonesia. 

Karena sifatnya yang strategis dan penting, maka setiap formulasi kebijakan 

fiskal oleh pemerintah hendaknya menuntut adanya penyesuaian terhadap 
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situasi dan kondisi ekonomi agar tidak menimbulkan distorsi bagi kegiatan ekonomi 

secara keseluruhan. Oleh sebab itu, formulasi kebijakan fiskal harus lebih 

transparan dan hati-hati tanpa menghambat pelaksanaan pembangunan. 

Investasi pemerinrah yang diperoleh dari penenmaan pajak yang digunakan 

untuk membiayai pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah (g01·a11111enr 

expenditure). Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah ini merupakan 

salah satu elemen dalam menghitung pendapatan nasional (national income). 

Secara matematis. pendapatan nasional di dalam sistem perekonomian tertutup 

adalah : 

Y = C + I +  G(e), dimana , 

C = konsumsi masyarakat 

= lnvestasi swasta 

G(e) = Pengeluaran pemerintah. 

Disini perekonomian suatu negara bersifat tertutup karena tidak didukung oleh 

aktivitas perdagangan luar negeri atau ekspor-impor. Untuk itu, formulasi diatas 

dapat dmorasikan dengan persamaan berikut : 

C + I + G(e) = Y 

G(e) = Y - (C + I) 

Gte) = Y - C - I 

Ini berarti, pengeluaran pemerintah sama dengan total pendapatan nasional 

dikurangi konsumsi dan investasi masyarakat. Seperti diketahui, pcngcluaran 

pemerintah diperoleh dan investasi pemerintah (lg)+ konsumsi perneriruah (Cg). 

Semenlaradalam sistern perekonomian terbuka, ( DORNBUSCH. R dun FISCHER. 

S: Macroeconomics. /996) rnenunjukkan bahwa pendapatan nasional digarnbarkan 

kc dalam persamaan berikut : 
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Y = C + I +  G ( e )  +  (X - M), di mana. 

c = konsumsi rnasyarakat 

= investasi swasta 

G(e) = pengeluaran pemerintah 

x = ekspor barang & jasa 

M = impor barang & jasa. I) 

Dari rumusan diatas. dapat diartikan bahwa besar kecilnya pendapatan 

nasional antara lain dipengaruhi oleh perubahan dalam jumlah pengeluaran 

pemerintah. Sedangkan besar kecilnya jumlah pengeluaran pemerintah setiap 

tahunnya, ditentukan oleh perubahan jumlah pajak yang dipungut oleh pemerintah. 

Dari sisi pembentukannya, pendapatan nasional merupakan penggabungan dari 

variabel : 

konsumsi (C), 

investasi (I), 

pengeluaran pemerintah (G) 

dan Ekspor (X), 

persamaannya adalah Y = C + I +  G  +  X  (  I )  

Sedangkan dari sisi penggunaannya adalah pendapatan nasional (Y) 

merupakan penggabungan dari konsumsi (C), tabungan (S), pajak (T) dan lmpor 

(M), dimana persamaannya dapat dinotasikan sebagai berikut : 

Y = C + S + T + M  .  ---· . (2) 

" RUDIGER DORNBUSCH & STANLEY FISCHER (MACROECONOMICS). Alih Bahasa Julius 
A Muly1.id1. Edisi Kecmpal. Pe_ncrbu Erlangga Jakarta. CeLak I an Keenam. 1996 
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Jika digabungkan per sarnaan ( I )  dan persamaan (2) diatas, maka akan 

menghasilkan persamaan : (T-G) = (S-1) + (X-M). 

Pada kondisi penerimaan pajak lebih kecil dari pengeluaran negara (T < G), 

maka pajak progresif akan memperkecil defis ii anggaran negara. Sebahknya, jrka 

penenmaan pajak lebih besar dari pengeluaran negara (T > GJ maka akan 

menciptakan surplus anggaran negara. Namun dalam kondisi yang lain, semakin 

besar jumlah pajak yang dipungut negara akan mendorong untuk menaikkan 

jumlah pengeluaran negara dalam APBN. Meningkatnya jumlah pengeluaran 

negara dalam APBN merupakan cerrnin dari APBN yang cenderung ekspansif. 

Tetapi APBN yang ekspansif tidak selalu mengindikasikan jumlah pengeluaran 

lebih besar daripada jumlah penerimaan. Sebab dalam menyusun rancangan 

anggaran negara jarang terjadi lebih besar pasak dari pada tiang. 

Sejak APBN tahun I 969170, kebijakan APBN tetap memberlakukan sistem 

anggaran berimbang (balanced budget) yang dinamis. dimanajumlah penerimaan 

negara adalah sama dengan jumlah pengeluaran.negara. Dalam APBN 1969/70, 

pemerimah sudah rnernasukkan pinjaman luar negeri ke dalam struktur penerimaan 

dalarn APBN. Sehingga APBN dari tahun ke tahun tetap dalam posisi berimbang. 

Tetapi jika pinjaman luar negeri dikeluarkan dari struktur APBN. maka APBN 

akan menjadi defisit arau tidak sesuai dengan prinsip anggaran berimbang 

yang selama ini diterapkan. 

II. 3. SISTEM TARIF DALAM PERPAJAKAN 

Tarif merupakan salah satu unsur dalam penerimaan negara. Sebagai salah 

satu unsur dari pendapatan negara, pendekaum taril adalah berkaitan dengan uspek 

perdagangan internasional 

i< 
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Setiap negara dapat mengenakan tarifberupa bea masuk yang dikenakan terhadap 

barang dan jasa yang diimpor. Pendekatan tarif merupakan salah satu fokus 

pembahasan penting di dalam teori ekonomi internasional. 

Secara umum tarif dapat dibedakan ke dalam : 

I. Tarif Ad-valorem; 

2. Tarif Spesifik. 

Yang dimaksud dengan tarif ad valorem adalah, pungutan yang dikenakan 

kepada barang-barang impor berdasarkan pada persentase nilai barang tersebut, 

termasuk ongkos-ongkos yang dibebankan kepadanya seperti Cost. Insurance dan 

Freight (C/F). Sedangkan tarif spesifik adalah pungutan yang dikenakan 

kepada barang-barang impor didasarkan kepada besar kecil volumenya. Misalnya, 

tarif yang dikenakan sebesar Rp.1.000,- per satuan barang. 

Kadang-kadang beberapa negara ada yang mengenakan tarif majemuk 

yang merupakan kombinasi dari kedua jenis tarif diatas. Tujuan dasar dari 

pengenaan tarifbarang impor tersebur adalah untuk menambah pendapatan negara 

serta alasan untuk melindungi barang yang dihasilkan di dalam negeri. 

Efek dari pengenaan tarif terhadap suatu barang impor adalah terjadinya 

perubahan harga dan jumlah barang yang diimpor. Aninya semakin tinggi nilai 

tarif yang dikenakan kepada setiap barang maka akan mengakibatkan kenaikan 

harga barang tersebut di pasar dalam negeri. Tarif yang tinggi juga cenderung 

mengurangi kuantitas barang yang diimpor. Sebaliknya efek tarif ini merupakan 

beban yang dibayar konsumen. Efek tarif yang rneningkatkan pendapatan bagi 

pernerinrah disebut dengan efek penerimaan yang rnerupakan kerugian yang 

hams dibayarkan oleh konsumen. 2' 

�1 DR. Socllstyo. MBA: EKONOMI JNTERNASIONAL I; Penerbu Karumka Jakarta. Umversiras 

T <rhuka. 1986 
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Menu rut ALAN C. SHAPIRO, pada prinsipnya tarif merupakan pajak yang 

dipungut pemerintah untuk meningkatkan harga dari barang yang diimpo, Lebih 

jauh dijelaskan "A tarif is essentially a ta., that ts imposed 011 ll [oreign 

product sold in a country. Its purpose is to increase the price qf the product, 

thereby discouraging purchase of that product and encouraging the purchase 

of a substituse, domestically produced product" 31 

Dalam konteks kebijakan ekonomi di Indonesia, pemerinlah masih 

memberlakukan berbagai kebijakan tarif Bea Masuk terhadap sejumlah barang­ 

barang impor. Sejak APBN 1969170 sampai RAPBN 1998/99 pemerinlah setiap 

tahunnya membuat target penerimaan dari Bea Masuk (BM) barang impor di dalam 

struktur penerimaan perpajakan yang jumlahnya cenderung berubah sesuai dengan 

perkembangan perdagangan luar negeri. 

Secara rata-rata jumlah target penerimaan bea masuk yang ditentukan 

pemerintah dalam APBN sctiap tahunnya meningkat. Hal ini seiring dengan 

perkcmbangan perekonomian di dalam negeri yang masih banyak tergantung 

kepada barang-barang impor baik yang berbentuk bahan baku, barang modal, 

maupun barang konsumsi lainnya. 

II. 4. ANALISA PERKEMBANGAN PAJAK SELAMA PJP I 

Selama PJP I pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 6.xr;, per 

tahun. Salah satu indikator diatas adalah pertumbuhan PDB pcrkapita. Jika pada 

tahun 1969170 pendapatan perkapita penduduk Indonesia baru mencapa, 70 dolar 

AS per tahun. tetapi pada akhir PJP I mencapai 700 dolar AS. 

'' ALAN C" SHAPIRO. Ml!LIINA/1f)NAL. 1-"/NANCIAL MANAUl:M/-,N/. F1flh Edmon h� Pn-n. 1,,. 

Hall lnc . lJSA. l99ti 
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Pertumbuhan ekonomi tersebut juga didukung oleh meningkatnya 

pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) di setiap propinsi. 

Pertumbuhan PDRB di setiap propinsi bervariasi dari yang terendah sampai yang 

tertinggi. Secara rata-rata, pertumbuhan PDRB meningkat sebesar 17  kali selama 

periode tahun 1975 - 1990. 

Sebagaimana dengan tujuan dari kebijakan fiskal yang tertuang dalam pelita­ 

pelita sebelumnya, maka kebijakan fiskal khususnya pada REPELITA VI 

diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan peran pajak dalam pembangunan 

yang tercermin dari peningkatan kontribusinya terhadap PDB. Kebijakan 

perpajakan yang dimaksud dalam REPELITA VI diatas bertujuan untuk 

meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap berbagai jenis pajak dimana 

realisasi dibandingkan dengan potensinya (coverage ratio) belum digali secara 

optimal, seperti PPN, PPh dan PBB. 

Sejak PELITA I, kebijakan perpajakan diarahkan kepada upaya : pertama, 

memperluas cakupan objek pajak, kedua, meningkatkan intensifikasi dan efisiensi 

pemungutan pajak. Intensifikasi dan efisiensi pemungutan pajak mengandung 

arti bahwa biaya pemungutan pajak diusahakan lebih rendah dari jumlah pajak 

yang berhasil dipungut. Ketiga, penyesuaian tarif pajak progresif, tarifbea masuk, 

dan cukai sesuai perkembangan ekonomi. Memperluas cakupan objek pajak 

bertujuan unruk meningkatkan penerimaan pajak dengan melihat potensi dari 

berbagai jensi objek pajak. 

Penyesuaian tarif pajak, bea masuk (BM) dan tarif cukai yang dilakukan 

sejak PELITA I bertujuan agar harga barang dan jasa relatif stabil di pasar. Karena 

dengan stabilnya harga barang dan jasa di pasar maka akan mendorong sektor 

industri dan perdagangan serta investasi lebih berkembang. Intensifikasi dan 

efisiensi pemungutan pajak juga diorientasikan kepada upaya untuk meningkatkan 
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penerimaan pajak tidak langsung. 

Se lama PELI TA l ( 1969/70 s/d 1973/74 ), pembangunan ekonomi 

dititikberatkan pada pembangunan sektor pertanian. Pembangunan ekonomi Jima 

tahun (PELITA I) masih belum mampu merubah struktur ekonomi pada waktu 

itu. Sedangkan dalam memasuki PJP II, perekonomian Indonesia sudah memasuki 

tahap tinggal landas dan menu ju pada negara industri baru. 

Meningkatnya kontribusi usaha swasta dalam pembangunan yang terlihat 

dari peningkatan PMDN dan PMA setiap tahun sejak PELITA I dapat 

diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah pajak yang berhasil 

dipungut oleh pemerincah, khususnya pajak penghasilan badan, pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah. 

Realisasi penerimaan pajak dan bukan pajak (nonmigas) selama lima tahun 

PELITA I lebih besar dibandingkan dengan penerimaan migas. Total penerimaan 

nonmigas selama PELITA I berjumlah Rp.1.656,5 milyar. Atau setiap tahun rata­ 

rata sebesar Rp.331,3 milyar. Pajak yang dipungut pemerintah setiap cahun tersebut 

merupakan kontribusi dan partisipasi dari pihak swasta dan masyarakat 

lainnya dalam pembangunan ekonomi. 

Kontribusi penerimaan nonmigas pada APBN tahun 1969/70 terhadap total 

produk dornestik kotor harga berlaku (PDB) sebesar Rp.2.718,3 miliar baru 

mencapai 6,5clc, letapi pada akhir PELJTA I kontribusinya meningkat menjadi 

8,7% terhadap PDB. Peran penerimaan nonmigas dalam APBN terhadap total 

PDB selama PJP I setiap tahunnya juga terus meningkac. 

Di akhir PJP I (tahun 1993/94) peran penerimaan nonmigas sudah mencapai 

13,2% dari total PDB yang sebesar Rp.329.775,9 mi liar. Sedangkan kontribusi 

penerimaan pajak terhadap PDB mencapai 12, I c1c ( lihat Tabe/). 

49 
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TABEL2.1. PERAN PENERIMAAN PAJAK TERHADAPPDB 

1969nO • 1996197 

Tahun PDB Nonmigas 
harga berlaku (Rp.Mrhar) Pe ran Pajak Terhadap PDB (%) 

Pelita I 
1969170 2 7 1 8  .. 1 6,4 '!! 

1970171 3.339.7 6.6 'if" 

1971172 3.793.9 6,8 % 
1972/73 4.548.0 7.5 '!! 

1973174 6 75.1,4 8 . 1  '!! 

Pelit.a II 
1974175 10.708.0 6.8 '!I 

1975176 12.642.5 7,4 %- 

1976177 15.466,7 7,4 o/c 

1977178 19.010.7 7,5 o/c 

1978179 21.967.4 7.6 % 

Pelita Ill 
1979180 32.025.4 7, I % 
1980/81 54.445,7 6,4 % 
1981/82 54.027.0 5,9 o/c 

1982/83 59.362,6 6,3 % 
1983184 7 1 . 2 1 4 , 7  5,8 % 

Polit.a IV 
1984185 89.885, I 5,3 o/c 
1985186 96.996,9 6,5 o/c 

1986187 102.682,6 8,2 % 
1987/88 124.816,9 7,9 % 
1988/89 142.108,8 8,7 % 

Pelit.a V 
1989/90 167.184.7 9,6 o/c 

1990/91 195.597.2 1 1 , 2 %  

1991192 227.450,2 1 1 , 0 %  

1992/93 259.884.5 1 1 , 6 %  
1993/94 302.017.8 1 2 , I  o/c 

Repelila VI 
1994/95 377 354.3 I 0 , 7 o/c  
1995196 454 5 1 4 . 1  9,9 '!I 

1996/97 532 6.10.8 10,S % 
1997198**) 570.627. 7*) 12,76% 

Sumber : Drolah dart berbagai sumher : APBN I 969nO sld 1994195, 

Indikator Bkonomr Oktober 1997. _BPS Jakarta: Data Pokok Rancangun Perubahan APBN 199.8!99 

Keterangan: "') Angka sangar semenrara. "'*) APBN-Perubahan 

so 
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(PDB96 - PDB90)/PDB90 

(25.496.1 - 8.250)/195.597,2 

(532.630,8- 195.597 ,2)/195.597 ,2 

0,088 

1,72 

0,051 atau 5, I% 

= 

= 

e PPh = 

e PPh = 

Selain membandingkan peran pajak terhadap PDB sebagaimana disebutkan diatas, 

kontribusi pajak juga dapat diukur dari tingkat elastisitas pajak terhadap PDB 

seperti terlihat dalam perhitungan dibawah ini .  Misalnya mengukur tingkat 

elastisitas PPh terhadap PDB ( 1990) : 

(PPh96 - PPh90)/PDB90 

Arti elastisitas pajak (pendapatan ) diatas adalah 

bahwa set iap kenaikan PDB /% akan menin gkatkan 5, /% 

pajuk penghasilan ( PPh). Jika elastisitus kurang dari I maka 

kenaikan PDB tidak diikuti ffCllra berrarti oleh kenaikan pajak. Arau 

sebaliknya. jika elastisitas pajak lebih besar dari /% ( E > I) maka 

peran pajak dalam pembentukan PDB relatif besar. Artinva 

perubahan dalam PDB banvak ditentukan oleh peningkatan 

penerimaan pajak. 

Jika dianalisa perkembangan penerimaan dalam negeri dalam PELITA I, 

makajumlah penerimaan di luar minyak & gas bumi selama lima tahun berjumlah 

Rp. 918,4 milyar (Ii hat Tabel dalam daftar lampiran). Penerimaan migas selama 

PELITA I ini hanya mencapai sekitar 27% dari total penerimaan dalam negeri 

(DN). 

Jika dicoba dianalisa melalui pendekatan elstisitas pajak, rnaka peningkatan 

51 
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penerimaan pajak selama Pelita I berkorelasi positif terhadap peningkatan PDB 

dalarn Pelita I. Artmya peningkatan pajak cenderung mendorong peningkatan nilai 

PDB khususnya PDB nonmigas. Gambaran ini mengindikasikan bahwa per.in pajak 

selama kurun waktu lima tahun (PELITA I) adalah sangat peming. 

Jika diteliti lebih jauh rnaka jumlah penerimaan Pajak Langsung mencapai 

Rp.387,9 milyar selama PELITA I, sedangkan penerimaan Pajak Tidak Langsung 

mencapai Rp. 958,3 milyar. Dari kenyataan ini maka pajak tidak langsung 

mendominasi seluruh penerimaan pajak dalam APBN. Peran penerimaan pajak 

tidak langsung ini terhadap penerimaan dalam negeri sebesar 42,07%. Sedangkan 

peran pajak langsung sebesar 17 ,05%. Secara total peran pajak cukup signifikan 

yakni mencapai 60% dari penerimaan dalarn negeri selama PELITA I. Ini berarti 

rata-rata perolehan pajak setiap tahunnya mencapai Rp.269,24 miliyar. Selebihnya 

( 40%) berasal dari penerimaan rnigas. 

Perolehan pajak yang relatif besar dibandingkan penenmaan rrugas 

PELITA I mengindikasikan bahwa pemerintah sejak awal pembangunan telah 

berupaya untuk menggali surnber penerirnaan dalam negeri dalam pembiayaan 

pembangunan. Kendati padaAPBN 1969nOpemerintah rnernasukkan penerirnaan 

pernbangunan dari pinjaman luar negeri ke dalam struktur penerimaan APBN tetapi 

pinjaman LN di dalam APBN tetap merupakan pelengkap dalam pembangunan. 

Memasuki PELITA II ( 1974/75 s/d I 978n9), kebijakan fiskal dalam APBN 

tidak banyak rnengalarni perubahan dibandingkan pada PELITA I. Masih 

dirnasukkannya pajak ekspor dalarn APBN tahun 1974/75 di satu sisi 

mengindikasikan pernerintah kurang sungguh-sungguh rnemacu ekspor nonmigas 

kendati nilai ekspor nonrnigas rneningkat setiap tahun. Namun di sisi lain, 

pengenaan pajak ekspor sangat rnemberatkan para eskportir dalam 

mengembangkan usahanya. 

5! 

-··--- 
1.------ 
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Pungutan atas ekspor secara bertahap juga telah diturunkan oleh pemerimah 

yakni dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 16/ 1970 yang isinya 

antara lain bahwa pungutan bagi eksportir sebesar 5% untuk pemerintah pusat 

dan pungutan ADO I 0% untuk Pemda dihapuskan dan digant i  dengan 

dikenakannya pungutan umum sebesar 10%. 

Setiap tahun penerimaan negara dari pajak ekspor (export lax) dalam APBN 

sangat berfluktuasi tergantung kepada perubahan kebijakan ek spor yang 

dikeluarkan pemerintah. Total penerimaan pajak ekspor dalam APBN selama 

PELITA II mencapai Rp.441 milyar atau 7,4% dari total penermaan pajak yang 

sebesar Rp.5,97 triliun. Sedangkan selama PJP I totalnya mencapai Rp.2.389, I 

milyar. 

Kebijakan pemerintah untuk menggenjot ekspor terutama nonmigas dalam 

upaya meningkatkan devisa dalam PJP I, sangat kontradiktif dengan diberlaku­ 

kannya kebijakan pajak ekspor diatas di dalam APBN. Pungutan atas ekspor 

dalam APBN mencapai puncaknya pada tahun 1978-1980. Melihat kecenderungan 

tersebut, maka pemerintah pada akhir PJP I memutuskan untuk mengurangi 

pendapatan dari pajak ekspor dalam APBN. 

Secara kumulatif penerimaan pajak selama PJP I terns meningkat. Beberapa 

jenis pajak di dalam struktur APBN ada yang mengalami perubahan sesuai dengan 

kondisi dan perubahan ekonomi. Sejak tahun 1969/70 sampai tahun 1983/84 

struktur pajak penghasilan (PPh) dalam APBN tidak berubah. Jenis PPh yang 

dipungut pemerintah terdiri dari pajak pendapatan, pajak perseroan, MPO dan 

PBDR. Tetapi setelah tahun 1984/85 sampai akhir PELITA V rnengalarm 

perubahan. 

Selama PJP I penerimaan pajak penghasilan yang melipuri pajak penghasilan 

badan dan pajak penghasilan perorangan mengalami pertumbuhan luar biasa yakni 

j'  
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raru-rata sebesar 27, 7C/c per tahun yaitu dan Rp.41. 7 mi liar dalam tahun pertama 

PELITA l (1969/70) menjadi Rp. 14.758,9 miliar pada akhir PELITA V tahun 

1993/94 (lihat tabel). 

Tidak hanya struktur pajak penghasilan yang mengalami perubahan, struktur 

pajak pertambahan nilai (PPNJjuga berubah. Hingga tahun 1984/85, PPN terdiri 

dari pajak penjualan dan pajak penjualan impor. Selain itu pajak bumi dan 

bangunan (PBB) sebagai bagian dari penerimaan negara sampai tahun 1984/85 

rerdiri dari Juran Pembangunan Daerah (lpeda) dan pajak kekayaan. Mulai APBN 

rahun 1985/86 pemerintah tidak lagi memungut Ipeda dan pajak kekayaan ini 

sebagai unsur penting dalam PBB. 

TABEL 2.2. PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN 

PELITA l SID REPELITA VI (Dalam Rp. Miliar) 

PELITA PPh PPN Bea M�k Cuka Pa1ak PBB Pajak Lainnya Jumlah 

Ekspor 

PELITA I 401,4 279.3 425.7 195.2 161,1 39.2 37, I I 359.0 

PELITA II 1.961 I 237.1 I 255.9 701.9 434.0 309.S 79.7 5. 979.0 

PELITA Ill 6 901.7 2.875.8 2.-146.2 2.732,6 I 006 543.8 166.1 16.672.2 

PELITA IV 14 024 14 24].6 5.302.5 5.272.1 535.5 I 1905 I J 12. 1 41 880.6 

PELIH V 51.007 47.9]7 14.341.7 10.064 4 252.7 4 925.9 I 242 2 129.770.8 

PELITA VI 119.576.6 108.898 18 288.1 2].525.8 na 1 1  887 na na 

Sun,/14 r: Diolah dari APBN tahun /997/98 dan APBN Revisi /998/99 

Sedangkan berdasarkan cakupan objek pajak, jenis objek pajak tidak langsung 

masih merupakan terbanyak dibandingkan dengan objek pajak langsung. 

Disamping itu jumlah perolehan pajak tidak langsung masih tetap mendorninasi 

total penerimaan pajak dari tahun ke tahun. 
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Peningkatan penerimaan pajak selama PELITA II diatas juga diikuti dengan 

peningkatan penerimaan minyak dan gas khususnya sejak awal tahun 1974/75. 

Perolehan devisa dari ekspor minyak dan gas bumi ini disebabkan terjadinya 

lonjakan harga minyak mentah di pasar intemasional sejak tahun 1974/75 sampa, 

tahun 1981/82 .  Jika pada tahun 1974/75 harga minyak mentah di pasar 

internasional sebesar 1 1 ,  70 dolar AS per barrel, maka rahun 198 1  /82 harga 

minyak mentah mcngalami peningkatan luar biasa hingga mencapai 

35,0 dolar AS per barrel. 

Oleh sebab itu peran penerimaan rnigas terhadap penerimaan dalam negeri 

APBN tahun 1981/82 mencapai angka sebesar 70%. Sedangkan peran penerimaan 

pajak relatif kecil yakni sebesar 20%. Sedangkan penerimaan luar negeri mencapai 

sekitar I 0%. Dari total APBN 1981  /82. 

Dalam era "Booming Minyak", keberhasilan pembangunan ban yak ditopang 

oleh perolehan dolar dari ekspor minyak mentah dan gas bumi. Tetapi masa 

booming minyak tersebut tidak bertahan lama diakibatkan oleh kecenderungan 

turunnya harga minyak mentah di pasar intemasional sejak tahun 1982. 

Memasuki PELITA Ill ( 1979/80 - 1983/84 ), era mi gas masih terus 

berlangsung. Tetapi dengan kejatuhan harga minyak mentah sejak tahun 1982, 

maka pemerintah tidak dapat lagi mengandalkan penerimaan migas dalam APBN. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yakni melaksanakan reformasi dalam 

kebijakan perpajakan secara bertahap. Sebab sebagian peraturan perpajakan yang 

berlaku pada masa Orde Lama masih tetap diberlakukan. 

Perubahan sistem perpajakan sejak PELITA I - PELITA JV masih bersifal 

tambal sulam. Selain itu perkembangan ekonomi ketika itu belum diantisipasi 

dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan secara 

menyeluruh. Dengan sistern perpajakan yang kurang sernpurna tersebut jumlah 
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wajib pajak yang dapat dihimpun sampai Desember 1983 masih relatifkecil hanya 

berjumlah 435.517 wajib pajak. 

Sementara tingkat kepatuhann membayar pajak oleh wajib pajak masih sangat 

rendah sehingga pada tahun 1983/84 target penerimaan pajak hanya sebesar Rp.4.4 

triliun. Kendati sistem perpajakan sampai tahun 1983 belum banyak berubah, 

namun perolehan pajak selama PELITA III menunjukkan peningkatan yakni 

mencapai Rp.16.595.8 milyar atau rata-rata setiap tahun sebesar Rp.3,3 triliun. 

Dengan demikian konstribusi penerimaan pajak terhadap total APBN selarna 

PELITA Ill meningkat cukup tinggi. 

Dari jumlah penerimaan pajak selama lima tahun tersebut, jumlah 

penerimaan PPH mencapai Rp.6,9 triliun atau 41 ,6% dari total penerimaan 

pajak. Penerimaan PPh tetap dan terbesar., dimana setiap tahunnya rata-rata 

mencapai Rp. I ,38 triliun. Sedangkan jumlah penerimaan pajak pertambahan 

nilai (PPN) dalam periode yang sama mencapai Rp.2,86 triliun atau memiliki 

peran sebesar 17  ,2 % terhadap total penerimaan pajak. Gambaran secara 

kuntitatif diatas mengindikasikan bahwa peran pajak selebihnya merupakan 

sumbangan dari penerimaan bea masuk, cukai, pajak ekspor, PBB dan pajak 

lainnya seperti bea meterai dan bea lelang PPh cukup strategis dan penting 

di dalam meningkatkan kinerja sektor fiskal. Secara kumulatif sumbangan 

penerimaan pajak selama PELITA III mencapai 60% dari seluruh 

penerimaan negara. Artinya pajak tetap diperhitungkan dalam meningkatkan 

penenmaan negara. 

Di bidang pentarifan. misalnya ,  reformasi sistem pentarifan tetap 

mempertimbangkan perkembangan ekspor-impor. Pada Janurai 198 1 ,  sistem tarif 

Brussels Tariff Nomenclature (BTN) telah digantikan dengan sistem Customs 

Cooperation Council Nomenclature (CCCN) , yaitu sistem pentarifan barang 
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baik impor maupun eksporyang lebih terperinci sehingga lebih menjamin ketepatan 

dan kemudahan dalam pelaksanaannya. 

Dari total APBN 1986/87 yang sebesar Rp .2 1 .892 ,8  milyar, porsi 

pajak mencapai 44,8'7.: sementara 28,9'7.: disumbangkan oleh penerimaan 

migas. Sisanya yang sebesar 26,3'7.: merupakan sumbangan dari penerimaan 

luar negeri. Dalam APBN tahun 1984/85 dan 1985/86 pemerintah masih 

mengandalkan migas sebagai sumber pendapatan negara yang penting. 

Akan tetapi pada periode tahun 1987 /88 - 1997/98, secara bertahap peran 

pajak semakin meningkat dalam upaya pembiayaan pembangunan. 

Jumlah perolehan pajak mencapai Rp. 47,62 triliun atau rata-rata setiap 

tahun mencapai jumlah Rp.9,5 tri l iun setiap tahunnya.  Dilain pihak 

jumlah penerimaan migas sebesar Rp.47,48 triliun. Dari jumlah penerimaan 

migas di atas sumbangan migas cukup besar dalam APBN 1987/88 mencapai 

Rp. I 0,05 triliun. Posisi penerimaan migas paska "Booming Minyak" secara 

otornatis juga mengalami perubahan. 

Seiring dengan fenomena diatas, maka pemerintah terns melanjutkan 

reformasi kebijakan fiskal. Selain itu jika dianalisa lebih jauh maka kontribusi 

penerimaan negara bukan pajak (PNBP) semakin diperhitungkan dan 

ditingkatkan dalam APBN guna mendukung penerimaan dalam negeri. Waiau pun 

sejak APBN 1969/70 sampai saat ini penerimaan negara bukan pajak setiap tahun 

bertambah, tetapi mulai APBN tahun 1984/85 hingga APBN 1998/99 jumlah 

dan perannya semakin penting. 

Hal ini mengindikasikan bahwa tertib dan disipl in anggaran semukrn 

diperhatikan oleh pemerintah. Tetapi tidak berarti pula tidak ada kebocoran dalam 

alokasi anggaran APBN. Sebagaimana yang diungkapkan oleh begawan ekonorru 

Sumitro Djojohadikusumo, bahwa kebocoran anggaran diperkirakan men..apai 
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30% dari total APBN. Jika hal ini benar, maka tenib dan efisiensi anggaran masih 

jauh dari harapan. 

Dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB, maka pemerintah telah 

mengambil langkah-langkah seperti ekstensifikasi dan intensifikasi serta 

pemberian pelayanan yang optimal terhadap wajib pajak PBB. Sejak tahun 

1989/90 telah dilakukan suatu pilot project PBB yang dikenal dengan sistem 

"payment point" yang diujicobakan di Dari II Tangerang, Jabar. 

Dengan sistem ini memungkinkan wajib pajak PBB untuk membayar 

pajaknya ditempat-tempat pembayaran yang dekat dengan lokasi wajib 

pajak. Hasil ujicoba tersebut dinilai berhasil dimana tahun 1989.90 telah 

diterapkan di 1 2  Dati II. Kemudian pada tahun 1990/91 diterapkan di 60 dati II di 

Indonesia. 

Selanjutnya dengan SK Menkeu Nomor 6 17  tahun 1989 tentang Pendataan 

Objek dan Subjek PBB ,  telah dilakukan kegiatan pengumpulan dan 

pengadministrasian data objek PPB dan subjek PBB. Data objek dan subjek PBB 

yang diinventarisasi tersebut merupakan bahan atau dasar penetapan besamya 

PBB yang terhutang. 

Memasuki PELITA V penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat. 

Secara keseluruhan. penerimaan pajak selama PELITA V mengalami perturnbuhan 

pesat yakni mencapai rata-rata sebesar 24,5% per tahun. Angka perturnbuhan 

pajak teninggi terjadi pada tahun 1990/91 yang mencapai 36,8%. Sedangkan 

kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN tahun 1993/94 atau pada akhir 

PELITA V sebesar Rp.66.865.6 miliar mencapai 54,8%. Padahal pada awal 

PELITA V kontribusinya barn mencapai 40,4% terhadap total APBN. Dari realita 

ini dapatdisimpulkan, bahwa peran pajak semakin penting dalam upaya menggali 

surnber-surnber pembiayaan pembangunan dari dalam negeri. 
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Total pajak ekspor selama lima tahun sekitar Rp. 252.7 miliar, bahkan pada 

tahun 1992/93 peran pajak ekspor terhadap penerimaan dari pajak hanya 0,03%. 

Padahal pada tahun 1989/90 target pajak ekspor relatif besar yakni sekitar I ,07o/c 

dari penerimaan pajak yang sebesar Rp. 16,08 triliun. Pengurangan pajak ekspor 

dalam PELITA V diatas tidak lain bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk 

ekspor nonmigas di pasar intemasional. Selain itu adalah untuk merangsang 

pertumbuhan investasi asing (PMA) di sektor industri khususnya industri yang 

berorientasi ekspor. Selanjutnya, total penerimaan pajak dalam PELITA V 

mencapai Rp. 129,7 triliun atau rata-rata sekitar Rp.25,9 triliun per tahun. 

Peningkatan penerimaan pajak yang tinggi diatas disebabkan oleh pertumbuhan 

ekonomi (PDB) selama PELITA V yang mencapai rata-rata 7% setiap tahunnya. 

Jika pada awal PELITA I total penerimaan pajak baru sebesar Rp.173, I mi liar, 

pada akhir PELITA V mencapai Rp.36.665, I miliar atau meningkat sebanyak 2 1 1  

kali lipat. Kontribusi penerimaan PPh dan PPN termasuk PPn-BM pada tahun 

1994/94 tetap mendominasi penerimaan pajak masing-masing sebesar 40,2% dan 

38,091-. Selebihnya merupakan sumbangan pendapatan dari Bea Masuk, Cukai, 

Pajak Ekspor, PBB, dan Pajak lainnya. 

II. 5. REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN TAHUN 1984 

Pada saat terjadinya penurunan harga minyak mentah di pasar internasional 

yang mengalami puncaknya pada Agustus 1986 serta dalam upaya untuk 

mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan migas, maka pemerintah sejak 

tahun 1983 telah memberlakukan berbagai peraturan di bidang perpajakan untuk 

menggantikan sistern perpajakan yang lama. 

Terdapat empat faktor penenru keberhasilan dari reformasi sistern per­ 

pajakan yakni : 
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I )  Sistem Perpajakan yang menyangkul perangkal undang-undang dan peraturan 

pelaksananya, serta aparal pelaksananya, 

2) Si stern penunjang, seperti sistem pembukuan, dan akuntansi termasuk sistem 

akuntansi perusahaan yang baik, 

3) Faktor-faktor ekstern seperti ekonomi, sosial, budaya dan politik, 

4) Wajib pajak termasuk di dalamnya sistern informasi dalam arti luas 

menyangkut tingkat kesadaran dan kepatuhannya. 41 

Kcernpat faktor diatas tidak dapat berjalan sendiri-sendiri tetapi bersifat 

terpadu dan dilakukan secara terns menerus sesuai dengan perkembangan ekonomi 

dalam negeri dan ekonomi global. 

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang baru tersebut diantaranya, 

adalah :  UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan yang telah diubah menjadi UU No. 9/1994 yang merupakan terobosan 

barn dalam pemerintahan Orde Baru. Pemerintah juga telah memberlakukan 

lJlJ No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn-BM) yang berlaku efektif 

sejak April 1985. UU ini telah diubah menjadi UU No. 1 1  /1994 yang berlaku 

efektif pada 1 Januari 1995. UU ini dibuat untuk menggantikan UU tentang 

Pajak Penjualan tahun 1 95 1 .  

Selain itu, pemerintah juga rnengeluarkan UU No. 7/1983 tentang Pajak 

Penghasilan yang berlaku efektif pada tanggal I Januari 1984 telah diubah menjadi 

UU No. 10/1994; UU No. 12/1985 tentang Pajak Bumi Bangunan (PBB) 

yang telah diubah menjadi UU No. 12/1994, dan UU No. 13/1985 tentang Bea 

Meterai yang berlaku efektif pada I Januari 1986 . 

..ii Pro�p('' Dan Fatsor Penentu Retormasi Perpajakan: Yayasan Bina Pembangunan. Jakarta. 

1988. Hal. 12 
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Sistern perpajakan yang baru tersebut lebih sederhana baik yang menyangkut 

jumlah, jenis pajak, tarif, maupun mekanisme pemungutannya. Disamping itu 

undang-undang perpajakan yang barn inin lebih mencerrninkan asas pernerataan 

dalam pengenaan dan pembebanan pajak-pajak, lebih menjamin adanya kepastian 

hukum tidak hanya bagi wajib pajak (WP) tetapi juga terhadap aparatur 

pemerintah. Peraturan baru diatas juga bertujuan untuk mernpersernpit dan 

menghilangkan peluang atau kesernpatan di dalam penghindaran pajak. 

Sistem perpajakan yang barn ini juga memberikan kepercayaan yang besar 

kepada seluruh wajib pajak yaitu dengan menghitung pajak sendiri (MPS) dalam 

sistem "Self Assessment". Sistem Asas "self assessment" yang menggantikan 

asas "official assessment" ini memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk 

menghitung, memotong, dan menyetorkan sendiri pajak-pajaknya untuk 

diserahkan kepada kantor-kantor pajak dengan terlebih dahulu mengisi forrnulir 

yang diberikan oleh kantor pajak. Undang-undang perpajakan yang barn tersebut 

juga mengatur tentang mekanisme pengawasannya serta sanksi-sanksi administrasi 

dan pidana yang cukup berat bagi wajib pajak yang melalaikan kewajibannya 

membayar pajak. 

UU No. 7/1983 tentang PPh yang telah diubah dengan VU No. 10/1994 

misalnya, bertujuan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Prinsip 

keadilan dan pemerataan yang terkandung didalam undang-undang PPh diatas 

tercermin pada beban-beban pajak yang ditanggung. Artinya semakin tinggi 

jumlah penghasilan seorang wajib pajak, maka semakin besar pula pajak yang 

dibebankan kepadanya. Tetapi bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil 

atau rendah mendapat pembebasan PPh dalam bentuk Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKPJ. 

Melalui SK. Menkeu ,Nomor 928 Tahun 1993, PTKP telah dinaikkan menjadi 
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Rp. 5.184.000 bagi wajib pajak yang memiliki 3 orang anak. Ketentuan ini berlaku 

sejak I Januari 1994. 

Perubahan-perubahan pokok yang terdapat di dalam UU Nomor IO Tahun 

1994 tentang PPh menyangkut adanya penurunan tarif PPh serta perubahan 

terhadap lapisan penghasilan kena pajak. Artinya dengan berlakunya undang­ 

undang terse but maka tar if PPh yang berlaku berubah menjadi I 0'7c atas 

penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp. 25 juta: tarif scbesar 15% atas 

penghasilan kena pajak Rp. 25 Juta s/d Rp. 50 juta; tarif sebesar 30% atas 

penghasilan kena pajak diatas Rp. 50 juta. Penarikan tarif PPh diatas dimaksudkan 

untuk menunjnag perekonomian dalam negeri khususnya untuk menarik 

investasi asing. 

Secara garis besar, kebijaksanaan umum perpajakan pada REPELITA VI 

ditekankan pada hal -hal sebagai berikut : 

I )  pengembangan perpajakan: 

2) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak; 

3) menyempumakan sistem dan tata cara pelaksanaan pajak penghasilan;, 

4) meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai; 

5) meningkatkan penerimaan pajak bumi bangunan; 

6) meningkatkan penerimaan bea masuk; 

7) meningkatkan penerimaan cukai; 

8) meningkatkan penerimaan pajak ekspor; 

9) meningkatkan penerimaan bea meterai dan bea lelang; serta 

IO) meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 
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PERATURAN PERPAJAKAN YANG BARU REPELITA VI 

(1994 SID 1998) 

PPH Pl'N rl4IT P&13 K,,rbb,.,,inun ·i;;�l lllmul) 

PP'l·BM &. Ctllroi PNrmou. 

UU No. J0/1994 UU No. 11/1994 UU N" 12/1994 UUNo. 10/1995 UU No. 9/ 1994 

UUNo. 1 1/ 1995 UUNo.17/1997 

UU No 18/1997 

UU No. 20/1997 

UU No. 21/1997 

PP No. 41/1994 PP No 20/1996 PP No. 12/1994 PP No. 7/1995 

PP No. 42/1996 PP No. 36/1996 PP No. 27/1996 PP No. 42/1995 

PP No. 45/1994 KEPP RES PP No. 21/1996 

PP No. 47/1994 No. 4/1996 dan PP No. 22/1996 

PP No. 51/1994 No. 42/1996 PP No. 23/1996 

PP No. 4/1995 PP No. 24/1996 

PP No. 30/1995 PP No. 55/1996 

PP No. 27/1996 

PP N". 3/ 1996 

PP No. 45/1996 

PP No. 46/1996 

PP No. 57/1996 

PP No. 73/1996 

S11111ber · Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tahun /994 .Vd /997 

Sejalan dengan reformasi sistem perpajakan yang telah dilakukan sejak akhir 

1983, maka peran pajak di dalam mendudukung pembiayaan pembangunan 

semakin besar. Salah satu dampak posisirif dari reformasi sis tern perpajkan diatas 

adalah dihilangkannya pajak berganda (double tax) terhadap suatu objek pajak. 

Tarif PPh kini cenderung lebih progresif dan transparan. Konsep keadilan, 

kesederhanaan dan kepastian hukum yang dianut di dalam paket undang-undang 

perpajakan yang baru akan mengundang kesadaran dan kepatuhan yang tinggi 

6J 
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dari para wajib pajak. Undang-undang tentang pajak penghasilan yang baru 

misalnya, berorientasi untuk mencakup subjek dan objek pajak yang lebih luas, S) 

Setelah kurun waktu satu dekade ( 1983-1993) undang-undang perpajakan 

baru diimplcmentasikan, namun karena perkembangan dunia usaha atau bisnis di 

tanah air serta perkembangan perekonomian di dunia yang semakin pesat, maka 

pemerintah melakukan perubahan terhadap undang-undang perpajakan diatas. 

Beberapa kekurangan substansi atau materi di dalamnya harus diganti agar lebih 

antisipatif dan akomodatif, sehingga mulai tahun 1994 pemerintah mengeluarkan 

berbagai undang-undang perpajakan yang baru yang berlaku hingga sekarang 

(lihat Tabet). 

A. PAJAK PENGHASILAN (PPh) 

Walaupun penerimaan PPh pada PELITA IV lalu mengalami pertumbuhan 

yang tinggi (rata-rata 21 % per tahun), tetapi implementasi UU No.7/1983 tentang 

PPh di lapangan menghadapi banyak kendala, seperti belum bayaknya cakupan 

objek pajak PPh yang dimasukkan ke dalam paraturan. Oleh karena itu lahirlah 

UU No. I 0/1994 tentang PPh yang diharapkan dapat memperluas cakupan 

objek PPh. 

Untuk mendukung ha! tersebut pemerintah, telah memberlakukan berbagai 

peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksananya seperti PP No. 41/1994 

tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di 

Bursa Efek atau dikenal dengan istilah pajak atas "capital gain". 

Ekstensifikasi PPh bertujuan meningkatkan penerimaan PPh dalam APBN. 

Penumbuhan penerimaan PPh sejak tahun 1994, 1995, 1996 masing-masing 

St Ibid. Hal 40 
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sebesar 27,l %, 9,3%, dan 15,5%. Sedangkan target penerimaan PPh tahun 1997/ 

98 mencapai Rp.29, I triliun atau sebesar 39,8% terhadap penerimaan nonmigas. 

Sejalan dengan pelaksanaan UU No. I 0/ 1994 diatas, maka pemerintah telah 

mengeluarkan berbagai peraruran pelaksanaannya untuk mendukung kepastian 

hukum tentang PPh seperti PP Nomor 27 tahun /996 tentang Pengenaan PPh 

kepada penghasilan dari pengalihan hak alas tanah dan/atau bangunan. 

Selain itu berbagai SK Menteri Keuangan telah dikeluarkan pemerintah antara 

lain Sk Menkeu. Nomor 392 Tahun /996 dan SK.Menkeu Nomor 393 Tahun 

I 996 yang mengatur ten tang pengenaan tar if PPh sebesar 5% dari jumlah bruto 

atas penghasilan dari pengalihan hak alas tanah danlatau bangunan. 

Kemudian SK.Menkeu. Nomor 4 16 Tahun 1996 mengatur tentang penghasilan 

wajib pajak dalam negeri yang bergerak di bidang usaha pelayaran dipungut PPh 

sebesar 1,2% dari jumlah peredaran bruto atau nilai pengganti berupa uang atau 

nilai uang yang diterima atau diperoleh. 

Kemudian SK. Menkeu Nomor 394 Tahun 1996 mengatur tentang berbagai 

peraruran tmengenai PPh. Pemerintah juga telah memberlakukan SK. Nomor 416 

dan 4 1 7  Tahun 1996, SK Menkeu Nomor 507 Tahun 1996. 

Sejak tahun 1995, pemerintah juga telah menurunkan tarif efektif PPh 

terhadap beberapa jenis usaha jasa kena pajak (JKP). Penurunan tarif PPh tersebut 

diatur dalam SK Dirjen Pajak Nomor Kep-10/PJ/ 1995 tertanggal 31 Januari 1995 

tentang perkiraan penghasilan netto yang digunakan sebagai dasar pemotongan 

pajak penghasilan dan jenis jasa lain yang atas imbalannya dipotong PPh 

berdasarkan pasal 23 ayat ( I )  huruf c UU No.711983 tentang PPh sebagaimana 

diubah dengan UU No.J0/1994. 

Memasuki Semester 11/1997, perekonomian nasional menghadapi persoalan 

yang cukup berat yakni terjadinya krisis moneter akibat gejolak nilai kurs rupiah 
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terhadap dolar AS yang tak terkendali. Krisis moneter tersebut menyebabkan 

terjadinya kelesuan dunia usaha baik BUMN maupun swasta di tanah air terutama 

yang berkaitan dengan penggunaan mata uang asing khususnya dolar AS. Dampak 

krisis moneter tersebut menyebabkan dilakukannya perubahan APBN 1998/99 

oleh pemerintah. Secara keseluruhan perkiraan realisasi penerimaan nonmigas 

juga berkurang. Demikian pula realisasi penerimaan PPh diproyeksikan akan turun. 

Dalam RUU Perubahan APBN 1997/98 disebutkan, bahwa perkiraan realisasi 

penerimaan PPh tahun anggaran 1997/98 sebesar Rp.28.458,1 miliar atau turun 

2,3% dari target sebesar Rp.29.117,7 miliar. 

Adapun sumber-sumber penerimaan PPh yang diperkirakan terpengaruh krisis 

moneter adalah PPh pasal 22 atas impor, PPh pasal 2 1 ,  pasal 23, dan pasal 26 

misalnya dengan dicabutnya ijin usaha dari 16 bank swasta nasional. Pajak 

penghasilan dari laba usaha diperkirakan juga akan turun sejalan dengan penurunan 

daya beli masyarakat dan lesunya dunia usaha khususnya sektor konstruksi, 

properti, otomotif, serta sektor lain yang banyak mengandalkan impor. Akan tetapi 

penurunan PPh tahun 1997 /98 diatas masih lebih besar dibandingkan dengan 

realisasi penerimaan PPh APBN tahun 1996/97 yang mencapai Rp.25.496, I mi liar 

yang berarti terjadi peningkatan sebesar Rp.2.962 miliar atau 1 1 ,6% .  

Akibat dari krisis moneter yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja 

(PHK), maka pemerintah menurunkan target penrimaan PPh sebesar 12% menjadi 

sebesar Rp. 25 .618 milyar. Sebelum RAPBN 1998/99 direvisi oleh pemerintah, 

penerimaan PPh dipatok sebesar Rp. 26,3 triliun atau Rp. 0,7 triliun lebih besar 

dari RAPBN 1998/99 sebelum revisi. 

Untuk mendukung tercapainya target penerimaan PPh 1998/99 diatas, maka 

beberapa asumsi yang digunakan adalah adanya kerugian atas selisih kurs: 

pemungutan pajaksecara witholding yang bersifat final; tingkat pertumbuhan 
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ekonomi; ekstensifikasi wajib pajak; dan inrensifikasi pemungutannya; peningkatan 

mutu pelayanan kepada wajib pajak PPh serta peningkatan penegakan hukum .. 

B. PAJAK PERTAMBAHAN NILA/ & PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH 

(PPN & PPn-BM) 

Sebagaimana disinggung di depan, pemerintah telah memberlakukan UU 

Nomor 1 1  tahun 1994 tentang Pajak Pertambahahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah sejak tahun 1984. Di dalam ilmu hukum pajak, untuk dapat 

mengenakan atau melakukan pernungutan pajak harus ditetapkan siapa yang 

menjadi subjeknya. Karena tanpa diketahui siapa yang menjadi subjek pajak, maka 

akan sulit mengenakan serta membebankan pajak. Berdasarkan UU No. 11/1994 

diatas, yang menjadi subjek PPN adalah pengusaha kena pajak (PKP). 

Pengusaha kena pajak bisa orang pribadi atau individu atau badan dalam bentuk 

apappun yang dalam lingkungan perusahaan atau aktivitasnya menyerahkan barang 

kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) yang dikanakan PPN. Tetapi 

tidak semua pengusaha termasuk dalam pengusaha kena pajak seperti pengusaha 

kecil. Untuk menentukan batasan tersebut, maka pemerintah telah rnengeluarkan 

SK Menkeu No. 648/KMK.04/1994 yang mengatur batasan pengusaha kecil yang 

tidak sebagai PKP (lihat tabel), 

TABEL 2.3. BATASAN PENGUSAHA KECIL DAN PENGUSAHA KENA 

PAJAK (PK.Pl 

I .  Barang Kena Pajak (BKP) 

2 Jasa Kena Pajak (JKPJ 

3. BKP > 50%. dan JKP < 50% 

4. BKP < 50%. dan JKP > 50% 

Sumber : SK Mtnltri Ktuangan Nflmor648/KMK 04/1994 

Pn1,t1., r:m 8 n• 11> 

Rp 240 juta 

Rp. 120 JUla 

Rp. 240 juta 

Rp. 120juta 
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Sejak dikeluarkannya UU No. 8/ 1983 tentang PPN maka dapat dikatakan 

bahwa subjek pajak PPN mengalami perkembangan di dalam tiga periode yakni 

subjek PPN dalam PP No. 22/1985, subjek PPN dalam PP No. 28/1988 dan subjek 

PPN dalam PP No. 75/1991, yang termasuk ke dalam subjek dari PPN sejak 

diberlakukannya UU No. 8/1983 sebagaimana yang sudah diubah dengan UU 

No. I I /1994 adalah pabrikan, importir barang kena pajak, indentor, agen atau 

penyalur utama, pemegang hak paten atau merek dagang dari barang kena pajak 

maupun jasa kena pajak yang mempunyai hubungan istimewa denga.n pabrikanl 

importir; pemborong bangunan, pegadang besar; pengusaha jasa kena pajak. dan 

pedagang ecera.n besar. 

Adanya perluasan subjek PPN diatas adalah untuk mengantisipasi 

perkembangan subjek PPN terhadap BKP dan JKP sehingga dirasakan lebih adil 

dan merata. Untuk itu selama PJP I pertumbuhan penerimaan PPN termasuk pajak 

penjualan rata-rata sebesar 27 ,9% per tahun. Sedangkan pertumbuhan PPN pada 

kurun waktu IO tahun pelaksanaan undang-undang perpajakan barn ( 1984-1994) 

mencapai rata-rata 36% pertahun, Pada awal REPELITA VI ( 1994/95) penerimaan 

PPN mencapai Rp. 14 triliun lebih. Peningkatan penerimaan PPN tersebut 

dicapai melalui upaya penerapan peraturan perundang-undangan khususnya 

PPN yang lebih efektif terhadap para pedagang besar dan eceran yang masuk 

ke dalam pengusaha kena pajak (PKP) dan komputerisasi data yang berkaitan 

dengan PPN. 

Untuk meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan produksi industri kendaraan 

bermotordalam negeri pemerintah juga memberlakukan PP Nomor 36 Tahun /993 

sebagai perubahan dari PP Nomor 22 Tahun J'J85 tentang pelaksanaan UU PPN 

tahun 1984. Tarif PPn-BM yang sebelumnya terdiri dari tiga lapis tarif yakni J 0%, 

20% dan 35% diubah menjadi empat lapis yakni 10%, 20%. 25% dan 35%. 
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Kebijakan perpajakan dalam REPELITA VI bertujuan untuk memperbaiki 

dan menciptakan iklim usaha yang kondusif antara lain dengan dikeluarkannya 

kebijakan terhadap kegiatan ekonomi dan dunia usaha di daerah/lokasi tertentu 

seperti yang tertuang dalam KEPPRES Nomor 95 Tahun 1993 tentang Fasilitas 

dan Kemudahan Pabean, Perpajakan, dan tataNiaga lmpor bagi Entreport Produksi 

Tujuan Ekspor (EPTE). Dalam kaitan dengan EPTE ini juga pemerintah telah 

mengeluarkan KEPPRES Nomor 96 tahun 1993 tentang Perlakuan PPN dan PPn­ 

BM alas Penyerahan Barang Kena Pajak (BKPJ Ke, Dari, dan Antar Kawasan 

Berikat dan EPTE. 

Perubahan undang-undang PPN juga dimaksudkan unruk mengendalikan pola 

konsumsi yang non-produktif dalam masyarakat seperti perlakuan pajak atas 

penyerahan dan/atau alas impor barang-barang mewah selain dikenakan PPN juga 

dikenakan PPn-BM yang dipungut pada pabrikan atau pada waktu barang dimpor. 

Dengan maksud tersebut maka tarif maksimal PPn-BM di dalam undang-undang 

PPN yang baru adalah sebesar 50% yang dinaikkan dari 35%, sedangkan tarif 

minimum adalah 10%. Kebijakan ini dibuat untuk menghindarkan regresifitas 

dalam pemungutan PPN yakni untuk mencapai keseimbangan pembebanan pajak 

antara rnasyarakat yang berpenghasilan rendah dengan yang tinggi. Untuk 

mendukung hal tersebut, maka pelaksanaan pemungutan pajak-pajak PPN dan 

PPn-BM diusahakan lebih sederhana dan mudah. 

Pada tahun anggaran 1995/96 dan 1996/97 penerimaan PPN masing­ 

masing sebesar Rp.16,6 triliun dan Rp .21,7 triliun. Pada APBN tahun 1997/98 

pemerintah mentargetkan penerimaan PPN sebesar Rp. 24,6 triliun meningkat 

sebesar 1 3 ,3% .  Secara ata-rata pertumbuhan PPN selama uga tahun 

REPELITA VJ adalah sebesar 20,7%. Pertumbuhan PPN yang tertinggi terjadi 

pada tahun 1996/97 yakni meneapai 30,7% dari tahun anggaran 1995/96. 

�· 
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Jumlah penerimaan PPN pada APBN rahun 1997/98 in i  merupakan 33,6'3! 

dari Iota! penerimaan nonmigas. Posisi PPN merupakan uru"11'11 kedua 

terbesar dari seluruh penerimaan pajak. Sedangkan peran penerimaan PPh sebesar 

40<Jf- dari penerimaan nonmigas merupakan jumlah terbesar dari seluruh 

penerimaan pajak pada APBN 1997/98, selebihnya sumbangan dari penerimaan 

pajak lainnya. 

Dampak krisis moneter terhadap penerimaan PPN tahun 1997/98 yakni 

penurunan target menjadi hanya Rp.24,5 triliun atau turun sebesar 0,4% dari 

tahun 1996/97. Beberapa penyebab penurunan penerimaan PPN yakni penurunan 

nilai transaksi perdagangan barang danjasa yang kena PPN dan anjloknya nilai 

impor akibat merosotnya nilai rupiah terhadap dolar AS. 

Target PPN diatas merupakan penerimaan pajak terbesar dari seluruh 

penerimaan pajak dalam APBN Revisi 1998/99 sebesar Rp.66 triliun . Kontribusi 

PPN ini mencapai 42,1 %. Sedangkan peran PPh adalah sebesar 38,8%. Di tengah 

krisis moneter yang terjadi sejak bulan Agustus 1997, target penerimaan PPN dan 

PPh tahun 1998/99 pesimis tercapai kecuali jika perekonomian dapat normal 

kembali pada tahun 1998. 

Dengan penetapan target PPN sebesar Rp.27 ,8 triliun, tampaknya pemerintah 

masih memburu para pelaku bisnis guna tercapainya target tersebut. Hal ini 

merupakan dilema di tengah krisis moneter. Sementara para pengusaha swasta 

memiliki jumlah utang luar negeri yang cukup besar khususnya yangjatuh tempo 

yang harus dibayar pada awal tahun 1998. 

Oleh karena itu pemerintah seharusnya realistis melihat kondisi usaha swasta 

saat ini tanpa harus berambisi untuk menaikkan PPN di saat krisis moneter. Tahun 

1998/99 peran penerimaan pajak sudah berkurang terhadap APBN. Secara 

keseluruhan peran pajak kini hanya sebesar 44,9% dari APBN Revisi 1998/99 

711 



Kebijakan Fiska/ Serta Peran Pajak l)alam Penerimaan Negara 

berjumlah Rp.147.220,8 miliyar. Unsur PPN dan PPh mnyumbang 80o/c rerhadap 

penerimaan pajak setiap tahunnya selama REPELITA VI. 

C. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBBJ 

Memasuki REPELITA VI, ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan 

pajak bumi dan bangunan (PBB) ditempuh melalui peninjauan kembali persentase 

penetapan nilai jual kena pajak (NJKP). Berdasarkan PP Nomor 12  tahun 1994 

sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 12/1994 tentang PBB dijelaskan 

bahwa besarnya tarif NJKP atas objek perumahan yang wajib pajaknya 

perseorangan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp. I milyar ke atas, 

tarif NJKP ditetapkan sebesar 40% dari NJOP. 

Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi wajib pajak PNS, ABRI, pensiunan, 

dan janda/dudanya yang menguasai atau rnemanfaatkan objek pajak perumahan 

yang NJOPnya senilai Rp. I milyar ke atas, dimana tarif NJKPnya tetap sebesar 

20% dari NJOP seperti diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 1985 Tentang Penetapan 

besamya persenlase nilai jual kena pajak pada PBB. 

Pada awal REPELITA VI ( 1994/95) dalam rangka meningkatkan pemarataan 

pembangunan di Dati II dan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Dati II maka 

penerimaan PBB yang menjadi bagian Pemerintah pusat sebesar I 0% diserahkan 

kembali ke Dari II. Kebijakan ini diatur di dalam SK Menkeu Nomor 83 Tahun 

1994 tentang Penggunaan Penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat. Dengan 

dikeluarkannya kebijakan baru tersebut, penerimaan PBB oleh tiap propinsi 

cenderung meningkat ( lihat tabel). 

Salah satu substansi dari UU Nomor 12/1994 tentang PBB sebagai perubahan 

atas UU No.12/ 1985 yakni diperkenalkannya nilai jual objek pajak tidak kena 
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pajak (NJOPTKP) yang besamya Rp.8 juta. Tujuannya untuk mencenninkan 

prinsip keadilan di dalam perlakuan PBB terhadap wajib pajak. Kendati 

UU No. 12/1994 diatas baru berlaku efektif bulan Januari 1995, namun sejak 

tahun 1992/93 penerimaan PBB dianggarkan sebesar satu Rp. I triliun lebih. Sejak 

itu pula penerimaan PBB terus meningkat sejalan dengan peningkatan kegiatan 

ekonomi khususnya peningkatan bisnis di sektor perumahan, properti, 

kondominium dan hotel-resort. 

Di awal REPELITA VI pemerintah mentargetkan PBB sebesar Rp. 1,6 triliun. 

Sedangkan tahun 1997/98 target penerimaan PBB dalam APBN sebesar Rp.2,5 

triliun. Kurun waktu lima tahun terakhir ( 1993 - 1997), pertumbuhan penerimaan 

PBB mencapai angka rata-rata 17  ,9% setiap tahun. Di dalam Revisi APBN 1998/ 

99, pemerintah merencanakan jumlah penerimaan PBB sebesar Rp. 3,4 triliun 

atau naik sebesar 36,2% dari tahun 1997 /98. Di dalam krisis moneter dan ekonomi 

tahun 1998 ini, sepertinya sangat sulit untuk memenuhi target diatas. 
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TABEL 2.4. REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN (PBB) MENURUT PTOPINSI DALAM REPELITA VI •i 

(Rp. Milyar) 

Propinsi 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 '"J 

Di Aceh 61,98 63,47 69.72 57.40 
Sumul 10 1 ,55 1 18 ,06 138,04 1 13 ,65 
Sum bar 22,86 24,33 31 ,72 26,12 
Riau 103, 10 122 06 140,21 1 15,44 
Jamb: 3 1 , 1 0  36,99 41 ,77 34,39 
Sumsel 1 12 ,89 102,61 1 2 1 , 84  100,31 
Bengkulu 5,03 8,59 1 1 ,03 9,06 
Lampung 23,57 26.14 33,55 27,63 
DKI Jakarta 218,28 288,35 371,72 306.05 
Jabar 182,51 224.23 253,01 208,32 
Jateng 85,05 96.95 123,91 102,02 
DIY 13,34 15,40 18,08 14,88 
Jatim 150,48 184,02 2 1 2 , 1 0  174,63 
Kai bar 30,43 31.75 42,63 35,IO 
Kalteng 71.79 73.39 81,85 67,39 
Kalsel 59,27 69.34 8 1 ,2 1  66,87 
Kaltim 155,60 153 , 16 176,94 145,68 
Sulut 12,24 14,45 19,30 15,89 
Sulteng 13,52 13,21 15,59 12,83 
Sulsel 64,78 66,19 78,75 64,83 
Sulteng 9,44 9,88 10,87 8.95 
Bali 18,38 19,49 25,07 20.64 
NTB 10,61 12.07 16,83 13,86 
NIT 18,91 19,83 23,27 19 , 16  
Maluku 29,09 26.60 35,33 29,09 
lrian Jaya 72,60 78,90 91.96 75,71 
Timtim 8,37 9,45 10,93 9,00 

J U M L A H  1.686,85 1.90').01 2.277,3 1.875.00 

Sumbcr : Lampiran Prdato Penanggungjawahan Presiden Pada SlJ MPR 1998 

Keterangan : *) Empat tahun Repelua VI 

••1 Angka sampa, dengun bulan December Tahun 1997 



Krbijakan f"idol Srrta rrran Pajak IJalom Prnrrilnaan Nr,:arr, 

D. BEA MASUK (BM) 

Bea masuk adalah p1111g111a11 atas barang-barang impor yang merupakan 

salah satu penerimaan pajak yang masih memiliki peran penting di dalam 

pembiavaan pembungunan. Pada awalnya ba masuk berfungsi sebagai 

penyumbang dana ke kas negara, tetapi dalam perkembangannya bea masuk juga 

dipandang sebagai media pengaiuran (rasilitator) atas impor. 

Besar kecilnya penerimaan bea masuk dipengaruhi oleh tiga faktor; 

I )  besamya nilai devisa untuk membayar impor (dutiable import); 

2) tarif: 

3) nilai tukar rupiah terhadap valuta asing seperti dolar AS 

Jika salah satu faktor diatas berubah maka besaran bea rnasuk juga akan 

berubah. Semakin besar intensitas perubahan ketiga fakror tersebut, maka 

perubahan fluktuasi bea masuk juga semakin besar. 

Selama PJP I penerimaan bea masuk tumbuh luar biasa. Indikasinya yakni 

pada APBN tahun 1969/70 bea masuk hanya berjumlah Rp. 58,3 milyar, tetapi 

akhir PJP I (1993/94) telah mencapai Rp.3,5 triliun. Pada awal REPELITA VI 

pemerintah mematok jumlah bea masuk sebesar Rp.3,4 triliun tetapi realisasinya 

di dalam perhitungan anggaran negara (PAN) tahun 1994/95 mencapai Rp.3,9 

triliun atau naik sebesar 14,7%. 

Sesuai dengan kebijakan untuk mendorong ekspor nonmigas di tanah air, maka 

selama REPELITA VI pemerintah terus secara gencar mengeluarkan berbagai 

kebijakan penurunan tarif bea masuk khususnya tarif irnpor barang modal 

dan bahan baku untuk kebutuhan industri. Pada 1994/95 dikeluarkan Paket 

Kebijakan Juni 199_4 yang mencakup penurunan bea masuk dan bea masuk 
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tambahan (BM & BMT), penghapusan tata niaga tertentu, pengaturan soal EPTE 

dan Kawasan Berikat, dan perluasan penanaman modal. 

Tahun 1995/96 pemerintah juga mengeluarkan Paker Kebijakan 23 Mei 1995 

yang mencakup rencana penjadwalan penurunan tarif bea masuk secara bertahap 

yaitu kelompok tarif antara 5 - 15% diturunkan menjadi maksimum 5% pada tahun 

2000. Kemudian kelompok tarif 20% - 30% diturunkan menjadi maksimum I 0% 

pada tahun 2003. Penurunan tarif-tarif diatas sesuai dengan kesepakatan dalam 

perjanjian perdagangan bebasASEAN (ASEAN Free Trade Agreement) tahun 2003. 

Sebelum Deregulasi 1995 tarif tertinggi bea rnasuk tambahan (BMT) adalah 

sebesar 100% untuk produk kendaraan sedan dalam keadaan Completely Built­ 

Up (CBU), maka setelah deregulasi BMT maksimum adalah 75%. Sedangkan 

untuk BMT sebesar I 00% yang sebelummnya diberlakukan terhadap 19 pos tarif, 

namun setelah deregulasi dihapuskan (lihat tabel) 

TABEL 2.5. PERUBAHAN TARIF BEA MAS UK TAMBAHAN (BMT) 

TarifBMT Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan 

50!( 35 pos tarif 72 pos tarif 
I O<Jf 14 pos tarif 7 pos tarif 
I S<Jf 3 pos tarif 3 pos rarif 
20<Jf 1 1  pos tarif 7 pos tarif 
25'lf I pos tarif I pos tarif 
30<Jf 2 pos tarif 23 pos tarif 
35')f 

40<Jf 23 pos tarif . 

75'� . 19 po- tarif 
ioo« 19 pos tari f . 

Jumlah 108 pos tarif 132 pos tan f 

Su111he1 · Harian RepuhlilL,. 2-1 Me, IW5 
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Sebagai tindak lanjut dari Pak Mei 1995 diatas, pemerintah mengeluarkan 

pula paket Kebijakan 26 Januari 1996 (PAKJAN) yang bertujuan antara lain: 

I )  perwujudan iklim usaha yang lebih menarik, 

2) penurunan tarifbea masuk barang modal dan bahan baku yang terkait langsung 

dengan ekspor, 

3) penghapusan pungutan yang menghambat ekspor dan efisiensi. Deregulasi 

diatas meliputi bidang industri, perdagangan dan finansial. 

Kebijakan bidang bea masuk dalam Pakjan tersebut antara lain perluasan 

fasilitas kepabeanan sepeni penurunan tarif bea masuk barang modal dan bahan 

baku yang terkait langusng atau tidak dengan keiatan ekspor, Jumlah pos tarif 

yang diturunkan adalah 428 atau 6o/c dari jumlah pos tarif sebesar 7.284. Dengan 

kebijakan ini, realisasi penerimaan bea masuk tahun 1995/96 hanya mencapai 

9 1 ,  7% dari target. 

Dalam upaya menunjang pelaksanaan UU Nomor 10/1995 tentang 

Kepabeanan, maka pemerintah pada bulan Juni 1996 mengeluarkan Paket 

Kebijakan Juni 1996 (PAKJUN) yang benujuan untuk meningkatkan daya saing 

ekonomi dalam menghadapi pasar global. 

PAKJUN tersebut antara lain menjadwalkan penurunan tarifbea masuk (BM) 

sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian perdagangan dunia (WTO) , APEC, 

dan AFTA. Jadwal penurunan tarif bea masuk tersebut yakni : 

a) Tahun 1996, untuk tarif yang pada tahun sebelummnya sebesar 5 - 15% tidak 

mengalami perubahan, sedangkan tarif 20 - 30% menjadi 15 - 25%. 

b) Tahun 1997, tarif yang tahun sebelumnya 5% tetap. Sedangkan tarif I 0% - 

15% menjadi 5% - I 0% dan tarif yang besarnya 15  -  25% titak berubah. 

c) Tahun 1998, tarif yang tahun sebelumnya 5-10% tetap. Tarif yang besamya 

15-25% menjadi I 0-20%. 
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d) Tahun 1999, tarif yang tahun sebelumnya 5%, 10-20% tetap. Sedang tarif 

yang besamya 10% menjadi 5%. 

e) Tahun 2000, tarif yang sebelummnya 5% menjadi maksimum 5%, tarif yang 

10% tetap. Sedangkan tarif 15-20% berubah menjadi 10- 15%. 

f) Tahun 200 I ,  tarif tidak mengalami perubahan. 

g) Tahun 2002, tarif yang besamya I 0% tidak berubah dan tarif yang besamya 

15% menjadi I 0%. 

h) Tahun 2003, tarif yang tahun sebelumnya I 0% menjadi maksimum sebesar 

10%. 

E. CUKAI 

Sampai tahun 1994/95, kebijakan di bidang pungutan cukai masih 

menggunakan aturanjaman kolonial Belanda, anatara lain seperti Ordonasi Cukai 

Minvak Tanah (Stbl. /886 Nomor 249), Cukai Alkohol Sulingan (Stbl. /898 Nomor 

249), Cukai Bir (Stbl./93/ Nomor 488 dan 489), Cukai Tembakau (Stbl. 1932 

Nomor 517), dan Cukai Gula (Stbl./933 Nomor 251 ). 

Namun karena perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang sangat cepat 

ditanah air sejak awal tahun 1970-an sampai saat ini, maka pemerintah 

menggantinya dengan UU No. 11/1995 tentang Cukai yang berlaku efektif sejak 

I April 1996. 

Dalam UU No. 1 1 1 1 9 9 5  diatas, jenis barang yang dikenakan cukai 

dikelompokkan ke dalam : 

I ) Hasil tembakau. 

2) Etil alkohol ( etanol), 

3) Minuman serta konsentrat yang mengandung etanol. 

Untuk minuman beralkohol yang banyak dipasarkan di hotel dan rstoran seperti 

,. 
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wine. wiskr, bir, dan jenis minuman alkohol lainnya telah diberlakukan tarif 

cukai barn berdasarkan SK Menkeu Nonwr623/K.MK.05/!997 yang berlaku 

efektif I Januari 1998. 

TA BEL 2.6. TARIF CUKAI MINUMAN BERALKOHOL 

GoL Harga Eceran Per Liter Kadar Tarif Cukai Per Liter 

I. s/d Rp.7.500 s/d 2% Rp.750 

II. Rp.7.500 s/d Rp.15.000 21)1, std 5'il- Rp.1.250 

Ill. Rp 15.000 s/d Rp.75.000 5% s/d 15% Rp.2.000 

IV. Rp. 75 000 s/d Rp. 200.000 15% s/d 25% Rp.5.000 

v. Rp. 200.000 ke atas 25% Rp.20.000 

Su111l,e,·: SK Menten Keuangan No. 623/K /l.1K. 0511997 

Sernentara kebijakan tarif cukai tembakau, maka telah dikeluarkan SK Menkeu 

Nomor 229 tahun 1996 tentang Penetapan Tarif Cukai dan Harga Dasar Hasil 

Tembakau yang ditetapkan secara advalorem (persentase ). Ketentuan ini mulai 

berlaku efektif sejak I Mei 1996. Ketentuan ini kemudian dirubah kembali dalam 

SK. Menkeu Nomor 9/ Tahun /997 tentang Penetapan Tarif Cukai dan Harga 

Dasar Tembakau. Sedangkan harga jual eceran hasil tembakau tel ah dikeluarkan 

SK. Dirjen Bea Cukai Nomor 8611997 tentang Penyempumaan Harga Jual Eceran 

Hasil Ternbakau untuk menyesuaikannya dengan perkembangan harga pasar. 

Untuk jenis sigaret kretek rnesin (SKM) tarif cukainya antara 20% std 36%, 

sigaret kretek tangan (SKT) tarif cukainya 2% s/d 16%, tarif cerutu sebesar 

IO'k. kelebak menyan dan kelobot tarif cukainya 1% std 8% dan tembakau iris 

sebesar I 'k std I 0%. 

Sedangkan untuk jenis sigaret putih mesin (SPM) terif cukainya didasarkan 

atas harga jual eceran yang besarnya 20% std 38%.Khus_us untuk pungutan cukai 
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terhadap etanol dan minuman yang mengandung etanol, serta konsentrat yang 

mengandung etanol maka tarif maksimum adalah 250% bila harga dasar yang 

digunakan sebagai dasar pemungutan adalah hargajual pabrik (HJP). Sedangkan 

bi la harga dasar yang dugunakan adalah harga eceran (HE) maka tarif maksimum 

adalah sebesar 55%. Besamya tarif tersebut dapat diubah dari tarif berdasarkan 

advalorem menjadi tarif spesifik untuk setiap satuan barang. Kemudian untuk 

menghitung besarnya cukai atas produk minuman dan konsentrat yang 

mengandung etanol, pemerintah mengeluarkan SK Menkeu Nomor 231 Tahun 1996 

tentang Penetapan TarifMinimum yang Mengandung Etil Alkohol dan Konsentral 

yang Mengandung Etil Alkohol dengan sistem spesifik. 

Menurut Menteri Keuangan Marie Muhamad bahwa pengenaan tarif cukai 

yang tinggi diharapkan dapat membatasi produksi dan konsumsi produk yang kena 

cukai tersebut. Selama REPELITA VI, penerimaan cukai diperkirakan mencapai 

Rp.20.212,3 rnilyar (rata-rata setiap tahun Rp.4.042,4 miliar). Pertumbuhan 

penerimaan cukai periode 1994/95 - 1998/99 sebesar 13 .45 %  per tahun. 

Pertumbuhan penerimaan cukai tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada 

1994/95 yang naik 20% dari tahun sebelumnya. 

Sedangkan sejak 1996/97 s/d 1998/99 penerimaan cukai dalam APBN hanya 

tumbuh I 0% per tahun. Target penerimana cukai yang harus dicapai dalam APBN 

tahun 1998/99 di tengah krisis moneter yakni sebesar Rp.4,9 triliun. Jumlah 

penerimaan cukai tersebut diatas dinilai terlalu ambisius dan optimis dalam kondisi 

lesunya dunia usaha saat ini. 

F PAJAK EKSPOR 

Kebijakan tentang pajak ekspor didasarkan atas perubahan kebijakan ekonomi 

yang diarahkan utnuk meningkatkan ekspor terutama ekspor nonmigas. Oleh karena 
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itu besar-kecilnya pajak ekspor tergantung kepada kebijakan di bidang ekspor. 

Tidak semua barang ekspor dikenai pajak ekspor, kecuali barang-barang tertentu 

seperti Crude Palm Oil (CPO), kayu bulat (LOG), kayu gergajian, kayu olahan 

(processed wood) , rotan, kulit yang disamak , timah , dan lada. 

Sejak September tahun 1994 pemerintah mengeluarkan ketentuan tentang 

pajak ekspor atas produk CPO dan Crude Olein (CO) yang tertuang di dalam SK 

Menteri Perdagangan No.439/KMK.017/1994 tertanggal 3 1  Agustus 1994.6) 

Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan harga minyak goreng di pasar 

dalam negeri. Bahkan sejak bulan Januari s/d Maret 1998 pemerintah melarang 

ekspor CPO, RBD PO dan RBD Olein serta Crude Olein. Pajak ekspor atas 

CPO ditetapkan sebesar 40 s/d 70o/c atau berkisar US$ 90 - US$ 130 per ton. 

Sedangkan untuk ekspor kulit, telah dikeluarkan pula SK Menkeu Nomor 46 tahun 

1996 tentang penurunan tarif pajak ekspor untuk komoditi kulit temak olahan, 

sisa aluminium, dan skrap alloy, dan aneka dupa wangi dari kayu cendana sampai 

0% (tarif pos 3004, 5052, dan 5182) .  

Pajak ekspor di dalam struktur penerimaan pajak APBN dari tahun ke tahun 

mengalami pasang surut. Bahkan di tengah-tengah upaya menggiatkan ekspor 

nonmigas ke pasar global, kebijakan pajak ekspor sangat kontroversial, khususnya 

dalam memasuki era globalisasi. 

Tahun 1997/98 target pajak ekspor berjumlah Rp.100 milyar, sedangkan untuk 

dalam APBN Revisi tahun 1998/99, pemerintah menaikkan target penerimaan 

pajak ekspor sebesar 15% dari tahun lalu menjadi Rp. 1 1 5  miliar. Kurun waktu 

lima tahun REPELITA VI, penerimaan pajak ekspor dalam APBN mencapai angka 

Rp. 706 miliar atau rata-rata setiap tahun sebesar Rp. 14 1 ,3  mi liar. Dikhawatirkan 

pengenaan pajak ekspor terhadap barang-barang tertentu akan mengurangi daya 

,., Harian SU ARA PEMBARUAN. 14 Fcbruari 1995. 
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saing di pasar global. Seharusnya pajak eskpor tidak dinaikkan dalam tahun 1998/ 

99 bahkan kalau bisa diturunkan sehingga dampaknya akan menggairahkan dunia 

usaha meningkatkan ekspor nonmigas guna meraup dolar AS lebih banyak lagi. 

Perhitungan penerimaan pajak ekspor tahun 1998/99 diatas didasarkan atas 

asumsi sebagai berikut : peningkatan ekspor terhadap produk nonmigas yang 

terkena pajak ekspor; perubahan tarif pajak ekspor terhadap CPO, RBD PO dan 

RBD Olein; serta pengenaan pajak ekspor atas bahan mentah lainnya untuk 

mendorong ekspor barang jadi. 

G. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBPJ 

Penerimaan negara bukan pajak dalam APBN bersumber dari a) penerimaan 

departemen/lembaga pemerintah non-departemen, dan b) bagian laba atas B UMN. 

Berdasarkan perkembangan selama PJP I, PNBP yang bersumber dari bagian laba 

atas BUMN merupakan yang paling besar. Sejalan dengan hal tersebut, maka 

pemerintah terns mengupayakan peningkatan kinerja dan pengawasan terhadap 

BUMN terutama dalam hal pengelolaan keuangan BUMN. 

Dari ratusan BUMN yang ada (kurang lebih 187 BUMN), PNBP dari bagian 

laba atas BUMN masih relatif kecil bila dibandingkan dengan aset BUMN itu 

sendiri. Ini berarti kinerja usaha sebagian BUMN masih parah. Bahkan masih 

banyak BUMN yang tidak sehat atau rugi setiap tahunnya sehingga acap kali 

butuh uluran dana dari pemerintah melalui penyertaan modal pemerintah untuk 

mendukung operasional dan rneningkatkan usaha. 

Di tahun pertama REPELITA VI, realisasi PNBP masih cukup 

menggembirakan yakni mencapai Rp.8,4 triliun atau hanya I 9'k dibandingkan 

dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.44.4 triliun. Memangjumlah diata, 

adalah termasuk laba bersih minyak (LBM). Tetapi pada tahun 1995/96 dan 1996/ 
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97 jumlah penerimaan negara bukan pajak merosot. Hal ini merupakan dampak 

dari penurunan laba dan kinerja keuangan BUMN. Artinya semakin meningkat 

laba BUMN maka akan menambah jumlah penerimaan negara bukan pajak dari 

bagian laba atas BUMN di dalam struktur penerimaan APBN. Sebaliknya jika 

BUMN banyak yang merugi maka akan menurunkan jumlah penerimaan negara 

bukan pajak yang diperoleh dari bagian laba BUMN. 

Salah satu kunci untuk meningkatkan PNBP adalah dengan menaingkatkan 

laba bersih BUMN. Caranya yakni mengurangi biaya-biaya yang dapat membebani 

perusahaan. Dal am memasuki pasar global, BUMN mutlak melakukan konsolidasi, 

revitalisasi dan restrukturisasi usaha guna meningkatkan efisiensi agar dapat 

bersaing dengan perusahaan asing khususnya dalam lingkup kawasan ASEAN 

dan ASIA-PASIFIK. 

TABEL 2.7. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 

TAHUN ]969no SID 1998/99 (RP. MILIAR) 

PELITA Penerimaan Pajak PNBP % PNBP 

Thdp PAJAK 

PELITA t *) 1.359 252.8 18,6% 

PELITA I I * )  5.979 715.0 12% 

PELITA III 16.672,2 I 724,9 I0.3% 

PELITA IV 41.880,6 7.858,S' 18,7% 

PELITA V 129.770,8 17 458,9 13,4% 

REPELITA VI** )  279.604.2 47.392,7 17% 

Sumb,r APBN 1997198 dan APBN REVIS/ /9911199 

Keterangan * J Reali.rasi PAN; 

'*'*) Realisasi PAN dan APBN 1997198 d: APBN /998199 
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Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa kontribusi penerimaan negara bukan 

pajak rata-rata setiap PELITA sebesar I 5,8% terhadap penerimaan pajak. Dalam 

REPELITA VI, penerimaan negara bukan pajak cukup menggembirakan. Selama 

REPELITA VI PNBP setiap tahun rata-rata mencapai Rp.9,4 triliun. 

Mengingat pentingnya PNBP untuk mendukung pembiayaan pembangunan 

dalam PJP II, maka tahun 1997 pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 20 

tahun I 997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Masa transisi pelaksanaan 

undang-undang penerimaan negara bukan pajak berlangsung selama 5 tahun sejak 

diundangkan tahun 1997. Masih ada kesempatan bagi departemen/lembaga non­ 

departemen membenahi sistem administrasi serta memangkas berbagai pungutan 

yang tidak sesuat dengan UU NO. 20/1997 diatas sampai tahun 2002. 

UU Nomor 20/1997 ini telah pula dilengkapi dengan PP Nomor 22/1997 

tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sedikitnya ada 

tujuh (7) kategori penerimaan yang dikelompokkan ke dalam PNBP (lihat tabel). 

TABEL 2.8. TUJUH JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG 

BERLAKU UMUM DI SEMUA DEPARTEMEN/LEMBAGA NON-DEPARTEMEN 

No. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

I .  Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutm dan sisa anggaran 
pembangunan) 

2. Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara 
3. Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara 

4. Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro) 

5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi dan 
tuntutan perbendaharaan) 

6. Penerimaan denda keterlarnbatan penyelesaian pekerjaan pemerintah 

7. Penerimaan atas hasil penjualan dokumen lelang 

Sumber PP Nomor 22 T<1liun /997 
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Diharapkan dengan dikeluarkannya undang-undang tentang PNBP 

tersebut, maka target PNBP dalam APBN yang direvisi tahun 1998/99 sebesar 

Rp.14,3 triliun dapat dicapai. Selain itu tujuan dari undang-undang diatas adalah 

untuk memasukkan berbagai penerimaan negara yang selama ini tidak masuk 

ke dalam perhitungan APBN, seperti anggaran non-budjeter. Oleh karena itu 

tertib adrninstrasi dan pengelolaan anggaran negara dapat ditingkatkan demi 

efisiensi anggaran. 

Darijumlah target PNBPdalam tahun 1998/99 sebesar Rp.14.344,1 miliar, 

sebesar 37,8% merupakan pendapatan dari investasi BUMN yang mencapai 

Rp.5,4 triliun. Dari jumlah ini sebesar Rp.3,5 triliun merupakan penerimaan 

kembali pinjaman dan Rp. 1 ,9  triliun merupakan bagian laba dari BUMN. 

Sedangkan unsur pendapatan anggaran lainnya menyumbang sebesar 37 ,0% 

terhadap total PNBP atau berjumlah Rp.5,31 triliun. Selebihnya adalah pendapatan 

jasa, sewa, pendidikan, lelang, penjualan aset tetap, dan pendapatan bukan 

pajak lainnya. 

Dalam revisi APBN 1998/99, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

besaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk tahun 1998/99 antara lain : 

a) peningkatan efisiensi BUMN dalam rangka meningkatkan laba, 

b) intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan oleh departemen/lembaga non­ 

departemen, 

c) peningatan pengawasan atas pungutan dan penyetoran berbagai penerimaan 

departemen/lemabag non-departemen, 

d) penyempumaan tarif pungutan yang berlaku, 

e) penarikan kembali pinjaman subordinasi kepada BUMN, 

f) pelaksanaan UU No. 20/1997. 
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11. 6. TANTANGAN PERPAJAKAN DI MASA DEPAN 

Memasuki Semester II tahun 1997, perekonomian Indonesia diterpa krisis 

rnoneter akibat gejolak rupiah terhadap dolar AS yang hingga memasuki tahun 

terakhir REPELITA VI masih belum berakhir. Kondisi ini memaksa pemerintah 

untuk rnelakukan reformasi ekonomi secara menyeluruh. 

Program reformasi ekonomi ini dilakukan setelah pemerintah menanda­ 

tangani sebanyak 50 butir kesepakatan di dalam Letter of Intents dengan 

Dana Moneter lntemasional (International Monetary Fund) pada 1 5  Januari 1998. 

IMF berjanji akan membantu pemulihan ekonomi dengan bantuan dana 

sebesar 43 milyar dolar AS, jika Indonesia benar-benar melaksanakan 50 butir 

kesepakatan tersebut. Paket bantuan sebesar US$ 3 miliar sudah diterima 

oleh Indonesia. 

Dalam konteks reformasi perekonomian, ada beberapa sasaran fiskal 

yang diprogramkan bersama IMF yakni ; posisi kumulatif neraca anggaran 

negara diperhitungkan dari akhir Maret 1998. Sasaran fiskal pada akhir April 1998 

(perkiraan) adalah Rp.2,7 triliun. Pada akhir Juni 1998 (indikatif) batasan 

sebesar Rp. 1,0 lriliun. Sasaran fiskal pada akhir bulan Juli, Agustus, dan 

September 1998 (indikatif) adalah masing-masing sebesar Rp. IO  triliun: 

Rp.20 triliun; dan Rp.30 triliun. 

Sedangkan sasaran akhir Desember 1998 (indikatif) adalah sebesar Rp.51 

triliun dan pada akhir Maret 1999 (indikatif) adalah sebesar Rp. 8 1 , 3  triliun. 

Program reformasi struktural dibidang fiskal berdasarkan kesepakatan baru dalam 

MEFP bu Ian April 1998 antara lain : 

I .  Menghilangkan pengecualian terhadap PPN dengan target I April 1998 

2. Meningkatkan NILA! JUAL KENA PAJAK (NJKP) atas PBB menjadi 40°/c 
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di sekror perkebunan dan kehutanan dengan target pelaksanaan dimuali pada 

3 1  Marer 1998. 

3. Menetapkan Nomor Pokok Wajib pajak Tunggal (NPWP}, target pelaksanaan 

pada 30 Juni 1998. 

4. Meningkarkan pendapatan pajak nonmigas melalui peningkatan cakupan au­ 

dit rahunan, penyempumaan program audit PPN dan peningkatan penerimaan 

dari runggakan pajak. Target realisasi 30 Juni 1998. 

5. Menaikkan cuk ai alkohol dan tembakau dalam dua tahapan agar 

mencerminkan perkembangan nilai tukar mata uang dan perkembangan harga­ 

harga. Target realisasi pada l Desember 1997 dan l Juli 1998. Tahap I sudah 

dilaksanakan dan tahap II ditunda pelaksanaannya. 

6. Meningkatkan penerirnaan APBN dari laba BUMN termasuk pertamina. Tar­ 

get pelaksanaan adalah dalarn tahun anggaran 1998/99 yang berakhir Maret 

1999. 

7. Menaikkan harga gula, tepung terigu, jagung, bungkil kedelai, dan tepung 

ikan rnulai l April 1998 . 

8. Menghapus subsidi gula, tepung terigu, jagung, bungkil kedelai, dan tepung 

ikan. Target semula l Oktober 1998, namun direvisi kembali. 

9. Mempercepat pelaksanaan ketenruan-ketentuan dalarn UU Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang menetapkan bahwa dana-dana dari luar APBN dimasukkan 

ke dalam APBN dalam waktu 3 tahun (rencana semula adalah 5 rahun). Pro­ 

gram ini terns dilaksanakan sesuai pemberlakuan undang-undang. 

I 0. Memasukkan rekening Dana lnvestasi (DI} dan Dana Reboisasi (DR) ke dalam 

APBN. Target pelaksanaan adalah dalam tahun anggaran 1998/99. 

1 1 .  Menjamin penggunaan dana reboisasi untuk membiayai program reboisasi. 

Target pelaksanaan selama tahun anggaran 1998/99. 
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12.  Pemerintah pusat menanggung biaya subsidi kredit untuk pengusaha kecil 

yang disalurkan melalui bank BUMN. Target pelaksanaan dalam tahun 

anggaran 1998/99. 

1 3 .  Membatalkan 1 2  proyek infrastruktur. Target pelaksanaan mulai Januari 1998. 

14. Menghentikan perlakukan khusus dalam hal pajak, bea masuk (BM) atau kredit 

yang diberikan pada Mobil Nasional (PT.Timor Putra Nasional). Target 

pelaksanaan Januari 1998. 

I 5. Mencabut sumbangan wajib sebesar 2% setelah kena pajak dari perusahaan 

konglomerat/besar bagi yayasan. lmplementasinya dimuali pada Mei 1998. 

16. Melaksanakan penelaahan atas penerimaan negara dengan bantuan IMF. Tar­ 

get pelaksanaan adalah dalam tahap I paling lambat akhir September 1998. 

Untuk hal ini bantuan teknis dari IMF sudah dimintakan. 

Persoalan ekonomi yang dihadapi saat ini tidak hanya masalah fiskal, dan 

moneter. Tetapi penyesuaian struktural di berbagai sektor ekonorni lainnya perlu 

dilakukan termasuk upaya melakukan konsolidasi dan reorientasi bisnis dunia usaha 

swasta (mikro-ekonomi). 

Persoalan membengkaknya utang luar negeri swasta US$ 6 8 , 3 1 5  mi liar. 

misalnya, khususnya utang luar negeri swasta yang sudah jatuh tempo yang 

mencapai US$ 23 miliar merupakan beban berat yang harus diselesaikan. Utang 

LN swasta diatas merupakan 45,5% dari total utang LN Indonesia sebesar US$ 

136, I mi liar yang menjadi persoalan ekonomi. 

Dalam menggairahkan kernbali perekonomian dalam negeri, maka formulasi 

kebijakan di bidang perpajakan sebagai bagian reformasi ekonomi diorientasikan 

untuk tidak menimbulkan kontraksi fiskal yang berlebihan. Artinya kcbijakan 

perpajakan di rnasa mendatang lebih fleksibel sesuai kondisi dunia usaha. Misalnya. 
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instrumen fiskal yang mendorong investasi baik langsung maupun investasi 

portofolio sepeni pasur modal. 

Kebijakan fiskal yang ketat cenderung dapat menghambat percepatan 

pertumbuhan dunia usaha. Selain itu sistem perpajakan diupayakan dapat 

menghilangkan pajak berganda. Artinya jika suatu objek pajak (OP) sudah 

dikenakan pajak tertentu, maka tidak dapat dikenakan pungutan pajak lainnya 

yang relatif sama. 

11.7. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Dari uraian diatas. dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain : 

1 .  Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang 

sangat berpengaruh terhadap sektor-sektorekonomi lainnya. Kebijakan fiskal 

yang dibuat pemerintah selama PJP I berorientasi kepada upaya untuk 

memperbesar penerimaan negara dalam APBN. 

2. Data kuantitatif mengindikasikan, penerimaan negara dari pajak dalam APBN 

selama PJP I meningkat. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perubahan 

(reformasi) kebijakan perpajakan yang ditempuh pemerintah khususnya 

reforrnasi perpajakan sejak tahun 1984. 

3. Kendati penerimaan negara dari pajak meningkat setiap tahun selama PJP I , 

tetapi pada era "Booming Minyak", penerimaan pajak relatif kecil. Tetapi 

pemerintah tidak otomatis menggantungkan sepenuhnya penerimaan negara 

dari migas. Paska era "Booming Minyak", pemerintah terus meningkatkan 

penerimaan negara dari pajak untuk mengurangi ketergantungan APBN dari 

ekspor migas. 
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4. Memasuki PJP II atau awal Repelita VI penerimaan negara dalam APBN 

semakin meningkat. Hal in i  lebih banyak dipengaruhi oleh adanya 

penyempurnaan peraturan perpajakan baru dan percepatan penumbuhan 

ekonomi di dalam negeri. 

5. Sejak tahun 1994, pemerintah kembali merevisi berbagai peraturan perpajakan 

sebagai penyempurnaan dari peraturan perpajakan tahun 1984. Dalam 

reformasi perpajakan tahun 1994, pemerintah mengeluarkan berbagai undang­ 

undang perpajakan baru seperti UU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 

UU tentang Pajak dan Restribusi Daerab; UU tentang Kepabeanan; UU tentang 

Cukai; UU tentang Penagihan Pajak Secara Paksa; UU tentang Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan (UU BPHTB ); dan pembentukan Badan 

Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) untuk menyelesaikan perkara-perkara 

pajak sebelum diajukan secarajuridis-fonnal ke peradilan niaga atau peradilan 

umum. 

6 Sejak terjadinya krisis moneter-ekonomi, pertumbuhan ekonomi cenderung 

melamban bahkan diperkirakan mencapai minus (-) 16%. Hal ini jelas 

berdampak negatif terhadap penerimaan perpajakan dan bukan pajak. target 

penerimaan pajak dalam APBN 1998/99 (revisi) relatif cukup besar, sehingga 

dikhawatirkan target tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu sasaran kebijakan 

fiskal dalam APBN 1998/99 disesuaikan dengan program reformasi struktural 

bidang fiskal IMF hingga April tahun 1999. 

7. "Recovery" ekonomi sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan 

negara dari pajak dan bukan pajak dalam APBN. Selarna pemerintah tidak 

mampu melakukan pemulihan ekonomi, maka penerimaan pajak dan bukan 

pajak relatif kecil sehingga target atau besaran yang direncanakan sulit dicapai. 
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B. SARAN-SARAN 

I .  Sejalan dengan tuntutan reformasi struktural bidang perpajakan, maka 

beberapaperaturan perpajakan yang tidak sesuai hendaknya ditinjau kembali. 

Sebab hal ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi secara makro. 

2. Dengan dikeluarkannya undang-undang perpajakan baru, maka sudah saatnya 

pemerintah secara sungguh-sungguh melakukan "law enforcement", agar tidak 

terjadi kebocoran dalam pemungutan pajak. 

3. Sebagai lembaga yang befungsi membuat undang-undang, maka Dewan 

Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang untuk melakukan supervisi 

terhadap setiap peraturan perpajakan yang masih berlaku. Sehingga efektivitas 

dari kebijakan fiskal tepat sasaran. Orientasinya tidak lain untuk menambah 

penerimaan negara dari pajak dan penerimaan bukan pajak dalam APBN. 

4. Formulasi berbagai kebijakan fiskal hendaknya mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan atau dunia usaha di tanah air, sehingga akan mendorong 

pertumbuhan investasi dan ekspansi usaha/bisnis. Oleh karena itu kebijakan 

fiskal cenderung bersifat 'tleksibel' disesuaikan dengan perkembangan dan 

kondisi perekonomian di tanah air. 
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III 

PERANAN MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP 

PENERIMAAN NEGARA 

Oleh : Mandala Harefa *l 

III. 1 PENDAHULUAN 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 pada hakikatnya 

merupakan upaya pengembangan sumber daya alam mineral dan energi yang 

potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan dan 

kemakmuran rakyat di seluruh pelosok negeri dengan melakukan serangkaian 

kegiatan eksplorasi, pengusahaan dan hasil tambang. Adapun kegiatan ini 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional dalam 

upaya mencapai pemerataan masyarakat makmur dan sejahtera. Dalam Garis Besar 

Haluan Negara (GBHN), menjelaskan bahwa pendayagunaan sumber daya alam 

sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dilakukan dengan terencana, rasional. 

optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya 

dengan mengutamakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tentunya hal 

lain yang perlu diperhatikan adalah kelestarian yang merupakan fungsi dari 

keseimbangan lingkungan hidup dari pembangunan berkelanjutan. 

GBHN mengamanatkan pula bahwa pembangunan ekonomi yang 

menggunakan kekayaan burni, hams juga memperhatikan berbagai hal, tidak saja 

memberi manfaat untuk masa sekarang saja, namun yang lebih penting barns 

�i Penulis adalah Peneliti Brdang �konom1 Pada Pusat Pengkajian dan Pelayanan lnformasr DPR RI 
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menjamin kehidupan di masa yang akan datang. Maka, sudah seharusnya kekayaan 

minyak bumi dan gas yang merupakan hasil sumber alam yang memiliki peranan 

dalam pembangunan Nasional harus dikelola secara hati-hati. Karena minyak dan 

gas bumi merupakan bahan baku untuk industri dalam negri dan sampai sekarang 

ini masih menjadi sumber penerimaan dan devisa negara. 

Ditentukan pula bahwa komoditi sumber daya alam energi, eksplorasi 

dan pemasarannya dikuasakan kepada Pertamina sebagai Badan Usaha Milik 

Negara yang memonopoli dalam pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat. 

Beberapa komoditi sumber daya alam, pemasarannya dikuasai lewat monopoli 

atau kartel, seperti minyak bumi, timah dan tembaga. Tetapi pada prinsipnya, bila 

dilihat secara analitis tidak ada perbedaan mencolok dengan pola pemanfaatan 

sumberdaya dalam pasar persaingan. Monopolis tetap saja memaksimalkan laba, 

mengabaikan nilai jasa lingkungan dan memakai tingkat bunga yang lebih tinggi 

dari tingkat diskonto sosial. Yang jelas monopolis bukan lagi sebagai penentu 

harga (price taker) namun mempengaruhi harga melalui tingkat produksinya. I) 

Ill. 2 PEMANFAATAN MIGAS UNTUK PENERIMAAN NEGARA 

Kegiatan eksplorasi dan produksi yang membawa hasil nyata meningkat 

tajam sejak pertengahan dasawarsa tahun 1970-an, dengan penemuan-penemuan 

sumber minyak baru yang dapat di eksplorasi secara produktif komersial. Hal itu 

berkaitan dengan melonjaknya harga minyak di pasar International, dan pcran 

pemerintah dalam memberikan banyak insentif untuk eksplorasi minyak bumi. 

Namun pada awal tahun 1980-an, eksplorasi minyak oleh sejumlah kontraktor 

asing mengalami penurunan, akan tetapi, menjelang akhir tahun 1980-an 

11 Dr. Sukarno Rcksohadipro_jo. M.Com dan Ors Pradono." Ek.onomi Sumberdaya Alam dan Energi. Hal 

41-42. BPE Yogyakarla. 1988 
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pengeluaran untuk eksplorasi meningkat akibat penemuan sekitar 60 sumber 

minyak yang baru. Kalau pada pada tahun 1987, pengeluaran untuk eksplorasi 

hanya bekisar US$ 600 juta, maka pada tahun 1993 pengeluaran untuk eksplorasi 

dan pengcmbangan yang dianggarkan Pertamina dan kontraktor asing melebihi 

US$ 1,4 miliar. 21 

Dalam kaitan ini, minyak dan gas bumi telah memberikan sumbangan 

yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Jumlah pemboran eksplorasi 

minyak dan gas bumi selama PJP I telah menghasilkan 1.504 sumur temuan 

( discovery well) yang terdiri atas 1.069 sumur minyak dan 435 sumur gas. Dengan 

terus bertarnbahnya penyelidikan dan pengeboran, diketahui adanya 60 cekungan 

tersier, di mana 36 cekungan diantaranya telah dieksplorasi dan di lakukan 

pengeboran selama PJP I. 

Dengan adanya peningkatan kegiatan pertambangan, maka produksi 

minyak bumi, terrnasuk kondesat, menunjukan adanya kenaikan yang cukup tinggi. 

Pada tahun pertama PJP I (1969), produksi minyak bumi barn mencapai 284 juta 

bare! , namun pada akhir PJP I produksinya (termasuk kondensat) mencapai 560 

juta barel. Pengolahan minyak mentah terus mengalami peningkatan yang cukup 
besar, dirnana pada tahun pertama Pelita V ( 1990) minyak mentah yang diolah 

sekitar 77, I juta barel. Dengan terus dibangun dan diperluas, peningkatan dan 

perbaikan kilang diberbagai daerah selama PJP I, maka pada tahun terakhir Repelita 

V (1994) minyak yang diolah rnencapai 3 1 1 , 9  juta barel atau meningkat 4 kali 
lipat selama PJP I. 

..: ' " 'Jumlm bahan baliahrilnyak'fBBM) yang diproduksl oleh kilang minyak 
· ''�n/�gki1r dari 52.:2jutti �I Jia<!a'tahurl I 969'mllnjadl-232ajuta,ba,:el menjelang 

�untUm b111.J(,h.ut1Lu,.,11mu. Pdlllnr"r.1
111pt1 Prtn\ta,,ah "E..W&•n\,, 1->iawJ laJ11 th,n,11111 Pruturra,uh.m 

dan Ekonoem Pcmli .. nguean ". Hal. 29,% .·�3_ES. J.ak.arta 1994:Cetabn Peru.mi : : : 
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tahun 1994. Bila dilihat dari sisi konsumsi BBM di dalam negeri maka terjadi 

peningkatan dari 6,2juta Kiloliter tahun 1969 menjadi 42 Juta kiloliter pada tahun 

1994 yang artinya meningkat 7 kali lipat selama 25 tahun atau mengalami kenaikan 

rata-rata 8,5 % per tahun. Hal ini merupakan indikator yang menunjukan 

peningkatan kegiatan perekonomian nasional. 

Selanjutnya, produksi gas bumi selama PJP I meningkat 22 kali lipat, 

yaitu dari 1 1 6  miliar kaki kubik pada tahun 1969 menjadi 2,502 miliar kubik 

menjelang tahun 1994. Adanya kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya 

pengembangan pemanfaatan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) sejak tahun 

1977, disamping digunakan untuk pendukung pabrik pupuk, pabrik baja, atau 

pemanfaatan untuk berbagai produk di dalam negeri. Pemanfaatan, baik sebagai 

bahan bakar maupun bahan baku, meningkat cukup tinggi selama PJP I. Pada 

tahun pertama Repelita I, gas yang dimanfaatkan baru mencapai 51,6 % dari 

produksi gas, yang dicapai dalam membantu produksi minyak. Namun menjelang 

akhir PJP I, pemanfaatan gas bumi meningkat menjadi 94%. 

Pengelolaan gas mengalami peningkatan sejak dimulainya produksi LNG 

di kilang gas Bontang pada tahun 1977 dan kilangArun pada tahun 1978. Menjelang 

tahun 1994 , produksi LNG mencapai 25 juta ton. Dilihat dari hasil penjualan gas 

untuk rumah tangga dan industri oleh Perusahaan Umum gas Negara (PGN), maka 

mengalami kenaikan hampir 29 kali lipat dari 25,6 juta meter kubik pada tahun 

pertama PJP I menjadi 733,9 juta meter kubik pada tahun akhir Repelita Y. 

Jika dilihat darijumlah produksi, penerimaan minyak bumi dan gas alam, memiliki 

peranan dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Hal 

ini telah mendorong perkembangan usaha swasta nasional, penyerapan tenaga kerja. 

Selama PJP I ,  telah ditanda-tangani sekitar 177 kontrak dengan pihak PMA dalam 

melakukan eksplorasi dan eksploitasi migas. Indonesia mulai tumbuh 
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perekonomiannya dengan cepat tidak lama setelah tahun 1965 berkat adanya 

bonanza min.val< pada tahun 1973-197 4 clan 1978-1979 yang membantu mengatasi 

krisis sosial-ekonorni pada waktu itu. Penerimaan devisa tambahan dari ekspor 

minyak pada tingkat harga yang lebih tinggi diperkirakan sebesar US$ 4, I mi liar 

per tahun dalam kurun waktu 1973 dan 1974. lni sama dengan kenaikan harga dari 

US$ 2 per barel rnenjadi US$ 1 1  per barel yang berasal dari ekspor 450 juta bare! 

per tahun pada tahun 1978 dan 1979.31 

Selanjutnya, ekspor minyak dan gas meningkat menjadi US$ 4,3 mi liar 

dari tahun 1972 hingga 1974 dan US$ 9,8 miliar dari tahun 1978 hingga 1980. 

Laju peningkatan tersebut sama dengan 18% dari Produk Domestik Bruto (PDB) 

Indonesia pada tahun 1980. Hasil dari ekspor minyak memiliki peranan penting 

dalarn membiayai pembangunan. Dal am jangka rnenegnah dan panjang, permintaan 

dipengaruhi oleh tingkat kegiatan ekonomi, pertambahan penduduk, dan proses 

indusrrialisasi. Di negara-negara OECD [Organization for Economic Coopera­ 

tion and Development), kebutuhannya berkaitan dengan penggunaan bensin dan 

beberapa produk minyak sebagai bahan bakar, Selain itu permintaan akan minyak 

bumi dan gas alam juga rneningkat dengan cepat di Asia Timur clan Asia Tenggara. 

Semua itu ada sangkut pautnya dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi, 

pertambahan penduduk dan industrialisasi.4J 

Hasil yang sangat besar ini dari ekspor migas berpengaruh terhadap 

perekonomian Indonesia misalnya beberapa industri pengolahan berkembang 

sangat cepat selama tahun 1970 hingga 1980-an, terutama saat pernerintah 

melakukan kebijakan devaluasr pada tahun 1983 dan 1987, sehingga ekspor 

11 Shinichi lchimura. Pembangunan Ekonomi Indonesia. Masalah dan Analisis, Hal. 1-2 �ecrbit Uni­ 
versiw lndt.m...""Sia. 1989. 

�1 Sumitro Djojoh.adilusumo. Op.cil. H-:tl. 285 - 286) 
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nonrnrgas pada wakm itu dapat mengimbangi defisittransaski perdagangannya. 

Dilihat dari perkernbangan harga minyak bumi Indonesia selama ini, 

maka sejak tahun 1981 (Januari) harga minyak di pasar dunia mencapai US$ 35 

per bare) yang merupakan harga teninggi pada waktu itu. Namun xeielah itu, terjadi 

penurunan harga yang terus menerus dan menjadi US$ 34,'i3 per bare) pada 

bulan November 1982. US$ 29,53 per barel pada bulan Maret 1983 dan paling 

rendah adalah US$ 9,83 per bare) pada bulan Agustus 1986. Setelah tahun itu, 

setiap bulan harga minyak pada tahun 1987 hingga 1989 tidak pemah mencapai 

US$ 19  per barel. (lihat tabel I) 

TABEL I : BARGA MINYAK MENTAH INDONESIA, 1969- 1997 u 

(Dalam US$ per barrel) 

TAH'. N BARGA TAJIUN llARGA l'A{[UN IIARCA 

( I )  {2) (31 (4) {S) (.(i} 

1969 1,67 1978 13,55 l!i1S7 Apnl 17..57 

1:970 1.67 1979 15,65 1988Apnl 17 ..56 

1971 2.21 1980 29,50 1989Apnl 17.9J 

1972 2,96 )9SI 15.00 1990 Apnl 17.23 

HJ7J ,.73 19$2 .35,00 199! Apnl 17.05 

1974 1 1  70 1983 29.53 1992 Apnl 17,23 

l!n5 12,60 19$4 29.53 !993 April 18,80 

1976 12,llO .1(}$5 28.53 1994 Apd1 14.75 

PJTl 13�'>5 !'>.�6 Arri I 10.66 !995AprH I �.OS 

1996Apnl 19,21 

199'] Aonl 18.35 
Sumber : RAPBN 1998/99. yang drsempumakan 
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Pada tahun anggaran 1987/1988 dan 1988/1989, berflluktuasinya harga 

minyak di pasaran international sangat tergantung dari faktor ekstemal. Dalam 

perkembangan ini, peranan sektor pendapatan min yak dan gas bumi rnenghadapi 

tantangan yang sangat berat, karena semakin banyak negara-negara yang 

meningkatkan persaingan dengan mengundang investor asing, meningkatnya biaya 

eksplorasi untuk menemukan ladang minyak barn dan semakin sulit mencapai 

daerah-daerah yang memiliki potensi migas yang tinggr. Apalagi dalam 

mengeksplorasi mi gas sangat membutuhkan dana yang besar bertegnologi tinggi 

dan beresiko besar. 

Ill. 3 PERANAN MIGAS SELAMA PJP I 

Selain untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi di dalam negeri, 

sektor migas memberikan peranan yang besar dalam penerimaan negara bila 

dilihat dari struktur APBN. Dalam Repelita I, penerimaan migas sekitar 36% dari 

penerimaan dalam negeri, dan sebesar 28% dari penerimaan negara secara 

keseluruhan. Dalam pembangunan 5 tahun pertarna, kenaikan rata-rata penerimaan 

migas sebesar 55,2� per tahun, yaitu dari Rp. 65,8 miliar dalam tahun anggaran 

1969170 menjadi sebesar Rp.382,2 miliar dalam tahun anggaran I 973174. Hal ini 

dikarenakan harga minyak bumi di pasaran dunia pada priode tersebut relatif 

rendah, yakni sekitar US$ 2 per bare!. Dalam periode ini , produksi minyak yang 

tergabung dalam OPEC cukup dominan dalam memasok minyak mentah dunia 

secara keseluruhan, sehingga kelompok negara pengekspor minyak tersebut 

memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam menentukan tingkat harga di pasar 

International. 

Setelah memasuki Repelita II, telah terjadi peningkatan permintaan akan 

minyak bumi di pasar dunia sebagai akibat dari krisis energi pada tahun 1973 

rr.- 
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yang merupakan faktor pernicu meningkatnya harga minyak. Akibatnya dalam 

bu Ian April 1974, harga min yak bumi dunia melonjak hingga mencapai US$ 1 1 .  7  

per bare I. Dengan adanya kenuikan tersebut, maka herdampak penerimaan migas 

dalarn awal Repelita II rneningkat hampir uga kali lipat, ini berarti perannya 

semakin berarti dalam struktur APBN. Jmplikasi dari rezeki born minyak tersebut 

sangat berpengaruh terhadap jumlah dana untuk pembangunan, di mana rabungan 

pernerinrah meningkat. Dalam tahun-tahun berikutnya, harga minyak bumi rerus 

mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan mencapai puncaknya pada tahun 

1981 di mana tingkat harga minyak di pasar inlemasional mencapai US$ 35$ 

per barel. 

Namun, pada zaman keemasan waktu iru , hubungan antara pasokan dan 

permintaan kelihatannya kurang kuat . Pada tahun 1974-1977, harga riel minyak 

jatuh sekitar 20% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar kemerosostan 

ini berhubungan dengan lesunya permintaan dan rendahnya harga penawaran di 

pasar dunia. Hal ini disebabkan oleh kerjasama vertikal lewat nasionalisasi industri 

minyak di negara-negara OPEC. dan adanya kemandirian timbal balik antara 

pembeli dan penjual, maka posisi pasar perantara menjadi sernakin menentukan.51 

Pada masa kenaikan harga minyak bumi periode kedua pada 

tahun 1979 - 198 1 ,  peranan mmyak bumi meningkat lagi menjadi 7 1  C/c atau 62'1t 

dari total penerimaan negara. Walaupun penerirnaan negara mengalami kenaikan 

yang cukup besar, dari Rp. I triliun menjadi sekitar Rp. 12  triliun pada periode 

di atas. dimana penerimaan dalam negeri tersebut berasal dari minyak dan gas 

bumi. Kondisi seperti ini memiliki makna. bahwa: pertama, bila terjadi penurunan 

harga minyak rnaka penerimaan pemerintah akan turun. Kedua, penerimaan negara 

�1 Qystem Noreng. "Min yak Dalam Pohuk: l lpaya mencapai konsensus International. Hal I 32. Pcnerhil 

CV Rajawah Jakarta 1983) 
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dari minyak dan gas akan menimbulkan inflasi, Hal ini terjadi karena ekspansi 

pemerintah melalui APBN, akan meningkatkan anggaran pembangunan yang pada 

gilirannya akan meningkatkan jumlah uang beredar sehingga akan meningkatkan 

tingkat harga. 

Kelesuan perekonomian dunia yang terus berlanjul dan adanya kelebihan 

pasokan rninyak dunia akibat munculnya kekuatan non-OPEC mengakibatkan 

harga minyak tidak stabil dan cenderung turun Upaya anggota OPEC dengan 

mernbatasi kuota produksi temyata belum dapat mengendalikan gejolak harga 

rninyak, dimana harga min yak mengalami penurunan ke titik terendah, yairu hanya 

sekitar US$ 9,83 per barel. Upaya untuk memulihkan harga rninyak ke tingkat 

yang lebih baik dilakukan dalam sidang OPEC bulan Desember 1986 yang isinya 

antara lain membatasi kuoia maksimal sebesar 15 ,8 juta bare) per hari. Namun 

upaya tersebut belum dapat mengangkat harga minyak dunia, karena tingkat harga 

terut bergejolak. Akibat gejolak minyak bumi tersebut menyebabkan terjadinya 

penurunan penerimaan migas dalam APBN 1986/87, dimana sejak itu, terjadi 

perubahan yang sangat menggembirakan dalam struktur APBN. Penerimaan migas 

yang masuk dalam penerimaan dalam negeri menjadi tidak dominan lagi 

dibandingkan dengan penerimaan nonmigas. 

Disini terlihat ciri umum pasar minyak dunia di mana dalam hal produksi 

sumber-sumber energi, jarak antara batas harga tertinggi dan terendah sedemikian 

tajamnya. 6l Titik harga terendah bisa diduga berdsarkan pada biaya produksi 

minyak di negara-negara Teluk Parsi, yaitu sekitar US$ 1 5  per barel, ditarnbah 

biaya transportasi. penyulingan dan pemasaran. 

''' Dankw ard A Rnslow and John F Mug:no. ··OPEC - Succscs and Prospects" P 1 10.  New York Umver­ 

-itv Prc-,s. New York. 1976) 

108 



Peranan Mi11.va/t. /Jan Ga.i. Bumi Terhadap Peneruuaan Negara 

TABEL2: NILAI EKSPOR MINYAK Bl!Ml DAN GAS ALAM, 1969/1970-1988/1989*) 

(Dalam Juta US$) 

1',\llll MINYAK llUMI GA ALAM J LAU 1',rnilmlm:11 

91, (../+) 

(1) 12) 13) \4) (SI 

PELITA I 

1969/1970 384 - 384 

1 9 7 0 / 1 9 7 1  443 - 443 1 5 . 4  

1 9 7 1 / 1 9 7 2  590 - 590 33,2 

1972/1973 965 - 965 63,6 

1973/1974 1.708 - 1.708 77,0 

PELITA II 

1974/1975 5 . 1 5 3  -  5 . 1 5 3  201,7 

1975/1976 5.273 - 5.273 2,3 

1976/1977 6 .. 350 - 6 350 20,4 

1977/1978 7 . 1 9 1  162 7.353 1 5 , 8  

1978/1979 6.858 5 1 6  7.374 0,3 

PELITA III 

1979/1980 10,995 1.345 1 2  .. 340 67,3 

1 9 8 0 / 1 9 8 1  1 5 . 1 8 7  2 . 1 1 1  17.298 40,2 

1 9 8 1 / 1 9 8 2  16.482 2.342 18.824 8,8 

1982/1983 12.283 2.461 14.744 - 2 1 , 7  

1983/1984 12.050 2.399 14.499 2,0 

PELITA IV 

1984/1985 10.625 3.369 1 3  .. 944 3,1 

1 9 8 5 / 1 9 8 6  8 . 8 1 6  J.621 12.437 - 1 1 . 1  

1986/1987 4.798 2 . 1 6 8  6.966 -44,0 

1987/ I 988 6 . 1 5 9  2.682 8.841 26,9 

1988/1989 5.007 2.633 7.640 - 1 3 , 6  

Sumher : Rev1,;;1 RAPBN 1998/99 
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Sementara biaya produksi di Eropa barat sekitar US$ 60 per barel, 

termasuk di pantai Timur Amerika. Batas harga tertinggi belum bisa ditaksir secara 

tepat. lni artinya, jika harga per bare! di bawah US$ 15  per bare I, mereka akan 

mengalami kerugian, karena harga jualnya di bawah biaya produksi. 

Dalam perkembangannya selama periode Repelita V ( 1989/90 - 1993/ 

94), perubahan harga minyak di pasaran dunia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor­ 

faktor ekonomi, seperti permintaan dan penawaran di pasar dunia, tetapi juga 

dipengaruhi oleh perubahan faktor nonekonomi. Pada waktu terjadi krisis perang 

teluk dalam bu Ian Agustus 1990, pasokan minyak dari negara Irak dan Kuwait ke 

negara-negara industri menjadi berkurang, dan secara psikologis 

menimbulkan kekuatiran konsumen dalam memperoleh minyak mentah dan 

produk-produk minyak lainnya. Implikasi dari kondisi tersebut adalah melonjaknya 

harga minyak di pasar dunia secara tajam, sehingga dalam bu Ian Oktober 1990, 

harga ekspor minyak mentah Indonesia jenis. Minas mencapai US$ 35,29 per 

barel, yang mengakibatkan penerimaan migas pada waktu itu mencapai titik pal­ 

ing tinggi selama PJP I. 

Dalam tahun anggaran 1990/91, penerimaan migas mencapai Rp. 177 

triliun, yang terdiri dari penerimaaan minyak bumi sebesar Rp. 14,6 triliun dan 

gas alam Rp.3,1 triliun. Dan sejak I April 1989 realisasi harga rata-rata minyak 

mentah Indonesia dihitung berdasarkan formula Indonesia Crude Oil Price (ICP). 

Dalam tahun anggaran I 991/92 dan I 992/93, realisasi harga rata-rata min yak In­ 

donesia mencapai US$ I 8 per barel, yang berarati rnasih di bawah tingkat harga 

referensi minyak mentah yang ditetapkan OPEC sebesar US$ 2 I per bare I dalam 

tahun I 990. Kebutuhan akan minyak dunia dalam tahun 1993 sekitar 66 juta bare! 

per hari, dimana sekitar 60'k di pasok oleh negara-negara nonOPEC dan sisanya 

oleh negara OPEC. Keprihatinan yang dihadapi ncgara-negara pengeskpor 
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min yak dimasa yang akan datang adalah rendahnya tingkat harga dan rendahnya 

permintaan minyak dunia yang disebabkan oleh belum pulihnya penumbuhan 

ekonomi negara-negara industri maju, serta adanya rencana pengenaan pajak energi 

yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. 

Adanya perbaikan harga minyak dalam Repelita V . maka penerimaan 

rmgas yang scbcsar Rp.9.5 triliun dalam tahun anggaran 1992/93. meningkat 

menjadi Rp. 15 .3  triliun . Ini berarti, bahwa selama periode tersebut penerimaan 

migas rneningkat ratu-rata I 2,6'k per tahun, Sedangkan kontribusi penerimaan 

migas terhadap penerimaan dalam negri sebesar 32,3 ck atau 26,4'k terhadap 

total penerimaan negara. Walaupun dalam Repelita V, penerimaan migas masih 

berperan cukup besar, namun secara relatif kontribusinya semakin menurun. Hal 

ini disebabkan oleh adanya peningkatan penerimaan dalam negri di luar migas , 

terutarna penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan harga ekspor minyak bumi 

Indonesia dapat di lihat pada (Tabel 2) 

Ill. 4. PERAN MIGAS SELAMA PELITA VI 

4.1 J umlah produksi 

Dalam lirna tahun lerakhir, potensi minyak dan gas bumi masih berperan 

penting dalam sumber energi primer. Demikian pula sebagai komoditas eskpor 

dimana perannya sebagai penghasil devisa sangat besar. Pangsa minyak bumi 

dalam konsumsi energi telah berhasil ditekan, namun jumlah pemakainnya masih 

terus meningkat setiap tahunnya .Kenyataan ini cukup mengkawatirkan, biladalam 

waktu dekat udak ada lagi sumber-sumber cadangan minyak baru, maka dalam 

waktu yang tidak terlalu lama . kemungkinan besar Indonesia akan menjadi 

pengimpor minyak 
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Dari sisi produksi, pertambangan minyak dan gas bumi pada akhir Pelita 

VI bisa dipertahankan sekitar 547,5 juta barel per tahun atau 1.500 ribu barel per 

hari, produksi gas bumi 2.960 miliar kaki kubik atau 8, I mi liar kaki kubik per hari 

dan pemanfaatannya sebesar 7,7 miliar kaki kubik per hari. Jumlah penjualan 

BBM dalam negeri sebesar 52.283,7 ribu kilo liter dan gas bumi sebesar 3.670,7 

meter kubik, Ekspor minyak rnemah sebesar 263.107 ribu barael, produski LNG 

sebesar 28 juta ton dan produksi LPG sebesar 3,5 juta ton. (lihat label 3). Dalam 

laporan pertangungjawaban Presiden tanggal I Maret 1998, produksi minyak 

bumi dan kondenat pada tahun 1997/98 (sampai bu Ian Desember 1997) mencapai 

434.9 juta bare I atau rata-rata 1,2 juta barel per hari. Produksi minyak ditargetkan 

sekitar 1 ,5 juta barel selama Repelita VI. 

Proyeksi ini dapat tercapai apabila pembiayaan dan investasi dapat 

dipertahankan pada tingkat seperti yang terjadi selama ini. Kondisi inipun dapat 

dicapai jika permintaan akan minyak dan harga menjadi meningkat yang dibarengi 

dengan deregulasi dan pemberian insentifyang masih dibutuhkan untuk masa yang 

akan datang. Produksi minyak bumi dan kondensat selarna Repelita VI sedikit 

melebihi sasaran. Pada.tahun ·1998/99, produksi minyak bumi dan kondensat 

diperkirakan dapat-dipertabankan sesuai dengan sasaran tahun kelima repelita VI 

yaitu sebesar 547.5 juta barel. (lihat Tabel 4) Proyeksi produksi minyak bumi 

seperti yang telah dikemukakan di atas I juta barel pada akhir PJP II cukup beralasan 

karena selama 15 tahun terakhir, besar cadangan min yak relatif tidak berkurang 

dan 'dapat dipertahankan pada tingkat diatas 9 mi liar barrel. lni berarti . jumlah 

penemuan cadangan minyak barn, termasuk penilaian ulangjumlah cdangan yang 

ada. dapat diimbangi dengan jumlah minyak yang diproduksi. 

Dalam upaya rnempenahankan tingkat produksi minyak bumi yang 

telah diproyeksikan, -di samping rneningkatkan kegiatan eksplorasi ke daerah 
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yang makin sulit baik kondisi geologi maupun lokasinya, juga dibutuhkan 

upaya peningkatan produksi minyak dari hasil Enhanced Oil Recoverv (EOR) 

dari lapangan yang telah dieksplorasi. Upaya iru sangat dimungkinkan mengingat 

dari seluruh kandungan awal minyak yang telah ditemukan yaitu sekitar 

56.82 mi liar barel masih ada tersisa kandungan minyak sebanyak kurang lebih 

35 mi liar barel yang tidak dapat dikuras lebih Ian jut tanpa menggunakan teknologi 

yang lebih canggih. 

Dalam mempertahanankan produksi minyak dan meningkatkan penemuan 

cadangan minyak dan gas alam untuk masa yang akan datang, harus dilakukan 

peningkatan kegiatan eksplorasi minyak dan gas alam yang meliputi penyidikan 

seismik dan pemboran. Pengelolaan minyak bumi di kilang-kilang minyak 

dalam negeri juga mengalami peningkatan yang sangat berarti. Jika dalam awal 

PJP I jumlah minyak bumi yang diolah baru mencapai 77 ,06 juta barel, maka 

pada akhir PJP I telah meningkat menjadi 294,4 juta barel, dan pada tahun 

ke Ill Repelita VI (1996) menjadi 337, 12juta barel. Sedangkan tingkat produksi 

minyak bumi dan kondesal pada tahun 1995 mencapai 589,9 juta barel yang 

berarti sedikit lebih tinggi dari produksi sebelumnya yang mencapai sekitar 

588,6 juta barel. 

Seiling dengan meningkatnya produksi minyak mentah dan kondesat, 

volume ekspor minyak mentah dan kondesat juga meningkat. Ekspor minyak 

mentah dan kondesat pada awal PJP I baru mencapai 149, I juta barel, dan pada 

akhir Repelita V meningkat menjadi 294,3 juta barel yang kemudian mengalami 

peningkatan lagi menjadi 3 18 ,8  juta barel pada tahun pertama Repelita VI. Namun 

pada tahun ketiga Repelita VI menurun kembali menjadi 288, 19 juta barel. Dengan 

semakin tingginya pertumbuhan ekonomi, maka akan berpengaruh pula terhadap 

peningkatan kebutuhan BBM dalam negeri. Jumlah penjualan BBM di dalam 
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negeri pada awal PJP I barn mencapai 39,27 juta barel dan meningkat menjadi 

264,34 juta barel pada tahun terakhir Repelita V, kemudian turun menjadi 258,55 

juta barel pada tahun pertama Repelita VI. namun kemudian meningkat lagi menjadi 

291,07 juta barel pada tahun ke Ill Repelita VI. 

TABEL 3 : PERKIRAAN PRODUKSI MINYAK BUMI DAN GAS BUMI 

1994/95 • 1998/99 

�'iA!l,\.'I Sp1wm .l�blr Rt'P�Lll� 
R'l'rlila '. �, 

199411995 199511996 1991.'1991 1991/1998 199811999 JUMLAH 

Mmyak. Bumi Jura harcl 560.0 558.5 556.3 553.0 551.2 541.5 2 766.5 

Gas Bumi Miliar kakr 2 502.0 2 9455 J 066.0 3.025 8 2.890.0 2.960.0 14.888.1 

kub1k 

Sumber · Repelua rahun ke VI. 1994/95 - l':>98/1999. buku kc Ill 

Sedangkan dari hasil LNG, produksi gas pada tahun ke II Repelita VI 

mencapai 26,2 juta ton atau naik 3,56% dibanding produksi tahun sebelumnya 

yang ekspomya mencapai 25,3 juta ton. Ekspor LNG telah dilakukan sejak tahun 

1977 di mana pada waktu itu hanya sekitar 0,542 juta ton. Seiring dengan 

peningkatan produksi LNG maka volume ekspor LNG juga mengalami peningkatan 

pada tahun ke Ill Repelita VI di mana ekspomya sekitar 26.1 juta ton atau naik 

5.24% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 24,8 juta ton . (Tabet 4) 
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TA BEL 4 :  PRODllKSI, PENGILANGAN DAN EKSPOR MINYAK BUMI 

1992193. 1993/94, 1994/95 - 1997/98 (Juta Barel) 

Akhir RF.rtlJU 

Repelita � V1 

1fO URAIAN 1992/9) 1993/1994 I 9'J.ll 1995 199)/19% 19%/1997 1997/199!1
41 

I Produkst Mmyak Bumi 21 550.4 559.9 jRR.6 588; ,KI 8 ;14 9 

2 Pengrlangan dalam ncgn 11 )04.5 294 4 ]1 1 .9 )J 1.2 1J7.I 251 I 

J Espor Mnyak bum, Zl 284.0 194.3 )18.8 298 0 2KK.J 115.9 

Hasil Mmyal Jl 6).9 57.6 68.1 18A 76.0 50.2 

Sumbcr : Lampir an Prdato pcnunggungjawaban Prcsrden/Mandams MPR H.I buku kc II. I Maret 1988 

tcr masuk feedstock 

Tennaxuk kondcnsat 

T1dak tcrmasuk LPG 

Rcahsasr Ap11I sampai dengan Desember 1997 

4.2 Penerimaan sektor minyak dan gas 

Dengan makin pesatnya perkembangan ekonomi Indonesia, sektor minyak 

dan gas bumi (migas), masih merupakan komponen penting dalam penerimaan 

dalam negri, selain sektor pajak. Selain merupakan pemasok bahan baku/bakar 

dalam industri dalam negeri, minyak bumi dan gas juga merupakan salah satu 

surnber penerimaan dalam negri didalam APBN. Sumbangan i sektor ini sejak 

PJPI masih relatif cukup besar, tetapi dalam PJP II, sumbangan sektor ini terhadap 

penerimaan dalam negri sedikit menurun. Sebaliknya, penerimaan pajak 

peranannya semakin meningkat. 
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TABEL 5 : PENERIMAAN DALAM NEGRI DARI MIGAS, PAJAK 

DAN BUKAN PAJAK DALAM PELITA V DAN VI 1989/90 • 1998/99 o 

(dalam miliar rupiah) 

MINYAKDAN P�.Nl!'.RIMAAl\' l'f./\�,RIMAMi Pt'IWIUMA,\ 

G.\.!> UUMI l'�:RPAJAKAN BUKAN f\\JAI,. DALAMJljlWRI 

PELITA V 
1989/1990 13 .381 ,3 16.048,1 2.038,8 31.504,2 

1990/1991 17.740,0 22.010,9 2.442,1 42.193,0 

1991/1992 15.069,6 24.919,3 2.593, 1 42.582,0 

1992/1993 15.330,8 30.091,5 3.440,3 48.862,2 

1993/1994 12.503,4 36.665,1 6.944,621 56.113,  I  

PELITA VI 
1994/1995 13.537,4 44.442,2 8.438,52' 66.418,0 

1995/1996 16.054,7 48.686,3 8.272,92' 73.013,9 

1996/ 19973' 19.872,1 55.833, I 9.086,9 84.792,1 

1997 /199841 14 .871 , 1  64.714,6 8.475,a21 88.060,7 

199811999 

Sumhcr: Nota Keuangan dan RAPBN tahun 1998/99 (yang drsempumakan) 
1'  Reahsasr PAN 

'' TermasuJ.. Laba bersth mmyak 
1' APBN pcrubahan (APBN-P) 

�· APBN 

Realisasi penerimaan secara absolut mengalami peningkatan 

setiap tahunnya, namun pada tahun-rahun tertentu selama Repelira VI 

mengalami penurunan. Penurunan harga minyak di pasaran sangat mempengaruhi 

jumlah penerimaaan negara, terutama pada bulan Maret 1994 dimana harga minyak 

mentah indonesia (ICP) mengalami penurunan hingga US$ 14 , 18  per barel. 

Sedangkan pada akhirtahun Repelita VI harga minyak mencapai US$ 17.79 per 
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bare!. Selama tahun ke dua Repelita VI harga minyak mentah yang tertinggi 

mencapai US$ 18,98 per barel, yakni pada bulan Januari 1996. Sedangkan 

selama tahun ke tiga , harga teringgi yang dicapai sebesar US$ 23,90 per bare! 

dan merupakan harag yang paling tinggi selama tiga tahun pertarna dalam 

pelaksanaan PJP II. 

Selanjutnya itu, hasil penerimaan negara dari minyak dan gas bumi selain 

dipengaruhi oleh harga minyak mentah di pasaran dunia dan jumlah produski 

dunia, penerimaan negara dari sektor ini juga sangat dipengaruhi oleh gejolak 

nilai kurs rupiah terhadap dollar Amerika. Berdasarkan dari hasil pengamatan 

perkembangan harga minyak memah, tingkat produksi, ekspordan penjualan BBM 

di dalam negeri, realisasi penerimaan minyak bumi pada awal PJP II mencapai 

Rp. 10 triliun atau terjadi kenaikan sekitar 5,9% jika dibandingakan dengan realisasi 

pada akhir PJP I. Walaupun demikian, pada tahun ke dual dan tiga Repelita VI, 

realisasi penerimaan minyak bumi telah mencapai sekitar Rp. 12  triliun dan Rp. 

14.5 triliun. 

Sedangkan dari hasil penerimaan dari jumlah gas dengan jumlah produksi, 

realisasi penerimaan gas alam pada awal PJP II telah mencapai Rp. 3.5 triliun atau 

15,6% lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada akhir PJP I. Sedangkan 

realisasi penerimaan gas alam pada 2 tahun berikutnya mencapai Rp. 4. 1  triliun 

dan Rp 5.4 lriliun. (lihat Tabel 5) 

Berdasarkan trend penerimaan negara selama ini, maka penerimaan dalam 

negen masih didominasi oleh penerimaan migas dimana dalam tahun anggaran 

1981/82 mencapai 70,9o/r dari total penerimaan dalam negeri. Tetapi karena 

terjadinya penurunan harga minyak sejak tahun 1982 akibat anjloknya harga di 

pasaran dunia pada tahun 1986, maka penerimaan migas mulai saat itu tidak dapat 

lagi dijadikan andalan utama penerimaan dalam negri. Dengan demikian sejak 
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tahun tersebut, maka penerimaan non migas dari ekspor komoditi unggulan dan 

penerimaan sektor pajak meningkat. 

Dalam Repelita V dan VI, peranan sumber-sumber penerimaan dalam 

negri terus mengalami peningkatan, dimana struktur penerimaan mengalami 

perubahan yang signifikan. Masalhanya peranan minyak dan gas yang sangat 

berfluktuasi akan sulit diperkirakan harganya dalam APBN. Contohnya, realisasi 

penerimaan dalam negri mencapai Rp. 31,5 triliun, di mana peranan migas sebesar 

33,0% terhadap APBN, dan 42,5 % terdapat penerimaan dalam negeri. Sedangkan 

pada tahun ke dua Repelita V ,  peranan migas terhadap APBN tidak jauh berbeda, 

yakni sekitar 33, I% dan 42% terhadap penerimaan dalam negeri. Namun pada 

tahun-tahun selanjutnya , peranan migas cenderung turun yakni masing-masing 

28,7% dan 25,6%, bahkan pada tahun 1993/1994 hanya sekitar 18,7%. Demikian 

pula peranan migas terhadap penerimaan dalam negeri, cenderung menurun, yaitu 

rnasing-rnasing 35,39%. 31,75% dan 22,82% untuk priode utama. 
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TABEL 6 :  PRESENTASE PENERIMAAN MIGAS, TERHADAP APBN 

DAN PENERIMAAN DALAM NEGRI DALAM PELITA V DAN VI 

1989/90 - 1998/99 I) 

(dalam miliar rupiah) 

Rf�.\LJS;\£1 Pltl/EJIIM,�,; ,\IINVAK Pf;Jll\.�GAN PF.NERL�UN 
,\PB • OAlAM DAf/CAS MIGA..� llllUIADAP 

� ,RI B0!-11 

PE/l'P.lilllUN 

·oi\WI 
APBN' (�) NEC;JU(�,l 

LI I Ul 13) l4} m 

PELITA V 

19X9/199!1 39 834.5 l L50,U 1 3  3XIJ 1_1,611 42,47 

199fUl991 50 574.5 42 19-1,0 17 740,0 rtox 42,04 

1991/1992 52 557,1 42 582,il 15 (169,6 28.67 35J9 

1992/1993 59 960.1 48.862,2 15 )J0.8 25.57 J L7 5  

199)/1994 66 865,6 5 6 . 1 1 ) , 1  12 511),4 18,70 22,82 

PELITA VI 

1994/1995 76 255,8 66-418,11 13 537,4 17.75 211,38 

199511996 82 022.7 73 01),9 16.054,7 15.57 21.99 

1996/ 19973) 95 840,2 84.792, I 19.872,1 20,7) 2),4] 

I 997 / 19984) IOI 086,7 88 060,7 14 8 7 1 , 1  14,71 16,89 

1998/1999 

Sumbcr Nota Kcuangan dan RAPBN tahun 1998/99 (yang discmpurnakanl. drolah 
I )  Reahsavi PAN 

2) Termasuk Laba bersrb nunyak 

3) APBN perubahan (APBN-P) 

4) APBN 

Demikian pula, pada tahun pertarna PJP II ( 1994/95) peranan migas 

lerhadap penerimaan APBN terus menurun menjadi I 7,75o/c dan 20,38o/c terhadap 

penerimaan dalam negri. Tahun kedua, peranan migas turun menjadi 15,57% dan 

2 1 , 9 9 %  terhadap penerimaan dalam negri. Tetapi pada tahun 1996/97 
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perannya kembali meningkat menjadi 20,7% dan 23,4% terhadap penerimaan 

dalam negeri . Namun peman migas pada tahun anggaran 1997/98 me.ngalami 

penurunan yakni menjadi hanya 14,7% terhadapAPBN dan 16,9%. Dengan gejolak 

harga minyak di pasaran dunia kemungkinan perolehan devisa dari sektor 

migas akan menurun terus. Hal ini disebabkan oleh naiknya jumlah kuota 

negara-negara OPEC, pasokan dari negara non OPEC dan Irak yang memperoleh 

izin PBB untuk mengeskpor produk minnyak bagi kebutuhan pangan dan 

obat-obatan. (Tabel 6) 

Selanjutnya pada tahun anggaran 1998/99 yang telah disempumakan, 

penerimaan dalam negeri direncanakan mencapai Rp. 1 14,9 triliun, yang berarti 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 26,9 triliun atau naik sebesar 30,6% dari APBN 

tahun 1997 /98. Dari jumlah tersebut, penerimaan migas diperkirakan mencapai 

Rp.34,6 triliun. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah perlu mengkaji kembali 

tingkal pendapatan migas. karena terjadi penurunan harga migas di pasaran dunia 

yang hampir mencapai US$ I O  perbarel. 

Ill. S PERAN MIGAS DALAM RAPBN 1998199 DAN KESEPAKATAN 

KUOTA 

APBN 1998/99 merupakan tahun anggran ke 30 dalam strategi 

pembangunan jangka panjang yang telah berjalan sejak tahun 1969. Dal am PJP 

II, yang merupakan Repelita VI hingga X, dimana pemerintah bercita-cita untuk 

tinggal landas dalam perekonomiannya. Dalam memasuki Repelita VI. Indone­ 

sia telah mengalami berbagai kemajuan yang berlandaskan trilogi pembangunan 

ekonomi. yaitu pemerataan pembangunan ekonomi dan hasil-hasilnya yang lebih 

baik. perturnbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan, serta stabilitas 

ekonomi nasional yang mantap dan dinamis. 
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Namun, pada saat penyusunan RAPBN 1998/99, kondisi perekonomian 

tengah mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bahkan diperkirakan 

perekonomian nasional tidak mengalami pertumbuhan. Dengan kondisi seperti 

ini, ditambah dengan perekembangan harga minyak dunia yang tidak menentu, 

bahkan cenderung menurun. Pada lahun ke empat Repelita VI harga minyak mentah 

Indonesia mencapai US$ 18,35 per bare), yang berarti masih di bawah harga bu Ian 

sebelumnya. Namun dengan adanya depresiasi rupiah terhadap dollar AS, ekspor 

rrugas sebagai sektor penerimaan meningkat pula menjadi Rp. 34, I triliun . 

Nampaknya, penerimaan migas pada RAPBN 1998/99 akan kembali 

dijadikan andalan utama , namun jika kondisi ini terus berlangsung maka akan 

berakibat rawan dan riskan, sebab dengan harga migas yang terus berfluktuasi 

tidak dapat dihitung dengan pasti. Seperti halnya pada penyusunan APBN tahun 

1970, penerimaan dari sektor migas diharapkan menjadi tulang punggung RAPBN 

1998/99. Dengan hargajual yang terus bergejolak dan ditetapkan dalam dolar AS. 

serta tambahan kuota baru dari OPEC menjadi 1 ,4 15  juta bare) per hari, maka 

keberadaan migas praktis menjadi "dewa penyelamat" saat krisis sekarang ini. 

Dapat dibayangkan bila Indonesia menjadi negara "net-importer" migas seperti 

Singapura, Thailand, atau Korea Selatan, maka akan semakin sulit bagi Indonesia 

untuk keluardari kesulitan ekonomi. Kenaikan harga minyak bumi besar-besaran 

yang mencapai 400% yang diumumkan oleh anggota negar OPEC pada tahun 

1974 telah menambah penghasilan yang luar biasa padaAPBN saat itu.7> 

Aspek positif dari depresiasi rupiah terhadap dolar AS seharusnya akan 

membawa keuntungan karena nilai rupiah yang semakin merosot akan 

mengakibatkan pendapatan dari migas semakin rneningkat. Hal ini terlihat dalam 

?) MichaelTodaro-lerjemahan Burhanuddin Abdullah, "Pembangunan Ekonomr Dunia Ke Trga" hal.197, 

jilid II. Penerbi1 Erlangga. JL Kramal IV No.I l.1ahun 1990) 
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nota RAPBN 1998/99 di mana terjadi kenaikan anggaran sebesar 32, I persen 

dibandingkan APBN sebelumnya. Hal ini sebagian akibat dari depresiasi rupiah 

di mana pendapatan migas naik sebesar 83,5 persen dari Rp 14,8 triliun menjadi 

Rp 22,3 triliun. 

Keterangan pen\erintah tersebut berdasarkan pada asumsi satu dolar AS 

sama dengan Rp 5.000. Padahal nilai rupiah di pasar uang masih terns turun dan 

setiap penurunan sebesar Rp500/US$, menyebabkan pendapatan migas dalam 

rupiah naik sebesar Rp. 9 triliun Dengan demikian, keberadaan migas telah 

menjadi alat penyeimbang dalam penyusunan RAPBN 1998/99, sekaligus sebagai 

"tameng" dalarn menghadapi gejolak moneter. Tetapi hat ini perlu diwaspadai, 

karena dalam pelaksanaan APBN dengan struktur pendapatan yang benumpu pada 

peran migas seperti itu, maka pemerintah hendaknya selalu berhati-hati. Sebab, 

harga migas dipasaran dunia sangat bersifat tidak dan berfluktuasi. Dalam hat ini, 

Indonesia pemah mengalaminya. di mana harga minyak jatuh menjadi hanya 8 

dolar AS per bare! pada 1980-an, padahal sekitar 60 persen pendapatan negara 

bertumpu dari perolehan migas. Akibatnya, dengan perubahan yang sangat drastis 

tersebut, neraca pembayan memburuk, investasi menurun, laju perturnbuhan PDB 

menurun, sehingga perbedaan antara tabungan dalam negeri dan investasi menjadi 

sangat kecil. Karena aliran dana ke luar negeri makin membesar, maka Indonesia 

banyak melakukan pinjaman ke luar negeri pada awal lahun 198081 
. 

Ketidakpasrian ini semakin rumit dengan nilai tukar rupiah yang masih 

tak menentu, dan bila rupiah terns merosot maka subsidi migas dalam negeri dengan 

sendirinya akan ikut membengkak sehingga makin mernbebam APBN. Jadi 

penerimaan negara yang tergantung dari sekior migas seperti itu sangat rapuh dan 

penuh ketidakpastian, misalnya dalam serahun terakhir saja harganya bisa 

�, Shrmctn lctnrrurra, Op cit. Hal � 
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bertluktuasi hingga 50 persen. Perbedaan dengan harga produk jasa dan manufaktur 

lain yang dapat dikendalikan, aspek kerawanan sektor itu terutama karena harga 

minyak sepenuhnya ditentukan oleh harga di pasar intemasional yang berada di 

luar kontrol pemerintah. Sehingga seriap saat pendapatan dapat terancam turun, 

bila terjadi penurunan harga migas. Dalam kaitan ini, pemerintah mernatok harga 

sebesar 1 7  dolar AS per barel dalam RAPBN 1998/99 yang dinilai terlalu optimis, 

karena harga minyak pada Januari 1998 di Tokyo sekitar 16,9 dolar AS per bare I. 

Pemerintah beranggapan bahwa kemungkinan besar harga akan naik, karena pad a 

saat itu sedang terjadi ketegangan anatar Irak dan Amerika yang sewaktu-waktu 

perang teluk akan kembali terjadi. Namun kenyataanya harga minyak menjadi 

penurunan, bahkan anjlok jauh dibawah patokan. 

Selanjutnya, kelebihan hasil rnigas tersebut hanya bisa digunakan untuk 

mengimbangi kenaikan cicilan utang akibat depresiasi dan bukan untuk membiayai 

pembangunan. Upaya rnengatasinya, adalah pemerintah harus rnenyediakan dana 

cadangan dalam jumlah yang cukup besar yang dapat dicairkan setiap saat. Untuk 

menjamin APBN terhindar da.ri resiko ketidakpastian seperti itu, paling tidak jumlah 

dana cadangannya harus mencapai separoh dari nilai total perolehan migas, yaitu 

sekitar Rp 15 triliun. Dana itu barn untuk mem-'back-up' cicilan utang, sehingga 

untuk membangun masih perlu dasar yang lain. 

Selain masalah fluktuasi harga migas, asumsi-asumsi dalam RAPBN 

1998/99 juga sangat sulit untuk dilaksanakankan. Karena dalam RAPBN yang 

telah disempumakan atau direvisi oleh IMF untuk ketiga kalinya tersebut dollar 

AS diasurnsikan Rp 10.600, padahal saat itu nilainya telahjauh melampaui. Jadi 

sebenamya, dalam upaya menstabilkan kembali perekonomian nasional, yang 

paling dibutuhkan adalah bukan patokan-patokan asumsi yang tidak ada 

kepastiannya seperti itu. 
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III. 6 IMPLIKASI PENENTUAN KUOTA OPEC TERHADAP APBN 

INDONESIA 

Dari hasil konferensi Negara-negara pengekspor rninyak (OPEC), 

disepakati untuk rnenaikkan pagu produksi dari 25,033 juta barel per hari (bph) 

rnenjadi 27,5 bph untuk semester pertarna tahun 1998. Keputusan anggoia OPEC 

ini rnulai berlaku pada tanggal I Januari 1998, dirnana seluruh negara anggota 

OPEC rnenitikberatkan untuk rnernegang kornitrnen penuh rnenjalankan kuota 27 ,5 

juta bph. Kornitrnen ini perlu ditaati, karena kuota sebelurnnya yang sebesar 25,033 

juta bph banyak dilanggar sehingga harga min yak dunia rnegalarni fluktuasi yang 

cenderung rnenurun. Hal ini rnerupakan konsekewensi bertarnbahnya pasokan 

rninyak dipasaran dunia. Kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya pasokan dari 

non OPEC. 

Sebenamya keoptirnisan harga tetap akan stabil seperti dalarn tingkat 

yang sekarang yaitu sekitar US$ 19/bareljika kuota yang ditentukan anggota OPEC 

dijalankan dengan benar. Walaupun keputusan yang diarnbil OPEC rnerupakan 

suatu kesepakatan , narnun kenyataannya sangatlah sulit karena keadaan pasar 

sangat sulit untuk diprediksi. Pada tahun 1998, perturnbuhan produksi dunia sekitar 

2 juta barel, sehingga keputusan untuk rnengarnbil angka 27,5 juta bare I rnerupakan 

kornprorni yang rnoderat yang terlalu optirnis. Hal ini rnungkin didorong karena 

adanya ketegangan antara Arnerika Serikat yang hendak mengintervensi lrak. Di 

sisi lain. pagu produksi yang sebesar 27 ,5 juta bph itu bisa jadi karena tekanan 

Arab Saudi sebagai produsen terbesar rninyak. Karena bila tidak dernikian produski, 

minyaknya tidak fisibel jika dibandingkan dcngan harga jualnya. 

Respon terhadap keputusan OPEC rnenaikkan pagu produksi sarnpai 

27.5 juta bph rnernang agak rnengejutkan, karena banyak negara seperti Iran, Lihia 

dan Aljazair rnenolak untuk rnenaikan pagu produksi sarnpai ke tingkat 27 juta 
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bare I seperti yang diusulkan Arab Saudi. Kuwait. Uni Emirat Arab, Venezuela dan 

Qatar. Dengan adanya kenaikan pasokan yang tinggi maka harga minyak 

akan turun . Keadaan ini cukup rumit . karena dengan pernberian kuota yang 

sebesar 25,03:l juta bhp saja dilanggar hingga 27,2 juta bph pada tahun 1997 

(Lihat Tabel 7). 

Tabel 7 : Rincian Kuota Produksi OPEC 

(dalam ribuan barel per hari) 

No. Ntgar KuotaJ99T Kuo!a 1998 Kuota 1998 

(Matti) I.Jcml) 

I .  Aljazair 750 909 788 
2. Indonesia 1.330 1.456 1.280 

3. Iran 3.600 3.942 3 .3 18 
4. Irak 1 .200 1 . 3 1 4  2. 100 

5. Kuwait 2.000 2 . 190 1.980 
6. Libya 1.390 1 .522 1 .323 

7. Nigeria 1.865 2.042 2.033 

8. Quatar 378 414 640 
9. Saudi Arabia 8.000 8.760 8.023 

10. Uni Emirat Arab 2 . 1 6 1  2.366 2. 157 
1 1 .  Venezuela 2.359 2.583 2.845 

ToUll 25.033 27.498 26.487 

Sumher: Konfrcnsi ke 103 OPEC'. November 1997 dan Kesepakatan Bulan Maret dan Juni 1998 
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Ill. 7 DAMPAK PELANGGARAN KUOTA 

Dalam perubahan konteks kuota, pasar akan dipengaruhi sehingga harga 

menjadi turun. Namun baru pada bulan pada Januari 1998 diharapkan akan terjadi 

rnekanisrne pasar yang tergantung dari pasokan dan permintaan . Dengan produksi 

27,5 juta bph, diharapkan harga akan kembali naik dan stabil sampai musim gugur, 

Pada bulan Januari sampai April 1998, harga akan rnembaik, karena saat itu 

permintaan akan minyak meningkat. Namun dalam kenyataannya kondisi ini tidak 

berjalan, sejelan dengan rnenyurutnya ketegangan antara Irak dan Amerika. Selain 

itu belum pulihnya kondisi perekonomian dunia yang dilanda kelesuan , karena 

masing-masing negara yang terkena dampak krisis mengurangijumlah penggunaan 

minyaknya. 

Jadi permasalahan anjloknya harga minyak dunia dalam hal ini 

bukan saja dari sisi pasokan, namun pengurangan jumlah pembelian minyak 

oleh negara-negara industri besar. OPEC dalam hal ini hanya melihal 

adanya peluang untuk menaikkan produksi pada tahun 1998 sebesar 1,86 juta 

bph, akan tetapi belum memperhuungkan krisis yang masih berlajut, ke 

negara Jepang dan Eropa lainnya. Apalagi jumlah ini lebih banyak diambil OPEC 

diraih non OPEC, terutama Laut Utara. Dengan adanya keputusan ini mereka 

berasumsi produksi Laut Utara sudah tidak bisa dinaikkan lagi. Dengan 

demikian OPEC yang masuk dengan produksi besar. Namun. perkiraan ini 

harus ditunggu dalam enam bu Ian terakhir. Dalam pertemuan ke-104 yang 

diselengarakan di Wina bulan Juni 1998 • OPEC telah menentukan pagu 

produksi sebesar 27.5 juta barel. 

Bila produksi OPEC terus melebihi kuota, maka upaya pengurangan 

pasokan minyak akan terus merosot. Sebelumnya. Presiden OPEC. Ida Bagus 

Sudjana dari Indonesia. meminta penyelenggaraan sidang darurat OPEC sebagai 
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upaya menstabilkan harga." Seperti kita ketahui selama ini OPEC lebih berorientasi 

pada produksi bukan pada harga. Hal ini yang membuat harga minyak anjlok 

hingga di bawah US$ 14/barel. Bila saja negara-negara OPEC tetap bersiteguh 

dengan produksinya yangjauh melebihi kuota. ditambah dengan pasokan minyak 

lrak (yang oleh PBB diperbolehkan menjual minyaknya 1 ,5 juta bph hingga 2 

juta bph), maka harga akan turun US$ 10/barel. Bila hal ini terjadi, akan 

mempengaruhi perekonomian Indonesia yang sangat menggantungkan diri pada 

Migas. Kekuatiran ini telah ada sejak kembalinya lrak pada tahun 1996 dimana 

embargo terhadap ekspor lrak dicabut.191 Bila kita kembali pada tahun 1986, 

ketika harga minyak anjlok sampai US$ 9/barel. kita melakukan devaluasi karena 

pada saat itu kita menganut nilai tukar tetap (fix exchange rate). Bila kondisi tersebut 

terjadi kembali , di mana Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi, akan 

semakin mempersulit pemulihan ekonomi. 

Dalam kuartal I tahun 1998 produksi minyak dunia mencapai 75,8 juta 

barel/hari, sedangkan produksi non OPEC mencapai 45,3 juta barel. Jadi produksi 

OPEC mencapai 30,5 juta barel, padahal kuota produksi 27,5 juta bph. Angka ini 

sangar fantastis di tengah lesunya perekonomian Asia, karena dengan jumlah 

produksi sebesar itu pasar kelebihan akan pasokan, sehingga harga menjadi turun 

. Sedangkan dampak penurunan produksi minyak negara OPEC, tidak dimanfaatkan 

negara non OPEC untuk menaikkan produksinya, karena negara non OPEC sudah 

tidak bisa lagi menaikkan produksinya. Cadangan terbesar untuk minyak masih 

tetap berada di Timur Tengah. 

Kuncinya sekarang ada di tangan OPEC, apakah OPEC mau menurunkan 

produksi untuk menstabilkan harga atau ingin tetap menggenjot produksi. OPEC, 

<Ii Hanan Suara Pembaruan. 28 Fehuari 1998 

Im Subroto. "Buntung 1api Untung, Majalah mingguan Garra. 8 Juli. 1995. 
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sebetulnya memiliki karateristik yang aneh. Bila harga naik mereka memproduksi 

lebih, tetapi saat harga anjlok mereka juga meningkatkan produksi agar dapat 

memperoleh pemasukan yang tidak berbeda dengan harga yang naik. Hal ini 

disebabkan karena cadangan minyak OPEC sangat besar. Keadaan ini membuat 

posisi Indonesia berada dalam keadaan yang sulit kapasitas produksi Indonesia 

terbatas pada harga patokan RAPBN 1998/99 yang sebesar US$17/barel. Oleh 

karena itu, saat sidang darurat OPEC , yang lebih difokuskan adalah bagaimana 

bisa menaikkan harga minimal seperti yang telah dicapai pada tahun 1997. 

Jatuhnya harga minyak disebabkan oleh dinaikkannya kuota produksi 

OPEC pada November 1997 lalu. Ketika itu kuota dinaikkan menjadi 27,5 juta 

bph. Sebelumnya kuota 25,033 juta bph, tetapi produksi riil OPEC mencapai 27- 

28 juta barel. Tentunya hal ini memerlukan kerelaan hati anggota OPEC untuk 

menurunkan produksinya sebagai konsekewensi dari bertambahnya produksi 

minyak Irak, Irak mampu memproduksi 3.1 juta bph, sebelum perang. Ketika terjadi 

krisis lrak, produksi lrak diambil oleh anggora OPEC lain seperti Arab Saudi, 

Iran dan Kuwait. Jika lrak dibolehkan memproduksi seperti semula dan anggota 

OPEC tetap memproduksi berlebih maka harga minyak akan mencapai dibawah 

US$ I 0/barel. 

Produksi OPEC menu rut International Energv Agenc» ()EA), 

menunjukan bahwa realisasi minyak bumi Indonesia di alas kuota, sedangkan 

Venezuela merupakan pelanggar kuota terbesar, Kesulitan Venezuela memenuhi 

komitmen kuotanya, karena rnereka memiliki banyak saham di kilang-kilang di 

luar negri. Oleh karena itu Venezuela harus memenuhi pengadaan kebutuhan 

minyak mentah. Sedangkan untuk mcrupakan negara Irak sehenamya bukan kuota, 

hanya disiapkan. bila embargonya dicabut oleh PBB. Kenyataan ini diramalkan 

memicu adanya beberap anggota OPEC yang mengundurkan diri. yang pada 
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akhimya OPEC akan bubar. Jika kuota Indonesia yang ditetapkan 1,456 juta barel/ 

hari, berarti produksi para kontraktor harus dikurangi. Kondisi ini akan mengurangi 

daya saing kontraktor minyak asing, karena produksi para kontraktor akan dijatah. 

(Lihat label 8) 

TABEL 8 : PERBANDINGAN KUOTA PRODUKSI ANGGOTA OPEC 

DAN REALISASI/PELANGGARAN (JUTAAN BARELIHARI 

NF.GARA IWOTALAMA KWARill/97 0Kf0,lt7 K\JQT.\ IIAR\J I 

· UANl\Ak11Jl93" 

I .  Aljazair 0,750 0,850 0,870 0,9085 

2. Indonesia 1,330 1,390 1,380 1,45644 

3. Iran 3,600 3,580 3,650 3,94224 

4. Irak 1,200 1,220 1,630 1,31408 

5. Kuwait 2,000 1,830 1,840 2,19013 

6. Libya 1,390 1,430 1,390 1,52214 

7. Nigeria 1,865 2,290 2,280 2,04230 

8. Qatar 0,378 0,650 0,670 0,41394 

9. Saudi Arabia 8,000 8,050 8,000 8,76053 

10. Uni Emirat Arab 2,161 2,250 2,250 2,36644 

1 1 .  Venezuela 2,359 3,220 3,260 2,58326 

Total 25.033 21.21*> 27.77 •• 27.50000 

Sumber · Bachrawr Sanusr. Drolah dan data IEA/OECD ke 13. Jakarta Indonesia 

Dilihat dari perkiraan kebutuhan minyak dan pemasok non-Opec 

dibandingkan dengan NLG OPEC yang produknya mencapai 3 juta barel/hari, 

perlu dipertanyakan apakah jumlah kebutuhan dunia sebesar itu sesuai dengan 

pertumbuhan ekonomi yang kini cenderung turun, Selain itu, negara-negara 

non-OPEC seperi Rusia. Laut Utara, Cina Meksiko dan negara Arab yang tidak 

masuk OPEC, memiliki pemikiran untuk menaikan produksinya. Apalagi jika 
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embargo terhadap negara Irak akan dilepas. Jadi masalah pasokan minyak dunia 

yang berdampak terhadap harga minyak, masih rnerupakan masalah yang dihadapi 

oleh OPEC. Selain itu, adanya pelanggaran kuota produksi. Karena yang terpenting 

dalam minyak dunia adalah kestabilan harga yang menguntungkan bukannya 

kebijakan menaikan produksi. (lihat label 9) 

TABEL9: 

Kebutuhan Minyak dunia dan pemasok Non-Opec 

Kwartal II dan IV 1997, Kwartal 1 - IV 

1998 (Jutaan Barel/hari) 

TARIJ� 1Q:;BUTUBAN KEBl1'rUHAN' PAS0.KAJ',j 
DUNIA OECD NON'-01"£C 

Ill/1997 73,5 41 ,8 44,4 
IV/1997 75,7 43,1 45,6 

1/1998 76,0 42,8 46,1 

11/1998 73,8 4 1 , 1  46,0 

III/1998 74,8 42,2 46,4 

IV/1998 77,8 43,7 47,6 
Sumber : Bachrawi Sanusi, Drclah dart data IEA/OECD �MOMR. 7th November 1997 

Kondisi ini dapat di lihat dari berita di Kairo yang melaporkan, 

negara-negara Arab belum bulat menerima usul untuk diadakannya pertemuan 

darurat di Wina sehubungan dengan anjloknya harga minyak dunia. Dari 

pemyataan Menteri Perminyakan dan Pertambangan Uni Emirat Arab, Ubaid Bin 

Saif AI-Nasiri yang dikutip harian AI-Hayat, negaranya menyambut baik usu I itu, 

namun dengan syarat semua negara anggota OPEC harus mentaati kuota 

yang ditetapkan. Pejabat Kementerian Perminyakan Arab Saudi mengatakan, 

seharusnya semua negara anggota OPEC melaksanakan dulu ketetapan kuota 

130 



Peranan Minyalc /)an Gas B11111i Te,-hadap Penerimoan Negara 

masing-masing sebelum berpikir untuk mengadakan pertemuan darurat 

sebagaimana yang diusulkan . 

Dengan anjloknya harga minyak dunia tentunya juga tergantung dari 

negara-negara non OPEC. karena itu Venezuela juga pemah mengusulkan agar 

beberapa negara pcnghasil minyak non-OPEC sepcrti Mesir, Rusia, Oman, 

Norwegia dan Mexico, diundang untuk menghadiri pertcmuan itu.Tetapi Venezuela 

bersikeras menolak mengurangi produksi minyaknya yang mencapai 3,4 juta bph 

atau melebihi kuotanya yang sebesar 2,4 juta bph. Iran juga menyambut baik usu I 

pertemuan darurat itu. Selain itu, juga adanya izin dari Dewan Keamanan PBB 

bagi Irak untuk meningkatkan ekspor minyak mentahnya berdasarkan program 

"minyak untuk pangan" ( oil for food) dari 600.000 bph setiap enam bu Ian senilai 

dua miliar dolar menjadi 1 ,5 juta bph. 

Namun dalam kenyataannya, harga minyak mentah dunia terns merosot, 

yang mencapai titik terendah dalam 45 bu Ian terakhir (sejak April 1994) . Bahkan 

harga minyak mentah bukan tidak mungkin bisa menembus angka di bawah 10 

dollar AS per barel, apabila negara-negara produsen minyak OPEC (Organization 

of Petroleum Exporting Countries) tidak segera mengambil langkah guna 

mengatasinya. Upaya ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh negara-negara OPEC, 

tetapi harus melalui kerja sama dengan negara-negara produsen minyak non-OPEC. 

Jadi negara-negara OPEC dan non-OPEC perlu membicarakannya rnelalui 

pertemuan-pertemuan. 

Diharapkan persoalan ini ditanggapi secara serius oleh OPEC dan 

non-OPEC. Sebab kalu tidak maka harga bukannya semakin membaik, tetapi akan 

terns rnenurnn. Adanya kesalahan proyeksi dengan kenaikan pagu yang dilandasi 

dengan keyakinan bahwa permintaan minyak dunia tidak akan turun meskipun 

terjadi krisis finansial di Asia. Para analis berpendapat, OPEC terlalu rnerernehkan 
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dampak krisi» dan telah "melangkah terlalu jauh" dengan keputusannya 

untuk menaikkan pagu produksi, karena Asia yang diharapkan bisa menyerap 

kelebihan produksi ternyata sebaliknya.  Untuk non Asia, permintaan 

diperkirakan juga mcnurun, terutama dengan hangatnya suhu di belahan bumi 

bagian utara. 

Dari xi s i  pasokan , negara-negara non-OPEC diperkirakan 

akan menaikkan tingkat produksi mereka secara substans ia l .  Produksi 

Laut Utara diramalkan akan meningkat 8 persen menjadi 6,57 juta bph. 

Menurut Steven Boyle. analis Royal Bank of Scotland selama biaya produksi tetap 

rendah dan margin tetap menguntungkan, perusahaan-perusahaan minyak di 

Laut Utara akan terus memproduksi. Jach hal ini akan berpengaruh terhadap 

pasokan minyak. · 

Dampak dari kondisi ini, The Middle East Economic Survev mengingatkan 

bahwa, penurunan harga bisa memicu krisis finansial di kebanyakan negara OPEC 

yang mendasarkan volume anggaran nasional mereka pada harga yang lebih tinggi. 

Beberapa analis yakin, para anggota OPEC kemungkinan akan dipaksa untuk 

membatasi produksi di bawah kuota atau mengurangi imper, guna menyelamatkan 

harga. Hal ini merupakan satu-satunya yang bisa mereka lakukan. Harga Brent 

yang 15 ,  I O  dollar/barrel - merosot 27 persen lebih dibandingkan Oktober lalu 

yang sekitar 2 1  dollar/barrel. Harga ini di bawah tingkat harga patokan APBN 

dan sejumlah negara OPEC lainnya sepeni Iran, Aljazair. Indonesia dan Nigeria 

yang di atas 17 dollar/barrel. 

Hal ini tidak menutup kemungkinan harga ini akan terns bergcjolak. 

Karena dengan harga 15  dollar/barrel merupakan level psikologis yang penung, 

namun tak ada alasan untuk tidak menemhus angka itu, dengan merujuk pada 

kondisi iklim di_ negara-negara Baral yang hangat. banyaknya jenis minyak mentah 
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yang beredar serta kelebihan pasokan di pasaran. Harga Brent mencapai rata-rata 

19.32 dollar/barrel tahun lalu, dan bergerak di sekitar level 19-20 dollar/barrel 

sebelum Arab Saudi mengusulkan kenaikan pagu produksi OPEC. 

Ill. 8 DAMPAK TERHADAPAPBN 1'198/99 YANG DIREVISI 

Dengan adanya penurunan Harga Minyak dunia terhadap APBN 19981 

99 yang rancangannya APBN 1998/1999 direvisi oleh IMF karena krisis ekonomi, 

tercatat dua unsur penting. Pertarna, perkiraan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah 

dan. Kedua, harga dan produksi minyak mentah sebagai salah satu andalan 

penerimaan negara, 17  dolar AS per barel sedangkan produksi minyak rnentah 

termasuk kondensat 1,5 juta bare) per hari sesuai kuota baru OPEC. Namun di 

tengah krisis ekonorni, muncul kesulitan baru yang perlu ditanggulangi segera 

karena turunnya harga minyak bumi akhir-akhir ini, yakni 5,5 dolar AS lebih rendah 

dari patokan APBN. Bahkan harga minyak mentah telah turun sampai ke bawah 

IO dolar AS per barel, kalau OPEC tidak segera mengambil langkah efektif untuk 

menahan merosotnya harga minyak mentah seperti yang telah dikemukakan. 

Kekawatiran tersebut muncul melihat gejolak perdagangan selam bulan 

Januari hingga bulan Mei 1998 lalu harga basket (harga rata-rata minyak anggota 

OPEC) turun sampai 1 1 , 5  dolar AS per barel. Ketika OPEC sepakat jumlah kuota 

produksinya dinaikkan dari 25 juta menjadi 27 ,5 juta barel per hari pada sidangnya 

di Jakarta November 1997 lalu, harga minyak masih sekitar 19 dolar AS per barel. 

Namun sejak itu harga rninyak, mentah di pasar dunia terus menurun sarnpai 30 

persen. Kalau harga minyak mentah turun sampai 1 1  dolar AS per bare! saja, 

misalnya, maka penerirnaan APBN dari ekspor minyak mentah tinggal Rp 15,574 

triliun. Padahal dalamAPBN 1998/99 yang direvisi 23 Januari 1998 lalu, perolehan 

dari ekspor minyak mentah (patokan 17 dolar per bare I) mencapai Rp 24,060 triliun 
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yang berarti turun Rp 8.495 triliun lebih. Sebagai catatan, penerimaan APBN 1998/ 

99 yang sudah direvisi, berjumlah Rp 147,220 triliun dan penerimaan dari min yak 

bumi dan gas mencapai Rp 34,581 triliun di mana minyak bumi Rp 24,060 triliun 

( 16,34 persen dari APBN) dan gas Rp 10,520 triliun. 

Dengan melesetnya harga minyak mentah dalam dolar dari prediksi 

semula. maka volume APBN 1998/99 akan mengalami dampak buruk yang ganda. 

Jika kuota ekspor OPEC terpaksa dikembalikan ke tingkat lama (25 juta bph) 

untuk menstabilkan gejolak harga minyak mentah dunia, maka jumlah kuota In­ 

donesia juga akan turun yang berarti pendapatan minyak dalam APBN 1998/99 

akan berkurang. Pendapatan dalam dolar juga akan menurun akibat merosotnya 

harga minyak mentah. Sebaliknya, biaya produksi dengan komponen dolamya 

akan melonjak tajam dalam mata uang rupiah, sementara konsumsi dalam negeri 

dibayar dalam rupiah. Perlu juga diperjelas aspek pengeluaran rutin dalam APBN 

1998/99 untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sebab, dalam paket reformasi 

dan restrukturisasi ekonomi Indonesia yang disepakati dengan IMF 15 Januari 

1998 lalu, disebutkan subsidi BBM akan ditinjau. Meski Dana Moneter 

lntemasional (IMF) menghendaki agar pemerintah menghapus subsidi BBM untuk 

mengatasi krisis ekonomi saar ini, dalam APBN 1998/99 yang sudah direvisi 

ternyata subsidi itu masih tetap ada . 

Dengan pandangan yang mendua itu rnenimbulkan ketakjelasan tentang 

dihapus atau tidaknya subsidi BBM . Di sini perlu transparansi agar masyarakat 

tidak bingung dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini. Dalam RAPBN 

yang helum direvisi. disebutkan bahwa jumlah subsidi BBM akan mencapai Rp 

I 0, I triliun. Untuk subsidi yang sangat besar itu, dana untuk pembangunan menjadi 

xangar berkurang. Pada sisi lain, harga BBM yang terlalu rendah tidak merangsang 

penghematan dalam penggunaan BBM. padahal sebagian dari BBM harus dumper 
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Hal ini tidak mendorong untuk mengembangkan energi altematif yang sumber­ 

sumbemya banyak tersedia, Harga BBM yang rendah juga akan mendorong 

penyeludupan BBM untuk dijual ke negara kawasan Asean. 

Ketika RAPBN 1998/99 disusun mungkin krisis ekonomi belum parah 

dan penurunan harga minyak mentah dunia tidak diperhitungkan. Hal ini akibat 

terlalu yakinnya pemerintah pada saat itu. Penurunan itu mungkin saja disebabkan 

oleh kekurangtaatan OPEC terhadap kuota dan mulai dilonggarkannya embargo 

minyak Irak. Dalam keadaan penurunan harga minyak mentah itu, apa yang akan 

kita lakukan karena turunnya pendapatan APBN dari minyak. 

Perlu juga diperhatikan apakah kenaikan harga BBM dalam kondisi krisis 

saat ini, karena jika subsidi BBM dihapus: akan menambah beban hidup 

masyarakat dengan melonjaknya harga, terutama harga sembako. Ongkos angkutan 

pasti naik sehingga harga barang dan jasa akan naik. Ini akan semakin 

memberatkan beban hidup masyarakat luas. 

Mengingat sangat pekanya perekonomian Indonesia terhadap fluktuasi 

permintaan dan produksi minyak dan gas bumi, terutama pengaruhnya terhadap 

penerimaan pemerintah dan penerimaan devisa negara, maka akan mempengaruhi 

tingkat harga umum.11l Akibatnya, dengan kondisi yang sangat tergantung terhadap 

komoditi ekspor minyak bumi dan gas akan semakin menambah buruknya krisisis 

ekonomi. Karena dengan turunnya harga minyak bumi dipasaran dunia maka 

penerimaan Indonesia menurun, sehingga makin memperbesar defis it perdagangan. 

Dengan mengamati perkembangan yang sangat tidak menguntungkan 

ekonomi Indonesia ini akan berpenagruh terhadap APBN 1998/99 tersebut senada 

dengan apa yang di sampaikan oleh Anwar Nasution. Karena apabila harga minyak 

rn Anwar Nasuuon. "Aspek Ekonomi Anggaran Belama". Majalah Pnsma No. 5 tahun XIII. Mei 1984, 

hal. 21 
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benar-benar turun di bawah angka 15, IO dollar, Indonesia menghadapi masalah 

baru. Sebab penerimaan negara akan berkurang sekitar hampir dua dollar AS per 

barrel per hari. Maka dengan tingkat produksi 1,4 sampai 1 ,5 juta, penerimaan 

devisa berkurang sangat besar. Jadi setiap hari devisa akan semakin berkurang 

sebesar 2,8 juta dollar AS per hari. Sehingga dalam setahun , maka akan 

kekurangan 1,022 milyar dollar AS hal ini merupakan angka yang sangat 

signifikan. 

Jika seperti, ini terns berlanjut maka akan berdampak terhadap tabungan 

pemerintah, memperkecil penerimaan ekspor, sehingga memperbesar defisit 

transaksi berjalan. Dampak berikutnya, Indonesia harus memperbesar penerimaan 

negara dari sektor non migas rnisalnya pajak, atau merevisi anggaran pembangunan 

atau menambah utang agar bisa tetap di tingkat Rp 133  tri lyun .  Masalah 

menurunnya harga minyak ini juga pada gilirannya akan mempengaruhi defisit 

transaksi berjalan. Untuk itu, Indonesia harus meningkatkan ekspor non migas, 

padahal dalam kurun waktu sekarang ini di mana krisis ekonomi dan politik 

masih terns berlanjul upaya ini bukanlah masalah yang mudah. 

Ill. 9 PENG AR UH TERHADAP HARGA BBM DAN SUBSIDI 

Harga pokok bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan dalam negeri 

sangal tergantung pada harga minyak mentah (crude oil) intemasional dan nilai 

tukar rupiah terhadap dollar AS. Semakin tinggi harga minyak mentah dan nilai 

rupiah terdepresiasi, maka harga pokok BBM tersebut semakin besar. Akibatnya, 

apabila harga BBM dipenahankan dalam tingkal yang sekarang. pernerintah harus 

mengeluarkan subsidi yang sangat besar untuk mengganti kerugian. Menururul 

pcrtamina, kedua komponen harga yaitu harga minyak mentah dun kurs tersebut 

bersifut iuncontrolable}. karena ,emuanya terkait dengan dollar AS. Aninya, 
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Penamina tidak bisa menekan kedua komponen itu supaya harga pokok BBM 

dalam negeri tidak membengkak. 

Pemerintah tidak akan dapat berbuat apa-apa. kalau harga minyak mentah 

intemasional tinggi dan rupiah rnelernah. Biaya pokok BBM akan tinggi sehingga 

pemerintah harus memberikan subsidi kepada Pertamina. Faktor yang 

mempengaruhi biaya BBM yaitu. pembelian minyak mentah (59 o/c ), pembelian 

produk minyak (n o/c ). biaya pengolahan (7 % ). biaya distribusi (4ck ). biaya 

angkutan laut (4%), dan biaya tidak langsung berupa penyusutan, administrasi, 

kantor ( I % ). Seluruh pembiayaan ini terkait dengan nilai tukar dollar AS. 

Dari struktur biaya produksi ini, pembelian minyak mentah dan produk 

min yak mentah sendiri sebesar 82 persen. Kalau harga minyak mentah tinggi dan 

kurs rupiah melemah, sudah pasti biaya produksi BBM sangat tinggi. Subsidi yang 

dikeluarkan akan sangat besar.Yang bisa dilakukan oleh Pertamina untuk 

menurunkan biaya pokok BBM ini adalah menekan komponen lainnya seperti 

biaya pengolahan (kilang), distribusi, angkutan laut, serta over head cost. Namun 

kalau kontribusi hanya 18 persen. maka efisiensi di kedua sektor ini sangat kecil 

pengaruhnya. Walaupun demikian, Pertamina terns berupaya menekan cost pro­ 

duction dari komponen tersebut, diantaranya, melakukan restrukturisasi karyawan 

dari 46.000 orang menjadi 30.000 karyawan. Sesuai dengan UU No 8/1971 tugas 

Pertamina hanya melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi, serta 

menyediakan dan melayani kebutuhan BBM dan gas bumi. Kalau harga produksi 

lebih kecil dari hargajual, maka Pertamina rnemperoleh laba bersih minyak (LBM). 

LBM ini harus diserahkan kepada pernerintah. Tetapi kalau hargajual lebih rendah 

dari biaya produksi, maka Penamina menerima subsidi dari pemerintah, 

Pada dasamya pemberian subsidi oleh pemerintah diarahkan untuk 

menciptakan situasi stabilitas perekonomian nasional , agar harga barang-barang 
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kebutuhan masyarakal yang strategi tetap mantap dan stabil. Pemberian subsidi 

terhadap kornoditi strategis ditujukan untuk menjamin tersedianya barang-barang 

kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah yang cukup dan harag stabil dan 

terjangkau. Namun di sisi lain, pemberian subsidi merupakan beban anggaran 

negara. mengingat adanya subsidi rersebur akan mengurang, anggaran 

pembangunan. Namun diharapkan pemberian subsidi dapat dikurangi secara 

benahap. 

Pertimbangan pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh 

pemerintah kerena merupakan sumber energi strategis bagi penggerak roda 

perekonomian nasional yang bila terjadi perubahan akan memberikan pengaruh 

cukup besar terhadap perekonomian. Subsidi merupakan selisih negatif antara 

hasil penjualan BBM dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan 

dan distribusi BBM di dalam negeri. Seperti diketahui, penjualan harga BBM 

dalam negri sangat tergantung dengan volume dan harga yang ditetapkan 

pernerintah, Faktor utama dalam produksi BBM adalah harga minyak mentah di 

pasar Internasional, di samping faktor-faktor lain seperti kemampuan kilang-kilang 

minyak untuk rnengolah minyak rnentah rnenjadi BBM. impor produk BBM. seperti 

biaya distribusinya keseluruh tanah air. 

Subsidi BBM tel ah diberikan sejak tahun 1997 /1978, namun beban subsidi 

BBM makin rnernbesar sejak tahun 1980 , karena harga minyak mentah di pasar 

International mengalami kenaikan yang tinggi. Sementara sejak Repelita IV, subsidi 

BBM rnengalami penurunan sebagai akibat penurunan harga minyak rnentah dunia, 

yang didukung oleh adanya penyesuaian harga penjualan BBM dalarn negeri, 

Bahkan dalam tahun anggran 1986/1987, dimana harga minyak mentahjauh lebih 

rendah dari asumsi harga yang ditetapkan. maka dapat diperoleh laba bersih 

minyak (LBM) Rp 1 .010.8 miliar. 
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TABLE J O :  Subsidi BBM 1977-1997 

(dalam milyar rupiah) 

'l'ahun �ubsidiBBM 

Rtpelita II 

1977/1978 62,2 

1978/1979 197,0 

Repelita Ill 

1979/1980 534,9 

1980/1981 1-021,9 

1 9 8 1 / 1 9 8 2  1.3 1 6 . 4  

1982/1983 9 6 1 , 5  

1983/1984 2.754,9 

Repelita IV 

1984/1985 507,6 

1985/1986 450,0 

1986/1987 - 

1987/1988 401,8 

1988/1989 82,3 

Repelita V 

1989/1990 707,3 

1990/1991 3.305,7 

1 99 1 / 1 99 2  929,9 

1992/1993 691,8 

1993/1994 '1-279,9 

Repelita VJ 

1994/1995 686,8 

1995/1996 - 

1996/1997 1 . 4 1 6  

1997/1998 15.866,1 

1 99 8/ 1 999  (revisi RAPBN) 7.453,0 

Sumhc:r: RAPBN lqs/99 )'ang disempurnakan, hal. 128 
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Dalam tahun anggaran 1990/91 anggaran yang disediakan untuk subsidi 

mencapai Rp. 3.305,7 miliar. Besamya subsidi BBM tersebut karena adanya 

kenaikan harga minyak mentah di pasar international akibat krisis perang teluk, 

selain meningkatnya konsumsi BBM dalam negri. Sedangkan subsidi BBM dalam 

tahun anggaran 1991/92 hanya Rp. 929.9 miliar, tahun 1992/93 Rp. 691,8 miliar 

dan tahun 1993/94 mengalami kenaikan menjadi Rp. 1.279,9 miliar. Sementara 

itu, dalam APBN 1997/98 anggaran subsidi tidak lagi disediakan karena 

diterimanya LBM. Sedangkan untuk mengurangi subsisdi oleh pemerintah 

dilakukan penyesuaian harga jual BBM yang selam Repelita V telah dilakukan 

sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1990, 1991 dan 1993. (Lihat Tabel 10) 

Pada APBN 1998/99 yang telah direvisi oleh pemerintah apada tanggal 

23 januari 1998, nilai subsidi BBM tu run menjadi Rp. 745,3 mi liar. Namun angka 

subsodi tersebut belumjuga mampu mempenahankan harga BBM, dengan melihat 

keadaan nilai kurs rupiah terhadap US$ yang makin melemah. Hal ini sangat 

berpengaruh terhadap kenaikan harga BBM. Seperti diketahui selam tahun 1993 

hingga tahun April 1998 harga BBM belum dinaikan oleh pemerintah. Dalam 

APBN 1998/99 pemerintah tidak menaikannya, sehingga pemerintah harus 

mngeluarkan subsisdi Rp. 358. 138 mi liar, dengan asumsi kurs Rupiah terhadap 

US$ masih sekitar Rp.2.200/$. Namun setelah nilai I US$ dipatok menjadi 

Rp.5000/US subsisdi yang akan mencapai Rp. 699.5 miliar. Dengan kondisi iru 

maka nilai subsisdi akan semakin membengkak. 
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TABEL II : PROYEKSI BESARNYA SUBSIDI BBM UNTUK SEMESTER I 1998199 

DENGAN BERBAGAI NILA! KURS RPTERHADAP US$ 

NILAI TUKAR I US$ SUBSIDI !US$= Rp 2.533,83 Pertambahan subsidi Total Subsidi BRM 

Rp 5 000 Rp. 699,5 M1har Rp 1.860.20 Rp 2 559.70 

Rp 6000 Rp. 699,5 M,liar Rp 2.61-l.5) Rp 3 314.03 

Rp 7 (XJO Rp, 699.5 M,liar Rp J 368,83 Rp. 4.068.33 

Rp 8 000 Rp. 699,5 M,liar Rp 4. 123.11 Rp. 4.822,63 

Rp 9 (XXI Rp 699,5 Miliar Rp 5631 ,73 Rp 5 576.93 

Rp. 10.lXXJ Rp. 699,5 Miliar Rp. 6.386.lll Rp 6.301,23 

R p l l OOJ  Rp 699,5 Miliar Rp. 7 140,33 Rp. 7.085,53 

Rp 12 000 Rp 699,5 Miliar Rp. 7.894.63 Rn. 7.839,83 

Rp. 13.00J Rp. 699,5 Miliar Rp. 8.648,93 Rp. 8 594,13 

Rp.14.0CJO Rp. 699,5 Miliar Rp. 9.403,23 Rp 10.102.73 

Rp. 1500J Rp 699,5 Miliar Rp 10.157,53 Rp. I0.857,03 

Sumber : RAPBN 1997/98. drolah 
Keterangan: Penambanhan subsidi = (nilai tukar IUSS. Rp 2 533.83) x Rp. 0.7543 miliar 

Jumlah subsidi sebesar Rp.358,138 miliar terjadi pada saat harga BBM 

belum mengalami penyesuaian selama 4 tahun. Jika nilai tukar I US$ sama 

dengan Rp. I0.000, maka jumlah subsidi pada APBN tahun 1998/99 berjumlah 

Rp. 7,453 triliun. Dengan demikian, pemerintah harus menambahjumlah subsidi 

sebesar Rp. 5, 149 triliun. Besamya kenaikan harga BBM adalah kekurangan 

subsidi dibagi volume penjualan yang tahun lalu sebesar 25.648.325 kiloliter. 

(lihat label II) 

Dengan kondisi nilai tukar rupiah terhadap US$ yang tidak dapat 

dikendalikan. maka pemerintah Indonesia hanya dapat mengendalikan harga dari 

faktor-faktor internal sebagai altematif dalam penyesuaian harga BBM. Pernerintah 

mempersiapkan empat altematif berkaitan dengan rencana penyesuaian harga bahan 

bakar minyak (BBM) di waktu mendatang dengan tetap mempertimbangkan tingkat 
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daya beli masyarakat. Sambil mencari forrnuladan waktu pelaksanaan yang tepat, 

dengan tidak makin memberatkan beban masyarakat. Untuk itu Pertamina secra 

terus menerus melakukan efisiensi agar tercapai tingkat biaya produksi yang op­ 

timal. Adapun alaternatif tersebut adalah : 

• Pertama, memberlakukan penyesuaian harga BBM secaraotomatis (automatic 

adjustment) berdasarkan formula tertentu yang dirumuskan atas dasar 

perhitungan ekonomi dan finansial. 

• Kedua, menerapkan kebijakan subsidi silang dengan jalan menaikkan harga 

semua jenis BBM, sehingga keseluruhan beban subsidi tidak terlalu besar 

dan memberatkan. "Pola seperti ini sudah dilakukan pada penyesuaian harga 

BBM tahun 1993," katanya. 

• Ketiga, mencabut subsidi secara bertahap terhadap solar dan minyak tanah 

sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah. Apabila cara ini ditempuh 

maka pemerinrah terpaksa harus menaikkan harga BBM setiap tahun karena 

adanya faktor inflasi, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dollar. 

• Keempat, mencabut subsidi sekaligus dari jenis BBM yang masih disubsidi, 

sehingga tidak ada lagi subsidi BBM dari pemerintah. Konsekuensinya, harga 

minyak tanah dan solar yang selama ini ditetapkan di bawah harga pokok 

penjualan akan naik cukup tajam. 

Walaupun demikian tidak berarti bahwa salah xatu alternatif di atas bisa 

dipilih. karena bisa saja kombinasi dari ahemanf tersebut. Masing-masing altematif 

tidak bisa meniadakan satu sama lain. Latar belakang nial pemerintah menyesuaikan 
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harga BBM tersebur, karena sejak Januan 1993 harga BBM belum pemah 

mengalami penyesuaian. Padahal telah terjadi inflasi dan kenaikan biuya produksi 

yang tinggi, apalagi scjak merosotnya nilai rupiah terhadap dollar AS. Komponen 

tcrbesar harga BBM ialah harga minyak mentah yang diunpor, Sernakm tinggi 

harga minyak mentah. maka semakin besar subsidi yang drkeiuarkan , Misalnya, 

RAPBN 1997/1998 menetapkan patokan harga minyak mentah 16,5 dollar AS/ 

barrel dengan nilai tukar Rp 2.481 perdollar. Kalau harga minyak di alas harga 

patokan APBN, maka pemerintah hams memberikan subsidi. Dan, subsidi itu akan 

semakin besar, apabila kurs rupiah lebih tinggi dari nilai tukar yang ditetapkan, 

Kebijakan subsidi silang yang selama ini dilakukan juga tidak bisa diterapkan, 

karena beberapa jenis BBM seperti avtur, premium dan avgas yang menanggung 

beban subsidi untuk solardan minyak tanah yang hargajualnyajauh lebih rendah 

dari harga pokoknya. Struktur biaya produksi BBM adalab untuk pembelian minyak 

mentah (bahan baku) sebesar 77 persen, biaya pengolaban 8 persen, distribusi dan 

transportasi 12 persen, biaya tidak langsung (bunga pinjaman, penyusutan dan 

biaya kantor pusar) 3 persen. 

Bila pemerintah bemiat untuk menaikan harga BBM maka kebijakan 

tersebut dapat dipahami. namun kepurusan tersebut harus melalui proses 

transparan, bersih, tertib, dan sistematik. Karena dalam kondisi sekarang ini 

pemerintah hams peka melihat kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. 

Bila kenaikan hargadiakibatkan faktorekstemal, maka sudab merupakan kewajiban 

pemerintah dengan melakukan subsidi. Sering didengar bahwa subsidi tidak dapat 

dilakukan karena adanya kesepakatan dengan IMF, namun sebenamya, IMF secara 

umum bersikap fleksibel terhadap subsidi yang diberikan Pemerintah terhadap 

harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok lainnya, akan tetapi 

pemerintah perlu memperhatikan defisit anggaran yang terus membengkak. Karena 
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itu pemerintah harus bijaksana dalam menentukan besar subsidi BBM kepada 

mas y arakat. 

Beban subsidi, BBN senilai Rp 15,86 trilyun berdasarkan asumsi kurs 

Rp 6.000 per dollar AS. Angka subsidi ini bisa terns naik, apabila rupiah terns 

melemah . Subsidi ini akan dihapuskan secara bertahap. Maksud pemerintah 

menghapus subsidi agar supaya subsidi tersebut bisa dialihkan untuk keperluan 

lain. misalnya. untuk pembelian obat-obatan, makanan dan pendidikan. Namun, 

pemerintah harus memperhatikan kelompok masyarakat yang kurang mampu 

dalam masa krisis ini. Artinya, pemerintah tetap memberikan subsidi untuk 

masyarakat yang berpenghasilan rendah, misalnya dari minyak tanah yang 

kenaikannya lebih kecil dibandingjenis BBM lainnya yang dikonsumsi oleh kelas 

menengah atas seperti premium dan avrur, 

Untuk golongan ini, subsidi yang diberikan pemerintah cukup besar, 

sehingga konsumen hanya membayar sepertiga dari biaya sepenuhnya. Namun 

dengan kenaikan tersebut setiap rumah tangga akan mendapat tambahan beban. 

Rumah tangga yang berpenghasilan rendah, akibat kena ikan BBM in i  

pengeluarannya akan naik sekitar 5 hingga 1 persen. Namun kenaikan harga BBM 

bisa terjadi akibat faktor inefisiensi di tubuh pengelola. Oleh sebab itu , BUMN 

ini harus berupaya untuk menekan biaya produksi BBM dan listrik secara opti­ 

mal, agar dapat menekan harga BBM. Dengan adannya kenaikan BBM. sudah 

pasti akan menyebabkan inflasi, terutama angkutan umum dan harga barang 

konsumsi yang mernpakan dampak dari efek berantai. 

Pada tanggal 4 Mei 1998 pemerintah mengumumkan kenaikan harga 

bahan bakar mioyalr. (BBM) sesuai dengan Kepres No 69 tahun 1998 dimana 

persentase kenaikan tersebut berkisar antara 20 hingga 73 persen. Harga bensin 

premium naik dari Rp 700 menjadi Rp 1.200 (71,43 persen), aftur/afgas dari 

I.W 



Pera.1,an Minyak IJan C.rs Bumi Terhadap Penerimaan Negara 

Rp 420 menjadi Rp 600 (42,86 persen), minyak tanah dari Rp 200 menjadi 

Rp 350 (72,56 persen), solar Rp 380 menjadi Rp 600 (57,89 persen), minyak 

diesel dari Rp 360 menjadi Rp 500 ( 38,89 persen), minyak bakar Rp 240 menjadi 

Rp 350 (45.83 persen). (Lihat Tabel 12) 

TABEL 12 :PERUBAHAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK 

(per liter, termasuk PPn 10%) 
JliNl� IIARl1� l..,\r,L\ ltJ\RGA l'FA\IPAIL'N ltAIWA l'Ellllll(HAl'i 

l'OITAHGC..\L l'io) PER'WGC;,U. 1'5) 
SIS 1"11'1 lllS ,,,. 

AVIGAS 420 600 42.86 

AVTUR 420 600 42.86 

PREMIUM 700 I 200 71.43 I 000 16.6 

MINYAK TANAH 280 ]50 25.00 280 20 

MINYAK SOLAR 380 600 57.89 550 8.l 

MINYAK DIESEL ]60 500 38.89 

MINYAK BAKAR 240 350 54.83 . 

") Kepres No 69Tahun 1998. langgal 4 Mei 1998 
Sumher: Dep1amben Mei 1998 

Namun dengan adanya kenaikan tersebut Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) tidak menyetujui DPR menilai bahwa waktu untuk menaikan harga BBM 

tidak tepat untuk itu dalam Rapa! Pimpinan (Rapim) DPR bersama pimpinan 

keempal fraksi DPR, meminta penjelasan pemerintah mengenai kenaikan harga 

BBM. Keputusan menaikan BBM yang merupakan kebutuhan rakyat banyak harus 

dibicarakan lebih dahulu dengan DPR, yaitu melalui rapat Komisi di DPR atau 

Rapat Pleno DPR. Selain menyangkut hajat hidup rakyat banyak berkaitan pula 

dengan kebijakan yang telah ditetapkan yaitu UU tentang APBN 1998/1999. 
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Tindakan pemerintah itu menyatakan bahwa berrentangan dengan 

UUD. '45 dan rnelecehkan DPR, karena pasal 23 UUD '45 segala beban yang 

memberatkan masyarakat harus dilaksanakan melalui persetujuan DPR. Artinya, 

keputusan pemerintah tersebut tidak dalam kesejajaran dengan pasal di UUD '45. 

Pasal 23 menyatakan bahwa ( I )  anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan 

tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran 

yang diusulkan pemerintah. maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang 

lalu. (2) segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang, (3) 

mac am dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang, ( 4) hal keuangan 

negara selanjutnya diatur dengan undang-undang, (5) untuk memeriksa tanggung 

jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Perneriksa Keuangan, yang 

peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu 

ltibl!ritahukan kepada DPR. 

Dengan adanya peretemuan pemerintah dan DPR dalam perembukkan 

yang alot hmg.rBlfl..rilan Tarif Listrik diturunkan kembali, setelah masyarakat 

lua, dan DPR mendesak agar keputusan kenaikan harga BBM tersebut ditinjau 

kembali, Pemerintah perlu mengarnbil langkah-langkah untuk mengoreksi kembali 

Keputusan Presiden (Keppres) No 69 Tahun 1998 tentang Kenaikan Harga Bahan 

Bakar Minyak (BBM) . 

Walaupun pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan Tarif Dasar Listrik (TDL). namun penurunan harga BBM berlaku mulai tanggal 

16 Mei 1998. Pernerintah bersedia menurunkan kembali harga BBM rneskipun 

ada beberapa kalangan yang tidak puas, namun penurunan yang sedikit itu tetap 

masih memberatkan rnasyarakat. Seharusnya, kenaikan harga premium maksimal 

hany a 20 persen dari harga sebelum kebijakan 5 Mei 1998 lalu. kalau perlu 

pemerintah menunda kenaikan harga BBM . Hal ini merupakan harga yang harus 
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dibayar. di rengah merosotnya daya beli masyarakat. namun harga minyak tanah 

yang dikembalikan ke harga semula, juga harus bisa direalisasikan sesuui 

perhitungan yang sebenamya. Masyarakat harus membeli harga minyak tanah 

sesuai dengan harga eceran leninggi (HET), seperti yang telah ditentukan. 

Dalam hal ini perlu dipikirkan agar Pcnamina tidak saja mernproduksi 

dan memasok, BBM tetapi juga harus mengawasi sampai ke tangan konsumen 

akhir. Semestinya pernerintah mengembalikan seluruh kebijakan harga BBM pada 

harga lama, walaupun pernerintah beralasan cukup berat, karena beban subsidi 

yang begitu tinggi, namun harus dipertanyakan, apakah selama ini Pertamina sudah 

efisien, tidak ada kolusi, tidak ada korupsi dalam pendistribusian BBM, agar 

tidak memicu rente ekonomi. Hal ini penting, agar jangan sampai masyarakat 

makin dibebani karena ketidakefisienan Pertarnina. BUMN harus transparan 

dan ditunjukkan pada publik, bahwa BUMN itu sudah bekerja tanpa ada kolusi 

dan korupsi. 

m, 10 K E S I M PU LA N SARAN 

10. I Kesimpulan 

Min yak bumi merupakan salah satu sumberdaya alam mineral dan energi 

yang seharusnya dirnanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan 

kepentingan rakyat secara optimal dengan dikelola secara efisien sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33. Peranan dari hasil minyak 

bumi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendanaan 

pembangunan nasional dalam upaya mencapai pemerataan masyarakat rnakrnur 

dan sejahtera. Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dijelaskan bahwa 

pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat 
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dilakukan dengan terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai 

dengan kemampuan daya dukungya dengan mengutamakan sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kelestarian yang 

merupakan fungsi dari keseimbangan linkungan hidup dari pembangunan 

berkelanjutan. 

Peranan minyak bumi semakin terasa pada saat kesulitan ekonomi 

melanda Indonesia. Hal ini disebabkan karena ekspor non-migas yang semakin 

menurun, sehingga Indonesia masih tergantung pada minyak bumi walaupun 

minyak di pasaran dunia mengalami penurunan. Tetapi penggunaan kekayaan 

bumi ini harus juga memperhatikan berbagai hal, tidak saja manfaat untuk masa 

sekarang , melainkan juga dapat menjamin kehiudpan di masa yang akan datang. 

Oleh sebab itu, sudah seharusnya kekayaan minyak bumi dan gas yang merupakan 

hasil sumber alam yang memiliki peranan dalam pembangunan nasional harus 

dikelola secara hati-hati, karena minyak dan gas bumi merupakan bahan baku 

untuk industri dalam negri dan masih menjadi sumber penerimaan dan devisa 

negara. Jadi suatu negara yang menggantungkan perekonomian nasionalnya 

semata-mata pada harga minyak, akan sangat vulnerable terhadap gejolak harga 

minyak dunia. Dipastikan rnasyarakat yang paling bawahpun akan mengalami 

masalah ekonomi. 

Penggunaan hasil dari devisa minyak bumi hendaknya dikelola secara 

efisien dengan terus memperhatikan harga minyak yang terus berfluktuasi. Karena 

bila harga minyak dunia di pasar anjlok maka akan mempengaruhi jumlah 

penerimaan negara yang telah disusun. Disisi lain hendaknya penelolaan devisa 

tersebut harus digunakan benar-benar untuk pemerataan pembangunan yang 

dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pengalaman pada saat Indonesia memperoleh 

keuntungan besar (boom minyak). maka yang diperoleh dari minyak devisa tersebut 
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banyak dialokasikan ke sektor yang tidak relevan. 

Dalam kaitan ini pemerintah hendaknya tidak menggantungkan 

penerimaan negara dari minyak bumi, Karena sangat sulit menargetkan jumlah 

penerimaan negara, akibat faktor ekstemal. Hal ini akan menjadi perseden yang 

tidak tepat dalam merencanakan pembangunan yang sangat memerlukan kepastian. 

Oleh karena itu perlu kiranya pemerintah merancang sebuah aksi yang tujuannya 

untuk mengenjot penerimaan devisa dari ekspor non-migas atau sektor-sektor 

lainnya seperti pariwisata yang merupakan sektor yang potensial untuk 

meningkatkan devisa. Selain itu, dengan terns mengandalkan minyak bumi yang 

merupakan sumber daya alam sangat riskan bagi penerimaan negara, karena minyak 

bumi tersebut produksinya sanat terbatas dan akan habis pada waktu yang akan 

datang. Oleh sebab itu seluruh masyarakat perlu dihimbau untuk menghemat 

sumber energi yang berasal dari bahan bakar minyak. 

10.2 Saran-Saran 

Dengan demikian, ada beberapa saran yang perlu dikemukakan yang 

bertujuan sebagai uapaya agar pemanfaat minyak bumi yang masih memiliki 

peranan besar sebagai penerimaan devisa dari ekspor sumber daya alam yang 

terbatas untuk benar-benar digunakan sesuai dengan apa yang diamantkan UUD 

1945. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Pertamina yang diberi hak untuk 

mengelola hasil dari sumber daya alam ini betul-betul dimanfaatkan untuk 

pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Dengan masih tergantungnya peranan minyak dan gas bumi sebagai 

penerimanaan negara terutama dalam kondisi menurunnya ekspor non-migas, 

namun pengelolaan sumber daya alam ini harus memperhatikan berbagai aspek, 

tidak saja pada masa sekarang. rnelainkan juga dapat dimanfaatkan dimasa yang 
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akan datang. Untuk itu, perlu krranya upaya pemerintah lebih keras dalam 

mengurangi secara bertahap ketergantungan sumber penenmaan negara dari mi gas. 

Hal ini disebabkan harga mmyak di pasar dunia sangat rentan terhadap gejolak, 

terlebih bi la penerimaan dari sektor lain tergagnggu dalam kondisi krisis ekonomi. 

Dengan makin terbatas dan menurunnya penerimaan negara dari minyak 

dan gas sejalan dengan gejolak harag di pasar dunia, maka peneglolaan devisa 

harus benar-benar efektif dan efisien dengan mempertajam sekala prioritas bagi 

kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Hal ini perlu diingatkan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat agar pengalaman-pengalaman Indonesia saat memperoleh 

devisa yang sangat besar, namun tidak dilakokasikan untuk sektor yang benar­ 

benar bermanfaat bagi pembangunan perekonomian sebagai upaya pemertaan 

kesejahteraan rnasyarakat. 

Untuk melepaskan ketergantungan penerimaaan Indonesia dari minyak 

dan gas. tentunya pemerintah perlu berupaya menggalang suaru gerakan yang 

benujuan mencari altematif-altematif lain untuk memperoleh penerimaan devisa 

dari sektor lain seprti dari menggalakan ekspor non-rnigas dari sektor pertanian, 

perekebunan dan parawisata terutama untuk menarik wisatawan dari manca negara. 

Bila terus mengandalkan minyak bumi yang merupakan sumber daya alam yang 

terbatas dan harganya sangat rentan terhadap gejolak, tentunya perlu dikaji oleh 

pengambil kebijakan baik dari eksekutif , legislatif dan seluruh masyarakat agar 

mencari altematif lain sebagi upaya bersama untuk rnenghernat seumber daya 

alam minyak. 
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IV 

KEBUAKAN EKSPOR NONMIGAS 

DALAM MENGHADAPI PASAR GLOBAL 

HTSP. Siregar •i 

IV. 1. Pendahuluan 

Berlimpahnya sumber daya ( resources) merupakan kanmia yang diberikan 

Tuhan kepada bangsa Indonesia; baik itu sumber daya alam (natural resources) 

maupun sumber day a manusia ( human resources). Beralasan tentunya syair yang 

disenandungkan sebuah lagu: " ... Orang bilang tanah kita tanah sorga ... hutan dan 

kayu dapat menghidupimu ... " Jadi, sudah selayaknya berkat itu disyukuri. 

Keberadaan sumber daya tersebut sudah disadari jauh hari oleh para 

pendahulu bangsa ini, khususnya sumber daya alam. Mereka sudah memikirkan 

untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam yang kaya raya tersebut 

secara bijaksana. Hal itu jelas tercantum dalam UUD'45 Bab XIV tentang 

Kesejahteraan Sosial. Pada pasal 33 berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan a lam 

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negaradan dipergunakan untuk sebesar­ 

besar kemakmuran rakyat." 1 > 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa sumber daya alam itu harus 

dimanfaatkan dan diolah melalui pengendalian negara. Sumber daya itu tidak dapat 

dipergunakan dengan semena-mena tanpa memperhitungkan kesejahteraan seluruh 

) Penehti Bidang Ekonom, pada Pusut Pcngkajran dan Pelayanan lnformasr DPR RI Jakana 

1 1  
L'ndang-Undang Dasar 1945. BP7 Pusat. 1990. hal 8 
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rakyat Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa banyak masyarakat yang dapat 

mencapai kemakmuran karena keberhasilan memanfaatkan sumber daya yang 

dimiliki secara bijaksana. 

Pada zaman sebelum kemerdekaan - khususnya pada zaman penjajahan­ 

kekayaan alam tersebut dimanfaatkan dan dipetik oleh penjajah untuk kepentingan 

negara mereka sendiri (?). Setelah masa kemerdekaan, segala kekayaan alam 

tersebut mulai dimanfaatkan untuk keperluan bangsa Indonesia sesuai dengan 

amanat UUD '45. 

Dengan berjalannya waktu, kebutuhan hidup manusia berkembang pesat 

seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia dan di dunia. 

Kebutuhan ini akhirnya menimbulkan tuntutan pemenuhan kebutuhan satu 

masyarakat dengan masyarakat lainnya dengan cara jual-beli barang dan jasa. 

Mulanya perdagangan itu berlangsung antardaerah dan berkembang terus 

antamegara. Akhirnya, karena berbagai faktor, jual-beli suatu komoditi itu tidak 

saja terbatas hanya antardaerah dan antarnegara melainkan jauh sampai antarbenua. 

Dan tidak hanya itu, namun sampai dengan batas-batas tertentu. Misalnya, ada 

perdagangan antarnegara berdasarkan geografis dan politik seperti ASEAN. Dengan 

berbagai sebab dan faktor lain, interaksi perdagangan internasional itu membentuk 

berbagai jenis organisasi seperti AFTA, NAFTA, dan MEE. 

Perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai bangsa-bangsa di dunia 

ini khususnya dalam bidang teknologi komunikasi dan transportasi dari masa ke 

masa mewarnai keadaan zarnan sekarang. Hal itu pula yang membawa pengaruh 

yang luar biasa di dalam huhungan antar bangsa. Keadaan itu semakin rnernbuka 

pergaulan antarhangsa di mana sctiap bangsa semakin mengenal bangsa yang 

lainnya. Singkatnya, arus inforrnasi itu memungkinkan satu negara dan negura 

lainnya sating mengetahui dan memenuhi kebutuhan masing-ma,mg dalarn 
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berbagai hal, baik ilmu pengetahuan maupun ekonomi. Akibatnya, kemajuan itu 

lebih jauh lagi memberikan informasi tentang apa, siapa, ke rnana, dari rnana, 

kapan, rnengapa, dan bagairnana satu dan negara lainnya dapat salmg memenuhi 

keburuhan hidup ekonorm mereka. 

Bila dicerrnati, ternyata mernang sulit bagi xatu negara untuk bisa 

rnernenuhi kebutuhan negaranya hanya rnengandalkan dan hasil produksi 

negaranya sendiri.Banyak faktor yang menyebabkannya. Satu di antaranya adalah 

karakteristik alam. Jadi, satu negara dengan yang lainnya saling membutuhkan, 

berinterdepensi kebutuhan. Sernua itu akhirnya melahirkan perdagangan 

internasional yang dikenal sebagai ekspor-irnpor, Di dalam rnelaksanakan sistern 

perdagangan irnpor-ekspor tersebut, lahir peraturan yang lazirn disebut politik 

ekonorni internasional yang pada urnurnnya berlandaskan kepada kepentingan 

nasional (national interest) dari negara masing-rnasing. 

Sehubungan dengan itu, Adam Smith mengernukakan teori tentang 

"absolut comparative advantage". "Dengan teori tersebut Adam Smith 

menyarankan agar setiap masyarakat berproduksi sesuai dengan keunggulan 

kornparatif yang dirnilikinya. Jadi sebuah masyarakat yang kaya akan sumber day a 

dibandingkan rnasyarakat lainnya akan rnampu lebih banyak berproduksi. Dan 

melalui proses pertukaran/perdagangan kelebihan produksi bisa ditukar dengan 

barang produksi lain yang dibutuhkan namun tidak diproduksi sendiri." Zl 

lntinya, Smith berpandangan bahwa negara yang kaya sumberdaya alam 

akan lebih rnarnpu rnaju dibandingkan dengan negara yang rniskin surnber daya 

alamnya. Pandangan itu tidak sepenuhnya benar karena di dalam realitanya ada 

negara yang rniskin sumber daya alamnya namun mampu lebih maju seperti Jepang 

21 Sukanlo Reksohadiprodjo& Pradono. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Energi. BPFE Yoyakarta. JQ8X. 

hal4 
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dan Israel. Seperti dikutip Sukanto dan Pradono," . . .  ada pendapat produksi nasional 

dan pertumbuhannya tidak tergantung pada seberapa besar kekayaan sumber day a 

yang dimiliki, namun lebih tergantung pada kemampuan menyiapkan sumberdaya 

dalam proses produksi. Dalam hal ini bagi negara yang tidak mempunyai kekayaan 

sumberdaya, kesiapan tersebut diujudkan dalam bentuk pembelian sumberdaya 

dari negara yang kaya sumberdaya." 31 

Berkaitan dengan surnber daya alam itu, secara umum surnber day a dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: " ... lahan pertanian; hutan dan segala produknya; 

lahan-lahan alami untuk keindahan, rekreasi, atau untuk penelitian ilmiah; 

perikanan darat dan laut; sumber mineral baik bahan bakar maupun bukan bahan 

bakar: sumber energi nonmineral seperti tenaga surya, angin, sistern pasang surut 

air laut dan panas bumi; sumberdaya air. dan lain-lainnya. "4 1  

Selain itu, sumber daya alam mempunyai pasok surnber daya. 

"Surnberdaya a lam yang tersedia dalam jumlah, kualitas, tempat, dan waktu tertentu 

disebut 'Stock' sumber daya alam. Sedangkan '[low' merupakan komoditi 

sumberdaya yang dihasilkan dari 'stock' surnberdaya. 'Stock' menunjukkan apa 

yang diketahui tersedia untuk penggunaan sampai masa tertentu, sedangkan 'flow' 

merupakan indikasi penggunaan saat ini. Jika 'stock' akan berkurangjumlahnya 

sejumlah yang digunakan oleh manusia, rnaka 'flow' akan selalu berubah 

jumlahnya tergamung penggunaan. " 5 1  

'1 lbrd 

J, ltud hnl 6 

�I (htd hal 7 
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IV. 2. Detinisi Operasional 

Sebelurn dibahas tentang Kebijakan Ekspor Non-Migas Menghadapi 

Pasar Global; akan dipaparkan terlebih dahulu apa yang dirnaksud dengan topik 

tersebut. Berikut ini, akan diketengahkan pengertian di atas. 

Kebijakan atau policy, rnenurut Karnus Oxford Advanced Learner's 

Dicionary of Current English. policy: I) plan of action, statement of aims and 

ideals. esp. one made bv a government, political parties, business compan; 

2) Wise. sensible conduet, an of governmeni'" 

Di dalarn Karnus Urnurn Bahasa Indonesia, kebijakan ialah " I )  

kepandaian, kernahiran, kebijaksanaan; 2) Rangkaian konsep dan asas yang menjadi 

garis dan dasar rencana dalarn pelaksanaan suatu pekerjaan, kepernirnpinan, dan 

cara bertindak (tentang pernerintah. organisasi, dan sebagainya); pemyataan cita­ 

cita, tujuan, prinsip, atau rnaksud sebagai garis pedornan untuk manajernen dalam 

usaha rnencapai sasaran, garis haluan." 7> 

Di dalarn karnus yang sama, ekspor diberi batasan sebagai pengiriman 

barang dagangan ke luar negeri. Non-rnigas adalah barang dagangan (komoditi) 

yang bukan berupa minyak dan gas burni. Jadi yang dimaksud ekspor non-rnigas 

adalah pengirirnan barang yang bukan rninyak dan gas burni ke luar negeri dengan 

rnaksud untuk mendapatkan keuntungan. 

Sehubungan dengan pengertian non-migas itu, dalarn Nota Keuangan 

dan RAPBN. Pernerintah Indonesia membagi jenis-jenis surnberdaya alarn secara 

sektoral menjadi "(a) surnberdaya pertanian yang meliputi tanaman pangan, 

M Oxford Advanced Learner's Drcionary of Current. hal 646 
71 Kamus Umum Bahasa Indonesia. Departemcn Pendrdikan dan Kchudayaan. Balar Pusraka, 1988. 

hal 1 1 5  
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peternakan, perikanan, perkebunan. kehutanan, dan pengairan; (b) sekror 

pertambangan meliputi minyak bumi, gas bumi, aspal, batubara, bauksit, emas/ 

perak, mangan dan nikel, pasir besi, ternbaga, tirnah, bahan galian lain dan 

nuklir," H) 

Dari paparan di alas, dapat dimengerti bahwa yang dirnaksud non-migas 

dalam konteks pembahasan ini adalah sumber daya alam pertanian yang rneliputi 

lanaman pangan, peternakun, perikanan, perkebunan, kehutanan. dan pengairan. 

Selain itu, non-migas pun termasuk hasil sektor pertambangan yang hanya meliputi 

aspal, batubara, bauksit, emas/perak, mangan dan nikel, pasir besi, tembaga. timah, 

bahan galian lain. dan nuklir. 

Dari batasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu 

sikap yang merupakan pedoman-pedoman yang dirumuskan dalam suatu ketentuan 

dengan maksud untuk mengatur sesuatu. Jadi dalam konteks ini, yang dirnaksud 

dengan kebijakan ekspor non-migas adalah suatu sikap pemerintah yang merupakan 

pedoman-pedoman yang dirumuskan dalam suatu ketentuan atau peraturan di dalam 

hal pengiriman barang yang bukan berupa minyak dan gas bumi ke luar negeri 

dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. 

Di dalam sikup pernerintah yang merupakan pcdoman-pedoman yang 

dirumuskan dalam ketentuan atau peraturan dalam hal pengirirnan barang ke luar 

negeri dengan rnaksud untuk memperoleh keuntungan itu, tentunya lerdapat 

hambatan-hambatannya. Sela in itu pun, kemungkinan kemajuan pengiriman barang 

ke luar negeri pun masuk di dalam konsep kebijakan ekspor non-migas di dalam 

menghadapi pasar global. Berikut ini, akan drpaparkan apa yang dirnaksud dengan 

kendala atau harnbatan dan prospek ekspor non-migas tersebut. 

�· Op c11. Sukuruo. hal 4 
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Kendala ialah " I )  Halangan. rintangan. gendala: 2) Faktor atau keadaan 

yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran, kekuatan yang 

memaksa pembatalan peluksanaan.Y" Jadi. dalam konteks pembahasan ini. kendala 

ialah bentuk-bentuk hambatan yang terjadi di dalam proses pengiriman barang 

dari dalam ke luar negeri untuk mencapai suam target keuntungan dalam bentuk 

devisa. 

Sedangkan prospek ialah suatu kemungkinan kemajuan yang dapat dicapai 

di masa-masa mendatang. Jadi, dalam konteks ini yang dimaksud dengan kendala 

ekspor non-migas adalah suatu bentuk hambatan di dalam mengirim barang yang 

bukan minyak dan gas bumi ke luar negeri dengan maksud untuk dijual. Dan yang 

dimaksud dengan prospek ekspor non-migas adalah kemungkinan kemajuan yang 

dapat dicapai oleh pengiriman barang yang bukan berupa minyak dan gas bumi ke 

luar negeri dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. 

Sedangkan pasar global adalah suatu tempat atau keadaan di mana 

biasanya terjadi transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam hal ini yang dimaksud 

adalah suatu "tempat" atau peluang jual beli di rnasa mendatang khsusnya pada 

tahun 2003 di mana pada saat perdagangan intemasional memasuki daerah 

perdagangan bebas (free trade area). 

Jadi, yang dimaksud dengan Kebijakan Ekspor Non-Migas di dalam 

Menghadapi Pasar Global adalah: suatu sikap pemerintah yang merupakan 

pedoman-pedoman yang dirumuskan dalam suatu peraturan untuk mengatur urusan 

pengiriman barang bukan minyak bumi dan gas ke luar negeri untuk mendapatkan 

keuntungan, dalam hal ini, devisa. Berikutnya, akan dikemukakan hambatan­ 

hambatan yang terjadi di dalam proses pengiriman barang non-migas ke luar negeri 

<JJ Kamu� Umum Bahasa Indonesia. hal 9 
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itu. Dan yang terakhir, dipaparkan kemungkinan kemajuan yang dapat dicapai di 

dalam pengiriman barang yang bukan minyak dan gas bumi di masa mendatang 

khususnya di saat menghadapi masa daerah perdagangan bebas pada tahun 2003. 

Di dalam paparan ini, digunakan data sekunder yang berasal dari berbagai 

literatur seperti: buku, makalah. majalah, maupun suratkabar. Sementara itu, di 

dalam paparan iru lebih banyak digunakan anahsis deskriptif kualitatif. 

IV. 3. Kebijakan ekspor 

Pengertian kebijakan ekspor yang telah diuraian di atas adalah suatu sikap 

pemerintah yang merupakan pedoman-pedoman yang dirumuskan dalam suatu 

ketentuan di dalam pengiriman barang yang bukan minyak dan gas bumi ke luar 

ncgeri dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Di dalam melaksanakan 

perdagangan internasional tersebut, khususnya pengiriman barang ke luar negeri 

itu, tidaklah dapat dilakukan secara sederhana karena harus mernpcrtirnbangkun 

beberapa uspek yang menyangkut kegiatan tersebut. 

Menurut Amir MS ,  di dalam bukunya "Ekspor Impor Tcori dan 

Penerapannya" hahwa alasan atau pertimbangan yang menjadi dasar untuk 

memperdagangkan komoditi dalam pasar intemasional itu ada tiga asas sehagai 

berikut: 

I .  Bila komoditi atau produk itu mernpunyai keunggulan mutlak atau 

keunggulan komperatif dalam biaya produksi drbandingkan dengan biaya 

produksi komoditi yang sarna di negara lain. Asas ini lebth ditekunkan 

pada masalah biaya produksi, ringkat produktifitas, dan efisiensi Jan 

komoditi bersangkutan. Sesuatu produk yang biuya produksinya relarrf 

lebih rendah d iban d ingkan  dengan negara l a i n  dapat dik atuk an 

''"' 
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mempunyai potensi untuk dickxpor ke negara-negara yang biaya produksi 

untuk komoditi itu lebih mahal atau lebih tinggi. Suatu komoditi dikatakan 

mempunyai keunggulan mutlak, bila produk itu merupakan produk langka 

secara alamiah, misalnya karena terikat pada iklim tenentu atau wilayah 

tertentu. 

2. Bila komoditi tersebut sesuai dengan selera dan dibutuhkan oleh 

konsumen di Juar negeri. Asa yang kedua ini dengan sendirinya dipandang 

dari sudut kepentingan konsumen. Komoditi yang mempunyai potensi 

ekspor dipandang dari sudut selera konsumen ini adalah komoditi yang 

bermutu, desain, ketepatan waktu penyerahan, pengaturan packing dan 

standarisasi produk itu sesuai dan memenuhi selera konsumen. 

3. Bila produk/komoditi tersebut diperlukan untuk diekspor dalam rangka 

menyelamatkan cadangan strategis nasional . . . .  

Ketiga asas ini dapat dianggap sebagai asas-utama dalam menentukan 

kebijaksanaan impor dan ekspor, dan setiap upaya untuk mendorong impor 

maupun ekspor haruslah memperhatikan ketiga asas utama ini. •0> 

Dari paparan di atas. dapat disarikan bahwa ekspor berpeluang bila: 

komoditi itu memiliki keunggulan rnutlak. Artinya, bila komoditi itu langka secara 

alamiah dikarenakan oleh kondisi iklim alam. Dan bila komoditi itu memiliki 

keunggulan komparatif; yang artinya. bila komoditi itu memiliki biaya produksi 

yang lebih rendah dibandingkan dengan negara Jain. Hal ini, bertitik berat pada 

faktor internal dari komoditinya. ltu pun belum cukup karena harus juga 

dipertimbangan sudut kepentingan konsumen yang menjadi faktorekstemal ekspor 

101 Amir MS. Ekspor lmpor Teori d.in Penerapcnnya. hal 8 · 9 (dirinf!:kil�) 
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tersebut. Dan yang terakhir, yang merupakan faktor internal yaitu pertimbangan 

komoditi yang diekspor karena alasan keselamatan cadangan strategis nasional. 

Ketiga asas tersebut mutlak dipertimbangkan di dalam melakukan perdagangan 

intemasional, khususnya ekspor. 

Dengan memperhatikan ketiga asas tersebut, sesungguhnya Indonesia 

menduduki posisi yang baik di dalam perdagangan internasional. !tu dapat 

dimaklumi karena Indonesia memiliki beberapa kornoditi yang masuk dalam 

kategori mempunyai keunggulan mutlak yaitu kornoditi yang langka secara alamiah 

yang disebabkan oleh kondisi iklim alam yang tidak banyak dimiliki negara lainnya 

di dunia. Contohnya, komoditi karet alam. Komoditi ini hanya dihasilkan oleh 

dua negara saja yaitu Indonesia dan Malaysia. Hal serupapun dialami oleh kornoditi 

kayu rropis. Produksi kayu tropis hanya disaingi oleh Sabah dan Serawak. 

Sedangkan komoditi timah, di pasaran dunia hanya diproduksi oleh Indonesia, 

Malaysia. Thailand. dan Bolivia. 

Kendari demikian, posisi Indonesia dan beberapa negara lainnya di dalam 

perdagangan internasional berada pada posisi yang cukup baik dan menguntungkan, 

namun dalam realita bisnis mternasional tidak mutlak seperti itu. Kenyataannya, 

bahwa terjadi persaingan bisnis di dalam perdagangan imernasional, baik itu di 

antara sesama produsen komoditi tertentu. maupun dengan negara konsumen. 

Beberapa negara produsen yang mernpunyai keunggulan mutlak tersebut 

umumnya masih merupakan negara agraris dan negara berkembang yang masih 

mengandalkan surnber devisanya dari sektor ugraris dan ekstraktif. Dengan 

kondisi seperti itu. masing-rnasing negara produsen rnelakukan persaingan untuk 

rnerebut pasar internas ional.  Per saingan untuk menghimpun de visa itu 

menimbulkan rerjadinya perang harga Sehmgga komoditi d ijua l  dengun 

harga rendah. Harga yang rendah itu rncnumgkinkan nqrnra konxumcn untuk 

101 
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rnelakukan penimbunan atau menambah tingkat persediaan, dan memiliki posisi 

tawar (bargaining position) yang lebih kuat. 

Keadaan itu tambah diperlemah lagi oleh tidak bersatunya negara yang 

mempunyai keunggulan rnutlak tadi untuk bersatu dan menghimpun diri di dalam 

suatu wadah marketing board yang nantinya akan mempunyai bargaining posi­ 

tion yang kuat dalam menentukan pemasaran komoditi tcrtentu yang berkeunggulan 

mutlak tersebut, Contohnya, seperti yang dilakukan oleh Himpunan Negara-Negara 

Pengekspor Minyak (OPEC). Organisasi dunia ini seharusnyadapat mengendalikan 

harga minyak dunia. Keberadaan OPEC ini sangat menguntungkan pihak negara _ 
produsen. 

Sedangkan d i  pihak negara konsumen, mereka berupaya untuk 

mematahkan sifat monopolitis dari negara produsen dengan berbagai cara. Di 

antaranya, negara konsumen memperluas dan mempertinggi daya-tampung 

persediaan istoring-capacitv) mereka. Selain itu, negara konsumen pun 

melaksanakan taktik yang bersemboyan "save energy .. dan atau "strategic stock­ 

pile" atau apapun nama dan jenisnya yang secara tidak langsung akan 

menyebabkan turunnya permintaan terhadap suatu komoditi tertentu dan di lain 

pihak masih tersedianya cadangan strategis di negara konsumen. 

Dengan kondisi seperti itu negara konsumen dapat mematahkan sifat 

monopolitis negara produsen dan dapat melakukan stabilisasi harga pada tingkat 

yang rendah. Kendati begitu, negara konsumen pun tidak akan membuat harga 

sedemikian rendah yang akan memaksa negara produsen menghentikan produksi 

mereka. Hal itu dihindari, karena akan menyebabkan goncangan keseimbangan 

produksi dan kebutuhan dunia terhadap komoditi tertentu. "Pengendalian harga 

oleh negara konsumen itu dilakukan dengan 'Stockpilling Release Policy' yaitu 

mengeluarkan persediaan barang strategis pada waktu harga pasaran intemasional 
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berkecenderungan naik, sehingga dengan demikian pengeluaran cadangan itu akan 

menentukan harga untuk turun kembali". ui Selain itu, kemajuan teknologi masa 

kini memungkinkan negara konsumen untuk rnencipiakan barang pengganti 

I subsitute goods). 

Singkatnya, di dalam perdagangan mtemasional juga terjadi persaingan 

bisnis intemasional di antara negara produsen sendiri dan juga dengan negara 

konsumen. Menurut Amis MS., setidaknya ada empat hal pokok yang perlu 

diperhaukan berkaitan dengan persaingan bisnis internasional sebagai berikut: 

a. Daya saing sesama negara produsen yang pada dasamya berkisar pada 

masalah kemampuan komoditi pemasaran, tingkat efisiensi dan 

produktivitas produksi, serta mutu dari komoditi; 

b. Tindak-tanduk dan taktik serta teknik yang dijalankan oleh konsumen 

untuk memperoleh komoditi yang murah dan bermutu tinggi serta suplai 

yang berkesinambungan: 

c. Campur tangan pernerintah negara konsumen dan pemerintah negara 

produsen yang menjadi saingan yang bersifat proteksionistis; 

d. Kemajuan teknologi negara konsumen dalam menciptakan barang­ 

pengganti (barang-substitusi) atau perkembangan teknologi dalam teknik 

produksi dari negara produsen saingan, yang akan mempengaruhi biaya­ 

produksi dan mutu komoditi. 121 

Sela in pertirnbangan-penirnhangan seperri dikemukan di atas. pengiriman 

barang dari dalam ke luar negeri atau lazim disebut ekspor itu diperlukun untuk 

meningkatan cadangan anggaran dalam mata uang asing yang lazim disebut devisa. 

1 1 '  
lhiJ h,11 21 

u. lh,J hal l.' 
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Devisa ini diperlukan untuk membiayai pembangunan negara. 

Carn yang dilakukan ialah dengan meningkatan ekspor karena ekspor 

akan mendatangkan devisa. Selain itu. dengan melakukan devaluasi. Artinya, 

menurunkan nilai uang dalam negeri untuk rnendorong ekspor. Berikumya, dengan 

mernbuka peluang untuk memberikan kesernpatan bag: para investor asing 

menanamkan modalnya di Indonesia. Dan, memberikan peluang-peluang dan 

kemudahan-kemudahan di bidang pariwisata seperti pembebasan visa bagi turis 

mancanegara. Kenyataan ini pun akan mendatangkan de visa. 

Seperti dijelaskan di alas, bahwa untuk penghimpunan devisa yang sangat 

diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dapat ditempuh dengan 

melaksanakan beberapa cara seperti: rneningkatkan ekspor, menurunkan nilai uang 

dalam negeri untuk mendorong ekspor (devaluasi), dan membuat peluang bagi 

para investor asing untuk menanamkan uang mereka. 

Karena itu, urusan perdagangan inlernasional sudah menjadi kewajiban 

pernerintah suatu negara dan tidak diserahkan kepada kemampuan ekspotir semata. 

Karenanya urusan itu menjadi urusan pemerintah negara yang bersangkutan. Hal 

itu dapat dimengerti karena negara memerlukan devisa untuk tetap dapat 

menjalankan roda pembangunan nasionalnya. 

Kenyataannya, devisa yang diperoleh negara belakangan ini semakin 

merosot setelah ekspor minyak dan gas bumi mencapai keberhasilan yang luar 

biasa pada tahun-tahun yang lalu. Selain itu, kekayaan alam berupa minyak dan 

gas bumi mengalami keterbatasan. Keadaan tersebut akhirnya mengalihkan 

konsentrasi untuk menghimpun devisa melalui jalur ekspor non-migas seperti 

komoditi tradisional, hasil industri, dan pariwisata. 

Untuk mengembangkan ekspor non-migas tersebut, tidak saja rnenjadi 

tanggung-jawab para eksportir, melainkan juga diperlukan badan-badan tertentu 

ti>! 
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selain pemerintah. Ada dua pelaku utama di dalam perdagangan intemasional yaitu: 

impotir (seller) dan eskpotir utau disebut juga pemasok (buyer atau supplier). 

Ekspotir itu terdiri dari: 

I .  Produsen-eksportir - Para produsen yang sebagian hasil produksinya 

memang diperuntukan untuk pasar luar negeri, yang ekspornya diurus 

sendiri oleh produsen bersangkuian. Produsen sernacarn ini lazirn disebut 

sebagai produsen ekspotir. 

2. Confi rmin g House - Banyak perusahaan asing mendirikan 

k antor cabangnya atau bekerja sama dengan warga setempat 

mendirikan anak perusahaan (sister company] atau subsidiary company 

d i  dalam negeri . . . .  Badan usaha semacam in i  d isebut dengan 

Confirming House atau Export Comission House atau Export-Indent 

House. Kantor cabang atau anak perusahaan asing yang bekerja 

semacam in i .  biasanya me lakukan usaha pengumpulan . sortasi. 

11p-gradi11g dan pengepakan ekspor (export-packing) dari komodiit 

lokal . . .  

3. Perdagangan Ekspor ( Export Merchant) - Pedagang ekspor atau lazirn 

disebut dengan export merchant adalah badan usaha yang diberikan ijin 

pemerintah dalam bentuk Surat Pengakuan Ek-pour dan diberi kartu 

Angka Pengenal Ekspor (APE) dan dperkenankan melaksanakan ekspor 

kornoditi yangdicantumkan dalam surat pengakuan tersebut. .: 

4 Agen ek spor (Export Ag e nt ) - Bi lamana huhungan anrara 

Export Merruliant dengan produsen trdak hanya sehagai rekanan 

bia,a. tapi sudah rneningkat dengan suatu ikatan perjanjian keagenan. 

maka dalam hal ini f.'cport Mnd1l11ll itu juga divcbut ,ehagai 
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Export Al(ent. 

). Wisma Dagang (Trading Housc) - Bi la  suatu perusahaan atau 

eksportir dapat mengembankan ekspornya tidak Jagi terbatas pada 

satu atau dua komodui, tapi sudah aneka komoditi makaekspotirdemikian 

mendapat status sebagai general Exporers atau ekspotir umum . . .  UJ 

Kendati ekspotir dan impotir sebagai pelaku utama di dalam perdagangan 

internasional. mereka masih harus didukung oleh badan usaha Jainnya untuk 

menunjang dan menjamin kelancaran pelaksanaan ekspor tersebut di antaranya: 

I .  Bank devisa - badan ini memberikan jasa perkreditan, baik dalam bentuk 

kredit ekspor, uang muka jaminan L/C impor, pelaksanaan pembukaan 

UC impor, penerimaan UC ekspor, penyampaian dokumen pengapalan 

maupun dalam negosiasi dokumen pengapalan itu. Selain itu, bank juga 

sebagai peneliti keaslian dokumen pengapalan dan dalam verifikasi jenis 

dan isi masing-masing dokumen pengapalan. 

2. Badan Usaha Transportasi - jasa transportasi atau freight forwarder/ 

forwarding agent. Badan ini bertugas melebihi EMKL, EMKU atau 

EM KA (Ekspedisi Muatan Kapa! Laut/Udara/Kereta Api) yaitu 

pengumpulan muatan, menyelenggarakan pengepakan sampai 

membukukan muatan aneka wahana yang biasa diperdagangankan. 

3. Maskapai-Pelayaran - badan yang melayani pengangkutan barang dari 

satu negara ke negara Jainnya. 

4. Maskapai Asuransi - penjamin resiko transaksi di dalam pengiriman 

barang. 

1 1 1  
Ibid .. hal 67 -69 tdirtngkas) 
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5. Kantor Perwakilan/Keduataan - membantu promosi dan dapat 

mengeluarkan dokumen legalitas yang berfungsi mengecek dan· 

mensahkan pengapalan suatu barang dari negara tertentu. 

6. Surveyor - juru timbang yaitu pihak ketiga yang netral dan obyektif 

yang memberikan kesaksian terhadap mutu, jenis, jumlah, keaslian, 

kondisi, harga, nomor pos CCCN, dan tarif bea seperti SUCOFINDO 

( Superintending Company of Indonesia) dan SGS (Societe General de 

Surveillance). 

7. Pabean - bertindak sebagai penjaga gawang lalu-lintas komoditi 

internasional dan rnengamankan pemasukan keuangan negara (APBN), 

dan rnernbantu mempelancar arus barang dan penumpang.141 (Lihat 

Lampi ran 7, Daftar Bagan I .  Lembaga Pelaksana Perdagangan 

lnternasional.) 

Seperti dijelaskan terdahulu, kebijakan ekspor perlu dilaksanakan untuk 

melindungi produksi dalam negeri agar dapat berkembang, selain itu untuk 

menggairahkan ekspotir dalam negeri dalam upaya untuk meningkatkan ekspor. 

Kebijakan untuk mengembangkan dan mendorong industri dalam negeri 

bermaksud selain untuk meningkalkan taraf hidup bangsa.juga untuk kesejahteraan 

bangsa. Untuk itu pemerintah perlu melakukan suatu kebijakan untuk melindungi 

industri dalam negeri terhadap industri yang masuk dalam perusahaan 

multinasional. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan proteksi. Kebijakan 

ini bersifat sementara dan bermaksud untuk mendidik industri dalam negeri. 

Kebijakan proteksi itu diterapkan dalam bentuk: politik tarif (tariff policy) 

141 Ibid . hal 70 - 72 (diringkas) 
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dan politik kuota ( quota policy ). "Tarif merupakan suatu pembebanan pajak 

terhadap barang-barang yang melewati batas negara."15l Baik itu tarifbarang ekspor 

maupun tarif barang impor. Selain itu, ada tarif barang transito yaitu tarif yang 

dikenakan terhadap barang yang melewati batas suatu negara. 

Dikenal macam-macam tarif seperti: "tarif ad. valorem, tarif spesifik, 

dan gabungan. Tarif ad. valorem adalah tarif yang perhitungannya berdasarkan % 

nilai barang yang kena tarif. Tarif spesifik adalah tarif yang perhitungannya atas 

dasar ukuran fisik barang. Sedangkan tarif kombinasi adalah tarif yang 

pembebanannya berdasarkan % nilai barang dan ukuran barang yang kena tarif."16l 

Dengan adanya kebijakan pembebanan tarif seperti itu, maka hal itu 

teruu saja akan dapat mempengaruhi harga, konsumsi, produk, pendapatan, 

dan pemerataan pendapatan masyarakat. Sedangkan kebijakan lain di 

bidang perdagangan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap 

produksi dalam negeri adalah kuota (quota). Kuota adalah pembatasan jumlah 

fisik terhadap barang yang melintasi batas negara. Sehingga dikenal kuota 

impor dan kuota ekspor. 

Jadi, untuk maksud-maksud tertentu, pemerintah dapat melakukan 

kebijakan untuk membatasi jatah barang impor. Selain itu, pemerintah dapat 

membatasi jatah barang yang boleh diekspor. 

Secara pembatasan kuota ekspor bertujuan antara lain: 

I )  Untuk menjamin tersedianya barang atau bahan tertentu di dalam 

negeri sehingga kelangsungan produksi di dalam negeri terjamin. 

Misalnya, pembatasan ekspor kayu gelondongan (log) dan ekspor 

CPO (Crude Palm Oil). 

•�1 Jt,nu Syamsr. Dasar-Dasar Kcbijaks.anaan Kcuangan Negara. hal 215 

lf•I Jt,jJ 
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2) Dalam keadaan perang, dikuatirkan banyak bahan-bahan yang secara 

langsung atau tidak langsung akan jatuh ke tangan musuh, sehingga 

perlu pembatasan ekspomya. 

J) Sebagai tindakan pembalasan terhadap kuota ekspor barang tertentu 

dari negara lain terhadap negara Indonesia. 171 

Dengan memperhatikan kebijakan yang diambil pemerintah di dalam 

mengatur lalu-lintas ekspordan imporuntuk melindungi produksi di dalam negeri, 

maka kepentingan pemerintah cukup jelas. Dalam hal ini, pemerintah membutuhkan 

devisa yang relatif besar untuk tetap dapat menggerakkan dan mempelancar roda 

pembangunan nasional. 

Selain dari ekspor barang, devisa pun masih dapat dihimpun atau 

dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti: pinjaman (loan), hibah (grant), laba 

penanaman modal di luar negeri. dan dari hasil kegiatan pariwisata. 

Untuk jelas dikutip sebagai berikut ini: 

I . Has ii penjualan ekspor barang maupun jasa, seperti has ii ekspor karet, 

kopi, min yak tanah, timah, reksril, kayu lapis, ikan, udang, anyaman 

rotan, topi pandan. dan lain sebagainya. Begitu pula hasil sektor jasa 

seperu uang lambang (freigth), angkutan, provisi, dan komisi jasa 

perbankan, premi asuransi, hasil perhotelan. dan industri pariwisata 

lainnya. 

2. P injaman yang dipero leh dari negara asong. badan-badan 

internasional, serta swusta asing , seperti pinjaman dari IGGI ( /111n 

Governmental Group 011 lndonesia ), kredit dari World Bank. dan 

lo'l 
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Asia Development Bank dan supplier's credit dari perusahaan swasta 

asmg, 

3 Hadiah atau grantdan bantuan dari badan-badan PBB seperti UNDP, 

UNESCO, dan pemerintah asing, seperti pemeritah Saudi Arabia, 

Jepang, dan lain-lain. 

4. Laba dari penanaman modal di luar negeri, seperti laba yang ditransfer 

dari perusahaan milik pemerintah dan warga negara Indonesia yang 

berdomisili di luar negeri, tennasuk transfer dari warga negara In­ 

donesia yang bekerja di luar negeri seperti di Malaysia, Brunai 

Darussalam, dan Timur Tengah. 

5. Hasil dari kegiatan pariwisata intemasional, seperti uang tambang, 

angkutan, sewa hotel, penjualan souvenierdan novelties, uang-pandu 

wisata dan lain-lain. t8> 

Dari kelima sumber devisa tersebut, sumber dari ekspor seharusnya 

menduduki posisi yang terbesar karena hal rersebur akan membebaskan 

ketergantungan Indonesia di dalam menjalankan roda pembangunan nasional dari 

negara lain pemberi pinjaman atau pemberi utang. Karena itu, konsentrasi terhadap 

pengembangan ekspor nasional sudah benar-benar perlu diperhatikan secara lebih 

serius. Selain itu, ekspor dapat dijadikan indikator laju perkembangan ekonomi 

nasional dengan asumsi: semakin maju pembangunan nasional, maka semakin 

besar ekspor. Sebaliknya, semakin rendah pembangunan nasional, maka semakin 

rendah ekspor. 

Untuk memahami lebih mendalam prihal ekspor, tentu perlu diperhatikan 

110 Ibid .. Amir MS .. hal 14 (diringka"°) 
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berbagai cara ekspor yang lazim dilakukan. Di dalam sistem perdagangan ekspor­ 

impor, dikenal beberapa cara ekspor seperti: 

a. ekspor biasa • . . .  barang dikirim ke luar negeri sesuai dengan peraturan umum 

yang berlaku. 

b. barter, adalah pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung 

dengan barang yang butuhkan dalam negeri tanpa adanya pembayaran dengan 

uang. Sistem ini lazim juga disebut dengan sistem kembali beli atau counter 

perchase. Di dalam sistem ini dikenal pula bentuk lainnya: 

I )  direct barter (barter langsung) 

yaitu sistern pertukaran barang dengan barang dengan mempergunakan 

alat 'penentu nilai' (denominator of value) seperti dolar AS, dan 

penyelesaiannya dilakukan melalui clearing pada neraca perdagangan 

antara kedua negara yang bersangkutan. 

2) switch barter (barter alih) 

suatu sistern barter di mana salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan 

sendiri barang yang diterimanya dari pertukaran itu. maka negara 

pengimpor itu dapat mengalihkan barang tersebut ke negara ketiga lainnya 

yang membutuhkan. 

3) counter perchase/counter trade (imbal beli) 

yaitu suatu sistem perdagangan timbal-balik antara dua negara. 

4) buv-back barter (barter beli kernbali) 

5) yaitu suatu sistem penerapan alih teknologi dari suatu negara maju kepada 

negura berkernbang dengan cara membantu menciptakan k apasitas 

produksi di negara berkcmbang yang nantinya hasil produks inya  

ditampung atau dbeli kembali oleh negara maju. 

1 7 1  
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c. Konsinyasi ( consignment J 

yaitu pengiriman barang ke luar negeri untuk dijual sedangkan basil 

penjualannya diperlakukan sarna dengan hasil ekspor biasa. 

c.l. package-deal 

yaitu suatu sistem barter dengan suatu perjanjian perdagangan (trade agree­ 

ment) di mana dalam perjanjian tersebut ditetapkan sejumlah barang tertentu 

akan diekspor ke negara yang lain dan sebaliknya dari negara itu akan 

mengimpor sejumlah jenis barang yang dihasilkan di negara tersebut. 

e. Penyelundupan ( smuggling J 191 

(Lihat Lampiran 8, Tata Cara Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Umum di 

Bidang Ek spor: dan Lampiran 9, 10, dan II. Skema Proses Perdagangan 

Intemasional I, II, dan III) 

Setelah memahami berbagai sumber devisa dan berbagai earn pengiriman 

barang ke luar negeri yang semuanya bertujuan mendatangkan devisa, maka perlu 

pula dipahami untuk apa sebenamya devisa itu diperlukan. 

Devisa atau valuta asing (foreign exchange/foreign currencv) itu 

diperlukan untuk: 

I .  mengimpor barang konsumsi, bahan baku industri, dan sektor 

produksi lainnya, peralatan dan perlengkapan (barang modal, 

perlengkapan pertahanan, kearnanan, dan sebagai.) 

2. melunasi jasa pihak asing seperti jasa perbankan, asuransi, pelayaran, 

penerbangan. perekayaan, wisatawan Indonesia, dan lain-lain 

sektor jasa. 

I'>) Ibid. hal 49 - 54 tdirmgkas} 
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3. membiayai kantor perwakilan pemerintah Indonesia (kedutaan/ 

konsulat) di luar negeri.) 

4. melunasi hutang luar negeri.201 

Dengan memahami penggunaan devisa seperti dijelaskan di atas - 

khususnya untuk kebutuhan melunasi utang luar negeri dan untuk mengimpor 

barang konsumsi, bahan baku industri, dan sektor produk si lainnya sorta peralatan 

dan perlengkapan - maka jelas bahwa kebutuhan negara terhadap devisa sangar 

besar. Apalagi di dalam kondisi krisis moneter dan krisrs ekonomi yang tengah 

melanda Indonesia belakangan ini yang di antaranya mcnyebabkan pelunasan 

pinjaman atau utang luar negeri Indonesia yang menjadi membengkak akibat 

terdcpresrasinya ni lai tukar rupiah. 

Untuk mcndapatkan gambaran seberapa besar perolehan ekspor non­ 

migas Indonesia yang sudah dicapai selama iru dan sejauhmana pula perolehan 

devisa yang telah dihrrnpun Indonesia daput disajikan dalam data berikut ini. 

Tabcl I 

RINGKASAN EKSPOR NON-MIGAS INDONESIA 

1981 - APRIL 1998 

(JUTA DOLAR AS) 

Ta,- U:fsi Sek.tnr u.�, Srii:s:w Ha.·dl .S"'tar ff.ml Sekl(lf" ....... Rab·Rala 

�rlanianl) lndu�n Per1ambangan Lllinnyi:r No,i,4\l�llli 

l 9 M I  l  "i70.2 2 666,6 202 K 61 .7 4 50 I 1 I 12 'i ' 

1982 I .!2L2 .! 466,I 179 I 62.H 1 929 2 982 l 

191,n I \72 K 1 214.7 170.2 2-12.h "i ooc; l I 2"i I \ 

19X4 I 5 12.4 J 9X2 "i IX4.0 170.1 c; X69 7 I .J.07 <I 

�0• ltnd . h.il 10 
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l9X'i I 3H7.7 4145 9 195.X 1,9.4 'i 861-1 K I 467 1 

19H6 I 754.J 4 508 4 24(, 7 19 2 6 51:S 4 J 612.J 

1987 I 665.9 6 666.6 214 9 12 2 8 579 6 2 [44 9 

19HX I t.ll)9 I 9 262.0 \4X 7 1 7 '  J I  .'i 17 I 1 8X4.3 

1489 I 841 I l l  028 I :',()10 

" 
I \  '\KOO .1 1,45 0 

1990 2 OX3.2 1 1 . 8 7 8  .'i 6160 60 14 604 1 1.651.0 

]991 2 1Kt 9 15 067.5 XH90 R X  1 8 2 4 7 1  4  'i61.8 

1992 2 212.U 19 6 1 3 . 1  I  451.0 1> 2 1 2 9 6 2  .'i  824.1 

1991 1 644.2 22 944.0 l 463 9 2� 0 27 077 1 6 769., 

1994·1 2 K J 8  4  2'i 702.J l K004 .18 6 10 159 :'i 7 589.9 

1995 2 XK8.J 29 124 8 2 6909 46.0 :q 7500 8687 .'i 

1996 2 912 7 32 124 8 \ 019.8 15.6 .18 092.9 9.523.2 

1997 , 132.6 34 985.2 .1 107.1 'i96 I 41 H.21 0 10 455.3 

1998-Apid I 07.'i O 1 1  544.5 7.'i0.8 9.8 13 .180.l J 34.'i,O 

T O T A L  '6 305.3 251 030.4 I� 076.1 I 4 1 5  7 '06 827 5 76 706.9 

Catatan . I) Sejck tahun 1987. tidak termasuk roran 

•i Klasrfikasr Mrgcs dan Jene, Barang menurut b1ter11,HT1111wl Standard 

lndusmat Cla.u,jkatum (ISIC) yang telah drperbaiki SCJak Janua.ri 1994 

Sumber · h1d1kalor Ekonom, Jal, /99N. BPS: drolah 

Di dalam Tabel I di atas tentang Ringkasan Ekspor Non-Migas Indone­ 

sia yang terdiri dari komponen ekspor hasil sektor pertanian, hasil sektor induslri, 

hasil sektor pertambangan, dan hasil sektor lainnya sejak tahun 1981 sampai dengan 

April 1998 secara umum menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Sementara 

nilai ekspornon-migas mencapai titik tertinggi pada tahun 1997 senilai 41,9 milyar 

US $. Sedangkan ekspor non-migas Indonesia terendah terjadi pada tahun 1982 

yaitu 3,9 milyar US $. 

Dari keempat sektor: pertanian, industri, pertambangan, dan lainnya; 

sektor hasil industri memperlihatkan tingkat ekspor yang lebih tinggi dari tahun 

ke tahunnya dibandingkan sektor yang lainnya. Yang menduduki tingkat kedua 

adalah sektor pertanian. Peringkat ketiga diduduki sektor hasil pertambangan, dan 

lainnya menduduki peringkat keempat. 
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Secara rata-rata, ekspor non-migas sejak tahun 198 1  -  April 1998 

menunjukkan kenaikan. Rata-rata kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 1997, 

yaitu sebesar I 0,4 milyar US $. Sedangkan rata-rata kenaikan terendah terjadi 

pada tahun 1982 sebesar 982,3 juta US $. (Lihat Lampiran 1) 

Sementara untuk mendapatkan gambaran tentang posisi perkernbangan 

ekspor Indonesia yang di dalamnya terkandung ekspor migas dan non-mi gas ter!ihat 

dalam data berikut ini .  

Tabel2 
PERKEMBANGAN EKSPOR INDONESIA 

1981 - APRIL 1998 

(JUTA US$) 

Tul,uij l\, ... lt,llJ». .•. ,.,." N�•INP• 
�- �1'1il,J� 

1981 4 50130 20 663,20 -16 161.90 25 164.5 

1982 3 929.20 18399,to --14 469.90 22 328,J 

198.J 5.(Xl.530 16 140.60 1 1  I  l5. l0 21 145.9 

19"4 "i 869.70 16 018 . 10  -- 1 0 1 4 8 4 0  21  887.8 

198.5 C, 868.80 12.717.90 --6 849.10 18 586.7 

198() 6 "i28.--Hl 8 27(1,60 I 748.20 14 805.0 

1987 8 ';79.60 8 .556.00 23.60 17 I 35 6 

198t-: ) I  537.10 7 681.40 J 8.55 70 19 218.5 

1989 I l 380.(Xl 8 778.90 4 601.10 22 158.9 

19!}{) 14604.10 1 l 071.20 3 5.l2.90 25 675.J 

1991 18 247 20 IO 895,20 7 352.(Xl 29 142.4 

1992 :?l 2�)6,20 10670,80 12 625.40 lJ 967,0 

1993 27 077. Ill 9.74.5.90 17 331.20 36 823.0 

1994 30 359.50 9 69'.90 20 66.5.60 40 053.4 

1995 l4 750.00 10 668.(.X) 24 082.00 45 418.(l 

1996 .18 092.90 1 1  722.CXl 26 370.90 49 8 l-t9 

1997 41 821.!Xl 1 1  622,50 lO 198.50 <;J 4--t'l."i 

Api--98 J 'I J:SO.I 2 787.90 [() 592,20 16 168.0 

Rar.i-rarn 17 04<J.0 1 1  450,5 28 496.5 

T u t  ;1. I  306 827.5 206 109.2 :'il2 9l(i 7 

Sumber · l11d1/,;t111,1 f.l.111101111 )11/1 /91.JX HP.\. d1ohih 
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Dari label di ata, ini terlihat bahwa ekspor dari waktu ke waktu mengalami 

perkcrnbangan yang baik. Ekspor tertingg: dicapai pada tahun 1997 sebesar 51,4 

milyar US $. Sedangkan ekspor terendah dicapai pada tahun 1986 yaitu sebesar 

14. 8 milyar. Namun secat a rata-rata mengalami kenaikan sebesar 28.4 milyar US 

S. Ekxpor tahun 1 9 8 1  rnencapai 25.1 rrulyar US 5. Tahun berikumya. ekspor 

berangsur-angxur tu run hingga mencapai nilai tcrendah sebcsar I 4. 8 milyar U S $  

pada tahun 1986. Dan sejak tahun 1987. ckspor bcranguxr-angsur naik 1e11.1, hingga 

mencapai nilai terunggt pada tahun 1997 sebesai 5.l.4 rnilyar US $. (Lihat 

Lampiran 2) 
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Pada Grafik 2a di atas, telihat bahwa sejak 1981 hingga 1986, ekspor 

non-migas lebih kecil daripada ekspor migas. [tu berarti pada periode itu, ekspor 

migas lebih besar daripada ekspor nonmigas. Pada periode yang sama, ekspor 

secara keseluruhan menunjukkan gejala yang sarna, yaitu berangsur-angsur turun. 

Jadi, dapat ditarik kesimpulan, bahwa turunnys ekspor secara keseluruhan dapat 

disebabkan oleh menurunnya ekspor migas dan kenaikkan ekspor non mi gas yang 

tidak signifikan. (Li hat Tabet 2) 

Sementara data tentang ekspor menurut negara tujuan sejak tahun 1988 

sarnpai dengan April 1998 terlihat pada Tabet 2 berikut ini. 

Tabel3 

EKSPOR MENURUT NEGARA TUJUAN 

(JUTA DOLAR AS) 
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Dari tabel di atas, terlihat bahwa ekspor menurut negara tujuan (sekitar 

3 1  negara) yang mencapai tingkat teninggi pertarna adalah Jepang sebesar 12.8 

milyar U S $  pada tahun 1996 dan Asia lainnya menduduki tempat kedua sebesar 

I 0,8 milyar US$, dan USA 7, I milyar US$  pada tahun 1997. Sedangkan negara 

tujuan yang menduduki tingkat terendah secara benurut-turut pada tahun 1997 

sebagai berikut: Austria (29,6 juta US $), Brunai Darusalam (39.5 juta US S), 

Ponugal (4 1 ,7  juta US$),  dan Irlandia (55, I juta US$). Irlandia 07,5), dan Aus­ 

tria (37,8). Padahal pada tahun 1996 kornpesisi negara tujuan terendah itu berbeda 

sebagai berikut: Brunai Darusalam (26,6 juta US$ ) ,  Irlandia (37,5 juta U S $) ,  

Austria (37.8 juta U S $ ) ,  dan Portugal (46,2 juta US$). (Lihat Lampiran 3) 

Berikut ini disajikan Tabel 4 lentang Perbandingan Ekspor-lmpor Indo­ 

nesia 1981-April 1998. 
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Tabel4 

PERKEMBANGAN EKSPOR-IMPOR INDONESIA 

TAHUN 1981 - APRIL 1998 

(1.000.000 us $) 

Wmn a.pa, Im ..... P(rf,.,.l,p,pn 
U."411Ji· • t..uoc 

1981 25 164.5 13 272 I 1 1  892.4 

1982 22 128,3 16 858.9 5 469.4 

1983 21 145.9 1 6 1 5 1 . 8  4  794,1 

1984 21 887,8 13 882. l 8.005.7 

1985 18586,7 10 259.1 8 327.6 

1986 14 805,0 10 718.4 4.086 6 

1987 17 135,6 12 J70.J 4 765.3 

1988 19 218,5 11 248.5 5 970.0 

1989 22 158,9 16 359,6 5.799J 

1990 25 675J 21 873.1 3.802,2 

1991 29 142.4 25 868.8 3 273.6 

1992 33 967.0 27.279,6 6.687,4 

(993 36 823.0 28.327.8 8 495.2 

1994 40 053,4 31 983.5 8 069.9 

1995 45 418,0 40 628.7 4 789.3 

19% 49 814,9 42 928.5 6.886,4 

1997 53 443.6 41 679.8 11.763.8 

Apr-98 16.167.8 9.128.8 7.039.0 

Rara-rara 28 496.5 21 8l4.4 6.662,1 

T O T A L  -143 325 2 \42 210.8 1 12 878.2 

Su,nber /,ulil..ator EJ..01um11 l ult l99X. BPS: duilah 

Pada tabel di atas, terlihat bahwa sejak tahun 1981 hingga April 1998, 

ekspor lebih besar impor. Ekspor mencapai nilai tertinggi pada tahun 1997 sebesar 

53,4 milyar US $. Ekspor terendah terjadi pada tahun 1986 sebesar 18,6 milyar 

US$.  Sedangkan impor tertinggi dicapai pada tahun 1996 sebesar 42, 9 milyar 

US$.  lmporterendah terjadi padatahun 1985 sebesar 10, 2 milyar US$. Dengan 

begitu, data di atas menunjukkan bahwa perdagangan intemasional (ekspor-impor) 
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sudah relatif berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, yaitu ekspor lebih 

besar daripada impor. Sementara sehsih nilai ekspor-impor yang terbesar terjadi 

pada tahun 1981  sebesar 1,9 milyar US$.  (Lihat Lampiran 4) 

Sedangkan posisi cadangan devisa Indonesia sejak akhir Desember 1994 

hingga 16  Februari 1998 dapat dilihat dalam Grafik 5 berikut ini. 

Gr.1fik 5 
PERKE\.1BANGAN POSISI CADA.NGAN l>EVISA 
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Pada tabel di atas, terlihat bahwa posisi cadangan devisa nasional Indo­ 

nesia menunjukkan kenaikan, khususnya sejak akhir Desember 1994 hingga akhir 

Juni 1997. Namun. sejak akhir Desember 1997. cadangan devisa nasional 

menunjukkan penurunan yang cukup berarti hingga 16  Februari 1998 sebesar 17,0 

milyar US $ pada 16 Februari 1998. Namun, secara rata-rata, cadangan devisa 

nasional adalah 2 1 ,  7  milyar US s. (Lihat Lampiran 6) 

Kondisi cadangan devisa yang menurun terus sejak akhir Juni 1997 hingga 

mencapai 17.070,60 pada 16 Februari 1998 tersebut mungkin dapat dimaklumi 
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karena sejak Juli 1997, bahkan sampai saat ini Indonesia rnasih terpuruk berat 

akibat krisis moneter dan krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia. Hal itu 

jelas menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami masa-masa sulit. Pada 

saat itu, jangankan untuk melakukan ekspor, untuk menjalankan roda produksi 

pun banyak produsen yang mengalami kesulitan di antaranya karena mahalnya 

barang produksi impor akibat depresiasi nilai tukar. Bahkan relatifbanyak produsen 

yang sudah gulung tikar. Ditambah lagi, kepercayaan dunia intemasional terhadap 

Indonesia belum membaik yang secara otomatis mempengaruhi investasi asing 

dan kucuran dana bantuan untuk menggerakkan kembali roda perekonomian 

nasional. 

IV. 4. Kendala ekspor non-migas 

Di dalam melaksanakan ekspor komoditi tertentu, tidak dapat dilakukan 

secara mudah dan sederhana. Ada aturan main yang mengatur untuk menghindari 

sesuatu yang akan berirnplikasi buruk kepada kedua belah pihak. Selain itu, hukum 

pasar sangat menentukan di sini. Kendati suatu komoditi tertentu itu berlirnpah­ 

ruah di dalam negeri namun belum tentu negara lain yang membutuhkannya. Bila 

komoditi tersebut berlimpah dan banyak negara membutuhkannya, namun 

kebutuhan dalam negeri harus juga diperhitungkan dan diutamakan terlebih dahu lu. 

Kalaupun ada negara yang membutuhkannya, maka mereka biasanya meminta 

persyaratan tertentu yang harus sesuai dengan standar kebutuhan negara yang 

besangkutan. Jadi, jelas terdapat kendala di dalam pelaksanaan ekspor itu. 

Kendala-kendala dalam melakukan kegiatan ekspor khususnya non-rnigas 

itu, dapat dibagai dalam dua bentuk. Pertama, kendala di dalam negeri, dan kedua 

kendala di luar negeri. Kendala di dalam negeri dapat dibagi ke dalam beberapa 
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benruk. Kendala yang berbentuk resmi dan tidak resmi. Yang resmi berupa peraturan 

yang mengatur, sekaligus menghambat jalur ekspor seperti terlalu banyaknya pos 

distribusi, Sedangkan yang tidak resmi seperti pungli di sepanjang perjalanan ekspor 

di dalam negeri. 

Seperti dijelaskan terdahulu, bahwa kendala adalah henruk-bentuk 

hambatan yang terjadi di dalam proses pengiriman barang ke luar negeri. Kendala 

itu dapat berupa kendala internal dan eksprernal. Di dalam prakteknya, terdapat 

harnbatan ekstemal yang datang dari negara tujuan ekspor, baik yang disengaja 

maupun yang tidak disengaja. 

Untuk itu, bagi negara-negara eksportir, terasa perlu untuk memperlajari 

peraturan-peraturan impor maupun ekspor dan negara tujuan ekspor, baik itu yang 

merupakan fasilitas yang diberikan maupun hambatan-hambatannya. 

Di dalam realitanya, ada negara yang memberikan pembatasan yang 

bersitar umum (pembatasan kuantum) tanpa memperhatikan negara asal barang. 

Namun, adajuga pembatasan khusus yang hanya diperuntukan bagi negara tertentu 

saja. Seperti, Indonesia hanya mau menerima barang impor tertentu dari negara 

tertentu saja dan tidak memperbolehkan rnenerima barang impor tertentu dari 

negara tertentu lainnya. Selain itu, ada kendala lain yaitu pembatasan di dalam 

penggunaan devisa tertentu saja yang diberlakukan oleh negara tertentu. 

Se lain ketentuan-ketentuan seperti dijelaskan di atas, menurut Amir MS, 

pada prinsipnya, di dalam pengirirnan suatu komoditi ke luar negeri terdapat 

beberapa faktor yang menghambatnya yaitu: yang bersifat umum, peraturan, 

infonnasi, promosi, produksi, pengangkutan, pemasaran, pembiayaan, tata niaga, 

dan mentalitas. 

I. Umum 

Pengirirnan suatu komoditi ke luar negeri (ekspor) tidak dijadikan atau 
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dicanangkan sebagai sarana pertumbuhan ekonomi nasional seperti Jepang 

dan Korea. Karena itu, perlakuan pembinaan secara nasional lidak 

dilakukan secara memadai. Kalaupun ada pembinaan bidang produksi 

pembiayaan, pemasaran, dan prornosi: itu banyak diserahkan kepada 

kernampuan eksportir. 

2, Peraturan 

a. Dari sudut peraturan, panjangnya mata-rantai birokrasi dan rerlalu 

banyak peraturan menyebabkan kelambanan perijinan, ijin perluasan, 

ijin penambahan produksi. 

b. penyelesaian dokumen ekspor dan kepabean menyita waktu yang 

lama, dan terlalu banyaknya pungutan pada setiap meja. 

c. Be/um dilakukannya chech-price (harga patokan) untuk beberapa 

jenis barang sehingga tirnbul persaingan tidak sehat. 

d. sistern pengawasan mutu yang belum terpadu dan pengeluaran 

certificate of quality. 

3. lnformasi 

Dari segi informasi, terasa kurang dikuasainya data mengenai produksi, 

konsurnxi dalam negeri sehingga sukar untuk mengadakan proyeksi 

ekspor, apalagi proyeksi pasar di luar negeri. ltu karena disebabkan 

minimnya data-collector (Business Information & Economic-lntelli­ 

gence}. 

4. Promos! 

Strategi di dalam mempromosikan komoditi atau produk dan jasa tidak 

atau belum profesional. Seperti mengikut-sertakan produk industri kecil 

dan kerajinan rakyar - yang sebenarnya termasuk ke dalam produk/ 

komoditi yang tidak mempunyai kemampuan ekspor ( non exportable} di 
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dalam Trade Fair International. Seharusnya produk industri kecil dan 

hasil kerajinan rakyat itu (novelties/souvenier) dipadukan dengan industri 

jasa pariwisata sebagai pemikal devisa wisatawan asing yang datang ke 

Indonesia. 

5. Produksi 

a. teknologi produksi masih rendah: 

b. adanya hambatan produksi; 

c. komoditi ekspor kebanyakan hasil agraria dan ekstraktif yang sifamya 

inelastis; 

d. kegiatan-kegiatan meningkatkan produksi seperti rehabilitasi, 

ekstensifikasi, dan reboisasi tidak berjalan baik; 

e. kelebihan daya terpasang (excess capacity industry) tidak dapat 

dimanfaatkan untuk produksi ekspor karena high cost economy dan 

tidak adanya trading house untuk menampung hasil produksi: 

f. belum berkembangnya outwardlooking yang bertumpu pada bahan 

baku unggul dari dalam negeri. 

6. Pengangkutan 

a. tarif angkut lokal masih mahal; 

b. belum lancarnya angkutan dan transhipment dari outport 

c. kenaikan harga BBM yang diikuti kenaikan ongkos angkut ke negara 

konsumen; 

d. tingginya tarif ongkos angkut Indonesia dibandingkan melalui 

Singapura; 

e. kurangnya muatan-balik ( return cargo) kapal-kapal Indonesia yang 

menyebabkan meningkatnya ongkos angkut; 
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7. Pemasaran 

a. sarana pemasaran seperti jalur pengumpulan, penyortiran, grading­ 

pengepakan sampai ekspor belum terbina baik; 

b. teknik pemasaran yang belum memadai; 

c. belum dilakukannya terobosan-terobosan pasar baru dan kurang 

perwakilan perusahaan besar di luar negen; 

d. kurang memperhatikan perkembangan negara pesaing. 

8. Pembiayaan 

a. pelayanan Bank di Indonesia belum sebaik seperti di Singapura 

misalnya dalam hal negosiasi shipping document; 

b. penerapam sistem pembayaran ekspor UC kurang baik dibandingkan 

dengan sistem cash against document. 

9. Tata niaga 

a. tidak jelasnya pola tata-niaga perdag:angan intemasional; apakah 

menerapkan monocomodity system atau general trading system; 

b. tidak adanya collector di dalam jalur ekspor; 

c. kebanyakan ekspotir Indonesia yang mono comomodity exporter. 

10. Mentalitas 

a. masih adanya sikap ragu-ragu pemerintah dalam menangani komoditi 

dwifungsi seperti semen dan CPO; 

b. pengusaha Indonesia belum proaktif di dalam menangani ekspor. 

c. belum atau kurangnya disiplin di dalam time of delivery, mutu rendah, 

dan pengepakan yang kurang baik; 

d. sikap pcmerintah yang tiba-tiba melakukan pelarangan ekspor.211 

�1'  ltud. hal 28 - 33 (diringkas) 
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Dari kescpuluh faktor penghamhal pengiriman harang ke luar negeri itu 

- untuk kondisi sekarung ini - khususnya dt masa krisis moneter dan krisis ekonomi 

yang telah memporak-porandakan perekonornian nasional Indonesia uu - masih 

terdapat beberapa hal lagi yang perlu dipcrtimbangkan sebagai penghambat ekspor, 

yaitu: security (faktor kearnanan l. Seperti, dilansir berbagai mass media belakangan 

ini, bahwa banyuk rerjadi tindaj kejahatan berupa penjarahan terhadap berhagai 

barang terrnasuk di antaranya kornodrti ekspor seperti udang. dan peii kernas 

komoditi ekspor. 

Di samping iru, akibat dari krisis moneter belakangan ini, ada imbauan 

dari pernerintah kepada cksportir untuk menukarkan dolas AS ke dalam rupiah. 

"Kebijakan" itu tidak senada dengan PP I Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, 

Irnpor, dan Lalu-Lintas Devisa yang mengizinkan eksportir bebas memperoleh 

dan menggunakan devisa, Pada pasal I (2) PP I Tahun 1982 itu, devisa yang 

diperoleh dari basil ekspor barang atau jasa dapat dimiliki dan digunakan oleh 

eksportir sesuai dengan keperluannya. Ini lentunya relatif menghambat ekspor 

karena eksportir memerlukan dolar AS dalam waktu relatif singkat untuk membeli 

bahan baku dan komponen produksi lainnya yang masih impor. Di samping itu, 

keenganan para eksportir untuk melepas dolar AS ke bank devisa karena harga 

dolas AS tidak stabil dan cenderung naik. Hal lain - di dalam prakteknya - yang 

juga akan menghambat ekspor adalah terjadinya perbedaan interprestasi mengenai 

peraturan dagang Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang 

merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai kasus sengkcta dagang antara 

anggota organisasi tcrsebut. 

Selain itu, ada beberapa kendala ekspor lainnya yang lerungkap dalam 

seminar berterna: "Prospek Eksportir Nasional Menghadapi Era Perdagangan 

Bebas" yang diselenggarakan oleh Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) 
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di Jakarta. Menurut pembicara waktu itu, Sri Mulyani, mengutip sebuah penelitian, 

"Ekspor seharusnya bisa meningkat antara 0,4% hingga 0,6%. setiap terjadi 

depresiasi rupiah I o/c. Meskipun demikian, komoditi ekspor Indonesia sangat 

memiliki ketergantungan pada impor. Akibatnya, depresiasi rupiah tak diimbangi 

dengan naiknya daya saing karena biaya impor (dalam rupiah) juga naik. 

Kemampuan kita mengekspor, sangat dipertanyakan."221 

Lebihjauh dijelaskan, "Industri kita memiliki persoalan dengan rendahnya 

kemampuan manajemen, produktifitas, tidak efisien, kandungan impor yang tinggi, 

keterlambatan delivery, ... peran birokrat yang tak mendukung, termasuk suku bunga 

tinggi, tingginya tarif impor, dan lain sebagainya."23> Sementara menurut Sofjan 

Wanandi yang bicara pada waktu itu, "Terang saja, karena selama mi mikro 

perusahaan jalan sendiri-sendiri. Antara mikro dan makro ekonomi tak ada 

kesesuaian. Demikian juga antara swasta dan pemerintah jalan sendiri-sendiri."241 

Di sisi lain, kenyataan sekarang ini masih menyimpan suatu ketidak­ 

percayaan masyarakat luas dan dunia intemasional terhadap Indonesia; baik yang 

disebabkan oleh sistem perbankan nasional yang belum memadai maupun akibat 

kerusuhan 13-14 Mei 1998 yang menyebabkan rasa tidak aman bagi pelaku ekonomi 

nasional dan intemasional untuk menanamkan investasi mereka di tanah air. 

IV. 5. Prospek ekspor non-migas dalam pasar global 

Dengan mengetahui dan memahami faktor penghambat ekspor seperti 

diuraikan di atas, maka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ekspor di masa 

n. Kompas. 18 Desembcr 1997. Dcpresiuc Rupiah !al.. Banyal.. Mcnolong Ekspor 
:i ,  lfud 

:Ji lhu..l 
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mendatang, khsususnya di dalam menyosong perdagangan be bas AFT A tahun 2003; 

maka perlu diberamas tuntas atau paling tidak diupayakan secara maksimal untuk 

mengurangi faktor-faktor penghambal ekspor tersebut. 

Seperti telah diuraikan di alas, bahwa di dalam pelaksanaan ekspor itu 

pada prinsifnya terdapat sepuluh faktor penghambat, ch sarnpmg yang lainnya 

seperti yang dijelaskan di atas. Hambatan umum merupakan suatu kendala yang 

sering ditemui di dalam proses pengiriman barang ke luai negeri. Memperhatikan 

hambatan umum itu. maka sudah waktunya Pemerinlah menggariskan suatu 

kebijakan dalam hal ini mencadangkan ekspor menjadi sarana pertumbuhan 

ekonomi nasional. Dengan begitu, pola pembinaan produksi pembiayaan, 

pemasaran, dan promosi tidak lagi diserahkan kepada kemampuan eksportir; tetapi 

dijadikan pola kebijakan ekspor nasional. 

Dari sudut peraturan seperti diuraikan di atas, maka sudah waktunya 

Pemerintah mengurangi mata-rantai birokrasi dan menyempumakan berbagai 

peraturan yang tumpang-tindih (over-lapping) sehingga segala macam perijinan, 

baik ijin perluasan maupun ijin penambahan produksi dapat dipercepat dalam arti 

efektif dan efisien. Selain itu, perlu dibuarkan aturan yang lebih baik di dalam 

urusan penyelesaian dokumen ekspor dan kepabean agar menjadi lebih efisien 

dan menutup peluang-peluang banyaknya "rneja" pungutan. Di samping itu, perlu 

Jibuatkan aturan yang mengatur harga patokan beberapa Jen is barang sehingga 

menutup atau memperkecil peluang terjadinya persaingan tidak sehat. Selanjutnya, 

dalam sudut peraturan yang harus diatur kembali adalah peraturan tentang sistem 

pengawasan mutu yang terpadu serta penerbitan certificate of quality, Dalam hal 

ini, peran lembagajuru timbang seperti SUCOFINDO dan SGS harus benar-benar 

profesional dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Sehubungan dengan faktor peraturan, seyogyanya - walaupun di tengah 
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krisis moneter di mana pemerintah memerlukan dolar untuk menstabilkan nilai 

tukar - Pemerintah tidak perlu mengimbau eksportir untuk menukarkan dolamya 

ke rupiah, kendati itu sekadar imbauan. Sebab, "kebijakan" itu bertentangan dengan 

PP I Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, lmpor, dan Lalu-Lintas Devisa yang 

mengizinkan eskportir bebas menggunakan devisanya. Walaupun, imbauan iru 

diimbingi dengan kebijakan Bank Indonesia (Bl) mengeluarkan fasilitas swap, 

yang artinya, Bl menjamin, bahwa padajatuh tempo, eksportir akan memperoleh 

kemabalinya dolarnya dengan kurs yang disepakati pada waktu dana tersebut 

diserahkan ke BI. 

Seperti disitir Sri Mulyani, kebijakan Pemerintah tentang suku bunga 

tinggi dan tingginya tarif impor perlu ditinjau kembali. Sebab, kebijakan perbankan 

dan fiskal tersebut tidak conducive lagi dalam situasi krisis moneter dan krisis 

ekonomi sekarang ini. Demikianjugadengan kebijakan makro dan mikroekonomi 

yang berjalan sendiri-sendiri. Semestinya, kebijakan tersebut selaras antara satu 

dengan yang lainnya. 

Dari segi inforrnasi, perlu dikuasainya data tentang kapasitas produksi, 

kebutuhan konsumsi dalam negeri sehingga memudahkan proyeksi ekspor di rnasa­ 

masa mendatang. Untuk itu perlu dibentuk data-collector seperti Business lnfor­ 

mution & Economic-Intelligence. Selain, perlu membina business link di segala 

penjuru khususnya negara tujuan ekspor agar terjalin hubungan baik yang 

menguntungkan baik dari segi inforrnasi maupun yang lainnya. Berkaitan dengan 

inforrnasi, upaya Pemerintah bekerja sama dengan Sekretarial World Trade Or­ 

ganization (WTO) dengan menyelenggarakan WTO Regional Workshop on Dis­ 

pute Setlement Mechanism di Bali merupakan suatu "kcbijakan" posiuf di dalam 

mengantisipasi kemungkinan kasus sengketa di antara anggota WTO sehubungan 

dengan kemungk inan terjadmya perbedaan interpretasi tentang peraturan 
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Organisasi Perdagangan Dunia. 

Dari sudut promosi, perlu dilakukan dengan lebih profesional melalui 

pameran kornoditi yang benar-benar exportable di dalam event seperti Trade Fair 

l nternational, Sedangkan produk industri kecil dan kerajinan rakyat yang berupa 

novelties atau souvenier itu disatupaketkan dengan industri pariwixata sebagai 

pernikat wisalawan asing untuk datang ke Indonesia dalam menghasilkan devisa 

dan tidak dijadikan komoditi ekspor tersendiri. 

Dari segi produksi, perlu ditingkatkan penggunaan teknologi produksi 

yang mutahir, menghapuskan atau mengurangi hambatan-hambatan di dalam 

meningkatkan produksi, rnencari alternatif komoditi ekspor lainnya yang bukan 

komoditas agraris dan ekstraktif sebab sifatnya tidak elastis. Selain itu, di dalam 

kegiatan meningkatkan produksi seperti: rehabilitasi, ekstensifikasi, dan reboisasi 

perlu diatur lebih seksama agar usaha meningkatkan produksi tersebut dapat 

berjalan lebih baik. Juga. sehubungan dengan kelebihan day a terpasang ( excess 

capacity industry) yang tidak dapat dimanfaarkan untuk ekspor karena belum 

tersedianya trading house perlu segera dipikirkan untuk dibuatkan semacam trad­ 

ing house untuk menampung kelebihan produksi tersebut. Dan yang terakhir adalah 

perlu dikembangkan outwardlooking yang bertitik-berat pada komoditi unggulan 

dalam negeri 

Dari segi pengangkutan, perlu dikurangi untuk menekan tarif angkut lokal 

agar menjadi tidak mahal seperti menempatkan lokasi produksi yang strategis dan 

relatif tidak jauh dengan pelabuhan pengapalan sehingga tercapai kelancaran dan 

efisiensi waktu dan biaya. Selain itu, perlu ditekan biaya BBM untuk rnengurangi 

ongkos angkut ke negara konsumen. Sehubungan dengan ongkos angkut. perlu 

dicarikan solusinya seperti menyediakan fasilitas shipping yang memadai dan 

mutahir seperti dipunyai Singapura karena ongkos angkut dati Indonesia lebih 
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mahal dibandingkan dari Singapura. Di samping itu, perlu diberdayakannya 

muatan-balik (return cargo) kapal Indonesia untuk menekan efisiensi ongkos 

angkut. Jadi, diupayakan sedemikian rupa agar dari negara tujuan ekspor tersebut, 

kapal tidak kembali tanpa muatan, akan tetapi kapal harus bermuatan seperti 

mengangkut barang komoditi impor lainnya. 

Dari segi pemasaran, khususnya yang menyangkut sarana seperti jalur 

pengumpulan, penyortiran, dan pengepakan hingga ekspor perlu ditata-ulang dan 

dilengkapi. Sementara secara teknis pemasaran pun perlu didandani, termasuk 

lebih memperhatikan perkembangan dan kemajuan negara-negara pesaing lainnya. 

Serta perlu melakukan terobosan-terobosan pasar baru dan membina mitra usaha 

dengan perwakilan perusahaan besar di luar negeri. 

Dari segi pembiayaan, khususnya penerapan sistem pernbayaran ekspor 

UC perlu digantikan dengan sistem cash against document karena sistem ini lebih 

baik dan lebih menghemat biaya, Selain itu, biaya pelayanan bank di Indonesia 

dalam hal negosiasi shipping document perlu diefisienkan untuk mengurangi 

beban biaya. 

Dari segi tata-niaga, penerapan sistem tata-niaga sebaiknya menggunakan 

general trading system. Sistem ini memungkinkan terbukanya peluang ekspor dan 

terjadi keaneka- ragaman komoditi ekspor, Sehingga tidak tergantung pada satu 

komoditi saja. Se lain itu, perlu diciptakan collector yang dapat berfungsi sebagai 

agent atau distributor yang akan menghidupkan pengiriman barang ke luar negeri. 

Dari sudut ini, di satu sisi Pemenntah perlu menentukan sikap positif 

dalam mencadangkan kebijakan yang bersifat export oriented sehingga kebijakan 

yang ragu-ragu di dalam penanganan ekspor seperti pelarangan ekspor terhadap 

suatu komoditi atau kornoditi yang dwifungsi seperti semen dan CPO. Di sisi la in, 

di pihak pengusaha eksportir perlu lebih proaktif di dalam penanganan ckxpor. Di 
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sarnping itu, perlu ditegakkan disiplin dalam hal time of delivery, menjaga standar 

kualitas barang yang akan diekspor, dan menjaga serta meningkatkan proses serta 

teknis pengepakan barang. 

Dan hambatan yang terakhir yang juga perlu dijadikan perhatian oleh 

Pemerintah dalam hal ini adalah tindak kejahatan penjarahan yang semakin marak 

belakangan ini setelah peristiwa 1 3 - 14  Mei 1998 lalu terhadap berbagai barang 

dan pertokoan, termasuk di dalamnya komoditi ekspor. Dalam hal ini, perlu 

diciptakan rasa aman bagi masyarakat luas baik di dalam maupun di luar negeri 

untuk menciptakan iklim dan rasa aman para eksportir, 

Dengan memperbaiki atau mengurangi tingkat faktor dan unsur-unsur 

penghambat pengiriman barang ke luar negeri seperti diuraikan di atas ini, maka 

segala macam kendala untuk meningkatkan ekspor non-migas sebagai suatu 

kebijakan utama di dalam menyambut free trade tahun 2003 nantinya menjadi 

suatu primadona. 

Selain itu, seperti dipaparkan terdahulu tentang alasan melakukan 

pengiriman barang ke luar negeri, pertimbangan yang lainnya yang sangat penting 

adalah untuk mendatangkan devisa. 

Seperti dijelaskan terdahulu, bahwa devisa diperlukan untuk mengimpor 

barang konsumsi. bahan baku untuk industri, dan sektor produksi lainnya berserta 

perlengkapan (barang modal, pertahanan, keamanan, dan sebagainya); untuk 

melunasi jasa pihak asing, membiayai kantor perwakilan di luar negeri, dan untuk 

melunasi utang luar negeri. Fungsi devisa untuk melunasi utang itu dapat atau 

sebaiknya menjadi faktor pendorong lajunya ekspor nasional. Hal itu dapat 

dimaklumi bila diperhatikan posisi pinjaman luar negeri Indonesia seperti tergambar 

dalam tabel dan grafik di bawah ini. 
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Tabel6 
POSISI PINJAMAN LUAR NEGERI INDONESIA 

Maret 1993 - Desember 1997 
(juta dolar AS) 

URAIAN 31/03/93 31/03/94 31/03/95 31/031% 31/03/97a) 31/12J97(b) Raia-Raia 

Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % 

- 
�888 61 55 017 66 (11 'i69 6, 58 610 55 'i26Vi 

" 
54 I JO 40 'iSM� 16 

- 
l,O 974 61 35 085 

"' " 188 61 38 253 65 35 196 61 34 329 63 35 938 64 

Brlaeral 16 64' 11 17 639 11 19,07� JO 19:us 11 16 4'1 11 

"""' 
14 17%4 l' 

Lamnya i �69 6 2 lJ'l 4 1 707 1 1.029 2 988 
' 

t 135 2 ll1<1 l 

Dania Usaha 2'i 424 .n 28 26! l4 18 709 
" 

47 S45 41 60 \08 ll 81 978 60 47 El 

"' 
BUMN 4610 18 5 181 18 IOOl 13 4'Ml1 10 1646 6 J 995 I 4 5'i? 

" 
S"'ma 20815 s, 23 (IQ 82 1, 700 81 42 94l ., 56862 94 77 98J'dl 95 4256-1 ,, 

TOTAL 76 ,12 100 s, 298 100 101178 100 l{X,455 100 1n 143 100 1:\6.0U 100 102 762 100 

Somber Lampiran Prdaio Pcrtanggungjawaban Presiden I Mare! 1998 

a) Angka di perbmkr 

b) Angka sementara 

c) Termasuk pinjaman lama dan fasthras kredil ekspor 

d) Tennasuk surat herhargadomesuk yang drrruhki ··nun rrndesn" per Dcscrnber 1997, sebesar USS 10,0 mihar 

Dari label di alas, terdapat dua komponen utama pinjaman luar negeri 

Indonesia, yaitu: pemerintah dan dunia usaha. Kornponen pinjaman pemerintah 

terdiri dari pinjaman multilateral, bilateral, dan lainnya. Sedangkan komponen 

dunia usaha terdiri dari pinjaman BUMN dan swasta. Namun bila dicermati lebih 

jauh, komponen pinjaman luar negeri Pemerintah itu sebenamya termasuk juga 

pinjaman luar negeri BUMN karena BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara. 

Jadi, komponen pinjaman luar negeri Pemerintah sebenamya terdiri dari pinjaman 

luar negeri multilateral, bilateral, lainnya, dan BUMN. 

Pada komponen pinjaman Pemerintah, termasuk pmjaman BUMN, 

pinjaman luar negeri multilateral menduduki posisi tertinggi dibandingkan 

pinjaman bilateral, lainnya dan BUMN sejak 31 Maret 1993 hingga 31 Desernber 
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1997. Sementara pinjaman tertinggi multilateral dicapai paJa] I Maret 1995 sebesar 

4 1 , 7  milyar U S $ .  

(iral"ik 6a 
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Dari Grafik 6a, terlihat bahwa pmjaman luar negeri swasta Indonesia 

selama periode 3 1  Maret 1993 sampat dengan 3 1  Desember 1997 menduduki posisi 

tertinggi sebesar 77,9 milyar U S $  pada 3 1  Maret 1997. Sementara pinjaman luar 

negeri Pemerintah Indonesia selama periode yang sarna, mencapai posisi tertinggi 

pada periode 3 1  Maret 1995 sebesar 67,578 milyar U S $ .  Pinjaman terendah terjadi 

pada periode 3 1  Maret 1993 baik oleh Pemerintah (55,4 rmlyar US $) maupun 

swasta (20,8 milyar U S $ ) .  Kendati begitu, pinjaman luar negeri Pemerintah secara 

rata-rata tetap menduduki posisi tertinggi (60.1 milyar U S $ )  dibandingkan rata­ 

rata pinjaman luar negeri swasta (42,5 milyar U S $ )  

Sesungguhnya. dcngan memperhaukan potensi kekayaan Indonesia, baik 

alam (natural resources] maupun manusia ( human resources), maka peluang untuk 
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mengekspor komoditi khususnya bukan min yak dan gas. burni (non-migas) sangat 

besar, Alasannya, Indonesia memiliki kornodui Y.ang berkeunggulan mutlak dan 

berkeunggulan komperatifyang relaiif tidak ban yak negara lain yang memilikinya. 

Selain ilU, kekayaan a[am Indonesia yang memang berlimpah-ruah. Bukti itu - di 

antaranya - dilontarkan ekonom Hartojo Wignyowijoto berkaitan dengan krisis 

moneter. " ... dengan cara menyewakan beberapa kawasan tidak tertangani secara 

optimal dan meninjau ulang kontrak karya bidang pertarnbangan dan energi. . 

pepesan kosong macam Busang saja bisa memberikan capital gain sekian milyar 

bagi investor, Apalagi pepesan isi seperti emasdi lrian Jaya yang sekarang ditangani 

Freefon."251 

Akan tetapi, apakah kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi atau belum. 

Bila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, maka peluang untuk mengekspor 

komoditi yang bersangkutan semakin besar. Selain itu, bagairnana kebutuhan luar 

negeri terhadap komoditi tertentu itu. Bila kebutuhan luar negeri terhadap komoditi 

tersebut tinggi, bagaimana dengan pasokan komoditi yang sarna dari negara yang 

lain yangjuga ingin rnengekspor komoditi yang sama, Tentunya negara penerima 

komoditi tertentu tersebut akan menuntut persyaratan tertentu. Yang pasti, barang 

tertentu itu bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan negara penerima dan harga 
> ang relauf lebth murnh 

Sol.un perumbangan p,,:1111nbangan n1a11 alJ.-iui-.1\a,,m 11n1uk mengekspor 
seperu yung dlkc1m1kan dulwn w,11.in ,1.eajah11lf!, 1,i;111mb,1ngan dari situasi krisis 
mouder dan kn•"cl;,Qll\lflll )\'lllltbt::rk,;�anj1,1JJg11fl,1/1i, <chen,aniya k�ndi,si itu dapat 
llij_udi_\:;1n uatu motor Jll;llJ:,l!.CfM, p1p111� )ill� ek,w,o.r kareua produk d,,por 
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itu, disebabkan terdepresiasinya nilai tukar dolar AS- rupiah yang masih bertahta 

di atas Rp 10.000,- per dolar AS. 

Dal am memasuki pasar global atau free trade area yang akan dimulai 

pada tahun 2003, maka mobilitas barang untuk masuk dan keluar tanpa mengenal 

batas negara akan menuntut negara-negara untuk siap berkompetisi di pasar 

global secara ketat. 

IV. 6. Kesimpulan dan Saran 

6.1. Kesimpulan 

Dari paparan di atas dapat disampaikan beberapa kesimpulan. Kenyataan 

membuktikan bahwa sumber daya alam yang kaya-raya yang juga memiliki 

keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif sebenamya merupakan potensi 

besar bagi Indonesia untuk berkembang lebih maju karena pemanfaatan sumber 

daya alam akan menghasilkan devisa. 

Pengelolahan sumber day a alam harus dilakukan secara arif dan bijaksana 

karena sumber daya alam tersebut ada yang bersifat nonrenewable, 

nonreplenishab/e, dan nonexhaustible dan renewabel, replenishable, dan exhaust­ 

ible. Selain itu. kemajuan teknologi yang melahirkan barang-barang yang bersifat 

pengganti ( substitute goods) dan barang sintetis perlu disadari jauh-jauh hari agar 

dapat terns melakukan dan meningkatkan ekspor dari waktu ke waktu. 

Ekspor non-migas perlu digalakkan untuk menghimpun devisa guna 

menggerakkan roda pembangunan nasional. Sebab ekspor migas memiliki 

keterbatasan sumber daya, sedangkan eksper non-migas relatif tidak memiliki 

keterbatasan sumber daya. Di dalam kondisi perekonomian nasional yang sedang 

terpuruk berat akibat krisis rnoneter dan krisis ekonomi yang telab melanda Indo 
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nesia, penggalakan ekspor sudah tidak perlu ditawar-tawar lagi karena ekspor akan 

mendatangkan devisa. Selanjutnya devisa sangat diperlukan untuk menggerakkan 

kembali roda pembangunan nasional yang tengah lesu. 

Selanjutnya, di dalam memasuki era perdagangan bebas (free trade area) 

yang akan dimulai pada lahun 2003, perlu disadari bahwa bukan saja Indonesia 

yang akan terlibat dalam perdagangan bebas tersebut, namun negara lain pun akan 

terlibat secara langsung untuk memperebutkan pasar dunia waktu itu. 

6.2. Saran 

Kendati Indonesia memiliki keunggulan mutlak dan keunggulan 

komperatif dalam sumber daya alam, namun pengelolahan sumber daya a lam harus 

dilaksanakan dengan arif dan bijaksana. Hal itu dikarenakan adanya keterbatasan 

sumber daya alam, keterbatasan teknologi yang mampu menciptakan barang 

substitusi dan sintesis, dan persaingan dari negara-negara produsen maupun negara 

konsumen. 

Dengan memahami kondisi yang akan dihadapi Indonesia di masa 

mendatang khususnya Era Perdagangan Bebas, maka Pemerintah perlu 

mencadangkan kebijakan ekspor non-migas sebagai primadona kebijakan ekonomi 

nasional. 

Mencermati permasalahan ekspor non-migas di dalam situasi krisis 

sekarang ini, industri agrobisnis yang lebih rnenjanjikan prospek yang lebih baik 

dibandingkan dengan industri lainnya. Sebab, agroindustri mengandung local con­ 

tents yang besar dan relatif bebas dari pengaruh depresiasi nilai tukar, Dengan 

memahami itu, maka sektor industri lainnya harus oet-local-content oriented agar 

dapat berposisi sebaik argo industri. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mencari 

temuan-temuan inovatif untuk rnengurangi atau menggantikan komponen industri 

19'1 
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subtitutif agar local contents lebih banyak dibandingkan import contents. Hal ini 

disebabkan karena untuk mendatangkan barang impor diperlukan devisa yang 

relatif besar karena depresiasi nilai tukar. 

Di dalam praktek perdagangan Indonesia, unsur KKN (korupsi, kolusi, 

dan nepotisme) masih mewamai bisnis di bidang ekspor-impor, sehingga banyak 

menimbulkan kerugian bagi negara. Untuk itu, sesuai dengan amanat reformasi 

sekarang ini, badan-badan yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung di 

dalam ekspor dan impor sudah seharusnya dibersihkan dari penyakit sosial tersebut. 
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Lampiran 6 

TabelS 
PERKEMBANGAN 

POSISI CADANGAN DEVISA 
(juta dolar AS) 

Pcrlode a.-,u, u�,i<A 

Akhir Desember 1994 17.415,80 

Akhir Dcsember 1995 17.786,50 

Akhir Dcscmber 1996 25.528,60 

Akhir Marci 1997 26.611 ,50 

Akhir Juni 1997 28.854,20 

Akhir Dcsember 1997 21.418,20 

Akhir Januari 1998 19.063,30 

16 Februari 1998 17.070,60 

Rata-rata 21.718.59 
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v 

KEBUAKAN UTANG LUAR NEGERI DALAM APBN 

oleh : A.Ahmad Saefuloh" 

V. 1 PENDAHULUAN 

Pembangunan nasional pada dasamya dilakukan oleh masyarakat melalui 

pembentukan tabungan masyarakat dan pemerintah. Tetapi dalam pelaksanaannya 

dana pembangunan yang diperlukan harus disesuaikan dengan kebijakan atau 

ketentuan yang berlaku, yaitu tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara 

penerimaan dan pengeluaran. Meskipun dalam prakteknya penerimaan dalam 

negeri terns meningkat, tetapi pengeluaran rut in juga ikut meningkat. Biaya rutin 

meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pemerintah baik di pusat maupun 

daerah. Dengan demikian, tabungan pemerintah yang disisihkan untuk membiayai 

pembangunan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, atau dengan kata lain, 

telah terjadi defisit dalam anggaran. Untuk menutup defisit anggaran tersebut, 

maka kebijaksanaan yang diambil adalah memperoleh pinjaman atau bantuan 

luar negeri. 

Perolehan dan pemanfaatan bantuan luar negeri harus diselaraskan dengan 

politik luar negeri yang bebas aktif, yaitu : 

I . bantuan luar negeri hanya bersifat pelengkap dan tidak boleh dikaitkan dengan 

ikatan politik; 

-r Penuhs adalah Kandidat Penelur hu..lang Ekonomi Pembangunan pada Pusat Pengkajian dan Pelayanan 

lnformasi (P31). Setjcn DPR-RI. 
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2. syarat pembayaran tidak rnernberatkan dan dalam baras-batas kemampuan 

untuk membayar kembali: 

3. penggunaan bantuan luar negeri hams untuk pembiayaan proyek-proyek yang 

produktif, sesuai dengan prioritas dan memberikan manfaat sebesar-besarnya 

bagi kesejahteraan rakyar'. 

Bantuan luar negeri dirnasukan dalam penerimaan pembangunan. Dengan 

demikian, bantuan luar negeri atau utang luar negeri merupakan bagian dari APBN. 

Besamya pinjaman luar negeri ditetapkan setiap tahun melalui persiapan APBN 

secara keseluruhan. PerkiraanAPBN sendiri dimulai pada bulan September dengan 

menggunakan berbagai altematif mengenai jumlah penerimaan dari surnoer dalam 

negeri dari pajak dan pendapatan lainnya, serta ekspor minyak bumi dan gas, dan 

ekspor non migas. 

Waiau pun pada dasamya pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap, 

tetapi pada kenvataannva menjadi keharusan. Ketergantungan Indonesia terhadap 

I pinjaman luar negeri dalam rangka pembangunan dapat dilihat pada masa awal 

kelahiran Orde Barn 2. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari pinjaman luar 

negeri untuk menutupi defisit anggaran belanja negara dan membiayai proyek­ 

proyek dalam rangka pembangunan ekonomi. Pinjaman pada awal Orde barn 

dikenal sebagai pinjaman barn yang digunakan untuk program stabilisasi dan 

rehabilitasi ekonomi sebagai akibat kemorosatan ekonomi Orde Lama. Sejak itu 

I Rencana Pemhangunan Lima Tahun Keenam 1994/1995 - 199811999. Bah IV Kcrangka Rencana dan 

Pcmbryaan Pemhangunan. hal 254. 

Sehagaima drkctahui lnJone .... ru ndak terlepas dan ma .... alah pmjaman luar negen Pmjaman luar negen 

yang rerbesar pertama kah tcrjadi tahun JQ57. akrbar naoonahsasr perusahaan-pcrusahaan Belanda 
Dalam masa perjuangan Trikora dan Dwrkora. pemcnn1ah Indonesia juga mencnma dalam jumlah 
besar yang herasal dari ncgara sosrahs (Muhtarudm Siregar. hal 1-2) 
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pinjaman luar negeri menjadi penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan. 

Misalnya dalam RAPBN 1997/1998 bantuan dan hibah dari luar negeri telah 

menyumbang sekitar I 2,99c dari volume RAPBN-nya. 

Jika sebelum tahun 1986 penerimaan hasil ekspor minyak bumi dan gas 

alam merupakan penyumbang utama, namun sesudah tahun 1986 terjadi sebaliknya. 

Hal ini disebabkan harga minyak yang turun drastis yakni dari US$ 28,53 per 

bare! menjadi US$ I 0,66 per bare I (pada April 1986 ). Menurunnya harga minyak 

tersebut belum diimbangi oleh penerimaan dari sektor non migas, dimana dalam 

tahun anggaran 1986/1987 tabungan pemerintah yang diperoleh hanya mencapai 

Rp 3.668,6 miliar. 

Khususnya sejak menurunnya penerimaan migas dalam tahun 1986 

tersebut, pemerintah juga mengusahakan bantuan khusus dari lembaga donor 

internasional maupun dari donor lainnya (Jepang). Bantuan khusus ini 

diklasifikasikan sebagai bantuan program yang mulai tahun 1991/1992 dikenal 

dengan istilah Fast Disbursing Assistance (FDA). Diubahnya bantuan program 

( special assistance ) menjadi FDA tersebut karena FDA dapat segera ditarik 

dananya oleh Bank Indonesia dengan valuta asing yang kemudian di rupiahkan 

segera setelah persetujuan pinjaman ditandatangani dan dinyatakan efektif oleh 

negara pemberi bantuan. FDA ini diterima untuk menambah kekurangan rupiah 

dalam APBN guna pembiayaan pembangunan yang harus dilakukan dalam rupialr', 

V. 2 UTANG LUAR NEGERI BAGI NEGARA BERKEMBANG 

Dalam usaha mempercepat pembangunan ekonomi diperlukan modal 

yang besar. Walaupun diakui peranan modal dalam pembangunan tidaklah 

1 

Zulkarnaen Djamin, Pmjaman Luar Ncgeri serta Prosedur Admimsrrauf dalam Pembrayaan Proyek 
Pembangunan Di Indonesia. UT Press, hal 33. 
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sepenting seperti yang dianggap semula, tetapi ahli-ahli ekonomi retap yakin bahwa 

modal mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pembangunan, karena 

kesanggupannya untuk menciptakan faktor-faktor lain yang penting artinya bagi 

pembangunan4. 

Berdasarkan kepada sumbemya, modal itu ada yang berasal dari dalam 

negeri dan yang berasal dari luar negeri. Modal yang berasal dari dalam negeri 

diperoleh lewat tabungan, Tetapi karena pendapatan yang relatif rendah (dinegara­ 

negara berkembang, termasuk Indonesia), maka tabungan yang dapat diciptakan 

juga rendah. Di lain pihak, pendapatan pemerintah yang diperoleh dari perpajakan 

masih rendah, Modal yang berasal dari luar negeri tersebut bisa berupa bantuan 

luar negeri dan yang bukan bantuan luar negeri, Dikatakan bantuan luar negeri, 

bila aliran modal tersebut bukan didorong untuk tujuan mencari keuntungan, dan 

dana tersebut diberikan kepada negara penerima atau dipinjamkan dengan syarar 

yang lebih rendah daripada yang berlaku dalam pasar intemasional. Dengan melihat 

dua ciri tersebut, aliran modal dari luar negeri yang tergolong sebagai bantuan 

luar negeri adalah pemberian ( grant) dan pinjaman luar negeri ( loan), yang 

diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan intemasional 

yang khusus untuk memberikan pinjaman semacam itu, Sedangkan aliran modal 

dari luar negeri yang bukan bantuan yaitu pinjaman dari perusahaan-perusahaan 

swasta dan badan-badan keuangan swasta, dan penanaman modal asing5. 

V. 2.1 Two Gaps Problem 

Kebijaksanaan pembangunan bantuan luar negeri di negara-negara 

' Sardono Sukrmo. Ekonomi Pemhangunan. Proses. Masalah. dan Dasar Kehijaksana.an. LPFE-UI. Ja­ 
kana 1993 hal 3.50 - 351 

•  Ibid . hal 3 7 1 .  
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berkembang terutama dianalisa dari segi kemanfaatannya bagi perekonomian 

dinegara-negara berkembang untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dilihat dari sudut 

ini, maka dua peranan penting dari bantuan luar negeri. yaitu peruuna mengatasi 

kekurangan tabungan ( saving gaps), yang diharapkan akan memperbesar koefisien 

investasi dalam negeri sampai waktu tertentu, saat somber 'saving' domestik cukup 

untuk rnendukung laju perturnbuhan berikutnya. Sedangkan yang kedua sebagai 

somber kekurangan mata oang asing (foreign exchange gaps). Pinjaman diharapkan 

memperingan kelangkaan devisa hingga penyicilan hutang-hutang I oar negeri dan 

kebutuhan akan impor bagi perkembangan ekonomi itu dapat dijalankan melaloi 

pertumbuhan ekspor dan pengurangan impor terhadap produksi nasional". Kedua 

masalah kekurangan dana ini disebut masalah jurang ganda atau " the two gaps 

problem?". 

Kemudian dalam melaksanakan program pernbangunan, negara-negara 

berkembang biasanya menentukan tingkat pertumbuhan yang diharapkan dan 

tingkat penanaman modal yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan 

pembangunannya. Bila tabungan yang akan dikerahkan dalam negeri tersebut 

melebihi penanaman modal yang akan dilaksanakan tersebut, maka pernbangunan 

yang direncanakan dapat tercapai tanpa bantuan luar negeri. Tetapi karena 

urnurnnya dinegara-negara berkembang tabungan yang dapat dikerahkan itu kecil 

seperti halnya Indonesia, maka modal yang berasal dari luar negeri tersebut perlu 

dikerahkan gona mengisi kekurangan tersebut. Adanya bantuan luar negeri tersebut 

memungkinkan negara penerima bantuan dapat melakukan penanaman modal 

melebihi daripada kemongkinan yang dapat diperoleh dari tabungan dalam negeri. 

Selanjutnya, penanaman modal yang lebih tinggi akan mendorong tingkat 

n H.M.T Oppusunggu. Kebijakan Devaluasi di Indonesia. Erlangga. Jakarta 1985. hal. 140- 141 
7 S�no Sukrrno. op cu.. hal, 372 
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penumbuhan ekonomi yang lebih tinggi8. Proses terjadinya kesenjangan investasi­ 

tabungan ini biasanya dirumuskan dalam persamaan berikut9 : 

1 - S = P P + P S  

atau: 

I - S =( IP+ IS) - (TP + TS) 

Keterangan : 

I - S = Resource Gap 

PP = Pinjaman pemerintah (ODA) 

PS = Pinjaman swasra 

IP = Investasi pemerintah 

IS = Investasi swasta (PMA + PMDN) 

TP = Tahungan Pernerintah 

TS = Tabungan masyarakat 

V. 2.2 Kritik Terhadap Ulang Luar Negeri 

Dalam prakteknya, utang luar negeri mendapat kritik baik oleh kaun 

kapitalis maupun sosialis. Kaum kapitalis mengkritik bahwa utang luar negeri 

tidak dapat mempromosikan pembangunan. Karena itu Bauer ( 1994) bependapat 

bahwa negara bisa maju tanpa harus didorong dengan utang. Definisi pembangunan 

menurutnya adalah perubahan sikap, karakter dan motivasi kearah lingkungan 

dan materi. Walaupun demikian dia mengakui bahwa utang dapat berhasil dalam 

pembangunan asalkan negara yang bersangkutan dapat merubah sikap mentalnya 

menjadi bangsa yang bertanggung jawab demi kepentingan rak.yatnya16. 

Sedangkan kaum sosialis mengkritik utang luar negeri sebagai alat untuk 

memperkokoh kekuasaan yang ada akibat terpusatnya sumber-sumber produksi 

ada segelintir orang. Utang luar negeri sering digunakan hanya sebagai a lat untuk 

� Ibid .. hal 372 
" Ors. Hg Suseno Triyanlo Widodo. lndrkator Ekononu. Dasar Perhitungan Perekoncrman lndonesm. 

Kanisius. Jogjakarta 1990. hal JO 
111 Sukama Wiranta. Kcntroversi T�ntang Utang Luar Negen. Jawa Pos. Juni 1995. 
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mempengaruhi kebijakan negeri penerima demi kepentingan negeri donaturU. 

Masih dalam kerangka yang sama Mosley ( I 991)  mengatakan bahwa 

bamuan multilateral sesungguhnya hanya mendukung kepenungan barat melalui 

dalih liberalisasi perdagangan. integrasi pasar, memperbesar pinjaman dan percaya 

akan rnekanisrne pasar. Dengan dalih bantuan pembangunan, Bank Dunia dan 

IMF melakukan bimbingan keliru kepada negeri penerirna karena menguntungkan 

kelompok elite domestik. kontraktor barat dan konsultan luarlZ_ 

Sedangkan pinjaman jangka pendek yang berupa pinjaman ekspor 

memang dapat memberikan sumbangan yang cukup penting kepada sesuatu negara 

terutarna negara berkernbang. Tetapi karena modal ini merupakan surnber modal 

asing yang paling mahal, karena selain suku bunganya tinggi juga nilai pinjaman 

selalu disesuaikan dengan kenaikan harga-harga. kemudian jangka pengernbalian 

yang relatif singkat, maka pinjaman ekspor lebih mudah menimbulkan 

ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran'r'. 

V. 3 UTANG LUAR NEGERI DALAM APBN 

Di dalam APBN dapat dijumpai dua jenis penerimaan. yaitu penerimaan 

dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri atau 

disebut juga penerimaan rutin adalah penerimaan negara yang diperoleh secara 

rut in dan terus menerus, seperti penerimaan dari pajak, pandapatan B UMN dan 

sebagainya. Selanjutnya penerimaan tersebut diklasifikasikan menjadi penerimaan 

migas dan penerimaan nonmigas 14_ 

II  Ibid 

IZ Ibid 

11 Sardono Sukimo. op.cu .. haL 382. 
14 Buku Pcgangan APBN. LPEM FE UI. d�lam Bagran II APBN. 199J. hal.3. 
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Sedangkan penerimaan pembangunan merupakan pendapatan dari bantuan 

dan pinjaman luar negeri. Penerimaan tersebut berbentuk bantuan program dan 

bantuan provek, Bantuan program merupakan bantuan luar negeri yang dapat 

dirupiahkan. Bantuan program dalam APBN ada yang berbentuk Bantuan Pro­ 

gram Murni dan devisa yang dapat dirupiahkan. Program mumi berbentuk bantuan 

pangan, bantuan non pangan, dan hibah. Bantuan ini oleh pemerintah dijual kepada 

masyarakat dan dicatat dalam rekening pemerintah. Devisa yang dapat dirupiahkan 

dimasudkan untuk pengadaan barang dan jasa didalam negeri. Kesemua bantuan 

tersebut dalam pelaksanaannya dicatat dalam suatu Rekening Khusus ( special 

account )15. 

Bantuan proyek dimaksudkan adalah bantuan luar negeri yang digunakan 

untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Bantuan ini digunakan untuk 

pengadaan peralatan, barang modal, dan sebagainya. Bantuan proyek ini juga dapat 

berupa bantuan yang bersifat teknis, yaitu bantuan untuk meningkat keahlian dan 

pengetahuan sumber daya rnanusia melalui program pelatihan dinegara donor 

ataupun mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Jumlah bantuan yang tercantum 

dalam APBN adalah bantuan luar negeri yang diperkirakan dapat dicairkan pada 

tahun bersangkutan16. 

Dalam melihat perkembangan bantuan luar negeri dalam APBN, maka untuk 

itu perlu melihat beberapa indikator, Yaitu, dengan menghitung proporsi bantuan 

luar negeri terhadap anggaran belanja pembangunan dan proporsi tabungan 

pemerintah terhadap anggaran belanja pembangunan. Rumusnya adalah sebagai 

berikut17: 

1� Ibid. hal. 4. 

u, lhid. hal. 4 
17 

Ors Hg. Suseno Tn�anto Widodo. op cn , hal. 69. 
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RBAP = BLN . IOO'k 

AP 

RTAP = TP 

AP 

RBSP = BLN . 100� 

SP 

RTSP = TP . I 00% 

AP 

RSPP = SP . I OO'k 

pp 

100� 

Keterangan : 

RBAP = Rasio bantuan luar ncgeri terhadap pengeluaran pemhangunan 

RATP = Rasio tabungan pcmerintah terhadap pengeluaran pemhangunan 

RBSP = Rasio bantuan luar negeri terhadap sumber pcmhiayaan 

RTSP = Rasio tabungan pemerintah terhadap sumher pemhiayaan 

RSPP = Rasio sumher pembiayaan terhadap pengeluaran pemhangunan 

BLN = Bantuan Juar negeri 

TP = Tabungan pemerintah 

AP = Pengeluaran pemhangunan 

SP = Sumber pemhiayaan (tabungan pemerintah ditambah hantuan luar ncgeri) 

Catalan : 

Berdasarkan perkemhangan APBN dari tahun ketahun sumber pembiayaan yang terdiri 

bantuan luar negeri dan tabungan selalu melebihi pengeluaran pemhangunan. Hal ini dapat 

dilihat pada tahel 3. 

V. 3.1 Tiga Prinsip APBN 

Peranan bantuan luar negeri dalam APBN sejalan dengan tiga prinsip 

APBN yaitu : Berimbang ; dinamis dan Jungsiona/18. Prinsip berimbang 

dirnaksudkan sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran, sehingga defisit 

anggaran ditutup bukan dengan mencetak uang baru melainkan dengan bantuan/ 

u Soeharsono Sagir. sepeni yang dikutipkan olch Ors. Hg Suscno Tnyan10 Widodo. hal 61 L1ha1 juga 
dalam Buku Pegan,an Pcnclili PPI Seqen DPR Tcntang APBN. hal. 2. 
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pinjaman utang luar negeri (Official Development Assistance atau ODA). Adapun 

cara menghitung proses terjadinya anggaran berimbang sbb19: 

TP = PON -PR 

OAP = AP-TP 

BLN = DAP 

dimana: 

TP = Tabungan pemerintah 
PON ::;: Pcnerimaan Dalam Negeri (penerimaan rutin), terdiri atas penerimaan migas 

tambah pajak-pajak dalam negeri (penerimaan non-migas) 

PR == Pengeluaran rutin, terdiri alas pengeluaran rutin mumi di tambah bunga/cicilan 
utang luar negeri. 

DAP = Defisit Anggaran Pembangunan 
AP = Anggaran Pembangunan (pengeluaran pembangunan) 
BLN = Bantuan Luar Negeri/Pinjaman luar negeri/Utang luar negeri (pcnerimaan 

pembangunan) 

Catalan : Perkembangan tabungan pemerintah, defisit anggaran pembangunan dan bantuan 

luar negeri Indonesia dari tahun 1969/1970- 1996/1997 dapat di Ii hat pada label 4. 

Prinsip anggaran dinamis. mengandung dua pengenian yaitu anggaran 

dinamis absolut dan relatif. Anggaran dinamis mutlak yaitu sebagai peningkatan 

jumlah tabungan pemerintah dari tahun ketahun (peningk.atan surplus anggaran 

rutin), sehingga kemampuan menggali sumber dalam negeri bagi pembiayaan 

pembangunan dapat tercapai. Indikator ini dilihat dari laju pertumbuhan tabungan 

pemerintah selalu positif dalam perk.embangannya. Sedangkan anggaran dinamis 

secara relatif dianikan sebagai semakin kecilnya persentase ketergantungan 

1"' 
Drs. Hg. Suscno Triyan10 Widodo. op.cn . hal. 61 
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pembiayaan terhadap bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri. Bila dijabarkan 

dalam rumus, sbb : 

g (TP) = TP, - TP,, 
11 

• 100 % 

TP(x-11 

Ri BLN 

AP 

I OO'k- 

Keterangan : 
gTP = Pcrsentase pcrubahan tahungan pcrncrintah 

TP = Tahungan pemerintah tahun x 

TPh 
11 

= Tahungan pcrnerintah sebclurnnya 

BLN = Bantuan luar negeri. 
AP = Anggaran pembangunan/pengeluaran pembangunan. 

Ri = Persentase kelergantungan pemhiayaan. 

Catatan : Perkemhangan data mengenai persentase perubahan tahungan pemerintah dan 

pcrsentase ketergantungan pembiayaan Indonesia dari tahun 1969/1970 - 1996/ I 997 dapat 

dilihat pada tabel 3. 

Sedangkan prinsip anggaran fungsional, melihat fungsi dari bantuan luar 

negen hanya untuk membiayai anggaran belanja pembangunan (pengeluaran 

pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran rutin. Hal ini sesuai dengan 

asas bahwa bantuan luar negeri hanya sebagai pelengkap. Tingkat fungsionalitas 

bantuan luar negeri untuk membiayai pengeluaran pembangunan dapat diukur 

dengan rumus diatas juga, dan karena memang sebenamya ada kaitan era! antara 

prinsip dinamis dan fungsional/". 

V. 3.2 Peranan Bantuan Luar Negeri 

Dalam melihat peranan bantuan luar negeri dalam APBN dapat dilihat 

sebagai penerimaan pemerintah, rumusnya sbb : 

�o Ibid. hal 63 
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RPPm = PPm . I OO'l!­ 

pp 

Keterangan : 

RPPm = Rasio penerimaan pembangunan terhadap penerimaan pemerintah 

PPm = Penerimaan pembangunan 

PP = Penerimaan pemerintah 

Catalan : Hasil perhitungan rasio penerimaan pembangunan terhadap penerimaan 

pemerintah selama kurun waktu 19969/1970 sampai 1996/1997 dapat dilihat pada label 3 

V. 3.3 Behan Utang Luar Negeri 

Indikator yang dipakai untuk menunjukan perkembangan beban bantuan 

luar negeri. Pertama , membandingkan rasio nilai utang kumulatifterhadap PDB 

dan penerimaaan ekspor. Rumusnya sebagai berikut21: 

a. Terhadap PDB 

RUk = Uk . IOO'k < 30% 

PDB 

Keterangan : 

RUk = Rasio utang kumulatif terhadap PDB 

Uk = Utang kumulatif 

PDB = Prociuk Domestik Bruto 

30% = Batas bahaya22 

Kedua, membandingkan nilai bunga & cicilan utang terhadap beberapa variabel 

yaitu ekspor, PNB, jumlah anggaran rutin, jumlah anggaran pembangunan dan 

�1 Anton Hermanto dan Karya Budiaman. seperti yang dikulip olch Ors. Hg. Suseno Triyanto wrdodo. 
lh1d. hal. 72. 

�.! Mudrajad Kuncoro. membcrikan ha1asan 40'1- 1erhadap batas h.ahaya. Lihal dalam "Bayangan 
Ovcrbormwing, Galra 6 J�li 19'-16. 
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total pengeluaran='. 

a. Rasio bunga & cicilan terhadap ekspor bersih (eskpor bruto dikurangi impor 

migas): 

DSR = Dt . 100% < 20'k 

Xnt 

Keterangan : 

DSR = Dehl Service Ratio 

DI = Bunga & cicilan utang 

Xnt = Ekspor bersih 

20'lt = Batas bahaya 

Catalan: 
Mengenai hasil perhitungan DSR pemerintah dari tahun 1969/1970 sampai 1996/ 

1997 berdasarkan rumus diatas dapat dilihal di tabel 9. 

c. Rasio terhadap anggaran rutin, anggaran pembangunan, anggaran total 

pembangunan 

RAP, AR, AT = Dt 

AP, AR, AT 

. 100% 

Catalan: 
Hasil perhitungan terhadap anggaran rutin, anggaran pembangunan dan APBN mulai 

tahun anggaran 19969/1970 sampai 1997/1998 dapat dilihat pada tabel 6. 

Ketiga, mencari selisih antara penerimaan bantuan luar negeri dan pembayaran 

bunga dan cicilan utang24. 

Nt = BLN -Dt 

B Lihal Zulkarnaen Djamin. cp.cit.. hat 65 dan Ors. Hg. Suseno Tnyantc wntodo, op.cit., hal 72 - 74 

24 Ibid, hal 74 - 75 
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Keterangan : 

Nt Net Transfer (jika angkanya negalif berarti terjadi net dtstransfer) 

BLN = Bantuan Luar Negeri 

Dr = Bunga & Cicilan utang. 

Catalan : Hasil pcrhitungan seelisih antara penerimaan bantuan dan pernbayaran hunga 

dan cicilan Indonesia kurun wakru 1969/1970 sampai 1996/1997 dapat drlihat pada 
tabel 8. 

V. 4 SUMBER DAN PERKEMBANGAN UTANG LUAR NEGERI IN­ 

DONF.SIA 

V. 4.1 Somber Utang Loar Negeri 

Penerimaan bantuan luar negeri selama ini berasal dari negera-negara 

dan badan-badan intema.sional yang tergabung dalam Consultative Group for In­ 

donesia atau CG! (sebelumnya bemama Inter Governmental Group on Indonesia 

atau IGGl)25. Dengan tingkat suku bunga yang rendah, masa tenggang pembayaran 

( grace periode ) serta masa pembayaran cicilan hutang dan bunganya cukup 

:!� Dihubarkannya JGGI bcrk.anan dengan stkap beberapa negara yang ingm mcngkauknn hanluan mereku 
dengan msiden Dili 12 November 1991.  Negara tersebut adalah Kanada. Denmark. dan khususnya 
Beland.a Bag-1 Indonesia han1uan luar negen yang dikaitkan dengan pohuk tidak akan diterima. karena 
hal im benenlangan dcnganGBHN. Menanggapi kemgman pemcnntah Indonesia untuk membubarkan 
IGGI. maka Bank Dunia melalu1 Board or Dzrector-nya mengmmkan surat pada tanggal 8 Apnl 1992. 

yang bensi pembcrian 1jin pembubaran JGGI. Sehaga, penggantinya drbemuklah Consulauve Group 
for lndone!<.ia(CGI). yang anggotanya berasal dan JGGJ. Pada sidang pertama tanggal It, & 17 di Paris. 
pemerintah Indonesia mengajukan perminlaan bantuan sebesar komitrnen IGGI 1991/1992 sebesar 
USS 4.755 miliar. Pada akhunya hesamya bantuan yang disetujur naik 4o/c memadr US$ 4.9487 rmhar 
Jumlah 1ni tidal. termasuk Kuwan Fund. Saudi Fund. Fintandra. Swedta dan Norwegur yang belum 
memu1usli.an nilai pinjaman (hha1 Zullanain Djamin. 1993) 
Pinjaman yang tergabung d.alam CGI rerdm dari pmjaman Bilateral dan pinjaman Mul11'al\!ral. Negara­ 
negara pemben pinjaman Brlateral tcrdm dan : Amerika Senkar. Austraha. Austria. Belgia. Denmark 
Fmtandra. hahu, lnggris. Jcpang. Jerman. Kanada. Korsel. Kuwau Fund. Prancis. Swiss. Selandra Baru. 
d.an Spanyol Scdangkan pmjuman Mulnlareral berasal dan Bank Duma. ADB. Nordic Bank, Badan­ 
Oadan khusus PBB. IBD. IFAD. UNICEF dan EIB 
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panjang, maka pinjaman dari CGI menarik bagi pemerintah, 

Dalam sidang pertama tahun 1967, IGGI rnemutuskan memberikan 

bantuan sebesar US$ 200 juta. Jumlah tersebut sesuai dengan persyaratan yang 

diinginkan oleh pemerintah, yaitu persyaratan lunak, masa pembayaran 25 tahun 

terrnasuk tenggang waktu 7 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 3 persen 

setiap tahunnya, Bantuan tersebut dalam bentuk kredit .devisa kredit, yang 

direalisasikan dengan sistem bonus ekspor. Dengan demikian, penggunaan devisa 

kredit ini dapat dipakai untuk menutupi kelangkaan devisa pada saat itu. Akan 

tetapi sejak tahun 1976/1977, bantuan luar negeri dalam bentuk devisa kredit 

ditiadakan sejalan dengan meningkatnya kemampuan ekspor. 

Selama Repelita I bantuan proyek yang diterima Indonesia mengalami 

peningkatan, menyusul jumlah penerimaan pinjaman setengah lunak untuk 

pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Pada tahun 1976 terjadi krisis 

Pertamina, sehingga kemampuan meminjam segera mengecil akibat beban yang 

mendadak meningkat, karena sebagian utang Pertamina diambil alih oleh 

Pemerintah. Memasuki akhir tahun 1970-an laju perturnbuhan ekonomi kembali 

meningkat dan mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 1 9 8 1 .  Dengan 

demikian. Pemerintah Indonesia meningkatkan lagi pinjaman setengah lunaknya, 

yang jumlahnya lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Beban ini 

cukup memberatkan bagi Pemerintah, namun menghadapi keadaan ini, Pemerintah 

melakukan penjadwalan kembali pinjaman setengah lunaknya ( 1983), yang 

bemilai lebih dari US$ IO miliar. Mengenai perkembangan pinjaman IGGI/CGI 

semenjak tahun 1982/1983 sampai tahun 199711998 dapat dilihal pada tabel I .  

Berdasarkan jenis pinjaman, pinjaman yang diterima pemerintah dapat 

dibedakan menjadi pinjaman lunak, setengah lunak atau komersil. dan pinjaman 

tunai. Pinjaman lunak atau pinjaman resmi (ODF) yang ditujukan untuk membantu 
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pembangunan di negara-negara berkembang. Kredit ekspor masuk kedalam 

kategori setengah lunak, yang dananya bisa berasal dari negara donor ( official 

financial support) atau yang bersumber dari pihak perbankan dan lembaga 

keuangan swasta yang dijamin oleh pemerintah donor (pure cover). Jaminan ini 

diberikan terhadap resiko perubahan politik dan resiko komersial. Dilihat dari 

masa pengembaliannnya kredit ekspor dapat berjangka pendek sampai dua tahun, 

berjangka menengah antara 2-5 tahun dan berjangka panjang diatas 5 tahun. 

Sedangkan tingkat suku bunga didasarkan pada perkembangan ekonomi negara 

peminjam. Pada tahun 1986, suku bungajangka panjang sebesar 9,5% bagi negara 

berpendapatan tinggi, dan 8,25% bagi negara berpendapatan menengah, sedangkan 

bagi negara berpendapatan rendah bunganya 7,45 %. Bila pada tahun 1968,jumlah 

pinjaman yang di terima pemerintah hanya berasal dari pinjaman lunak sebesar 

US$ 363,3 juta, rnaka pada tahun 1998/99 jumlah pinjaman meningkat menjadi 

US$ 5 .8 15,4 juta, yang terdiri atas pinjaman lunak sebesar US$ 5.299,3 juta dan 

pinjaman setengah lunak sebesar US$ 5 16 ,  I  juta. Selanjutnya mengena, 

perkembangan jenis pinjaman dapat dilihat pada tabel 2. 

V. 4.2 Perkembangan Utang Luar Negeri 

Penerimaan pembangunan untuk membiayai pengeluaran menunjukan 

trend yang menurun. Penurunan ini memperlihatkan bahwa turunnya peranan 

pinjaman luar negeri terhadap pengeluaran pembangunan. Selama Repelita I 

penerimaan pembangunan mencapai Rp 554,5 mi liar atau 48,7 % dari pembiayaan 

pembangunan. Sedangkan pada Repelita V penerimaan pembangunan mencapai 

Rp 29.894, 7 mi liar, atau 42.8% dari pengeluaran pembangunan. Sedangkan pada 

akhir tahun ketiga Repelita VI penerimaan pembangunan berperan sebesar 33,5% 

terhadap pengeluaran pembangunan ( Ii hat tabel.3 ). 
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Semakin berkurangnya peranan penerimaan pembangunan, berarti 

peranan tabungan pemerintah semakin memperlihatkan peranan yang berarti 

terhadap surnber pembiayaan untuk pembangunan. Pada tuhun pertama Repelita 

I, sumber dana bagi pembiayaan pembangunan sektor pernerintan, sebagian besar 

( Rp 82, I mi liar atau 48, 7%) berasal dari penerimaan pembangunan berupa bantuan 

luar negeri. Sementara itu, pembiayaan pembangunan yang bersumberdari dalam 

negeri adalah tabungan pemerintah yang berperan sekitar Rp 32,5 miliar atau 

5 I ,3S.. Dengan adanya perkembangan berbagai penerimaan negara, terutama yang 

berasal dari non mi gas maka telah terjadi pergeseran dalam dominasi pembiayaan 

pembangunan yang berasal dari pinjaman luar negeri. Pada tahun ketiga Repelita 

VI sekitar 69,6 % surnber pembiayaan pembangunan berasal dari labungan 

pemerintah, sedangkan sisanya berasal dari penerimaan pembangunan atau sekuar 

Rp 68 . 152 rniliar dari Rp 92.926,7 miliar. Bila diperhatikan temyata sumber 

pembiayaan telah mampu membiayai seluruh pengeluaran pembangunan. 

Pada tahun 1982, tabungan pemerintah sempat menurun seiring dengan 

keadaan ekonomi dunia yang rnengalami resesi. Dampak dari turunnya harga 

minyak turun, berpengaruh terhadap harga-harga komoditas nonmigas, sehingga 

neraca perdagangan Indonesia dalam tahun 1981/1982 mengalami defisit, padahal 

sebelumnya surplus ( 1980/ I 98 I ) .  Selama tahun anggaran 198211983 neraca 

pembayaran mengalami defisit sebesar US$ 7,04 juta (terbesar selama PJP I) 

sebagai akibat perrnintaan melemah , laju pertumbuhan melambat menjadi 2,24% 

maka labungan pemerintah terhadap sumber pembiayaan pun menurun. 

Perkembangan ini membawa konsekuensi untuk melakukan pengkajian kembali 

terhadap kebijaksanaan pembangunan. Selarna kurun waktu 1981 sampai 1989 

keadaan perkonomian Indonesia dalam keadaan yang bergejolak sebagai dampak 

dari resesi dunia yang berkepanjangan. 
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Memasuki tahun 1989/1990 tabungan pemerintah meningkat dari Rp 2.478,9 mi liar 

menjadi Rp 7.169 miliar atau rasionya meningkat dari sebesar 19,7% menjadi 

46,3'7c. Meningkatnya tabungan pemerintah disebabkan oleh meningkatnya 

penerimaan dalam negeri sebagai akibat kebijaksanaan yang ditempuh melalui 

deregulasi dan debirokratisasi sejak tahun 1983. Misalkan Pakjun 1983, yang 

disusul kebijakan perpajakan, lnpres No.4/85 (yang berlaku sampai tahun 1988), 

kemudian Paket Kebijaksanaan 20 Desember (Pakdes) tentang perbankan. 

Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut mampu menciptakan iklim usaha yang 

mantap sehingga penerimaan pemerintah dari pajak meningkat, yang pada akhimya 

tabungan pemerintah pun meningkat. 

Kondisi perekonomian Repelita I, ditandai dengan kesulitan penyediaan 

barang-barang kebutuhan pokok, kecilnya cadangan devisa, dan kurangnya mo­ 

dal untuk memperbaiki berbagai prasarana dan sarana ekonomi, sehingga 

penerimaan pembangunan ekonomi didominasi oleh bantuan program (76% ). 

Bantuan pangan dan non pangan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok 

masyarakat dan menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok didalam negeri. Hal 

ini sebagai darnpak dari menanggulangi hyperinflasi sebelumnya. Tetapi pada 

tahun-tahun berikutnya, peranan bantuan program mulai menurun. Pada Repelita 

II bantuan program mencapai Rp 176,2 mi liar atau 10,7% dari keseluruhan bantuan 

yang sebesar Rp 1.647,2 miliar. Sedangkan pada Repelita III, sumbangannya 

turun menjadi 2,5% dari total bantuan, namun kemudian komposisinya meningkat 

lagi pada Repelita IV menjadi 20,5% dan turun lagi pada Repelita V menjadi 

sebesar I 0, 7% ( lihat juga tabel. 5 ). 
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V. 5 ANALISA UTANG LUAR NEGERI DALAM APBN 1969/1970 - 

1996/1997 

APBN selama kurun waktu 1969/1970 hingga 1996/ 1997 memperlihatkan 

kecenderungan defis it yang meningkat. 1 ika pada tahun anggaran 1969/ 1970, defis it 

anggaran sebesar Rp 76,8 mi liar, rnaka pada tahun anggaran 1996/1997 defisitnya 

mencapai Rp 10.230,2 miliar. Hal ini terjadi karena tabungan pemerintah tidak 

mampu mengimbangi pengeluaran pembangunan. Selama kurun waktu 1969-1997, 

tabungan pemerintah meningkat sekitar 38,87 persen setiap tahunnya. Dengan 

demikian, defisit yang terjadi ditutupi dengan bantuan luar negeri. Pada tahun 

anggaran 1969/1970, ketergantungan terhadap bantuan luar negeri mencapai 0, 7 5 

persen, tetapi kemudian pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan. 

Misalnya pada tahun anggaran 1996/1997, ketergantungan terhadap bantuan luar 

negeri, hanya sekitar 0,33 persen (lihat tabe/.4). Penurunan persentase 

ketergantungan terhadap bantuan luar negeri memperlihatkan anggaran yang 

dinamis, 

V. 5.1 Peranan sebagai penerimaan pembangunan 

Tabel.4 memperlihatkan bahwa penerimaan pembangunan mengalami 

kenaikan dalam setiap pelitanya, baik penerimaan bantuan program maupun 

bantuan proyek. Jika pada Pelita l bantuan luar negeri hanya berjumlah Rp 966,3 

mi liar ( 27 ,4% terhadap total penerimaan), maka selama Peli ta V meningkat 

hampir 41 kali menjadi Rp 39.537,3 miliar ( 14,6% terhadap total penerimaan). 

Selama PJP I, setiap tahun utang luar negeri rata-rata meningkat 1542,8 

miliar, walaupun proporsinya mengalami penurunan menjadi 16.4% terhadap 

penerimaan pemerintah. Peningkatan dana bantuan program sejak tahun 1986/ 

1987 disebabkan oleh penerirnaan dalam negeri yang berasal dari sekior rnigas 
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turun drastis. Bersarnaan dengan itu Indonesia mengalami tekanan beban pinjaman 

luar negeri yang berat, padahal disaat itu pemerintah harus menyelamatkan proyek­ 

proyek pembangunan dan mempenahankan momentum pembangunan, sehingga 

Indonesia kembali memerlukan bantuan program (special assi stance loan) sepeni 

halnya pada masa awal Orde Baru. Pinjaman ini digunakan untuk mengisi 

kekurangan anggaran dan cadangan devisa, dengan jumlah yang lebih besar dan 

persyaratan yang lebih berat. 

Meskipun demikian sejak tahun anggaran I 99411995, bantuan program 

ditiadakan mengingat penumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga tabungan 

menjadi semakin meningkat. Ini berarti, penerimaan pembangunan lebih banyak 

tenumpu pada bantuan proyek guna membiayai proyek-proyek pembangunan. 

Selama tiga tahun pelaksanaan Pelita VI, utang luar negeri yang berupa bantuan 

proyek rata-rata menyumbang rata-rata sebesar 1 1 ,8% terhadap total penerimaan. 

Secara akumulatifpada kurun waktu 1969/1970 sampai 1996/1997, penerimaan 

pembangunan mencapai 16% dari total penerimaan pemerintah. 

Pembiayaan dalam pembangunan biasanya disesuaikan dengan prioritas 

pembangunan, misalnya bantuan proyek digunakan untuk penyediaan prasarana 

dan sarana ekonomi, pengembangan dan penerapan teknologi, serta peningkatan 

kualitas sumberdaya manusia. Bantuan dan pinjaman luar negeri yang dimanfaatkan 

dalam pembangunan berbagai sektor, serta didukung dengan berbagai 

kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi di segala sektor telah membawa 

perekonomian menuju kemajuan. Ini dapat dilihat dari perturnbuhan produksi 

nasional (PDB) yang semakin meningkat setiap tahunnya. Selama kurun waktu 

1989-1996, perekonomian Indonesia tumbuh dengan rata-rata 7%, sehingga oleh 

Bank Dunia, Indonesia dimasukan dalam HPAE ( High Perfomance Asia Econo­ 

mies) bersama 4 macam Asia, Thailand, Malasyia dan Singapura. 
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Perkembangan realisasi bantuan proyek terhadap pembiayaan sektor 

pembangunan selama Repelita 1-Repelita V dapat dilihat pada tabel 7.A. Memang 

terjadi perbedaan dalam penentuan sektor, dimana dalam kurun waktu Repelita I 

sampai V pembagian sektor pembangunan didasarkan atas I 8 sektor, sedangkan 

mulai Repelita VI pembagian sektor menjadi 20 sektor. Secara keseluruhan, selama 

em pat tahun Repelita VI, pembiayaan pembangunan mencapai 43, 7 persen dari 

total pengeluaran pembangunan ( lihat tabel. 7.B). 

Proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dengan dana pinjaman luar 

negeri umumnya banyak yang sudah selesai dan memberikan manfaat terhadap 

masyarakat luas. Misalnya berbagai fasilitas umum untuk melayani kepentingan 

masyarakat, seperti sarana transportasi, jaringan irigasi, fasilitas telekomunikasi. 

dsbnya. Sekarang ini, masih banyak proyek pembangunan yang sedang berjalan 

dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

V. 5.2 Pengeluaran Cicilan Utang Luar Negeri 

Berdasarkan data pada tabel 6, pembayaran pinjaman dan bunga 

meningkat dari Rp I 2,8 mi liar pada awal PJP I menjadi Rp 17.042,3 mi liar pada 

akhir PJP I ,  sedangkan pada akhir tahun ketiga Repelita VI cicilan dan bunga 

mencapai Rp 22. I 20 mi liar. Sementara itu, proporsi pembayaran bunga beserta 

cicilan terhadap pengeluaran rutin, pada awal PJP I proporsinya meningkat dari 

6,0% menjadi 42,3% pada akhir Pelita V, atau meningkat sebesar 29, I% setiap 

tahunnya. Sedangkan selama Repelita VI cicilan dan bunga mecapai 35.9 % dari 

pengeluaran rutin. 

Komposisi pembayaran bunga dan cicilan terhadap pengeluaran 

pembangunanpun memperlihatkan kenaikan yang cukup tajam. B i la selama 

Repelita I, _pembayaran bunga dan cicilan terhadap pengeluaran pembangunan 
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mencapai 13,4% rnaka selama Repelia V naik menjadi 60%. Sedangkan pada 

akhir tahun ketiga Repelira VI, pembayaran cicilan dan bunga mencapai 66,1 % 

dari pengeluaran pembangunan. 

Terhadap anggaran APBN, cicilan pinjaman besena bunga mengalami 

peningkatan cukup tinggi, dimana pada awal Pelita I pembayaran cicilan dan 

bunga mencapai 4% dari anggaranAPBN, dan pada akhir Pelita V sudah mencapai 

24,S'ii-. Sedangkan pada akhir tahun keuga Repelita VI. pembayaran bunga dan 

cicilan telah mencapai 23,3% dari APBN. Atau secara akurnulatif pada kurun 

waktu 1969/1970 sampai 199611997 cicilan dan bunga mencapai 15,6% dari APBN. 

Pada awal PJP II. pembayaran bunga dan cicilan pinjaman luar negeri 

rnasih mengalami peningkatan, namun menurun dalam proporsinya terhadap to­ 

tal pengeluaran rutin . Sementara itu, jumlah pembayaran bunga dan cicilan 

pinjaman luar negeri dalam tiga tahun penama Repelita VI mengalami peningkatan. 

Hal ini disebabkan oleh adanya percepatan pembayaran (repayment) terhadap 

sebagian pinjaman luar negeri yang memiliki tingkat bunga relatif'tinggi. Realisasi 

pembayaran pada awal Repelita VI mencapai Rp 18.298.4 mi liar, atau meningkat 

7,4'7c dari tahun anggaran sebelumnya ( 1993/1994 ). Pada tahun 1995/1996 

mcningkat menjadi 12.0 % dan 0,8 % pada tahun 1996/1997. 

Meningkatnya kewajiban pembayaran bunga dan cicilan pinjaman luar 

negeri, tidak saja disebabkan oleh semakin besamya pinjaman luar negeri yang 

jatuh tempo, tetapi juga karena perubahan kurs rupiah terhadap nilai tukar dollar 

Amenka, serta rnata uang asing lainnya. Devaluasi pada tahun 1978 yang sebesar 

50.Mi . tahun 1983 yang sebesar 38'ii-. dan lahun 1986 yang lebih dari 45%, 

sernakin memperbesar jumlah utang Indonesia. Hal ini berdampak terhadap 

menurunnya tabungan pemerintah, karena digunakan unruk pembayaran angsuran 

dan bunga pinjaman luar negeri. 
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Adanya apresiasi mata uang yen terhadap rupiah turut memperbesar 

jumlah pinjaman Indonesia. Pada tahun anggaran 1988/1989, angsuran pokok dan 

bunga yang harus dibayar kepada pemerintah Jepang sebesar US$ 1 ,2 milliar. Ini 

didasarkan atas kurs tahun 1985 dimana US$ I = 243 yen. Namun dalam tahun 

1988, karena apresiasi yen terhadap US$, menyebabkan kurs US$ I terhadap yen 

Jepang menjadi 125 yen, maka pembayaran pinjaman pokok plus bunganya kepada 

Jepang meningkat dari US$ 1,2 milliar menjadi US$ 2,3 mi liar. Kenaikan sebesar 

I, I milliar ini diambil dari anggaran rutin, sehingga anggaran rutin ikut meningkat. 

Kenaikan ini terulang lagi pada tahun 1997, dimana yen naik tajam setelah 

tanggal 30 Juni 1997 ( 40% pinjaman dalam bentuk yen). 

Selanjutnya asas berimbang yang dianut oleh pemerintah Orde Baru 

menyebabkan pengeluaran rutin (termasuk cicilan pinjaman luar negeri) sulit 

disesuaikan bila terjadi keadaan yang tidak diinginkan, karena anggaran ini sudah 

ditetapkan sebelumnya. Akibatnya penyesuaian akan dialihkan pada pengeluaran 

pembangunan. Pada tahun 1973 dan 1979, realisasi pengeluaran lebih tinggi 

daripada perkiraan, maka pada tahun tersebut surplus anggaran dimasukan kedalam 

anggaran pembangunan. Sehingga pengeluaran pembangunan lebih cepat daripada 

pengeluaran rutin, rnaka asas berimbang tersebut sebetulnya bersifat asimetris26. 

V. 5.3 Beban Terhadap Perekonomian Nasional 

Bagi negara yang kekurangan modal untuk membangun maka pinjaman 

luar negeri merupakan cara pemecahan yang pragmatis dan realistis27. Akan tetapi 

pinjaman juga merupakan beban bagi generasi mendatang untuk membayarnya 

111 Surrurnaru Odano, Dono lskandar. Keuangan Negara dan Pajak. dalam Pembungunan Ekonomi Indo­ 

nesia. hal. 151  

�7 Prof. Dr. Wan Usman. Perekonorruan lndonesrn. Karunika. Jakarta. hal 166 
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bahkan mempersulit bagi generasi mendatang bila tidak dimanfaatkan secaraefektif 

dan efisien. 

Sejak tahun anggaran 1987/ 1988, pembayaran cicilan pinjaman berikut 

bunganya menjadi lebih besar dibandingkan dengan pinjaman baru setiap tahunnya. 

Pada tahun tersebut, arus negatif dalam pinjaman luar negeri atau yang disebut 

dengan net resource transfers negative sebesar US$ 357 juta. Untuk 

mengimbanginya, dilakukan dengan pemberian pinjaman khusus sebesar $ 2,4 

juta. lni juga dilakukan pada tahun anggaran 1988/1999 yang berjumlah US$ 1,8 

milliar. Pinjaman tersebut digunakan untuk biaya lokal (local cost financing}. 

Pinjaman ini mengakibatkan jumlah pinjaman yang diterima dari kelompok 

JGGI meningkat dua kali lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Selama kurun waktu tahun 1987 - 1997 net resources transfer yang negatif 

mencapai US$ 15,6 rniliar (lihat tabel.B) 

Sejak tahun 1980, cicilan pokok pinjaman sudah jatuh tempo, dan harus 

segera dibayarkan. Pernbayaran angsuran dan bunga pinjaman luar negeri selalu 

diusahakan untuk dijalankan supaya menumbuhkan kepercayaan luar negeri. 

Keadaan ini hanya bisa dipertahankan sampai tahun 1984/1985, karena rnulai 

tahun 1985/1986 pembayaran pinjaman dan bunga sudah melebihi 15% dari 

ekspor (/ihat tabel.9). Angka ini adalah yang tertinggi yang terjadi pada tahun 

1988/1989 (32,3% ), walaupun setelah itu turun kembali, misalnya pada tahun 

1996/1997 DSR yang mencapai 17,6 %. Menurunnya nilai DSR Pemerintah, 

menunjukan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan pinjaman. Meskipun 

DSR Pemerintah semakin mengecil, tetapi secara nasional DSR-nya mencapai 

sekitar 30%. berada diatas batas aman 20%. 

Dengan memperhatikan perkembangan pinjaman luar negeri, maka 

memunculkan fenomena debt-led growth atau masuk kedalam perangkap hutang 

2l2 



Kebijakan Utang luar Negeri Dalam APBN 

( debt trap), sehingga apabila dibiarkan akan krisis hutang. Hal ini ditandai dengan 

munculnya tanda-tanda 'overborrowing', seperti DSR yang melebihi batas angka 

aman. Tanda-tanda overborrowing ini juga terlihat dari rasio utang kumulatif 

terhadap PDB yang menunjukan angka 56 persen pada tahun 1996. Angka sebesar 

ini sudah diatas angka berbahaya, karena idealnya dibawah 30 persen, Beban utang 

luar negcri yang sudah mengkhawatirkan ini rnemperlihatkan perangkap utang 

yang akan memunculkan krisis utang. Hal ini terbukti di masa krisis ekcnorni 

sekarang ini dimana pemerimah mengambil langkah-langkah restrukturisasi utang 

swasta dan penjadwalan ulang utang Pemerintah .. 

V. 6 ANALISA UTANG LUAR NEGERI DALAM APBN MASA 

KRISIS28 

Kebijakan nilai kurs yang ditempuh pemerintah selama ini berhasil 

menjaga nilai kurs dalam keadaan wajar, misalnya selama kurun waktu 

1990- 1996 rupiah mengalami depresiasi sekitar 3,8 persen setiap tahunnya. 

Kestabilan hanya bisa berlanjut sampai tanggal 1 1  Juli 1997, dimana nilai Rupiah 

terhadap dollar Amerika Serikat terdepresiasi menjadi Rp 2.440,00 per dolar, 

Tetapi sejak perubahan kebijaksanaan sistem nilai tukar dari sistem ni lai tukar 

mengambang terkendali (managed floating) ke sistem nilai tukar mengambang 

murni, maka perubahan ini  membawa rupiah menjadi lemah dengan 

tajarn dan mudah berfluktuasi, yang berbuntut menjadi krisis ekonomi. Krisis 

ekonomi menyebabkan keseimbangan makro ekonomi terutama pada sisi ekstemal 

menjadi rapuh. 

Untuk memulihkan stabilitas perekonomiannya, maka Pemerintah 

?II Mcngcnai angka-angka yang digunakan dalam bagian ini dapal dilihat dr tabcl 10 dan 1 1  
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meminta bantuan IMF29 dan negara-negara lainnya. Pada tangggal 13  Oktober 

1997. Pemerintah dijanjikan paket bantuan senilai US$ 23,0 mi liar, yang 

kemudian berkembang menjadi US$ 43 mil l iar .  Salah satu kebijakan 

yang dilakukan IMF adalah menciptakan surplus anggaran sebesar I% dari 

Produk Domestik Bruto (awal kesepakatan). Ini berarti dalam anggaran 

1998/ 1999 harus terdapat surplus anggaran minimal Rp 5,6 triliun. Kebijaksanaan 

tersebut ditujukan agar anggaran pernerintah tidak menjadi pemicu 

memburuknya ketidakseimbangan eksternal atau defisit transaksi berjalan, 

terutama komponen belanja impor. Walaupun demikian, krisis juga menyebabkan 

keseimbangan internal terganggu seperti kenaikan harga-harga akibat naiknya 

biaya produksi. 

Dampak lain dari krisis, memaksa Pemerintah mengeluarkan Keppres 

Nomor 39, yang berisi ten tang revisi 241 proyek senilai Rp 178, 798 triliun, 

terutama proyek yang dibiayai bantuan luar negeri. Proyek yang diteruskan 

sebanyak 85 buah dengan nilai Rp 67,6 trilliun, yang dikaji kembali 75 proyek 

senilai Rp 61,6 trilliun dan yang ditangguhkan 81 proyek senilai Rp 49,5 tiliun. 

Proyek yang ditangguhkan terdiri atas duajenis, yaitu proyek-proyek pemerintah 

yang dibiayai dengan kredit ekspor (6 proyek), dan proyek-proyek BUMN dan 

swasta yang berkaitan dengan pemerintah atau badan usaha milik negara 

(75 proyek). 

Namun sejalan dengan perkembangan ekonomi yang makin memburuk, 

maka aplikasi kebijakan IMF tidak membawa perbaikan, menyebabkan adanya 

perubahan-perubahan dalam kesepakatan tersebut, sehingga berdampak terhadap 

�" IMF bersedra memherikan paket pmiaman sebesar USS 43 rmhar. Prmaman penama diberikan sebesar 
US$ 3.04 nulrar pada bulan Nopcmber 1997 dan ban1uan k.edua pad.a bulan Apnl 1998 sebesar USS 1.0 
rmhar 
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perubahan anggaran yang disusun. Akibatnya APBN dalam satu tahun anggaran 

mengalami beberapa kali perubahan. 

V. 6.1 APBN Tahun 1997/1998 

APBN tahun 1997/1998 disusun berdasarkan asumsi-asumsi yang 

diperkirakan dalam keadaan stabil, tetapi dalam kenyataannya tidak terlepas dari 

keadaan yang terjadi pada tahun berjalan. Misalnya, pencnmaan pemerintah 

yang diperkirakan Rp I 01.086, 7 mi liar meningkat menjadi Rp 132.000,9 mi liar. 

Dimana penerimaan pembangunan meningkat dari Rp 13.026,0 mil iar 

menjadi Rp 23.817 miliar. Tingginya penerimaan tersebut berkaitan dengan 

melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar .Penerimaan pembangunan 

tersebut berupa bantuan proyek, yang diperkirakan sebesar 50, 7% dari total 

pengeluaran pembangunan. 

Realisasi pembayaran bunga dan cicilan pinjaman diperkirakan meningkat 

5 1 ,7  % dari Rp 19.570,9 miliar menjadi Rp 29.697,1 miliar. Peningkatan 

pembayaran utang tersebut digunakan untuk pembayaran utang luar negeri sebesar 

Rp 28.057,4 miliar, lebih tinggi dari perkiraan semula dan pembayaran utang 

dalam negeri sebesar Rp 1.639, 7 miliar. Peningkatan pembayaran utang dalam 

negeri ini akibat ditampungnya hasil setoran hasil operasi Penamina sebesar 

Rp I .626, 7 mi liar (hasil audit BPKP). Sedangkan meningkatnya pembayaran utang 

luar negeri akibat penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang 

cukup besar. 

Pada tahun anggaran I 99711998, peranan penerimaan pembangunan 

terhadap penerimaan pemerintah meningkat 18,08% dibandingkan pada tahun 

anggaran sebelumnya. yang mencapai 11,5% .  Sedangkan pembayaran cicilan dan 
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bunganya mencapai 35, I %  dari pengeluaran rutin. Pembayaran ini meningkat 

dari 63,27% menjadi 66, I%, sementara itu proporsi pembayaran bunga dan cicilan 

terhadap total anggaran turun dari 23,3% menjadi 22,5%. 

V. 6.2 APBN Revisi Pertama 

Mengawali tahun 1998 terjadi revisi anggaran selama masa Orde Barn 

dimana revisi ini berkaitan dengan persetujuan pemerintah dengan IMF, 

sebagai buntut dari.resesi ekonomi. Sebelumnya, pemah terjadi revisi pada tahun 

1986/1987 dimana revisi dilakukan setelah pelaksanaan tahun anggaran, sedangkan 

revisi APBN 1998/ I 999 terjadi sebelum APBN sempat dibahas secara 

mendalam oleh DPR. Asumsi dasar yang dig.unakan adalah kurs rupiah 

ditetapkan Rp 5.000 untuk satu dolar, penumbuhan ekonomi nol persen, laju 

inflasi 20%, harga minyak tetap dengan asumsi sebelurnnya yaitu 17 dolar per 

barel, dan jumlah produksi minyak 1 ,520 juta barel per hari termasuk 

kondesat 190.000 barel. RAPBN semula direncanakan berimbang pada tingkat 

Rp 133,49 triliun, setelah penyesuaian berubah menjadi Rp 147,22 triliun. 

Volume RAPBN pasca penyesuaian tersebut lebih tinggi I 0% dibanding RAPBN 

yang diumumkan tanggal 6 Januari 1998. Bahkan lebih tinggi 45,6% dibandingkan 

RAPBN 1997/199830. 

Revisi APBN 1998/ I 999 yang sangat penting adalah diperbolehkannya 

pemerintah melakukan anggaran defisit I % dari PDB. Hal ini mengandung 

ketidakjelasan karena perhitungan defisit IMF dengan berbeda. Selama 

ini pemerintah menganggap APBN menganut anggaran berimbang ( balance 

budget ), sementara IMF berpendapat bahwa defisit tersebut adalah faktor luar 

10 Adapula yang mengatakan hahwa RAPBN 1998/1999 sebagai RAPBN Vcrsi IMF. sebah rcvisi dilakukan 
alas desakan IMF (Kompas 24 Januari 1998) 
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negeri pemerintah yang dicantumkan sebagai penerimaan pembangunan31. 

Kenyataan tersebut menyiratkan bahwa secara teknis ekonomi, anggaran 

Indonesia a<lalah defisit yang terkendali. Maksudnya, pengendalian Jewat jumlah 

utang yang disepakati oleh forum CGI. Sementara APBN yang berimbang dan 

dinamis adalah penerimaan sama dengan pengeluaran. Tetapi karena bantuan Juar 

negeri diberlakukan sebagai penerimaan, maka anggaran yang berimbang 

,sebenarnya, merupakan defisit anggaran yang dibiayai oleh bantuan luar negeri. 

Sekalipun jumlah bantuan luar negeri dalam valuta asing tetap seperti 

rencana semula, namun akibat perubahan kurs rata-rata rupiah terhadap 'dollar 

AS, maka bantuan Juar negeri pada penerimaan pembangunan mengalami kenaikan 

yang cukup besar yaitu dari Rp 25,80 triliun menjadi Rp 32,25 triliun. Sesuai 

dengan prinsip anggaran yang berimbang dan dinamis, maka pengeluaran negara 

juga mengalami perubahan. Pengeluaran rutin yang semula direncanakan Rp 92,38 

triliun berubah menjadi Rp 97,83 triliun. Peningkatan pengeluaran rutin tersebut 

terutamadisebabkan karena pembayaran bunga dan cicilan pinjaman haik dari Rp 

32,08 triliun menjadi Rp 39,74 triliun. 

Perubahan anggaran pemhayaran bunga dan cicilan pinjaman terjadi 

karena adanya peningkatan beban pinjaman dalam negcri dari Rp 1,84 triliun 

'1 Pada mulanya Pemenntah mcnghindari pemhiayaan defisn dan pmjarnun dalam negen dar 1 sektor swasta 

atau Bank Scntral Hal im drdasarkan pengalaman pada Orde Lama tahun 1965. drrnana keuku terjadi 

drfisu anggaran dibiayar olch Bank Sentral menimhulkan inflasr yang sangat hebar (650o/r) Kcbijakan 
iru dnctupknn dalam GBHN Pemcnntah perlu memehhara kescrrnbangan antara pcncnmaan dan 
pengcluaran. tetapr jika penerimaan lehih Linggi dari perkiraan semuta. pengeluaran dapat dinarkkan 

dalam tahun berjalan Dalam ha! rm pemennlah hanya perlu mclaporJ...an pada DPR mcngcnm pclaksanaan 
APBN dalam seuap akhir lahun anggaran uanggal 31  Maret) dan ttdak mcmerluJ...un perscturuan dan 
Dewan sebelumnya Asas yang sama drpakar pula dalam hal penenmaan pemcnntah menurun (Sumimaru 
Odano. Dono Iskandar. hal 156). Karena perkembangan rescsr yang berkelanjutan. maka kesulitan 
hkurduas rcrsebut dnempuh dengan kebijakan mencetak uang haru sebesar Rp 80 lriliun Sebagran 
uang rru drpmjamkan kepada perbankan. sehingga sampur dengan 5 Juni 1998 tagrhan Bl ke BPPN 
mencapai Rp 132. 1 15 triliun 
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menjadi Rp 1,94 triliun, dan pinjaman luar negeri dari Rp 30,24 triliun menjadi 

Rp 37.80 triliun. Kenaikan pembayaran pinjaman dalam negeri karena diperlukan 

anggaran yang menampung sebagian pengembalian dana Bank Indonesia untuk 

menalangi dana nasabah 16 bank swasta yang dilikuidasi. Dalam hal, kenaikan 

pembayaran beban pinjaman luar negeri juga sernata-rnara dikarenakan terjadinya 

perubahan kurs. 

Dengan memperhatikan penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin, 

tabungan pemerintah direncanakan meningkat dari perkiraan Rp 15,3 triliun 

menjadi Rp 17,3 triliun. Dalam perkembangan tersebut, dana pembangunan 

berubah dari Rp 4 1 ,  I  triliun menjadi Rp 49,39 triliun. Dana tersebut dipergunakan 

untuk membiayai pengeluaran pembangunan, di mana pengeluaran pembangunan 

yang berupa pembiayaan rupiah berubah dari Rp 22, IO triliun menjadi Rp 25,63 

triliun. Di dalam anggaran pembangunan rupiah tersebut termasuk nilai rupiah 

bantuan porgram yang meningkat karena perubahan kurs dari semula Rp 6,80 

triliun menjadi Rp 8,5 triliun. Sedangkan anggaran pembangunan bantuan proyek 

berubah dari Rp 19 triliun menjadi Rp 23,75 triliun. Penyebab ini semata-mata 

didasarkan atas perubahan kurs. 

Pemasukan modal bersih diperkirakan menjadi negatif US$ 1,53 mi liar 

atau 1,8% dari perkiraan semula positif US$ 6.47 mi liar. Hal ini disebabkan oleh 

lebih besamya pengeluaran devisa untuk pembayaran pinjaman luar negeri sektor 

swasta yang jatuh tempo dibandingkan dengan pemasukan modal swasta sehingga 

lalu lintas modal lainnya berubah dari perkiraan semula posiuf US$ 2,21 mi liar 

dolar menjadi negatif US$ 5,6 juta. Dalam perkembangan tersebut, neraca 

pembayaran tahun 1998/1999 yang semula diperkirakan defisit US$ I .07 miliar 

berubah menjadi surplus US$ 2,6 mi liar . 

Demikian pula peranan penerimaan pembangunan terhadap penerimaan 

!JR 
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pemerintah meningkat menjadi 21,9% (tahun 1997/1998 sebesar 18.04% ). Begitu 

pula pembayaran bunga dan cicilan meningkat dari 35,5% menjadi 40,62% terhadap 

pengeluaran rut in pada tahun anggaran sebelumnya. Porsi pembayaran bunga dan 

cicilan terhadap pengeluaran pembangunan meningkat menjadi 80,46% dari 

63,27%, dan porsinya terhadap total anggaran meningkat menjadi 279c dari 22,5%. 

Sedangkan peranan penerimaan pembangunan (bantuan luar negeri) terhadap 

sumber pembiayaan meningkat dari 50,25% menjadi 65,3%. 

V. 6.3 APBN Revisi Kedua 

Krisis ekonomi mengundang ketidakpastian, karena setelah revisi 

pertama, maka dalam perkembangan berikutnya, asumsi-asurnsi yang dipakai 

sudah tidak cocok lagi mengimbangi dampak perkembangan krisis. Keadaan ini 

menyebabkan pemerintah melakukan revisi kernbali, supaya APBN menjadi lebih 

realistis. Meskipun demikian jumlah anggaran yang direncanakan tidak rnengalami 

kenaikan, yaitu Rp 147,2 triliun. 

Asumsi dasar yang digunakan dalam merevisi RAPBN 1998/1999 adalah 

kurs rupiah ditetapkan Rp 6.000 (dari Rp 5.000) untuk satu dollar, pertumbuhan 

ekonomi menjadi minus 4 persen (dari nol persen), laju inflasi turun menjadi 17'k 

(dari 20%), harga minyak turun menjadi 14,5 US$ perbarel (dari 17 dolar per 

barel), sedangkan defisit anggaran sebesar 3,2'k. 

Sampai dengan perkembangan pertengahan tahun 1998 (Juni) kurs dolar 

masihjauh diatas perkiraanAPBN 1998/1999, sehingga beban cicilan dan pokok 

utang luar negeri pemerintah meningkal menjadi Rp 60,4 triliun. Dengan asurnsi 

kurs dolar rnasih bertahan pada level Rp 8.000 per US$ I dan harga minyak di 

pasar dunia US$ 14 per barel, maka APBN 1998/1999 akan mengalami defisit 

sekitar Rp 10,8 triliun. Dengan asumsi ini, penerimaan dalam negeri rnencapai 
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Rp 1 1 4  triliun, sementara pengeluaran rutin menjadi Rp 125 triliun, dimanajumlah 

ini belum tennasuk subsidi tambahan untuk pangan. Dengan tingkat kurs rupiah 

tetap diatas Rp 8.000 maka penerimaan pemerintah tidak mampu menutup 

kewajiban yang harus dikeluarkan, dimana kurs rupiah pada bulan Juni 1998 masih 

diatas Rp 10.000. 

V. 6.4 APBN Revisi Ketiga 

Memperhatikan keadaan perkembangan ekonomi yang tidak menentu, 

memaksa pemerintah kembali merevisi RAPBN 1998/1999. Dalam revisi ketiga 

ini, pemerintah mengajukan RAPBN berimbang pada Rp 277, 1 triliun, naik sekitar 

88,2 persen dari revisi semula. Penyesuaian ini didasarkan atas perubahan­ 

perubahan pada asumsi yang dipakai. Asumsi baru adalah pertumbuhan ekonomi 

minus 10% s/d 12%, kurs rupiah berkisar antara Rp I0.000 s/d Rp 10.600, harga 

minyak/barel 13 US$, inflasi 80% dan defisit anggaran 8.5%. Tetapi ketika sampai 

pada pembahasan di DPR, DPR mengajukan keberatan terhadap jumlah tersebut. 

Pada akhimya tercapai kesepakatan bahwa anggaran ditetapkan berimbang pada 

jumlah Rp 263,888 triliun, naik 79,2 persen dari anggaran revisi sebelumnya. 

Perubahan yang dikehendaki DPR ini meliputi penjadwalan utang pemerintah 

(berdampak pada pos pengurangan-pembayaran bunga dan cicilan), pengurangan 

penerimaan pembangunan (pengurangan jumlah bantuan luar negeri), dan 

peningkatan anggaran rutin lainnya serta peningkatan anggaran pengeluaran 

pembangunan. Adanya perubahan RAPBN alas desakan DPR ini memperlihatkan 

bahwa DPR benar-benar menggunakan hak budget-nya setelah 32 tahun berselang. 

Penerimaan pembangunan berubah dari Rp 32,3 triliun menjadi RP 114,58 

triliun (awalnya Rp 127,8 triliun), terdiri dari bantuan program Rp 74.40 triliun 

(berkurang dari Rp 87,J tri liun) dan bantuan proyek Rp 40,5 triliun. Bantuan ini 

2-JO 



Kebijalcan Utong Lw,r Negeri /Jalam APBN 

diharapkan diperoleh dari lernbaga-lernbaga keuangan multilateral (Bank Dunia 

dan Bank Pembangunan Asia) dan bantuan bilateral. Jumlah ini meningkat sebesar 

255,25 persen dari anggaran revisi sebelumnya atau meningkat hampir delapan 

kali  dari anggaran 1997/ 1998 .  Penerimaan pembangunan sebcsar ini 

memperlihatkan ketergantungan yang sangat besar terhadap pembiayaan 

pembangunan dari ban tu an luar negeri, dengan rasio 4 3,42 'k dari dari penerimaan 

pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena begitu besamya anggaran pengeluaran 

pemerintah tetapi pemerintah tidak mampu menyediakan dibanding tahun 

sebelumnya. Misalnya, dalam anggaran revisi I pemerintah masih memungkinkan 

untuk menghimpun tabungan sebesar Rp 17.136,7 miliar. 

Anggaran pembangunan yang semula direncanakan Rp 49,4 triliun 

berubah menjadi Rp 92,5 triliun atau naik 87,25 persen. Perubahan anggaran ini 

diperlukan untuk memperkuat jaring pengaman sosial I social safety net) guna 

menanggulangi dampak meningkatnya pengangguran dan setengah pengangguran, 

serta bertambahnya penduduk miskin. Adanya penyesuaian ini mengakibatkan 

pembiayaan pembangunan rupiah yang semula dianggarkan Rp 25,6 triliun (Revisi 

I) berubah rnenjadi Rp 52, 142 ( pada awalnya Rp 3 1 ,  I  triliun). Sedangkan anggaran 

pembangunan bantuan proyek berubah dari Rp 23,8 triliun menjadi Rp 40,5 triliun. 

Prioritas alokasi anggaran pembangunan dipertajam untuk menunjang upaya 

peningkatan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, pemenuhan 

kebutuhan pokok dan pengembangan produksi pangan dalam upaya meningkatkan 

kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan serta pemeliharaan sarana 

dan prasarana dasar. 

Pembayaran bunga dan cicilan utang berubah dari Rp 39,7 triliun menjadi 

Rp 66,23 triliun, atau meningkat 66, 83 persen dari anggaran semula. atau 

rneningkat 238,4 7 persen dari anggaran 1997 / I 998. Pembayaran bunga dan cici Ian 
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yang berubah dari Rp 94,5 triliun ini, berkaitan dengan disetujuinya penjadwalan 

utang. di mana pembayaran utang pokok sebesar Rp 46,511 triliun berubah menjadi 

Rp .H.26 triliun32. Penjadwalan kembali pembayaran utang pokok itu tidak 

termasuk pembayaran utang pokok yang telah diangsur sejak tahun sebelumnya. 

Rescheduling hanya dilakukan terhadap utang yang jatuh tempo terhitung sejak 

tahun anggaran 1998/1999. 

Dalam APBN revisi Ill, terjadi perubahan jumlah anggaran yang besar, 

terutama berkaitan dengan benambah besamyajumlah bantuan. Besamya bantuan 

luar negeri ini akan menjadi beban bagi APBN mendatang,melalui penekanan 

terhadap pos pengeluaran rutin oleh pos pembayaran bunga dan cicilan. Padahal 

dalam tahun anggaran 1998/ I 999 saja beban utang luar negeri sudah begitu besar, 

Rasio pembayaran bunga dan cicilan mencapai 38,7% terhadap anggaran 

pembangunan, rasio pembayaran bunga dan cicilan terhadap anggaran 

pembangunan mencapai 7 1  ,46%-, sedangkan terhadap total anggaran sudah 

mencapai 25%. Dengan demikian setiap penyusunan rancangan anggaran, 

pemerimah sudah mengharuskan seperempat dari pengeluarannya untuk alokasi 

pembayaran bunga dan cicilan. 

V. 7 PENGURANGAN UTANG LUAR NEGERI 

Pada dasamya utang luar negeri tidak menjadi masalah sepanjang mampu 

mengelolanya dengan baik. Dalam pegelolaan utang luar negeri pemerintah harus 

mampu memanfaatkannya secara produktif karena bantuan luar negeri yang 

'� Rescheduling utang pada dasarnya akan mcnimbulkun rmphkasi moratorium Menurut ketentuan resrm 
yang durnut IMF. rescheduling dalam an, penundaan pembayaran hung:a dan pokok utang harus dibahas 
dalam mckanisme Paris Cluh (kelompok informal kreditur berkedudukan di Pans) Tetapr jika cara rm 
duempuh. ncgara yang hersangkutan akan terkena default, arnnya akan suln menenma utang baru. 
Menghadapi keadaan ini. pemerintah memperoleh jalan tengah melahn penundaan pembayaran pokok. 
scdangkan hunganya teiap akan dihayar. 
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digunakan pada bidang yang kurang produktif justeru akan menjadi beban bagi 

sektor-sektor lainnya, yang sebenamya juga menanggung bebannya sendiri atau 

inefisiensi. Dana dari sektor-sektor produktif dapat digunakan dalam proses 

produksi kembali bila efek multiflier-nya bekerja baik. Tetapi dalam kenyataannya 

karena ada beban untuk mengembalikan dana bantuan tersebut, maka sekror 

tersebut akan terganggu perkembangannya. 

Beban utang luar negeri yang cukup besar dangat memberatkan, terutama 

pada APBN dan neraca pembayaran. Berbagai altematif sumber pembiayaan sudah 

berhasil ditingkatkan oleh pemerintah, tetapi karena sedemikian besamya beban 

utang luar negeri, rnaka tekanan terhadap APBN dan neraca pembayaran akan 

terus berlanjut. Dengan demikian pemerintah harus melakukan kajian kembali 

lerhadap kebijakan utang luar negeri, sebab bagaimanapun juga, pertumbuhan 

yang stabil dan pola perkembangan yang sehat harus segera dipulihkan. Untuk 

mencapai itu, maka beban utang luar negeri harus dikurangi. 

Dalam kaitan ini. Pemerintah cukup peka terhadap beban berat dari APBN, 

terutama dari segi pembayaran bunga dan cicilan. Ini diperlihatkan dengan usaha 

pemerintah untuk melakukan penjadwalan ulang terhadap utang-utang pemerintah 

pada APBN 1998/1999. Pemerintah berencana meminta bantuan Paris Club guna 

membantu menangani proses penjadwalan ulang utang pokok pemerintah yang 

jatuh tempo tahun 1998/1999 dan tahun anggaran berikutnya. Total penjadwalan 

utang luar negeri Pemerintah sebesar US$4,2 miliar dengan jangka waktu 1 1  tahun 

dan 20 tahun. 

Meskipun ada langkah untuk melakukan penjadwalan utang, tetapi upaya 

ini tidak menghapus beban utang karena pembayaran tetap harus dilakukan. Padahal 

dalam kondisi utang yang membengkak akan sulit untuk melakukan pembiayaan 

dalam pembangunan karena sumber pe_mbiayaan akan diperebutkan antara 
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pembayaran utang pokok dan bunga dengan anggaran untuk pembangunan. 

Penghapusan beban utang dapat ditempuh dengan kebijakan pengurangan utang 

luar negeri. Mengenai pengurangan beban utang luar negeri bisa ditempuh melalui 

rancangan pengurangan beban utang luar negeri agar memiliki ciri-ciri: 'net 

transfer of resources' positif dan sejalan dengan target pertumbuhan yang memadai; 

reduksi utang yang berarti: mekanisme koordinasi antara para kreditur dengan 

debitur; dan pembagian beban yang nyata. 

V. 8 KESIMPULAN DAN SARAN 

V. 8.1 Kesimpulan 

Ekspor migas dan pinjaman luar negeri merupakan dua sumber 

pembiayaan terpenting di Indonesia sampai tahun 1986. Tetapi sejak jatuhnya harga 

minyak dari US$ 28.53 per bare! menjadi US$ I 0.66 per barel maka menyadarkan 

pemerintah untuk tidak lagi sepenuhnya bergantung pada ekspor migas. Sejak 

tahun 1987 penerimaan ekspor komoditi non-migas mulai mengganti peranan 

ekspor migas. Meskipun demikian, ketergantungan Indonesia terhadap pinjaman 

luar negeri masih tetap besar. Pinjaman luar negeri menjadi penyangga setiap 

terjadi penurunan harga minyak pada tahun 1978, 1982 dan 1986. Pada tahun­ 

tahun tersebut pemerintah selalu mencari tambahan pinjaman luar negeri yang 

lebih besar dari pinjaman rata-rata tahun sebelumnya. 

Sesudah tahun 1996, pemerintah melakukan berbagai deregulasi dan 

debirokratisasi dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga 

mampu rneningkatkan day a saing produk ekspor. Penerimaan dalam negeri menjadi 

peranan penting untuk rnenggeser peranan pembiayaan yang berasal dari pinjaman 

luar negeri dan rneningkatkan tabungan pernerintah. 
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Mema,uki pertengahan tahun 1997. perekonomian Indonesia diguncang 

badai krisis yang berdampak pada membengkaknya pinjaman luar negeri. 

Akibatnya, pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam 

anggaran pembelanjaan dan pengeluaran. 

Selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) kemampuan 

Indonesia mengurangi 'saving investment gap' masih rendah. Akibatnya, kebutuhan 

pembiayaan luar negeri makin besar. Peningkatan proporsi pembiayaan 

dalam bentuk pinjaman juga makin menekan defisit transaksi berjalan. lni 

terlihat dari tingginya DSR secara nasional, yang pada tahun anggaran 

1998/1999 mencapai 34,2%, walaupun DSR pemerintah sendiri menurun 

menjadi 10,7%. 

Pembayaran cicilan dan bunga telah menjadi beban berat APBN. Jika 

pada tahun anggaran 1969/1970, pembayaran ini barn mencapai 4,38% maka 

pada tahun anggaran 1998/1999 meningkat menjadi 27% dari total APBN. 

Walaupun pinjaman luar negeri pada dasamya sebagai pelengkap, tetapi pada 

kenyataannya menjadi sangat penting dalam setiap penyusunan RAPBN. 

Ketergantungan utang akibat dari prinsip anggaran berimbang di mana 

jika terjadi defisit anggaran harus selalu ditutupi oleh utang luar negeri. Dalam 

kasus ini, pemerintah terjebak dengan rutinitas untuk meminjam, padahal prinsip 

ini akan menjerat perekonomian makro dalam jangka panjang. Untuk itu, 

pemerintah harus melakukan reorientasi dalam penerimaan dalam negeri. 

Utang Luar Negeri tidak sepenuhnya berdampak positif bagi 

pembangunan ekonomi. Efektivitas pemanfaatan utang luar negeri tergantung 

banyak faktor, seperti ekonomi politik, sistem pemerintahan, dan sistem politik 

secara keseluruhan. Analisa kriris harus dipertanyakan kepada setiap bantuan yang 

ditawarkan oleh negara donor. Analisa ekonomi politik ditekankan pada sifat 



Kebijalwn Utang Luar Negeri Dalwn APBN 

bantuan dan kemungkinan penggunaanya karena bantuan luar negeri mempunyai 

implikasi terhadap aspek diluar ekonomi. 

V. 8.2 Saran 

I .  Utang luar negeri dalam jangka pendek memang berperan sebagai injeksi 

tetapi dalamjangka panjang akan menjadi beban ekonomi jika tidak digunakan 

secara tepat dan akan sangat mengganggu terhadap neraca pembayaran dan 

tentunya APBN. Karena sifatnya yang sensitif, maka perlu adanya kontrol 

publik terhadap utang luar negeri. Melalui DPR dalam penetapan RAPBN, 

serta kelembagaan dengar pendapat antara DPR dengan mitra kerjanya 

(Departernen), dapat dijadikan langkah kontrol terhadap kebijakan utang luar 

negeri (dan kebijaksanaan lainnya), yang akan ditempuh atau yang sudah 

dijalankan oleh pemerintah. 

Adanya penerapan sistem anggaran berimbang , dimana penutupan defisit 

oleh bantuan luar negeri, maka terjadi ketergantungan terhadap permintaan 

utang luar negeri. Untuk itu perlu ditinjau kembali kebijakan tersebut. 
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Kebijakan Utang Luar Negeri JJa/am APBN 

LAMPIRAN 

TABEL.l 

BANTUAN IGGIJCGI TERHADAP INDONESIA1982/83 - 1997/98 

(dalam US$ juta) 

BILATERAL MULTILATERAL 

TA HUN 
PERS EN 

JEPANG• %TOTAL LAINNYA TOTAL 
PFRUBAHAN 

1982/ 1983 257.4 13.00 366,0 1.359,I 1.982,S 
1983 / 1984 279,3 12,47 299.6 1.667,5 2.240,S 13.01 
1984/ 1985 321,3 13.06 374,I 1.764.4 2.459.8 9,79 
1985 / 1986 .,03,3 12.60 270,2 1.833.4 2.406,9 -2.15 
1986 / 1987 473.6 18,79 364,8 1.683,7 2.522,1 4.79 
198711988 606,8 1 8 , 1 0  906,7 1.838,0 3.351,5 32,88 
198811989 1.400,0 32,23 777,8 2.165,5 4.343.3 29,60 
1 9 8 9 1 1 990  1.460,0 31.22 1.986.0 2-544,6 4.676,6 7.67 
1 9 90 1 1 99 1  1 3 1 0 , 0  29.01 661,3 2.544,6 4.515,9 -3,44 
1 9 9 1 1 1 99 2  I  320,0 27.76 571,3 2.863.8 4.755,I 5.30 
199211993 I  320,0 26.72 594,7 3.025.3 4.940,0 3.89 
1 99 3 1 1 99 4  I  440,0 28.18 692,6 2.978,0 5 . 1 10 ,6  3.45 
199411995 1.670.0 32.IO 508,0 3.024,0 5.202,0 1.79 
199511996 2.140,0 39.92 456,0 2.764,0 5.360,0 3,04 
199611997 I 916,7 36.44 622,1 2.721,0 5.260,5 -1.86 
199711998 1.869.0 35.27 413,6' 3.016,6' 5.299.3 0.74 
TOTAL 18.104.4 25.43 I0.459,5 32.393,5 59.682,6 7,23 

Sumber: dari herhaRlll surnber 

a Trdak rnengbcrunk.m htla pinjaman Pemcnntah Jepang scnantiasa memngkatkan hantuan atau 

pinjamannya. Karena hantuan tcrsebut ada kartannya dcngan investasi swasla Jepang yang menanamkan 

modalnya dr lndonevra Se lama penodc 1967 -I 982jumlah proyek investor Jepang mencapm 210 proyek 

dengan nilur mvestasr sebe ... ar US$ 3 746.95 milhar Dan di rabun 1996/1997 jumlah proyek menmgkat 

meruadi 952 pruyek dcngan mlar investast scbcsar USS 30 973.9 rruliiar 

b Tidak termasul.. Pml.mdru. Perancts dan Belgia 

c Tidak termasuk Kuwait Fund Devclopmenl 
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Kebijakan Utang Luar Negeri IJalam Al'BN 

TABEL.2 

PERSETUJUAN PINJAMAN LUAR NEGERI PEMERINTAH 

1968, 1973/1974, 1983/1984, 1988/1989 

(juta us$) 

TAHUN 
JENIS PINJAMAN 

JUMLAH 
LUNAK" SETENGAH LUNAKh TUNA!' 

ATAU KOMERSIL 

1968 363.3 0.0 16.\:.l 

197:.l/1974 858,8 0,0 858,8 

1978/197Y I 676,9 719,7 536.4 2 933,(l 

1983/1984 2.245.1 905.0 I 178.5 4.528,6 

1988/1989 4 63 l,J I 119.2 4935 6 244.0 

1993/1994 5 448.7 I 520.1 6 968,8 

1997/1998d 5 299.3 516.1 5.815,4 

Suniber: Lampsran Pidato Pertanggungjawabon Presiden. I Maret 1997 

a Termasuk Bantuan!Fast Disbursing Assistance 

b Termasuk Kredit Ekspor 

c. Bcrupa pinjaman obhgasi dan pinjaman dan kelompok bank 

d Angka scmcntara sampai dengan Desember 1997 
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Kebijakan Utang Luar Negeri /)ala111 APBIV 

TABEL.3 

PENGELUARAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN SUMBER PEMBIAYAAN 

APBN 196911970- 1997 / 1998 

(dalam milliar rupiah) 

TA HUN PENGELUARAN SUMBER PEMBIAYAAN (SP) (RPPl 

1'1,MIIANGUNAN TAB UNG AN (R."iP) (RPP) PENERIMAAN (KSP) (RPPJ '!, 

PEMERINTAH "Ii "Ii PfMBANGUNAN "Ii 

"' (AP) (TPJ 

REPELITA I" 1.080.4 5115.2 51,3 54,2 554,5 48,7 51 .. 1 105.5 

1969/ 1970 109.1 l25 51.J 29.7 82 l 4K.7 74 H 104 5 

1970/ 1971 117 9 45.1 .11.2 12.7 994 6'8 72 I 104 8 

1971 / 1972 161 9 68.9 38 8 42.0 108 6 6 1 2  6'i0 65 7 

1972 / 1973 261.0 16J.2 57 .1 62.1 12 1 .5  ..,, ' 42 7 108 .1 

1971 / 1974 406 1 275.5 65.8 67X 1..i2.9 14 2 l'i 2 l ( H O  

REPELITA II" 7.479,2 6.057,4 78,3 81,0 1.674.,2 21,7 22,4 10.1,4 

1974/197'i 985 . .2 7!U 9 79.l 79.7 207 I 20.9 21 0 100 7 

197611977 I 416 4 I OU'iO 69.1 70.0 4504 10 9 .1 J .l 101 1 

1975 / 1976 I 571 2 I 261 4 79 5 RO 1 125 2 20 5 20.7 IOI O 

197711978 I 5406 I 4.1 l.8 85.0 92 9 2516 15 0 150 1094 

197tl / 1979 l.94'i.lS I 574 .1 78.2 R09 437 9 2 1 8  21.R l(l.'4 

REPELITA Ill'" .11.753,8 2.1.895.2 74,9 75,..l 8.003,4 25,1 2S.2 100.5 

197911980 J 47t) 7 2 7.14 0 77 9 7R 6 77-i I 22 I 22 2 100 x 

l9tlO/ ltJNI 'i ..i506 4 1X 1 X 796 804 I 558 6 2.l.O 28 6 1090 

IIJH I  1 1982 6826 I 'i 219.-1- 77.0 76 5 I 558 6 210 22 8 l}')' 

19K2 I 19!0 7..W0.4 'i 4<�.'i 72 9 72 7 2 (X")6.0 27.[ 26 9 996 

1981 / 19X4 X 'i570 6 l:'-1  5 70R 71 9 2 'i41 I 29 2 29 7 101 6 

REPl<;LITA I\"" 51.293,2 25.996.0 50.2 50,7 25.803.1 49.11 50_1 101.0 

19H4 / 19HS X 174JI 6 'i2., 4 78.6 779 I ?XO 7 .:?I ..i 21 � 99 2 

19H5 / 19X6 1 1  740 I H l)l 1 O 7.'i.9 76 I 2. !129 i 2.4 I 24 I 100 2 

1�6 / 19X7 9 1191.2. 1 f,6.N.6 40 0 40.-1- 'i 'i 11.0 60 6 6() 6 10 1  0 

1987 / IQNH 9 7699 4 19() I .... I " 9  -,  5;5 6 55 9 569 101 8 

19M8 / 19k9 12 117.2. 2 47X 9 19 7 20 I \() 124 1 X2..2 H" 102 1 

REPF.LITAV " 112.053,6 64.KSo_, 57.2 57,9 4H.537_"\ 42,K 43_1 101,2 
19H9/ 1990 15 l91.9 7 1690 46.l 46 6 X 11() l .'i.l 7 60 I 106 7 

\94-J0/ 1991 1 X 250.X 1.1071 9 6() 9 71 6 X JX! .'i 19 I ,,. 1 1 7  'i  

199 1  / 19'.12 2l 074 .'i 1 1 'i 2 9 0  S7 6 'iX.6 9 97-i I ..i2 -I 

"" 
10 1  9 

1992 / 199l 2.6 906 J l'i 2"'7 2 S7 9 .'i6 7 1 1 0 9 7 9  ..i2 I " ' 
'IX O 

1 99 1 1 1 91:1 4  2.X 42X 1 I 'i X21 2 
'"' 

'i5 7 107'i2. 'i 40 S " ' "" 
REPELIT.i\ VI 92.926.7 68.152.0 6').6 7)_1 29.WJ4.7 .W.4 .,2,6 105-.6 
199-1 / llJ(J.'i" 106917 2.2 1..J.l)j) 69 4 12 II ,i 1n1 x lO 6 !2 I 104 <I 
l'JlJ'i I 191:16"" .2.H 780 7 2.2 'i7!(9 71 ' 694 9 oox X 2.k 'i 1 1  2  109 6 

llJl.:Jh/ 1991' 11 4<;4 1 21 2.2.4 I h7 H 66 'i 1 1  04X I l2 2 no 102. 4 

a Nola Kcuangun Jan RAPBN 1997/ l'J'JX 

h Nnta Kcuang.m dan RUU Pcruliahan A1.1,APBN 1997/1948 
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Kebijakan Utang l..uar Negeri /)a/tun ArBN 

TABEL.4 

ANGGARAN PEMBANGUNAN, PENGELUARAN PEMBANGUNAN 

DAN TABUNGAN PEMERINTAH (MILIAR RUPIAH) 

T-'IU1, ANGGARAN PENERIMAAN TABIINGAN DEnSIT 

PEMBANGllNAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH !). ANGGARAN Ri 

AP 81.N TP 'JI PEMBAN(;l1NA1'" 

AP-Tl' I.N, AP 

1969/1970 109,3 82.1 32.5 76.8 0.75 

1970/1971 137,9 99.4 31 ,2 -4,00 106.7 0,72 

1 9 7 1 / 1 9 7 2  136.9 108,6 68,9 120,83 68.0 0.79 

1972/1973 263.0 121.5 163,2 136,86 99,8 0,46 

1973/1974 496,3 142.9 275,5 68,81 220,8 0,29 

1974/1975 985,2 207,1 784.9 184,90 200,3 0,21 

1975/1976 1.436,4 450,4 1.005,0 28.04 4 3 1 . 4  0,31 

197711978 1 . 5 7 1 , 2  325.2 1.261.4 25,51 309,8 0,21 

197811978 1.540,6 253,6 1 . 4 3 1 . 8  13,51 !08.8 0 . 1 6  

197811979 1.945,8 437.9 1.574,3 9.95 371,5 0,23 

1979/1980 3.379.7 775,I 2,734.0 73,66 645.7 0,23 

198011981 5.450,6 1.558,6 4.383,8 60,34 1.066.8 0,29 

1 9 8 1 1 1 9 8 2  6.826.I 1.558,6 5.219.4 19,06 1.606.7 0,21 

1982/1983 7.440,4 2.006,0 5.406,5 3,58 2.033,9 0,27 

1983/1984 8.557,0 2.543,I 6 . 1 5 1 , 5  1,38 2.405,5 0.30 

198411985 8 374.8 1.780,7 6.525,4 6,08 1.849,4 0,21 

198511986 1 1 . 7 40 . 1  2.829,5 8.933,0 36,89 2.807.1 0,24 

198611987 9.091,2 5.513,0 3 668.6 -58,93 5 422,6 0,61 

1987/1988 9.769.9 5.555,6 4J90,I 19,67 5.379,8 0,57 

1988/1989 1 2  3 1 7 , 2  I0.124,3 2 478,9 -37,38 9 838,3 0.82 

198911990 15.393,9 8.330.3 7.169,0 189,20 8.224,9 0,54 

199011991 18.250.8 8.381,5 13.071,9 82.34 5.178,9 0.46 

199111992 23.074,5 9 975.1 13.529,0 3,30 9.545.5 0,46 

1992/1993 26 906,3 11.097,9 15.257,2 12,71 1 1 64 9 . 1  0,41 

1993/1994 28.428, I 10.752,5 15 823,2 3,71 12 604.9 0,38 

1994/1995 30.691,7 9.837,8 22.349,0 4 1 , 2 4  8.342.7 0,32 

1995/1996 28.780.7 9.008.8 22.578.9 1,03 6 2 0 1 . 8  0,31 

1996/1997 33.454,3 11.048,I 23.224.1 2,86 10.230.2 0.33 

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 1997/1998 
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Kebijakan Utang l.uar Negeri Vala,n APBN 

TABEL.5 

PERANAN PENERIMAAN PEMRANGUNAN TERHADAP PENERIMAAN DALAM NEGERI 

DAN PENERIMAAN PEMERINTAH DA LAM APBN REPELITA 1969/1970. 1993/1994 

(dalam millia.- rupiah) 

TAHl" PENERIMAAS PEMBANGUNAN {PPm) tRPPl PENERIMAA\ (RPP) PENERIMAAI\ 

BA�IUAr-. (RBP�) BA�Tl .\" IRBPrl R.'MLAH .. DAL.\M NEGERI .. Pl-:MERINTAH 
PROGRA\1 .. PROYEK .. 1PD:\I) (PP) 

tBPl:l) (8Pr1 

REPELITA I a 74,2 76.0 21.l.9 24.2 966,3 27.4 2565,5 72,6 3.531,8 
196911970 69.2 " 1  12 9 I 5 7 82.J 2'i.O 246 2 7.'i.O 12M l 
19701197] 75.2 75 6 24 l 24 4 99.5 22.7 118.6 77. l -IJK I 
19711 1972 9211 K5 5 15 M 15.5 108 6 20 8 413.7 79.2 5123 

197211971 K7.2 71 7 
,,, 211 3 12 1  'i  17.0 591 II 83 0 711, l 

1971 / 1974 418.0 7'i...l, 116.'1 2-'6 554.6 1h 1 975.2 67.1 I 529.X 

REPt:LITA II a 176,2 10.7 1.471,0 89 ... , 1647,.2 10.1 14.�.o 89,9 16.314.2 
1974 / 197'i 17 h 18 2 169 'i 

" ' 
207 I 10' I  770,0 89.5 I 977.7 

1975 / 1976 20 5 H -12t.J lJ 95,..l, 4'i0 4 16.7 2 244.J 83 1 2 69..l.7 
197611977 22 7 7.0 102. 'i 91.0 12'i 2 10.2 2 1166,.'i 119.11 l 19 1  7 
1977 / 19711 42 9 169 210.7 MJ I 251.6 6.7 1.511 6 93 .. 1 1 765.2 
19711 / 1971.J 'i2 'i 12 0 .lll'i -I MII.O -117 Q c : 1 4 247 0 907 4 684.9 

REPF.LITA 111 • 211.\,5 2,5 7.799,9 9 7.5 8.003.4 9.3 57.569,4 87,9 65.572.8 
1979/ 1980 

"'' 
8 1  7 10 7 •1 7 775.1 10.1 6 71.1.2 K9 7 7 501'! 1 

lf.JIIO/ 1981 64 I s : J ()'it, 'i 9-1.1 I 120.6 9.7 99'.'J 9()1 1 1  O'il 9 
ll:IK l/ 19K2 ..15 0 , .  I  'i  11 ti l)7 I I 5'iK 6 I J...i 12 162 ..I !'IX ti I l 721 0 
lllK2 / 19!n 15.1 

"' 
I  990.9 99.2 2006.0 1 . .i.o 12 l7l K K6.0 14 179 K 

l9Kl / 19K-I IH Oh 2 52K 2 99 4 2 'i4\ I 1 1 '  lli lnfl 7 804 IX909X 

REPELITA I\' � 5.280,1 10.5 20.52.1 .. 1 79 ... Ci 25.803,4 10.6 99.400.5 79,4 125.203,6 
lf.JK-1/ \9X'i 69 l 

' "  
I  7 1 1  .I  96.J I 7KO 7 100 I  'i 9ll l 90.0 177L!O 

19H'i/ 1911.6 69.2 ,, 2 760.J 97 6 21129 'i l 1.9 20 939 4 11 1 . J  2\ 761'19 
19K6/ 19M7 I 791 2 l2 'i I 721.N 67 5 5 'i ll  O 2-1 l 17 .lK5.J 719 22 81.J!Ll 
19K7 / 198K 684 5 12. i 4 X71.-I K7. 7 'i .'i'i'i6 20 4 2 r 110.1 79.6 27 2Kl.l 
19KK/ 19X9 2 (i(i'i 9 22 ..I 7 4'i>I -I 77.6 10 12-1 1 12 2 2l 4 11  11  ff) x 11 'il!I I 

REPELITA \'a -1.214.S 10,7 35 ... \ll,8 89 ... 1 39.537 ... 1 14,6 221.2..q,9 115.4 269.792.2 
19K9 / 1990 96'i l'i I I  •  7 16-1. 'i M9.-I M 310.3 20 9 ll 504 2 79 I l9 81..i.5 
l�l/ 1991 I l.,i(i 7 16 I 7 ffW.K 919 8 3K I 5 166 -12 193 0 k.'i-1 50 574 5 
1991 / 1992 I 3M.'i 5 ]l, 9 X 5X9 6 l'lti I 9 975 I 19 0 ..12 5X2.0 Xl.0 52 557 I 
ll.)92/ 199l 516.'i ,.  Ill 'iXlA .,. I  l  097.9 IX,6 4K 862 6 

'" 
,;:9 960.'i 

1991 / 1994 107'i25 11100 10 7'i2 'i 16.1 'i6 1 1 1  J  lll.9 66 86'i.5 

Rt:PEI.ITA \'I 29.894.7 HNI.O -12.920.7 IIJI 214.224,0 llll.2 2..<4.118,7 
1�-l/ ]99'i� 9 Xl7 1'i 1000 9l'n7.K 12.9 nfi..1111.0 '7 I t« 2.'i� X 
ll)9'i / 19%. 9 (lO!tK 1000 9 oos.s 1 1 0  7l 01.l 9 H90 112 022 7 
I 99f, I I '197h 1 1  0411 I 100 0 I I 04X I 1 1  S  X4 792 I 

'" 
l)'i X-40 2 

a Nota Kcu.rngun dan RAPBN 1997 I 199X 

h Noia Kcuangan dan RULi Pcrubahan A1a, .-\PBN ll'47/199H. 

1"] 



Keb,jakan Utang l..uar Negeri /)ala,n APBN 

TABEL.6 

PERANAN PEMBAYARAN BUNGA DAN CICILAN HUTANG LUAR NEGERI 

TERHADAP PENGELUARAN RUTIN DAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN 

DAN ANGGARAN BELANJA NEGARA 1969 / 1970 - 1997 / 1998 

(dalam milliar rupiah) 

TAHUN BUNGA DAN PENGELUARAN (AR) PENGELUARAN (ARI ANGGARAN (AT) 

CICILAN RUTIN ('k I RUTIN ('k I BELANJA ('k I 

REPELITA l:i 145.1 1.980.J 7.3 1.080.4 13,4 3.060,7 4.8 
1969 / 1970 12.8 21 J.7 6.0 109 .. l 1 1 .  7  J2 i.o 4.0 
1970/ 1971 25.4 29.1.5 8.7 IJ7 9 18.5 4l I 4 5.9 
19711 1972 41.1 l+4.8 1 1 .9 16J.9 25.1 508.7 8.1 
1972 / 197l .l9.9 428J, 9.J 26J.O 15.2 691.6 5.8 
1973/ 1974 65 8 699.7 9.4 406 . .1 16.2 I 1060 5 9  

REPELITA Ila 1.032,9 8.582,6 12,0 7.479,2 13.8 12.803,8 
••• 1974 / 1975 62.7 985.7 6.4 985.2 6.4 I 970 9 J.2 

1976/ !977 71.7 I 2J9.l ; 8 I 4.l6 4 5.0 2 675 7 2.7 
197511976 165,I 1.605 I 10.3 I 571.2 10.5 J 176. l 5.2 
197711978 221.0 2 079.8 10.6 I 540.6 14.3 .l620A 6.1 
1978 / 1979 512.4 2672.7 19.2 I 945.8 26.3 4618.5 1 1 . 1  

REPELITA 1111 5.594,4 33.674,2 41,2 51.293.2 17.6 65.428.0 11,6 
1979 / 1980 647.6 J 999.2 16.2 .l 479 7 18.6 7 478.9 8.7 
1980/ !981 754.0 5 549.5 13 6 5 450.6 13.8 I I  000.1 6.9 
1981 / 1982 915.J 6 94.l O 1.l.2 6 826.1 13.4 1.1769.1 6.6 
1982/ 1983 I 204.7 6%7.3 17 . .1 7 440.4 16.2 14 407.7 8.4 
1983 /1984 2 072.8 10215.2 20.J 8 557.0 24.2 18 772.2 11.() 

REPELITA IV1 30.226,2 73.404,5 41,2 51.293.2 58,9 124.697.7 24.2 
1984 I 1985 2 745.7 9 405.9 29.2 8 374.8 32.9 17.780.7 15.4 
1985 /1986 l J03.I 12 006.4 275 1 1 .740.1 28.1 23 746,5 1.1.9 
1986/ 1987 5 O'i8.I 11 716.7 36.9 9091 2 55.6 22 807.9 22.2 
1987 / 1988 8 157.4 1 7 ) 40 6  47.0 9 769.9 83,5 27 110 .5 lO.I 
1988/ 1989 10% 1 .9 20 9.14.9 52.4 12 .1 17.2 89.0 l.1 252.1 .ll.O 

REPELJTA V a  68.241,5 156.404,6 43,6 112.053,6 60.9 268.458,2 25,4 
1989/ 1990 1 1  775,6 24 335.2 48.4 15 J9].9 76.5 .19 729.1 29,6 
1990/ 1991 12 577.1 29 1 2 1 . 1  43,2 18 250.8 68,9 47 371,9 26.5 
1991 / 1992 12 'i98.0 29 053.0 43 4 2:"I 074.5 54.6 52 J 27 5 24.2 
1992 / 199l 14 248.5 3.l 605.4 42 4 26 906 .. l 53.0 605 1 1 .7  2�5 
199J / 1994 17 04:2.l 40 289.9 42 . .l 28 42X.1 60 0 6 8 7 1 8 0  24.8 

REPELITA VI 60.908,2 15-6.072,0 39.0 92.926,7 65,S 253.270,8 24,0 
1994119951 

J  K 298.4 44 069.0 41 .5 l() 691.7 59.6 76 22', H 24.0 
1995119961 20 489.0 50 4l'i.O 40.6 :28 780.7 71 2 82 022. 7 25.0 
1996 / J997b 22 J 20.8 61 568.0 35 9 JJ 454.J 66 . 1  9.'i 022.1 2.l,.l 

a Nota Keuangan dan RAPBN IQ97 / IQQ8 

h Nata Keuangan dan RUU Peruhahan Ara, APBN 199711998 
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Kebijakan Utang Luar Negeri Dalam APBN 

TABEL7.A 

REALISASI BANTU AN PROYEK MENl/RUT SEKTOR 

1968, 1973/74 , 1983/84 1988/89 (miliar rupiah) 

NO. SEKTOR 1968 'k 73!74 'ii 71V79 o/, 83/84 o/, 88189 'I, 

I PERTANIAN dan PENGAIRAN 18.6 16.J I 35.2 l.l.7 15) 2 411.1 I 1187.2 IJl 

1 INDllSTRI - 28 7 15.1 1538 15.6 2461 6.4 214.8 2.7 

J PERTAMBANGAN & ENERGI _ 27.5 24.1 253.0 25.6 I 986.6 54 1.8%.0 23.& 

4 PERHUBUNGAN & PARIWISATA 28) 24.8 249 7 25.J 889.1 23 0 I 424 I 17.9 

5 PERDAGANGAN dan KOPERASI 1.3 0.1 18 7 23.0 135.7 1.7 

6 TENAGA KERJA dan TRANSMIGRAN 00 0.0 1 1 .6 1.2 45 2 1.2 97.5 1.7 

7 PEMBANGUNAN DAERAH. DESA dan KOTA 
- 

0.0 0.0 79 0.8 6.8 0.2 45.3 0.0 

8 AGAMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 

9 PENDIDIKAN KEBUDAYAAN NASIONAL. 

KEPERCAYAAN THDTUHAN YME 1.5 I.] 15.J 36 28.4 0.7 I 236.3 15 9 

10 KESEHAT.\N. KESEJAHTERAAN SOSIAL. 

PERANAN WANITA. KEPDDKN & KB 1.0 0.8 2 1 7  2.2 36.9 09 994 1.2 

1 1  PERUMAHAN RAKYAT dan PEMUKIMAN 2.7 2.4 18.3 1.8 51.2 I .1 399 8 5.0 

12 HUKllM 0.0 0.0 0.0 0.0 OJ 0.0 

13 HANKAM 0.0 0.0 50.6 5.1 20.1 0.5 3IIO.O 4.8 

14 PENERANGAN. PERS dan KOM SOSIAL 1.8 11.4 00 0.0 0.11 13.0 0.2 

15 IPTEK 5.8 5.1 R.5 119 181.2 I J 571.7 7.2 

I<, APARATl 'R NEGARA 3.5 0.4 132.2 3.4 1.0 0.0 

17 PENGEMBANGAN DUNIA USAHA 0.0 00 33.1 ].) 45.2 1.7 212.S 2.7 

18 SUMBER ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP 22 6 0.6 132.5 1.7 

JUMLAH 57.9 IIMI.O 1 14 I  IIKl.0 987.3 100.0 3 867 5 l(Ml.O .950.0 100.0 

Sumbcr : Lampsran Pidato Pcrtangpungjawatum Prcsulcn I Ma1ct 199R 



l(�bijakan l/tang l.uar Negeri Daian, APBN 

TABEL. 7.R 

REALISASI BANTUAN PROYEK MENURUT SEKTOR 

1992193, REPELITA VI (miliar rupiah) 

NO. SF.KTOR 199219:l' 931')4' 9419� .. 95196 .. M7' 9719A' 

I\Ol STRI >N'i 7 T'lJIJ 1-11 ' IK\.X 265 8 71� "I 

pcrscn 

" " 
q 2 I 24 1.1 

PI-RTA',lf\"' dan KI-.Hl"TA\AI\ JM.2 l9'i I i()� " 21-1 2 -121 .! I 07� I 

per-en 1 6  ,., 1 1  2,  

" 
4 .. � 

1 PI-NGAIRAI\ 600.6 66X7 927 X 7X I (1 9-1() 1 2 114.6 

pcr�<'n 5.7 b.2 ,,. 

" 
lt5 O I 

' 
Tt-=r-..AGA KERJA -1.6 25 ' 2  17 6 2111 I IJ -I 

pcrwu O.IJ..I 0.02 (HJ.I () 2 0' 06 

'i Pl:.RDAGA\iGA\ PE'.',!GI-MBA1'1GA� L"SAHA :'\ASIO�AL 
Kl:.UA�GA \ dan KOPI-.RASI -146 8 464.1 1(JJ,i (J 107 I 197.-1 .'ibb 7 

�r�n 4.2 1.9 .11 '-' " 
2.4 

" 
TRA\'.SI-URTf\.SI METF.OROLOGI Jan GEOFISIKA 2 "44.4 2 875 2 t 717 7 I 704 2 2 228 0 .'i 1X6.4 

persen 240 26.7 17 6 18.9 20.2 22 6 

PERTAMBA�GAJ\ dan E�F:RGI 1 rnn J 2 194. 'i 2 975 O 2 286 'i 3 01-11 'i 71\1 

pcrsen 29.1 22.1 10 I 25.4 27.1 24.1 

PARlWISATA POS dan PARIWISATA 488 0 611.5 67\ I 189.1 694.2 I 561 I 

pcr-.cn 4.6 5.7 6X 

" 
6 1  6S 

9  PF.MBA,GL '\oAl\ DAl:.RAH dan TRA '.SMIGRASI 158.2 ns5 21X 7 4-10 2 2549 4'i2 2 

(k.'rsen 1.5 1 1  

" " 
2 '  1 9  

Ill U�GKLNGf\.N HlDLPdan TATA Rl.!ANG 268.8 427 9 1-12 (, IX2 5 2609 1()7 � 

pcrscn 25 4.0 
" 

20 24 1 1  

I I  PF.NDIDIKA� Kf:.BLDAYAAN NASIONAL. 
Kl:.PER(AYAA\ ll-_RHADAPnlHAI\" YM.1- 704.6 7045 II<() 0 679-1 812 7 I 429 7 

�r'K'"n 67 '4 1 9  

" " 
611 

" 
KF:PENDL'DL KA\ dan KEJ,l:ARGA SEJAHTERA ll9 52 8 -I.II; 11 .1 4' 6 62.'i 

pcr�n 2.1 05 05 OA o, 0.1 
, , KESI-.JAHTTERAAN SOSIAI. KESEHATA1' 

PF.RANA\' WA SITA A \AK Jan REM AJA 6.6 110.0 I.J.7 9 161 II 244.1 184 X 

ptr-en 0 1  I  2  r  s  1 8  22 o, 

14 PERll'1.f\Hf\.N dan PE�L'KIMAN 466; 487.b � 18 K ses ., M90 I 768 0 

person 4.' 
,., 5 2 6., ;y 0.7 

15 AGAMA 00 1.0 64 -14.J 67.4 929 

perscn 0.0 0.1 (l.l 0.5 06 0.4 

16 IPTEK 0,9_4 1'9 9 211 .& _l',. l 177.0 268.7 

�rSt'll 0.6 1.6 1.5 10.6 0.1 I.I 

17 HL!Kl!M 0.0 0.0 112 0 1  11.6 1.7 

pcrst'n 0.0 o.o 0.0 0.0 0.1 00 

" 
APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN 59.7 167.9 ViO J ss .'i 138,4 271.J 

�rst'n 0.6 1.6 

" 
106 0.1 I.I 

19 POI.ITIK. Hl'Bl'�GA� LL' AR NF.GERI PENERANGAN 
KOMUNIKASI DAfl, .\.-tEDlA MASSA 2705 11-1 I 95 9 48 5 18.5 169.0 

person 2.6 1.2 •7 0.5 01 07 

20 HANKAM 125 6 424 6 606 6 815 I ';615 900-' 

�r-.cn 1 1  1 9  6 1  •  1  

"  " 
IL MLAH 10 'iKl.4 10 752 5 Y 117'i X Y 0011.K 1 1  048 I 21 817.0 

�L>t'rl 100.0 IOO O 100.0 100,0 IOOO 1000 

Surnber : Lnmprran Prdato Pei ranggungjuwahan Prcsiden I Maret 1998 

a Pcrhttungan Anggarnn Negara (PAN) 
ti Perhitungan APBN-P 
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TABEL.8 

Kurs Dollar, Pembayaran Utang , 

Penerimaan Utang dan Net Resources 

Tahon us Penerimaan Pembayaran Net 
Utang Utang Resources 

(juta US$) (juta US$) (juta US$) 

1969/1970 379,(Xl 3 7 1  34 337 
1 9 7 0 / 1 9 7 1  378.00 369 67 302 
1 9 7 1 / 1 9 7 2  4 1 3 , 00  400 99 301 
1972/1973 4 1 4 , 00  481 96 385 
1973/1974 4 1 5 , 00  643 158 485 

1974/1975 416,00 660 150 5 1 0  
1975/1976 4 1 5 , 00  1.995 173 1.822 
1976/1977 4 1 5 . 00  1.823 398 1.425 
1977/1978 412.(XJ 2 . 1 0 6  536 1.570 
1978/1979 627.80 2 . 1 0 1  8 1 6  1.285 

1979/1980 633.50 2.690 1.024 1.666 
1980/1981 632,00 2.684 1 . 1 9 3  1 . 5 9 1  
1 9 8 1 / 1 9 8 2  653.75 3.521 I  4(X) 2 . 1 2 1  
1 9 8 2 / 1 9 8 3  696,25 5 . 0 1 1  1 .730 3.281 
1983/1984 983,62 5.793 2.107 3.686 

1994/1985 1.053, 74 3 . 5 1 9  2.606 9 1 3  
1985/1986 1 . 1 2 4 . 3 3  3.432 2.938 494 
1986/1987 1 . 4 1 0 , 8 1  5.472 3.585 1.887 
1987/1988 1.653.98 4.575 4.932 -357 
1988/1989 1 . 7 1 2 , 3 2  6.588 6.402 186 

1989/1990 1.792.93 5 . 5 1 6  6.568 - 1 . 0 5 2  
1990/1991 1.875,57 5.600 6.706 - 1 . 1 06  
1 99 1 / 1 9 9 2  1.978.87 5.600 6.353 -753 
1992/1993 2.053.00 5.755 fd68 -6U 
1993/1994 2 1 1 2 , 2 4  6.195 8.068 - 1 . 8 7 3  

1994/1995 2 . 1 9 2 . 5 8  5 651 8.346 -2.695 
1995/1991, 2.278.83 5.730 8 991 -:1.261 
1996/1997 2.413,(XJ 5.298 9 167 -.1869 
TOTAL 99.579 9 1 . 0 1 1  8568 

Sumbcr · Noia Kcuangun & RAPBN 1997/1998 

256 
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TABEL.9 

PELUNASAN PINJAMAN LUAR NEGERI (dalam juta dolar) 

Tahun Pelunasan Nilai � dari ekspor Tahon Pdunasan Nilai '7i- dari ekspor 
Pinjaman a eksporh (DSRI Pin jam.an ekspor (DSR) 

1969170' 34 1.044 (3.2) 1984/85. 2.606 19.901 ( 1 3 . 1  )  

1970171' 67 1.204 (5,6) 1985/86. 2.938 1 8 . 6 1 2  (  16,8) 

1971172' 99 1.307 (6.6) 1986/87. 3.585 13.697 (26,2) 

1972/74'' 96 1.939 (4,9) I 987/88d 4.932 18.343 (26,9) 

1973174' 158 3 . 6 1 3  (4,4) 1988/89. 6.402 1 9  824 (32,3) 

1974175' 150 7 . 1 8 6  (2. I )  1989/90' 6.568 23.830 (27,6) 

1975176' 1 7 3  7 . 1 4 6  (2,4) 1990/91' 6.706 2 8 . 1 4 3  (23,8) 

1976177' 398 10.860 (3,7) 1991/92' 6.353 29 7 1 4  ( 2 1 , 4 )  

1977178' 536 1 1 . 8 6 0  (4,5) 1992/93' 6 368 35.303 ( 18.0) 

1978179' 8 1 6  1 1  353 (7.2) 1993/94' 8.068 36.504 (22. I )  

1979/80' 1.024 1 8 . 5 1 1  (5,5) 1994/95' 8.346 4 2 . 1 6 1  (  19,8) 

1980/81' I  193 22 885 (5,2) 1995/96' 8 991 47.574 ( 18,9) 

1981/82' I 400 22 994 (6, I )  1996/97' 9 . 1 6 7  52.038 ( 1 1 , 8 )  

1982/83' 1.730 18.672 (9,2) 

1983/84' 2.107 1 9 . 8 1 6  (  10,6) 

a pokok dan bunga pmjaman pemerinlah 
h lennasuk mrgas dan non rmgas 

c Nola Keuangan dan RAPBN 1984/1985 
d Nola Kcuangan dan RAPBN 1987/1988 
e Nora Keuangan dan RAPBN 1998/1999 



Kebijakan Utang Luar Negeri Dalanr APBN 

TABEL.10 

APBN 1997/1998, RAPBN 1998/1999 DAN REVISI RAPBN 1998/199 

( dalam miliar rupiah ) 

KOMPONEN APBN 97/98' TP APBN" APBN' APBNd APBN' 
97/98 98199 REVIS! REVIS! Ill 

PENERIMAAN DALAM NEGERI 88 060.7 108 183.8 107 687.9 114.965.8 149 302.0 
Penenmaan rrugas 14871 . 1  35 357.0 27 286.4 34.581.7 49711.0 
Penerimaan di luar mig:as 73 189.6 72 826.8 80 401.5 80 384.1 99 591.0 

PENERIMAAN PEMBANGUNAN 13 026.0 23 817.0 25 804.0 32.255.0 1 14  585.0 
Bantuan program 6 800.0 8 500.0 74 044.0 
Bantuan Proyek 13.026.0 23 817.0 19004.0 23 755.0 40 541.0 

JUMLAH 101.086,7 132.000,9 133.491,9 147.220,8 263.888,0 
PENGELUARAN RUTIN 62 158.8 84 606.2 92 384.0 97 829, I 17 1  205.0 

Bclarua pcgawm 21 192.0 19 175.1 21 887.4 22 591.2 24 781.0 
Bclanja barang 8 899.2 9031.9 IO 7.18.9 I0.908.7 11.426.0 
Subsidi daerah otonom 11.535.8 89 872.2 12 283.9 12 283,9 l.l 290.0 
Bunga dan crcrlun utang 19 570,9 29.697.1 32 086,7 39 740.1 66 236.0 
Pcngeluaran runn lainnya 964.9 16 830.0 15 387.1 12.305.2 55 472,0 

PENGELUARAN PEMBANGUNAN 38.927.9 46 938.3 41 107.9 49 391.7 92 683.0 
Pcmhayaran rupiah 25 901.9 23 121 3 22 IOJ.9 25 636.7 52 472.0 
Bantuan Proyck 13 026.0 23 817 .0 19 004.0 23 755.0 4054 1 ,0 

JllMLAH 101.086,7 131.544,5 133.491,9 147.220,8 263.888,0 

a Nora Keuangan dan RAPBN 1997/1998 
b Nota Kcuang.an dan RUU Perubahan APBN 199711998 
c Nola Kcuangan <lan RAPBN 1998/1999 (7 Januan 1997) 
d RAPBN 1998/1997 Yang Disempurnakan ( 24 Januari 1998/ Re ... 1,1 I) 
e Kompa, 17 Juli 1997 t 16 Juli 1998& 22 Juli !Revi�1 Ill) 

Catalan : RAPBN Revi.,i II. h.anya terjadi peruhahan pada asumsi-asumsr retapr volumenya sama scpcrn Rcvisr I. 

TABEL.11 

PERUBAHAN ASUMSI-ASUMSI RAPBN 1998/1999 

lndikalor 6 Januari 23Januari 8 April 17 Juni 
RAPBN 981')9 RAPBN 98199 RAPBN 98199 RAPBN 98199 

Pertumbuhun ekononu 4', 0'4 _4t4 -IO'h Vd-12'h 
lnna,1 .,, 

201'"4 4()!if 

""'* Parokan H . .uga Minyal.. p,crharel 17US$ 17US$ 14.5llSS I 1llSS 
Kun. ruprah Rp 4 000 Rp �.000 Rp5 !XMJ-6 O!Xl RplO !J00-10 600 
Dcfl\11 l 2'4 H.5'A 

Volume Rpl 33.49 triliun Rpl47.221nhun Rpl47.22 tnhun Rp263,88 tnhun 
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VI 

KEBUAKAN MONETER DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA 

Oleh : Witingsih Yuhelmi"1 

VI. 1 PENDAHULUAN 

Sejak PJP I, kebijakan keuangan negara, moneter dan lembaga-lembaga 

keuangan telah mendukung keberhasilan pembangunan di semua bidang. 

Pengerahan sumber-sumber penerimaan negara dan pengalokasian belanja negara 

pada seluruh sektor pembangunan dijalankan dengan bertumpu pada Trilogi 

Pembangunan. Dengan berpegang pada Trilogi Pembangunan tersebut, tabungan 

pemerintah tel ah berhasil dihimpun sehingga sebagian pengeluaran pembangunan 

bersumber dari kemampuan bangsa sendiri. 
Di bidang moneter dan lembaga-lembaga keuangan, pengerahan dana 

tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan makin digiatkan 

sehingga perannya sebagai sumber dana untuk usaha-usaha produktif semakin 

meningkat, dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan. Sementara untuk 

menjaga inflasi, langkah-langkah pengendalian jumlah uang beredar terns 

dilanjutkan secara berhati-han 

Kebijaksanaan moneter sebagai bagian dari kebijaksanaan pembangunan 

nasional diarahkan untuk mengendalikan permintaan dalam negeri agar tumbuh 

I Pcnulrs adalah A�1..,1r:n Pcnelm Mady a ludang ckonorm pada Puvm Pcngkunun dan Pela) an.m Intormast 

Serjen DPR-RI 



Kebija.kan Moneter IJala,n Prrrlt.ono1nia11 l11don�sia 

dalam baras-batas yang terkendali dan aman sesuai dengan kemampuan produksi 

nasional. Langkah tersebut dilaksanakan melalui pengendalian uang beredar seperti 

melalui operasi pa,ar terbuka (OPT), peningkatan cadangan wajib perbankan dan 

hrmbauan ( moral-suasion) kepada perbankan untuk mengendalikan ekspansi kredit 

agar rercapui sinergi perkembangan perekonomian nasional dan kinerja perbankan. 

Bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia adalah lernbaga yang 

berwenang untuk melakukan kebijaksanaan moneter tersebut. Pengaruh 

kebijaksanaan moneter ini terasa pada sektor moneter perbankan, yang kemudian 

ditransfer ke sektor riil. Perubahan dalam indikator moneter (seperti tingkat suku 

bunga, intlasi, dan kredit) akan mempengaruhi sektor riil (misalnya konsumsi dan 

investasi) yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi keseluruhan . 

• Pelaksanaan Kebijakan Moneter 

Kebijaksanaan moneter1 yang diterapkan selama ini tetap diarahkan untuk 

mendukung rercapainya tujuan pembangunan nasional yang benumpu pada Trilogi 

Pembangunan. Untuk menjaga kelangsungan pembangunan dan menunjang 

pencapaian tujuan tersebut, langkah-langkah pelaksanaan kebijaksanaan moneter 

beserta piranti-piranti yang digunakan diarahkan untuk dapat memenuhi cukupnya 

likuiditas yang diperlukan dengan tingkat suku bunga yang wajar guna mendukung 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diikuti oleh memanasnya perekonomian 

nasional. Dalam kaitan ini, kebijaksanaan pengendalian jumlah uang beredar 

memegang peranan penting, disamping kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya di 

sektor moneter seperti kebijaksanaan suku bunga, nilai tukar dan perkreditan. 

I Prdato Preedcn Lh DPR RI tanggal I Maret 1998 
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Dalam kerangka tersebut, pertumbuhan uang beredardalam arti luas (M2) 

dan kredit perbankan dijadikan sebagai sasaran indikatif guna mendukung sasaran 

diatas. Sentimen pasar sewaktu-waktu dapat rnendorong perubahan arus modal 

yang keluar masuk dalam jumlah besar pada kurun waktu 1990-an dan 

menimbulkan gejolak keuangan. Pengendalian ekspansi uang beredar yang berasal 

dari aliran dana luar negeri dilakukan dengan mengurangi minat investor untuk 

rnelakukan penanaman modal yang bersifar spekulatif melalui pelebaran dan 

pelepasan rentang kurs intervensi. Dalam kaitan dengan kebijaksanaan tersebut, 

nilai tukar rupiah terns diupayakan agar tetap realistis dan tidak menghambat 

perturnbuhan ekspor. 

Kondisi terakhir yang nampak pada Repelita VI khususnya pada tahun 

pertama menunjukkan upaya pemerintah untuk mengurangi dampak yang kurang 

menguntungkan akibat semakin meningkatnya aliran modal rnasuk jangka pendek, 

yang dilakukan melalui pengendalian uang beredar dengan menaikkan tingkat 

diskonto SBI, pelebaran kurs jual beli valuta asing dan penyempumaan ketentuan 

posisi devisa neto perbankan. 

Sementara dalam tahun kedua Repelita VI, Pemerintah berupaya untuk 

meningkatkan fleksibilitas nilai tukar rupiah dengan menerapkan batas kurs 

intervensi dan melakukan beberapa kali penyesuaian. Selain itu, untuk menghadapi 

spekulasi valuta asing, telah diadakan kerjasama dengan bank sentral negara-negara 

tetangga melalui transaksi repo (repurchase agreement) surat-surat berharga. 

Pada tahun ketiga Repelita VI, langkah-langkah kebijaksanaan moneter 

tersebut diperkuat dengan pemberlakuan ketentuan giro wajib minimum (GWM) 

sebesar 3% pada bulan Februari 1996, yang kemudian dinaikkan menjadi 5% pada 

bulan April 1997. Kemudian dilakukan pula penyempumaan ketentuan penerimaan 

pinjaman komersial luar negeri oleh bank dan badan usaha bukan bank pada bu Ian 

261 



Knijt,Ju,n Moneur Dalal,, Pentono .. illn 1'""1.aill 

Mare! 1997. Di samping itu, dilakukan persuasi moral agar bank memberikan 

kredit sesuai rencana kerja tahunan mereka serta mentaati ketentuan mengenai 

permodalan dan batas maksimum pemberian kredit, 

Narnun memasuki tahun I 99711998, terjadi gejolak mata uang di berbagai 

negara di kawasan Asia Tenggara dan Korea Selatan yang bermula dengan mata 

uang Bath Thailand yang kemudian rnerernbet ke mata uang lain termasuk rupiah. 

Rupiah bersama-sama mata uang lainnya melemah terhadap dolar Amerika dan 

mata uang kuat dunia lainnya. Bahkan darnpaknya terhadap rupiah adalah yang 

paling besar, dalam arti depresiasi rupiah terhadap dolar Amerikajauh lebih besar 

dibandingkan dengan mara uang lainnya di kawasan ini. 

Dalam menghadapi tekanan terhadap kurs rupiah, telah diupayakan 

langkah-langkah penyesuaian likuiditas yang beredar di masyarakat. Kondisi 

likuiditas diperketat dan tingkat suku bunga dinaikkan agar dapat menopang nilai 

dan daya tarik rupiah relatif terhadap mata uang kuat dunia. Pada pertengahan 

Agustus 1997, diputuskan unruk mengubah penentuan kurs kepada mekanisme 

pasar. Langkah ini diambil setelah mengambil pelajaran dari perkembangan 

moneter yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. 

Nilai rupiah yang terus merosot tajam terhadap dolar Amerika 

menyulitkan sektor swasta unruk mengembalikan pinjarnan luar negerinya. Masalah 

ini kemudian berkembang menjadi menurunnya kepercayaan masyarakat terbadap 

rupiah dan sistern perbankan. Gejolak nilai tukar rupiah telah mendorong 

meningkatnya laju inflasi dan tingkat pengangguran. Kenaikan laju inflasi terkait 

pula dengan timbulnya kesulitan impor, sebagai akibat tidak diterimanya LC dari 

Indonesia, sehingga beberapa kebutuhan pokok menjadi langka dan harganya 

meningkat. Juga ekspor beberapa komoditi sempat terhambat, karena terbambatnya 

impor bahan baku. 



Kebijolt.an Mone/er /)a/am Penkonomian Indonesia 

Untuk menghadapi tekanan diatas, pernerintah mengambil langkah­ 

langkah kebijaksanaan berupa penurunan giro wajib minimum valuta asing, 

pembatasan transaksi berjangka valuta asing (forward), dan pemberian fasilitas 

pembiayaan sebelum dan sesudah pengiriman barang ekspor serta fasilitas 

penjaminan devisa pada nilai tukar tertentu (swap). 

Pada akhir Oktober 1997, disusun kebijaksanaan dan program ekonomi 

dan keuangan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi nasional, meningkatkan 

day a tahan ekonomi serta memperbaiki day a saing perekonomian nasional. Dalam 

kerangka ini, Indonesia bekerjasama dengan badan-badan internasional seperti 

Dana Moneter lnternasional (IMF), Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia 

(ADB) serta bantuan dari negara-negara sahabat. 

Program-program di bidang ekonomi dan keuangan tersebut antara lain 

meliputi penyehatan sektor keuangan dan stabilisasi moneter termasuk kurs rnata 

uang. Penyehatan sektor keuangan mencakup perbankan swasta, pemerintah dan 

bank pembangunan daerah, lembaga pembiayaan, asuransi, dan dana pensiun, serta 

lembaga-lembaga di pasar modal seperti reksadana dan perusahaan efek. 

Program-program ini diperkuat lagi dengan serangkaian kebijaksanaan 

seperti yang tertuang dalam 50 butir kesepakatan dengan IMF. Untuk 

mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program reformasi dan restrukturisasi 

ekonomi dan keuangan tersebut dibentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi 

dan Keuangan. Guna memperbaiki dan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap rupiah dan perbankan nasional, pada bu Ian Januari 1998 dibentuk Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional. Badan ini tel ah melakukan berbagai langkah 

guna memulihkan kembali kepercayaan yang antara lain penyelesaian hutang luar 

negeri swasta , jaminan pemerintah alas deposito masyarakat dan pinjaman 

perbankan, rnerjer bank BUMN dan penyesuaian batas minimal modal bank swasta. 

21,.\ 



Kebijalca.n Moneter Dalam Penlc.onomia.n lndenesia 

Dalam upaya menstabilkan nilai tukar rupiah, muncul rencana pembentukan Si stem 

Dewan Mata Uang (Currency Board System/CBS). Dalam sistem ini, nilai suatu 

mata uang (rupiah) terhadap mata uang asing (dolar AS) ditentukan pada nilai 

tukar yang tetap. Hal ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada dunia 

usaha. Namun, setelah melalui masa pembahasan yang panjang, sistern CBS tidak 

jadi diterapkan. 

Dari sisi moneter, selama ernpat tahun Repelita VI, jumlah uang beredar 

( M I )  mengalami perturnbuhan rata-rata sebesar 19,9 persen pertahun, yaitu 

meningkat dari Rp 37,9 triliun pada tehun 1993/94 menjadi Rp 78,3 triliun pada 

Desember 1997. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1993/94 yaitu sebesar 

23,9 persen (Tabel I ) .  Kenaikan jumlah uang beredar tersebut terutama terjadi 

karena peningkatan uang giral yang sebesar 23,5 persen. Dilihat dari komposisinya, 

peranan uang giral terhadap M I  semakin rneningkat dari 59,5 persen pada tahun 

1993/94 menjadi 63,7 persen pada Desember 1997. Hal ini mengindikasikan bahwa 

proses giralisasi dalam masyarakat semakin berkembang. 

Sementara uang kuasi yang terdiri dari deposito berjangka dan tabungan 

dalam periode yang sama mengalami pertumbuhan rata-rata 25,7 persen pertahun. 

Dengan pertumbuhan tersebut, likuiditas perekonomian (M2) yang terdiri dari 

uang beredar ( M I )  dan uang kuasi meningkat rata-rata 24,3 persen pertahun. 

Pertumbuhan uang beredar yang cukup terkendali selama 4 tahun terakhir, 

merupakan cermin dari kebijaksanaan moneter yang berhati-hati agar permintaan 

barang dan jasa di dalam negeri dapat tumbuh dalam batas-batas daya dukung 

kapasitas produksi nasional. 

Sampai dengan tahun ketiga Repelita VI, stabilitas ekonomi semakin mantap 

seperti tercermin dari penurunan tingkat inflasi dari I 0% pada tahun 1992193 menjadi 

satu digit pertahun dari tahun 1993/94 sampai dengan 1996197 (Tabel 2). 
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Namun selama 10 bulan pertama tahun 1997/98, angka inflasi telah mencapai 16 

persen. Hal ini dipicu oleh krisis moneter sebagai akibat melernahnya nilai rupiah 

terhadap dolar AS dan musim kemarau panjang yang melanda berbagai daerah. 

Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang beredar 

dalam arti luas (M2), sumber utama yang mempengaruhinya adalah peningkatan 

kredit kepada sektor swasta. Sumbangan peningkatan kredit pada tahun 1993/94 

sebesar Rp 34 triliun meningkat menjadi Rp 94.9 triliun pada bulan Desember 

1997. Sektor keuangan pemerintah dalam Repelita VI menunjukkan pengaruh yang 

cukup besar, dari Rp 1,9 triliun pada tahun 1993/94, secara bertahap rneningkat 

menjadi Rp 16,7 triliun pada tahun 1997/98. Rincian lebih lanjut faktor-faktor 

yang mempengaruhi perubahan uang beredar, dapat dilihat pada Tabel 3. 

Berkaitan dengan pengendalian uang beredar, kebijaksanaan suku bunga 

dalam Repelita VI diarahkan untuk mendorong kegiatan masyarakat untuk 

menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, merangsang minat masyarakat untuk 

menabung dan mencegah pelarian modal ke luar negeri. Suku bunga kredit modal 

kerja sebesar 2 1 ,7 persen pada tahun 1992/93 diupayakan untuk turun menjadi 

dibawah 20 persen sampai dengan bulan Juli 1997. Dengan kebijaksanaan 

pengendalian moneter yang ketat sejak bu Ian Agusurus 1997, yang didahului oleh 

kenaikan tingkat diskonto SB! secara berarti, tingkat suku bunga deposito berjangka 

dan kredit juga meningkat (Tabel 4). 

Perkembangan suku bunga mempengaruhi upaya penghimpunan dana 

masyarakat. Dana masyarakat yang dihimpun perbankan selama 4 tahun Repelita 

VI bertambah Rp 2 1 3  triliun atau tumbuh rata-rata sebesar 25,4 persen pertahun. 

Pertumbuhan dana masyarakat mencapai puncaknya pada tahun 1995/96 yaitu 

sebesar 28, 7 persen, di rnana pangsa deposito berjangka mencapai 57 ,4 persen 

(Tabel 5). 
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Dari dana masyarakat yang dihimpun tersebut, simpanan dalam bentuk 

giro, baik dalam rupiah maupun valuta asing, selama 4 tahun anggaran ( 1993/94 - 

1997/98) bertarnbah Rp 51,4 triliun atau naik rata-rata 27,2 persen pertahun. 

Semenlara itu, jumlah deposito berjangka dalam rupiah yang berhasil dihimpun 

perbankan dalam periode yang sama meningkat dengan Rp 76,7 triliun atau naik 

rata-rata 26,6 persen pertahun (Tabel 6). 

Meskipun demikian, tingkat perturnbuhannya dalam tahun 1997/98 hanya 

sebesar 5,4 persen. Hal ini dipengaruhi oleh merosotnya nilai tukar rupiah, sehingga 

penempatan dana pada deposito berjangka rupiah menjadi kurang menarik, 

walaupun tingkat suku bunganya telah dinaikkan. Gejala serupa terlihat pada 

perkembangan tabungan (label 7) dan sertifikat deposito bank (Tabel 8). 

Dana masyarakat dalam bentuk tabungan selama 4 tahun Repelita VI 

meningkat Rp 30.4 triliun atau tumbuh rata-rata 16 persen per tahun, Sedangkan 

dari jumlah penabung yaitu jumlah rekening tabungan meningkat 19,8 juta buah 

atau naik rata-rata I 0.4 persen pertahun. Meskipun demikian, dalam tahun anggaran 

1997/1998, penumbuhannya hanya mencapai 2,5 persen. Ini menunjukkan adanya 

kecenderungan yang sama dengan deposito berjangka rupiah. 

Di sisi penyaluran dana, arah kebijakan perkreditan pada Repelita VI 

dilandasi oleh paket Januari 1990, yaitu mendorong pengembangan usaha kecil 

dan pengembangan ekspor, antara lain melalui penyehatan sistem perkreditan yang 

dapat meningkatkan efisiensi alokasi dana masyarakat ke arah kegiatan produktif, 

pengurangan peranan kredit likuiditas, pembentukan suku bunga berorientasi pasar, 

dana penyempumaan kredit usaha kecil (KUK) agar lebih terarah dengan dukungan 

seluruh bank. Tennasuk di dalamnya adalah perlunya perbankan mengarahkan 

penyaluran dananya kepada usaha kecil secara padat karya sehingga dapat 

memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesernpatan kerja. 
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Sejalan dengan upaya penghimpunan dana, kredit perbankan meningkal 

Rp 2.U, I triliun atau naik rata-rata 25,4 persen per tahun selama Repelita VI. 

yang rnencapai puncaknya pada tahun 1997/98 yaitu sebesar 27 ,2 persen. 

Menurut sektor perbankan, pernberian kredit oleh bank swasta nasional 

menunjukkan penumbuhan tertinggi, yaitu dari Rp 68,4 triliun pada tahun 1993/ 

94 menjadi Rp 187,5 triliun pada bulan Desernber 1997 atau tumbuh rata-rata 

28,7 persen penahun. Selain itu, telah terjadi pergeseran pangsa penyaluran kredit 

sejak tahun 1994/95 di mana pangsa kredic bank swasca nasional telah melampaui 

pangsa kredit bank-bank pernerintah (Tabel 9). Keadaan tersebut dimungkinkan 

oleh bertambahnya jumlah bank, kantor cabang serta penghimpunan dana bank 

swasta nasional yang lebih cepat akibat deregulasi perbankan. 

Menurut sekror ekonomi, penyaluran kredit kepada sektor jasa-jasa mencatat 

peningkatan tercepat, yaitu rata-rata sebesar 34 persen pertahun selama 4 tahun 

Repelica VI. Semencrara itu, sejak tahun 1995/96, telah terjadi pergeseran 

penyaluran kredit dimana pangsa penyaluran kredit kepada sektor jasa-jasa 

melampaui pangsa penyaluran kepada sektor produksi, yang terdiri dari sektor 

pertanian, pertambangan dan perinduscrian (Tabet I 0). Sedangkan perkembangan 

realisasi kredit investasi menurut sektor ekonomi dalam periode yang sama dapat 

dilihat pada (Tabet 1 1  ). 

VI. 2 PERMASALAHAN 

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak Juli 1997, menyebabkan 

pernerintah melakukan berbagai langkah di bidang monecer. Salah satu keputusan 

yang diambil adalah menetapkan kurs rupiah berdasarkan sistern free floating. 

U,1 



l<ebija'Jcan Moneter Dalan, Perekonan,ian lndMtnia 

Dalam perkembangan selanjutnya temyata kurs rupiah terhadap dolar AS terus 

merosot dari sekitar Rp 2.400 per dolar AS sebelum krisis (Juli 1997) hingga 

rnencapai Rp 13.000 (awal Agustus 1998), bahkan sempat mencapai Rp 16.000 

perdolar AS (Juni-Juli 1998). Jatuhnya kurs rupiah berdampak negatifterhadap 

perekonomian nasional, sehingga RAPBN 1998/99 sempat dirubah beberapa kali. 

Dampak negatifnya antara lain kelesuan yang melanda dunia usaha, meningkatnya 

pengangguran, dan meningkatnya jumlah penduduk miskin. 

* Kebijakan Nilai Kurs dan Kaitannya dengan APBN 

RAPBN 1998/99 rnempunyai ciri khas yang ditandai dengan diadakannya 

revisi sebelum RAPBN tersebut dibahas DPR, dan setelah itu, revisi dilakukan 

lagi hingga beberapa kali. Pada awalnya, RAPBN 1998/1999 diajukan oleh 

pemerintah kepada DPR pada awal Januari 1998. RAPBN 1998/99 ini direncanakan 

berimbang pada total nilai Rp 133 .49 1 ,9 miliar di mana tingkat asumsi/targer 

ekonomi yang digunakan adalah kurs Rp 4.000 per dolar AS, pertumbuhan 

ekonomi 4%, dan laju inflasi 9%. 

Namun karena masih bergejolaknya kurs rupiah terhadap dollar AS yang 

cukup tajam, mengakibatkan asumsi yang digunakan mengalami beberapa kali 

perubahan. Revisi pertama, yang disarnpaikan kepada DPR pada 23 Januari 1998, 

RAPBN 1998/99 sebesar Rp 147.220,8 mi liar atau naik 45,6% dibanding APBN 

1997/98, dengan asumsi yang digunakan adalah kurs Rp 5.000 per dolar AS, 

pertumbuhan ekonomi 0% dan laju inflasi 20%. 

Revisi kedua, asumsi yang digunakan berubah menjadi kurs sebesar 

Rp 6000 per dolar AS, perturnbuhan ekonomi minus 4%, dan inflasi 17% .  

Selanjutnya, revisi ketiga menetapkan kucs sebesar Rp I 0.600 per dolar AS, 
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pertumbuhan ekonomi minus I O"k, dan laju inflasi 66"k. 

Perubahan perietapan kurs mempengaruhi angka pada sisi penerimaan 

dan sisi pengeluaran RAPBN. Dari sisi penerimaan RAPBN. tercermin pada 

penerimaan rnigas, bea masuk, dan penerimaan pembangunan. Sedangkan dari 

sisi pengeluaran RAPBN, tercermin dari belanja pegawai dan belanja barang 

luar negeri, pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri, suhsidi BBM dan 

pengeluaran pembangunan bantuan proyek. 

Pada dasarnya, banyak faktor yang mendasari terbentuknya angka-angka 

dalam RAPBN, satu dianlaranya adalah penentuan kurs rupiah. Namun selama ini 

pemerintah menganut sistem nilai kurs yang relatif stabil/tetap, maka RAPBN 

dapat dibentuk lebih stabil. Pada saat gejolak kurs dan sistem yang dianut.free 

floating exchange rate yang dimulai pada Agustus 1997, mengakibatkan RAPBN 

untuk pertama kalinya berubah beberapa kali. 

Anjloknya kurs rupiah menjadi topik bahasan dalam tulisan berikut. 

Diawali dengan perubahan sistem kurs yang berlaku di Indonesia hingga, upaya 

pemerintah dalam mengatasi jatuhnya kurs rupiah tersebut, 

VI. 3 LANDASAN TEORI 

* Sistem Penetapan Kurs 

Valuta asing (valas) atauforeign exchange (forex) atauforeign currencv 

diartikan sebagai mata uang asing yang merupakan salah satu alat atau benda 

ekonomi yang berpengaruh alas pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan manusia 

modem dan global pada saat ini. Sebagaimana uang, valas mempunyai fungsi 

:11,11 
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yang sama, yaitu sebagai alat pembayaran, transaksi, kesatuan hirung, penyimpan, 

dan pengukur kekayaan. 

Dalam kehidupan manusia, yang modem dan global. hampir seluruh aspek 

kehidupan rnanusia, baik secara langsung maupun tidak Jangsung. tidak Juput dari 

pengaruh valas. 

Nilai tukar (Exchange rate) yaitu harga dari suatu mata uang (currency) 

yang diekspresikan dalam ukuran beberapa mata uang lainnya. Makin banyak 

valas (devisa) yang dimiliki oleh pemerintah dan penduduk suatu negara berarti 

makin besar kemampuan negara tersebut melakukan transaksi ekonomi dan 

keuangan intemasional dan makin kuat pula nilai mata uang negara tersebut. 2 

Secara nasional dapat dilihat bahwa salah satu indikator atau ukuran 

stabilitas ekonomi makro suatu negara, di samping indikator tingkar inflasi, juga 

ditunjukkan atau dicerrninkan oleh kekuatan dan stabilitas nilai tukar mata uang 

negara tersebut terhadap valas. 

Berdasarkan perkembangan sistem moneter intemasional sejak berlakunya 

Brei/on Woods System pada tahun 1944, pada umurnnya dikenal beberapa macam 

sistem penetapan kurs valas atauforex rate, yakni sebagai berikut : 3 

• Sistem kurs tetap/stabil ataufixed exchange rate system, 

• Sistem kurs mengambanglberubah ataufloating exchange rate system 

yang terdiri dari : Freely floating rate atau clean.float, 

Managed float atau dirty float, 

• Sistem kurs terkait atau pegged exchange rate system. 

I Collins. Kamus lengkap ekonomi. Edisi k.edua. Christopher Pass & Bryan Lowes. Penerbit Erlangga 
1997 ). Penerjemah · Ors Tumpal R. MA dan Drs Posman H. MA 

' .. Valas Untuk. Manajer", oleh DR Hamdy Hady "'SNTMU untuk Mencegah Kerancuan". oleh Frans 

Seda. Kompas 30 Maret 1998. hal 4). 
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VI. 4 PEMBAHASAN 

VI. 4.1 Penggunaan Sistem Nilai Tokar Rupiah di Indonesia 

I )  Sistem peg. 

Dalam pembangunan nasional selama ini, telah digunakan tiga sistem nilai 

tukar mata uang. Pada awal orde barn, Indonesia menganut sistern nilai tukar mata 

uang yang dipatok/pegged terhadap dollar AS dengan fleksibilitas penyesuaian. 

Pada waktu itu, Indonesia masih berada dalam sistern rezim devisa. Artinya, semua 

pemilikan devisa harus diserahkan pada negara dan semua penggunaan/lalu lintas 

devisa harus dengan izin negara. Pada waktu itu berlaku dua kurs (kurs multipel). 

Untuk menyerahkan pada negara I dollar AS ditentukan sama dengan Rp IO dalam 

rangka ketentuan rezim devisa. Untuk mengadakan transaksi (dagang dan 

sebagainya) ditetapkan I dollar sama dengan Rp 45. Sementara di pasar gelap. 

perdagangan rnata uang dapat mencapai Rp 225 per dollar. Upaya pemerintah 

pada waktu itu adalah bagaimana menghilangkan kurs multipel yang berlaku, 

sehingga tercapai satu tingkat kurs yang sekaligus menghilangkan kurs pasar 

gelap. 

Dalam satu tahun, pemerintah berhasil rnencapai satu tingkat kurs untuk rupiah 

lerhadap dollar AS dan pasar gelap dapat dihilangkan. Upaya tersebut berhasil 

berkat dukungan dari kebijakan Bukti Ekspor (BE). Dalam sistem BE, semua hasil 

ekspor dan semua kredit yang diperoleh Pemerintah dijadikan sertifikat BE, yang 

dijualbelikan di pasar bebas, yang ditunjang oleh kebijakan penyetopan dan 

penurunan inflasi secara drastis yang dilakukan melalui sistem anggaran berimbang. 

Namun pada tahun 1970, Indonesia meninggalkan secara resmi sistem rezim 
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devisa dan menggantinya dengan sistern devisa bebas sampai sekarang. 

Se lama periode Rehabilitasi dan Stabilisasi ( 1966-1969) Indonesia melakukan 

devaluasi (dari Rp 10/45 menjadi Rp 375/dollar AS) dengan frekuensi yang tinggi, 

dan sejak tahun 1970 pemerintah melanjutkan kebijakan devaluasi dari waktu ke 

waktu dengan frekuensi yang lebih rendah. Terakhir kali dilakukan devaluasi secara 

berkala adalah di tahun 1986. 

Sebelumnya, sejak tahun 1983 dalam pelaksanaan sistem ketiga (peg) itu, Indone­ 

sia telah menggantikan mata uang patokan dari dollar AS (satu jenis mata uang) 

dengan beberapa jenis mata uang (lima macam), yang dikumpulkan dalam satu 

basket/keranjang, dalam menentukan tingkat kurs rupiah. Jadi rupiah/dollar AS 

menjadi rupiah/keranjang mata uang. 

2) Sistem Managed floating 

Setelah itu, untuk mencegah 'psychological trap' dari devaluasi, pemerintah 

mengubah cara pengelolaan dari sistem pegged, yaitu dari cara mengadakan 

devaluasi/penyesuaian dari waktu ke waktu yang diubah men jadi terus menerus 

mengikuti perkembangan/penyesuaian kurs, atau yang disebut 'managed float­ 

ing' dalam satu band, diantara 2 titik. Titik terendah adalah kurs rupiah/dollar AS 

yang boleh melemah, dan titik tertinggi adalah kurs rupiah/dollar AS yang boleh 

menguat. 

Pada kedua titik tersebut, Pemerintah (Bl) melakukan apa yang dinamakan 

OPT ( operasi pasar terbuka). dimana pada titik terendah rupiah, pemerintah menjual 

dollar AS, dan pada titik tertinggi rupiah. pemerintah membeli dollar AS atau 

menjual rupiah. 

Dalam upaya menyempumakan mekanisme perdagangan di pasar valas, sejak 
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September 1992, BI tel ah empat kali melakukan penyempumaan pelebaran · spread' 

kurs konversi BI yaitu dari Rp 6 menjadi Rp I 0, kemudian menjadi Rp 20 pada 

tanggal 3 Januari 1994, menjadi Rp 33 pada tanggal 5 September 1994, dan menjadi 

Rp 44 pada bulan Juni 1995. Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut, BI menerapkan 

penggunaan rentang intervensi (intervention band), dimana perbedaan batas atas 

dan batas bawah kurs intervensi ditetapkan sebesar Rp 66 (3 persen) sejak Januari 

1996. Pada bu Ian Juni 1996, perbedaan batas atas dan bawah kurs intervensi tersebut 

dilebarkan menjadi Rp 1 1 8  (5 persen), kemudian pada bulan September 1996 

dinaikkan menjadi Rp 192 (8 persen). Sejak 1 1  Juli 1997, rentang intervensi 

dinaikkan sebesar Rp 304 ( 12 persen). 

3) Sistem Free exchange rate 

Terjadinya depresiasi rupiah yang cukup tajam terhadap dolar AS 

menyebabkan pemerintah memutuskan untuk mengambangkan nilai tukar rupiah 

dengan menghapuskan rentang intervensi sejak 14 Agustus 1997. Ini berarti nilai 

tukar rupiah terhadap valas sepenuhnya ditentukan oleh rnekanisme pasar. Sejak 

itu pemerintah menganut sistem 'free exchange rate'. Kondisi terakhir rnenunjukkan 

masih berlangsungnya ketidakstabilan nilai kurs rupiah, sernentara cadangan devisa 

makin menipis dan kepercayaan pasar juga belum pulih. 

Kebijaksanaan barn ini ditujukan untuk mengamankan cadangan devisa 

sehingga tidak habis terkuras. Tetapi dalam perkembangannya, nilai kurs rupiah 

terns melemah bahkan sampai menembus Rp 12.000/dollar. Upaya pemerinlah 

yang telah dilakukan hanya dapat menaikkan nilai kurs rupiah sesaat, yang 

kemudian bergejolak lagi. Dan saat ini posisi masih berada pada kisaran Rp 1 1 . 000  

per dollar. 
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VI. 4.2 Penolakan Rencana Penerapan Sistem C B S  

Di tengah kondisi kurs yang belum stabil, dan kegiatan ekonomi yang 

lesu, kemudian muncul ide untuk mencrapkan sistern CBS. Dengan CBS, kurs 

akan dipatok pada nilai tertentu, hingga kegiatan ekonomi diharapkan aktifkembali. 

Ide tersebut mendapat tanggapan pro dan kontra. Perbedaan pendapal di sekitar 

CBS pada dasamya disebabkan olch tiga hal. Pertama, perbedaan mengenai CBS 

yang disebabkan oleh perbedaan preferensi teoritis, yakni bagaimana memilih 

sistem penetapan kurs yang dianggap paling tepat, apakah free-floating ataukah 

fixed rate. 

Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebaiknya tetap mernpertahankan 

free floating. Ini sejalan dengan pandangan IMF. Alasannya, dengan sistem tersebut 

nilai rupiah benar-benar bisa realistis sehingga bisa memberikan sinyal yang benar 

dan bermanfaat kepada pengambil kebijaksanaan dan pelaku ekonomi. Di sisi 

lain, ada pendapat bahwa sebaiknya kita kembali ke sistem fixed rate, daripada 

menerapkan CBS yang sederhana idenya tapi dinilai kaku dalam penerapannya. 

Kedua, Perbedaan pendapat mengenai penerapan CBS yang disebabkan 

karena adanya perbedaan hasil analisis terhadap situasi yang sudah, sedang, dan 

yang diperkirakan akan terjadi. Bila kurs ditetapkan Rp 5.000 atau lebih kecil, 

maka suku bunga bank akan mendadak naik yang disebabkan oleh meningkatnya 

permintaan terhadap rupiah untuk membeli dolar di satu pihak, dan di lain pihak 

merupakan reaksi untuk mengendalikan likuiditas guna mencegah terjadinya rush 

dalam pembelian dolar dan inflasi sekaligus. 

Konseptor CBS Steve Hanke berpendapat bahwa penerapan CBS akan 

segera diikuti dengan menurunnya suku bunga bank. Referensinya adalah data 

historis dan pengalaman empiris di berbagai negara yang pemah menerapkan CBS. 
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Ia rnengarnbil contoh ekstrim yakni Bulgaria, dimana saat CBS diterapkan, intlasi 

turun dari 365 persen menjadi 5,5 persen per bulan. Sedangkan yang kontra 

memperlanyakan kenapa CBS diterapkan di negara yang sedang dilanda 

hiperintlasi, seperti Argentina yang pemah mencapai 2.000 persen dan Estonia 

I .000 persen. Sementara masalah yang dihadapi Indonesia bukan masalah 

hiperinflasi. Kenyataannya di Indonesia, ketika pelaku pasar mengetahui 

pemerintah nampaknya mantap untuk menerapkan CBS, tingkat suku bunga bank 

justru naik. 

Ketiga, Perbedaan pendapat CBS yang disebabkan oleh perbedaan 

kepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pernerintah, konglomerat, 

masyarakat, kekuatan ekonomi rakyat, berbagai kelompok cendekiawan khususnya 

ekonom, kekuatan ekonomi asing, dan IMF yang mewakili kepentingan pemerintah 

negara-negara industri maju. Pemerintah berkepentingan untuk menstabilkan nilai 

rupiah, khususnya terhadap dolar AS, dengan mernatok pada tingkat tertentu. 

Patokan ini penting bagi penyusunan anggaran. Jika nilai rupiah bertluktuasi, APBN 

tidak ada gunanya. Bagi pemerintah, CBS adalah salah satu altematif yang dapat 

dipilih. 

Namun pendapat lain mengatakan bahwa CBS dapat dilaksanakan tetapi 

persiapan yang matang harus dilakukan. Lebih jelasnya, pemerintah harus secara 

disiplin melaksanakan 50 butir kesepakatan IMF, khususnya membenahi sektor 

perbankan. Masalahnya tidak dapat dipastikan kapan persiapan itu akan berakhir. 

Menurut Prof.Hanke, jika keadaan ini (rendahnya nilai kurs rupiah terhadap dolar 

AS) terus berlangsung tanpa kepastian, maka 80 persen dunia usaha akan bangkrut. 

Pada dasamya para konglomeratjuga setuju dengan penerapan CBS karena adanya 

kepastian mengenai nilai dolar yang dijamin oleh otoritas moneter. 

Sementara kepentingan konsumen adalah agar harga-harga tidak 
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membumbung tinggi karena dipatok dengan nilai dolar yang berlaku di pasar. 

Saar ini yang terjadi adalah kenaikan harga umum yang disertai dengan kelangkaan 

barang karena produsen menghentikan atau mengurangi produksinya. Sedangkan 

barang yang telah dipasarkan menghilang karena ditimbun oleh para spekulan. 

Jika kurs dolar turun, harga barang terutama sembako diharapkan turun. Mereka 

tidak peduli konsep CBS atau apapun, asal harga turun. 

IMF. dan pemerintah negara-negara maju yang tergabung dalam G-7, 

tidak setuju penerapan CBS, karena berbagai alasan. Mereka mengancam tidak 

akan mencairkan dana pinjaman yang sebesar 43 miliar dolar. Pemerintah 

membutuhkan dana itu sebagai jaminan persediaan devisa, jika terjadi pembelian 

dolar besar-besaran, tidak saja oleh mereka yang membutuhkan untuk impor dan 

membayar utang, tapi juga oleh para spekulan. Bagi IMF dan negara kreditor, ini 

sama dengan mem bail-out (menalangi) pengutang swasta melalui pemerintah 

Indonesia. 

Dengan kesepakatan 50 butir, IMF menghendaki terjadinya liberalisasi 

perekonomian Indonesia. Penyelesaian utang diharapkan bisa membuka jalan 

masuk perusahaan-perusahaan asing, tidak saja ke sektor industri dan agribisnis, 

tetapi juga perbankan, rite I, dan properti. Karena itu, dalam kesepakatan IMF tidak 

terdapat poin penyelesaian utang luar negeri melalui bail-out. Pemerintah bersama­ 

sama dengan debitur swasta dipersilahkan menyelesaikan masalah utang itu, yang 

po Ian ya sudah diperhitungkan oleh IMF dan pemerintah negara-negara G- 7. 

Konsep CBS dianggap akan menghalangi skenario itu. 

Sementara kekhawatiran para ekonom adalah pada masalah dampak 

negatif yang mungkin muncul dengan diterapkannya CBS. Kondisi ekonomi dan 

kemampuan pemerintah dalam mengelola fundamental ekonomi makro memang 

harus diperhitungkan. Jika inflasi tak terkendali, misalnya karena jebolnya 
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l ikuiditas,  maka perbedaan tingkat inflasi antara rupiah dan dolar akan 

menyebabkan devaluasi rupiah. Di situ akan terjadi pasar gelap (black-market) 

yang sangat mcngacaukan perekonomian. 

Namun para pendukung CBS menyangsikan timbulnya rush terhadap 

dolar. Kcbutuhan dolar tentu ada, namun masalahnya bukan sekadar apakah ada 

persediaan devisa, tetapi juga pemilikan rupiah. Siapa saja yang mempunyai rupiah 

begitu banyak sehingga bisa menguras persediaan dolar? Bukankah volume uang 

beredar akan disesuaikan dengan persediaan dolar? Apalagi tidak semua orang 

memiliki rupiah dalam bentuk tunai atau deposito dimana tabungan tersebut 

membutuhkan dolar. Dunia usaha juga membutuhkan rupiah untuk modal kerja 

atau investasi baru. 

Setelah melalui masa pembahasan yang cukup lama, akhimya disepakati 

untuk tidak melaksanakan CBS. Masalahnya memang bukan sekedar karena tidak 

cukupnya cadangan valuta asing tetapi juga karena CBS akan mengganti sistem 

Bank Sentral, dan hanya terfokus pada masalah kurs, dan bahkan melarang 

penggunaan kebijakan moneter untuk keluar dari krisis ini. Sistem ini dinilai 

sangat liberal, karena melarang semua intervensi negara dalam bidang moneter 

dan untuk tujuan sosial dan pembangunan. Percaya pada otomatisme dan self ad­ 

justing mechanism dari kekuatan pasar dalam hal penyesuaian-penyesuaian. CBS 

juga dinilai tidak cocok dengan UUD'45 pasal 23, dimana Bl diberi tugas untuk 

mencetak dan mengatur peredaran uang. Dalam CBS, Bl dibolehkan mencetak 

tetapi tidak boleh mengatur peredaran. 

Sampai saat ini perdebatan masih berlanjut mengenai sistem apa yang 

menjadi pilihan, meneruskan sistem free exchange rate yang dilakukan sekarang, 

atau kembali kepada sistern sebelum 14 Agustus 1997 yakni sistem terpatok/pegged 

yang dikelola secara fleksibel dalam suatu band dan terpatok pada satumata uang 
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(dollar AS) dan atau pada suatu keranjang (basket) dari mala-mata uang. 

Walaupun IMF cenderung berpegang pada sistem free exchange rate, 

namun mereka tidak keberatan jika kita kembali kepada sistem kita sebelum 14 

Agustus 1997 itu. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana menenrukan patokan 

kurs, apakah pada lingkat Rp 5000/dollar atau pada tingkat lain. Hal ini memerlukan 

suatu strategi lersendiri sebab harus retap mengacu pada cara kerja pasar bebas. 

Untuk itu, diperlukan tingkat kepercayaan yang tinggi yang disertai dengan dana 

cadangan yang memadai. Kepercayaan pasar diperoleh dari implementasi secara 

konsisten melalui persetujuan-persetujuan dengan IMF 

VI. 4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jatuhnya Kurs Rupiah 

Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan nilai kurs rupiah. Bila 

mengacu pada hukum supply-demand, pada dasarnya penurunan kurs rupiah 

terhadap dollar AS disebabkan oleh permintaan dollar AS yang lebih besar dari 

supply-nya. Permintaan dollar AS yang tinggi tersebut dapat berasal dari kebutuhan 

pembayaran utang luar negeri (baik cicilan maupun bunga), kebutuhan pembayaran 

impor, dan permainan para spekulan. 

Bila dikaji lebih dalam tentang komposisi barang impor, terlihat bahwa 

industri Indonesia masih tergantung pada bahan baku impor. Hal itu terlihat dari 

nilai impor bahan baku selama lima tahun terakhir, dimana nilai impor bahan 

baku dan penolong yang dilakukan industri di Indonesia terus mengalami 

peningkatan (tabel 12) .  Terkecuali pada tahun 1997, total nilai impor untuk tahun 

1997 tidak mengalami kenaikan di banding tahun sebelumnya, karena banyak UC 

dari Indonesia yang ditolak bank asing. Penolakan L/C oleh bank-bank asing 

tersebut telah membuat kesulitan pengusaha Indonesia. Kegiatan produksi 
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terganggu karena bahan bakunya tidak ada atau sudah menipis. 

Peran bahan baku dan penolong yang masih diimpor terhadap kcgiatan 

produksi di Indonesia cukup besar. Misalnya unruk industri teksril, sekitar 45 pcrsen 

bahan bakunya masih diimpor. Kemudian industri susu, 70 persen bahan bakunya 

diimpor, dan industri asesoris mobil dan motor hampir seluruh bahan bakunya 

diimpor. 

Akibat berkurangnya pasokan bahan baku, kcgiatan industri-industri 

tersebut mengalami kelesuan. Untuk mengatasi hal itu, maka dipcrlukan langkah­ 

langkah konkret dari pemerintah agar bank-bank koresponden asing mau menerima 

UC yang diajukan oleh bank-bank Indonesia. 

Sementara uu, dari sembilan bahan pokok (sembako) : beras, minyak 

goreng dan mentega, minyak tanah, gula pasir, susu, daging sapi dan ayam, telur 

ayam,jagung, serta garam; lima diantaranya masih harus diirnpor yakni gula pasir, 

jagung, daging sapi, susu, dan beras, akibat produksi dalam negeri tidak cukup. 

Untuk gula pasir, dari 7 l buah pabrik hanya mampu mernproduksi 2, 189 

juta ton pad a tahun 1997, bahkan pada tahun l 998, produksi diperkirakan turun 

drastis, tinggal 2 juta ton akibat musim kering yang berkepanjangan pada tahun 

1997. Produksi itu tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat yang 

membutuhkan 3,3 juta ton pertahun, sehingga pemerintah melakukan impor. Untuk 

itu pada tahun ini Bu log akan mengimpor I ,  I  juta ton. Bila harga gula impor 

sekitar 400 dolar per ton dengan kurs Rp 9.000 per dolar, devisa yang harus 

dikeluarkan mencapai Rp 3,96 triliun. 

Untukjagung, impordilakukan lebih banyak lagi. Hal ini dilakukan untuk 

membantu pctemak unggas dalam pcnyediaan pakan temak. Pasalnya, kontribusi 

jagung terhadap pakan temak mencapai 50 persen lebih. Dari sekitar 9 juta ton 

produksi jagung nasional, ternyata bahwa industri pakan menyerap 30% lebih 
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atau 3 juta ton lebih per tahun. Masalahnya. kebutuhan 30'k jagung itu harus 

berebut dengan kebutuhan manusia. Dengan kata lain. selain untuk feed (pakan). 

jagung di Indonesia juga untuk food (pangan ). yang volumenya bisa mencapai 6 

juta ton per tahun. Akibatnya, industri pakan pun harus mengimpor kekurangan 

jagung (pipil). yang setiap tahunnya mencapai I jura ton. 

Untuk daging sapi dan susu, temyata juga harus diimpor. Susu, salah 

satu makanan pelengkap, sudah menjadi kebutuhan pokok, terutama bagi ibu-ibu 

yang memiliki bayi atau balita, Lemahnya rupiah mengakibatkan kepanikan luar 

biasa di beberapa waktu lalu. Susu sempat menghilang, harganyapun melonjak. 

Buntutnya aksi borong susu pun terjadi di seluruh pasar dan supermarket. Penyebab 

naiknya harga susu karena 75% susu kemasan bahan bakunya berasal dari impor, 

meskipun kebutuhan delapan industri pengolahan susu sebesar 4 juta liter mampu 

dipasok sepertiganya (sekitar I juta liter) oleh peternak sapi perah Indonesia. 

Sedangkan unruk beras, swasembada beras pada tahun 1980-an telah gagal 

dipertahankan. Akibar dampak dari El Nino, Indonesia terpaksa mengimpor 3,3 

juta ton beras untuk tahun 1998. Bila harga impor setiap tonnya sebesar 220 dolar, 

maka devisa yang harus dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 6,5 triliun 

(berdasarkan kurs Rp 9000 per dolar). Bulog sendiri mengalokasikan dana dari 

Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sebesar 1,056 miliar dolar untuk 

melakukan impor tersebut. 

Bah an pangan diluar sembako yang masih di impor adalah tepung terigu, 

kacang kedelai, dan bawang putih. Ketiga komoditas ini masih diimpor karena 

kendala iklim, sehingga untuk gandum seluruhnya diimpor, sedangkan kedelai 

dan bawang putih masih bisa diproduksi di dalam negeri. Kedelai merupakan 

tanaman subtropis sehingga produktivitasnya di Indonesia kurang baik. Produksi 

kedelai Indonesia pada tahun 1996 sekitar 1 , 5 17  juta ton, merosot menjadi 1,36 
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juta ton setahun kemudian. Akibatnya, Bu log harus mengimpor karena konsumsi 

masyarakat mencapai 2juta ton lebih. lmpor ini diluar bungkil kedelai untuk industri 

pakan ternak, sedangkan harga kedelai di pasar intemasional sekitar 320 dolar per 

ton, sehingga tidak aneh jika harga tempe pun melonjak. 

VI. 4.4 Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Merosotnya Nilai Rupiah 

Mulai penengahan tahun 1997, perkembangan pasar mata uang asing di 

bursa intemasional cenderung menguat terutama nilai dolar AS terhadap berbagai 

mata uang asing, khususnya terhadap yen Jepang. Di pasar Jakarta, harga beberapa 

mata uang asing dalam periode April-November 1997 umumnya mengalami 

apresiasi terhadap rupiah, dengan persentase kenaikan antara 33 hingga 53 persen. 

Mata uang poundsterling Inggris dalam periode tersebut mengalami kenaikan 

tertinggi sedangkan kenaikan terendah terjadi pada dolar Singapura. 

Menguatnya nilai dolar AS serta melemahnya nilai rupiah berpengaruh 

terhadap masyarakat dalam menentukan pilihan investasinya. Hal tersebut terlihat 

dari perkembangan harga emas, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar 

intemasional. Di pasar Jakarta, perkembangan harga emas berfluktuasi dengan 

kecenderungan meningkat. Dalam periode April-November 1997 harga emas di 

pasar Jakarta mengalami kenaikan 15,7 persen dari periode sebelumnya. 

Sebaliknya, di pasar London dalam periode yang sama harga emas mengalami 

penurunan 15,4 persen. 

Sebagaimana tahun anggaran sebelumnya, situasi pasar uang di Indone­ 

sia dalam memasuki tahun anggaran 1997 /98, masih diwamai oleh derasnya arus 

masuk modal luar negeri terutama yang berjangka pendek, yang ditandai dengan 

semakin besamya investasi portofolio di pasar modal. Disamping itu, sejak bulan 
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Juli 1997 pasar uang dalam negeri juga diwamai dengan gejolak nilai tukar rupiah 

yang tajam terhadap beberapa mata uang asing terutama dolar AS, sebagai akibat 

imbasan (contagion effect) krisis rnoneter yang terjadi di kawasan ASEAN dan 

Asia lainnya. Diawali dengan devaluasi bath Thailand terhadap dolar AS yang 

kemudian menjalar ke Philipina dalam bentuk devaluasi Peso. berlanjut ke negara 

ASEAN dan Asia lainnya berupa terdepresiasinya secara tajam ringgit Malaysia, 

dolar Singapura, rupiah. dan won Korea. Untuk mengatasi hal tersebut, otoritas 

moneter secara terus menerus menyelaraskan kebijaksanaan moneter dengan 

perkembangan intemasional sehingga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

berada pada tingkat yang realistis. 

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijaksanaan 

moneter, dan menjaga fleksibilitas nilai tukar rupiah serta untuk memperkuat 

ketahanan ekonomi nasional, pemerintah telah melepaskan kebijaksanaan devisa 

mengambang terkendali (managed floating exchange rate) yang selama ini 

ditempuh. Sejak 14 Agustus 1997 pemerintah menerapkan kebijaksanaan nilai 

tukar mengambang sepenuhnya (free floating exchange rate), dimana nilai tukar 

rupiah terhadap valuta asing terutama dolar AS sepenuhnya ditentukan oleh 

mekanisme pasar (supply dan demand). 

Dengan dilepasnya rentang intervensi tersebut, beberapa manfaat yang 

dapat diperoleh pemerintah antara lain, pertama, lebih fleksibel dalam 

mengantisipasi fluktuasi rupiah di pasar uang, khususnya dalam melakukan 

intervensi baik melalui transaksi forward maupun spot. Kedua, membe rikan 

kemandirian yang lebih besar kepada para pelaku pasar uang untuk melakukan 

transaksi di pasar uang. Ketiga, mendorong dunia usaha menjadi lebih dewasa 

dan rasional untuk mampu melakukan restrukturisasi finansialnya. Keempat, 

memperkecil peluang para spekulan, karena mereka tidak tahu kapan pemerintah 
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(Bank Indonesia) akan melakukan intervensi. Disamping itu, penghapusan rentang 

intervensi akan mendorong otoritas moneter untuk memusatkan perhatian pada 

kebijaksanaan fiskal dan moneter yang lebih substansial terhadap sektor riil, seperti 

kebijaksanaan suku bunga dan pengendalian inflasi. Dengan mekanisme pasar 

tersebut, pemerintah akan menjadi lebih otonom untuk melakukan penghematan 

dalam penggunaan cadangan devisa. Namun pada kenyataannya, para spekulan 

masih leluasa bergerak. 

Selanjumya, untuk mengantisipasi terjadmya gejolak nilai tukar rupiah, 

pemerintah, pada tahun 1995, telah menandatangani keanggotaan Pakta Repo 

(Repurchase Agreement) dengan bank-bank sentral Australia, Malaysia, Hongkong, 

Filipina, Thailand, dan Singapura. Ketujuh otoritas moneter di kawasan Asia Pasifik 

tersebut secara kelembagaan tergabung dalam Executive's Meeting of East Asia 

and Pasific Central Bankers (EMEAP) . Sementara itu, perjanjian serupa telah 

juga ditandatangani dengan Jepang pada akhir tahun 1996. Perjanjian ini 

memungkinkan antar sesama negara anggota untuk saling meminjam valuta asing 

guna mengatasi krisis yang terjadi pada salah satu atau lebih negara anggota. Pakta 

Repo juga memungkinkan negara-negara anggota bekerjasama untuk menstabilkan 

pasar uang apabila salah satu atau beberapa negara mengalami kesulitan mata 

uangnya. Melalui serangkaian kebijaksanaan tersebut, diharapkan pemerintah akan 

mampu mengurangi gejolak nilai tukar rupiah. 

Untuk mengatasi gejolak moneter yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah 

telah mengambil beberapa kebijaksanaan. Salah satunya adalah melakukan 

pengetatan likuiditas perekonomian, melalui penutupan sementara pembelian 

SBPU pada tanggal 30 Juli 1997 dan peningkatan suku bunga SB! untuk jangka 

waktu I bulan hingga mencapai 30 persen (pada 19 Agustus 1997). Selanjutnya, 

dalam rangka memulihkan situasi rnoneter, pemerintah secara bertahap melakukan 
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pelonggaran likuiditas melalui penurunan suku bunga SB! secara hertahap. Sejak 

awal September 1997, pemerintah secara bertahap telah menurunkan suku bunga 

SB! untuk jangka waktu I bulan hingga mencapa, 20 persen (pada 20 Oktober 

1997). Dengan menurunnya suku bunga SB!, diharapkan akan memberikan 

pengaruh terhadap penurunan suku bunga simpanan dan pinjaman perbankan. 

Selain penurunan suku bunga SB!, pelonggaran likuidiias juga dilakukan rnelalui 

pembukaan kembali transaksi perdagangan SBPU pada tanggal 20 Oktober 1997. 

Namun pada hulan Maret 1998, pemerintah menaikkan kembali suku 

bunga SB! sampai mencapai 45'k, sehingga suku bunga tabungan dan suku bunga 

kredit melonjak tajarn. Keadaan ini mengancam kelangsungan dunia usaha, 

sehingga banyak tuntutan dari dunia usaha agar pemerintah menurunkan suku 

bunga pinjaman. Namun BI masih menetapkan suku bunga SB! yang tinggi unruk 

menjaga kemungkinan makin meningkatnya nilai dolar terhadap rupiah, yang saat 

ini bergerak pada kisaran Rp 1 1 .000 .  

Upaya menaikkan ekspor menghadapi kendala, mengingat sektor riil juga 

mengalami gangguan. Seiring dengan jatuhnya rupiah terhadap dolar, temyata 

rupiah juga cenderung melemah terhadap mata uang negara lainnya. Apresiasi 

mata uang asing terhadap nilai rupiah tersebut pada dasamya masih dalam batas­ 

batas yang dapat dikendalikan pemerintah, mengingat stabilitas politik dan funda­ 

mental ekonomi dalam negeri yang dinilai masih cukup mantap. Sebagaimana 

diketahui, cadangan devisa pada akhir Oktober 1997 berjumlah US$ 19,08 mi liar. 

Walaupun demikian, akibat fluktuasi nilai rupiah yang tidak hanya dipengaruhi 

oleh fondasi ekonomi, tetapi juga oleh sentimen pasar, maka dalam upaya untuk 

menghadapi situasi moneter dunia yang tidak menentu, pemerintah telah menerima 

paket bantuan IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (ADB) serta bantuan 

bilateral dari negara-negara ASEAN dan Asia lainnya, seperti Singapura, Malay- 
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sia, dan Jepang. Disamping itu, untuk lebih meningkalkan ketahanan ekonomi, 

pemenntah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan fiskal, mengurangi defisit 

transaksi berjalan, dan rnengendalikan inflasi pada tingkat yang wajar. 

VI. 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari berbagai altematif serta klasifikasi sistem nilai tukar, sistem kurs 

'crawling peg' menjadi salah satu altematif dalam upaya untuk menstabilkan rupiah 

dalam jangka pendek. Adanya kepastian perkembangan kurs dalam kondisi knsis 

seperti sekarang ini, akan memiliki manfaat lebih besardaripada membiarkan kurs 

bergejolak menurut dinamika pasar, yang belum tentu sepenuhnya realistis. Oleh 

karena itu, penerapan sistem semacam 'crawling peg' akan lebih baik karena dapat 

memberikan panduan bagi masyarakat mengenai perkembangan kurs, 

Crawling peg' adalah rezim nilai tukar altematif yang berada diantara 

sistem 'fixed rate' dengan sistem fleksibel. Penyesuaian dilakukan dengan 

depresiasi nilai tukar domestik atas dasar perkembangan inflasi, dengan tetap 

memberikan daya saing produk domestik di pasar intemasional. Berbeda dengan 

'managed floating' yang mengenal band intervensi, sistem 'crawling peg' tidak 

mengenal intervensi. Dalam operasinya, 'crawling peg' memungkinkan BI 

mengumumkan kurs rupiah pada saat tertentu, misalnya Rp 7.000 atau Rp 8.000 

per dolar yang sesuai dengan perkembangan situasi yang dapat dirubah ke tingkat 

yang berbeda. Bisa kc tingkat yang lebih rendah atau lebih tinggi. 

Untuk itu, pemerintah seharusnya meninggalkan rezim kurs mengambang 

bebas, agar ada kepastian terhadap nilai tukar rupiah. 'Free floating' yang ditempuh 

sejak 14 Agustus 1997, temyata tidak mampu didukung oleh fundamental ekonomi 

dalam menahan gempuran serangan external. 
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Sistem 'crawling peg' lehih menguntungkan karena dapat memberikan 

panduan perkembangan nilai tukar, sambil tetap mempertahankan daya saing ekspor 

produk domestik. Lebih jauh, sistem yang berada diantara 'fixed rate' dan 'floar­ 

ing rate' ini memiliki kelebihan untuk dapat memperkecil perbedaan tingkal inflasi 

domestik dan negara mitra dagang Indonesia. 

Disamping itu, perlu dipenimbangkan untuk menerapkan kontrol devisa, 

namun bersifat sementara dan harus dijelaskan kepada pasar, Hal ini dilakukan 

guna mengatur penggunaan valas secara lebih selektif. 

==oOo= 
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/(ebijak.an Mo11eler /Julnn, Perek.ononuan /ndones:ia 

LAMPIRAN-LAMPIRAN : 

Tabel: 1 

PERKEMBANGAN JUMLAH UANG BEREDAR 

1992/93, 1993/94, 1994/95 • 1997/98 

(miliar rupiah) 

Akhir 
Repefha V Repelita VJ 

1992193 1993194 1994195 1995/96 1996197 1997!,8" 

Lrkurdnas Pcrekoncmun (M2) 123 160 148 829 18 1701  232 493 294 581 355 64) 
Pcnumhuhan ( 9; )  1  l  22 2 20.8 22.1 28 26.7 20.7 

2 Jumlah uang hcredar tM I l 30 )92 37 908 44 908 5) 162 63 565 78 )43 
Pcrtumbuhan ('k) 11 12 23.9 18.5 1 84  196 23.2 
Uang kartal 12.32..1 15 340 18 902 21 1 2 1  23 312 28424 

Pangsa (v.4- l 40 3 40.5 42.1 19.7 36.7 36 J 
Uang guul 18 268 22 568 26006 )2 041 40.253 49919 

Pangsa (%) 59 7 59.5 57.9 60.J 63.3 63.7 
3 Uang Kuasr 92 568 1 10921 I  36 793 179 33 I 231016 277 JOO 

Pertumbuhan (Ck) n 26 19.8 21.J .ll I 28.8 20 
--------------------------- 
Ket: 11 Tcrhadap tahun scbelumnya 

21 Angk.a sememara sampar dengan Dcsembcr 1997 
Sumber: Pidato Presrden I Marci 1998 

Tabel: la 

PERKEMBANGAN JUMLAH UANG BEREDAR 

1%8, t973n4, 1978179, 1983/84, 1988/89 

(miliar rupiah) 

1968 

Akhir 

Repelila I 

1973174 

Akhir 

Repelila II 
19711n9 

Akhir 

Rcpclita m 
1983184 

Akbir 

Repdita IV 
19118/119 

I Lrkurduas Perekonorrnan (M2) 124 I 203 4 155 15 758 44 167 
Pertumbuhan (%)1l 57,5 28.1 30,6 22.9 

2 Jumlah uang beredar (M I )  1 14  784 2 800 8055 15 009 
Pertumbuhan (%) 2> 121,2 47 9 ]2,6 9.2 18,9 
Liang kartal 75 421 1.)69 J 554 6559 

Pangsa (%) 65,8 53.7 48.9 44.1 43.7 
Uang giral ]9 363 1.431 4.501 8 450 

Pangsa (9'-) 34 2 46.J 5 1 . 1  55.9 56.J 
]_ Uang Kuasi 10 419 I 355 7 70] 29 158 

Pertumbuhan (%) 11 26.5 41.6 30,5 
--------------------------- 
Ke1 : 1) Rata-rata tahunan 

2) Terhadap tahun scbelumnya 
Sumbcr Pidato Presiden I Mare1 1998 
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Kebijakan Moneter Dalam Perekonomia.n Indonesia 

Tabel : 2  

PERBANDINGAN ANTARA TINGKAT KENAIKAN BARGA 

DENGAN TING KAT PERTAMBAHAN JUMLAH UANG BEREDAR 

1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98 

Akhir 
Repelita v Repelita VI 

1992193 1993/94 1994195 1'95'\I(, 1996/97 1997198" 

I Tmgkut Kenaikan Harga (cir) 10 1 8 6 8.9 5.2 9.l 

2 Tmgkat Pertambahan 
Jumlah Uang Beredar (�) t> 12 2 3 9  18 5 1 8 ,  19.6 23 2 

--------------------------- Ket. 1) Terhadap tahun sebelumnya 
!i Angka sementara sampar dengan Desember 1997 

Sumber · Prdnc Presrden J Maret 1998 

Tabel: 2a 

PERBANDINGAN ANTARA TINGKAT KENAIKAN BARGA 

DENGAN TING KAT PERTAMBAHAN JUMLAH UANG BEREDAR 11 

1968, 1973174, 1978179, 1983/84, 1988/89 

1968 

Akhir 

R•pdita I 
l973n4 

Akhir 
Repdita II 

1978(79 

Akhir 
Repdita Ill 

1983184 

Akhir 

Reprlita IV 
1988/89 

--------------------------- ]  Tmgkat Kenarkan Hargn ('h J 11 85.1 47 4 1 1 .!l  12.6 6 6 
2 Tmekat Penambahan 

Ju1lllah Uang Beretlar (1*-) 
11 12 1  2 47 9 32.6 9.2 18.9 

Kel. ii Ang.ka tahunan 
!, Sampar dengan Ma1c1 1979 herdasarkan lndeks Btaya Hidup ( IRH) di Jakarta Untuk pcnode 

Apnl 1979 std Oktober 1990 berdasarkan lndekv Harga Konsumen (IHK) gahungan 17 kora (Apnl 1977- 
1 Marci 1978 = 100). Mulai April 1990menggunakan IHK gabungan 27 kota (April 1988-Maret 1989 = 100) 

I Terhadap Lahun sebelumnya 
Sumber · Pidato Prestden I Maret 1998 
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K.ebijalcan Moneter /Jalam Pertlt.ono,nian lndone�ill 

Tabel: 3 

SEBAB-SEBAB PERUBAHAN JUMLAH UANG BEREDAR 

1992193, 1993194, 1994195 - 1997198 

(miliar rupiah) 

--------------------------- 
Akhir 

Repelita V Repelita VI 
19'7/98

11 
19112/93 19113194 1994/95 1995/96 19'J6197 

----------------------------- 
Scktor Akliva Luar Negen 9716 (3.196) (3.976) 9.102 15 227 2l 154 

Seklor Pemcnnlah (63) ( )  931) (2.710) (5 200) (4.101) ( )6111)  

Seklor Kegtaran Pcrusahaan )3.262 35 344 39485 48128 61073 99.861 

- Tagihan pada Lembaga/ 
Perusahaan Pemerintah (53) 1 1  3311 (-574) 112521 (2.105) (4.941) 

- T agrhan pada perusahaan 
swasta & peror angan i l l  209) (]40)]) (40.059) (45 016) (58.368) (94.920) 

Ak.uva lamnya (bersih) (679) (4 542) 73 i i  438) ( JO 105) 141.836) 

Likuiditas Perekonorrnan (M2J 22 362 25.669 32812 50792 62.088 61.062 
Jumlah uang beredar (MI) 3 212 7 316 7.000 8 254 10403 14.178 

- uang kartal ( l.297) (3.016) (3562) (2.219) (2.191) (5 . 1 12) 

- uang giraJ (I 975) 14 JOO) (3.438) (6035) (8.212) (9666) 

uang kuasr 19090 18 353 25.812 42538 51.685 46.284 

--------------------------- 
Ket: IJ Ang.ka sementara sampar dengan Dcscmber 1997. 
Sumber: Pidatc Prestden I Maret 1998. 
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K.ebijakan Moneter DaJa,n Perelwnomiar, lrulotusia 

Tabet: 3a 

SEBAB-SEBAB PERUBAHAN JUMLAH UANG BEREDAR I) 

1968, I973n4, 1978n9, 1983/84, 1988/89 

(miliar rupiah) 

Akhir 

Repelita I 
1973114 

Akhir 

Repelila II 
1978179 

Akhir 

Repelila Ill 
1983184 !) 

Akhir Repelita IV 
191!&189 

Sektor Akuva Luar Negen 13 154 956 3 299 -179 

Sekrot Pemcnntah 3 - 14 -446 2 355 -120 

Sektcr Kegratan Perusahaan 62 458 1606 2 636 1 1  931 
- Tagihan pada Lcmhaga/ (41) (435) .l) ( 1 545) 31 (2781 I I 2 13 J  

Perusahaan Pcmcnntah 
- Tagihan pada pcrusahaan (21) (23) 4l (61)  4) (2 3581 ( 107 18 )  

swasta & perorangnn 
Akuvu lamnya Ibcrsih) -5 -165 -I 236 88 -3 125 

Lrkutduas Perckonorman tM2) 73 434 880 3 512 8 507 

Jumlah uang beredar tM I )  63 254 689 676 2 383 
- uang kanal (41) (1301 (333) (554) (6861 

- uang grral 122) (124) (3561 I 122) i i  6971 
uang kuasr 10 180 191 2.836 6.124 

--------------------------- Ket· 11 Anaka tahnnan 
11 Ter'masuk pcmlnmn kembah rekemng-rekemng vala ... J..arena penyesuaran rular tukar rupiah dart Rp 702.5 

menjadt Rp 970 per dollar AS pada 30 Marci 1983. masmg-masmg sebesar Rp I 962.5 mrhar pada sektor 
luar ncgen. Rp 237.3 mrhar pada sektor pcmcrtrnah Rp 294.3 mihar pada sektor kegratan perusahaan. 

,) ��r�;;u9k�a�:�1:� ::�aRfw��� I rmlrar pada depcsno berjangka dan tabungan (uang kuasi) 
�i Kredu Pengadaan Pangan. 

Sumber : Pidato Presiden I Mare! 1998 
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Kebijalcan Moneterlhllam Perekonomian Indonesia 

Tabel: 4 

PERKEMBANGAN SUKU BUNGA II 

1992193, 1993194, 1994195 • 1997198 

(%/tahun) 

Akhir 

RepdilaV Rcpclila VI 
1992193 1993194 1994/95 1995196 1996197 1997/98" 

--------------------------- 
I. Suku Sunga Dcposi10 Beqangka !l 

J bulan 15.7 11 .5 15.9 17.3 16.5 239 

6 bulan 16.l 11.9 14.6 16.9 16.4 17 

12 bulan 17.7 1 3 4  13.9 16.7 16.4 15.9 

24 bulan 19.l 15.2 14 5 15.4 16 15.5 

2 Suk.u bunga krcdn JI 

Krcdil modal kerja 21.7 18 18.4 19.3 18.9 25.4 

Krcdit investasr 18.J 15.2 15 J 16.4 16.4 18.9 

J Tingkat disk.onto SBI 
7 lwi 11.5 7.6 13 12.9 7.5 16 

I bulan 12.5 8.5 14.2 14 I I  20 

J bulan 12.8 10.5 14.l 14.8 11.9 11.l 

4. Tingkat d1skon10 SBPU 
7 hari 12.5 II 15.l 15.8 14.8 18 

I bulan 13.5 12 16 16.5 15.5 22 

3 bulan 14 12 16 16.5 15.5 21 

--------------------------- 
Kc1 : 11 Suk.u bunga tmgkal disk.onto ak.hir pcriodc 

21 Rata-rata lertimbang 
11 Rata-rata 1crtimbang untuk K(-cchl Non-Prioritas 
"1 Angk.a semenlira sampai dcngan Dc:scmber 1997 

Sumbcr: Pidato Prcsiden 1 Marci 1998 
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Kebijakl,n Monelu Daltzm Perekonomian lndo,wsia 

Tabel: 4a 

PERKEMBANGAN SUKU BUNGA 
1> 

1968, 1973174,1978/79, 1983/84,1988/89 

(%/tahun) 

1968 

Althir 
Repelita I 

1973174 

Akhir 
R•pelila II 

19711179 

Akhir 
Kepelita III 
1983184" 

Akhir 
Repelita IV 

1988189 

Suku Bunga Deposito Berjangka ll 
3 bulan 48 9 3 17.5 18 
6 bulan 60 12 6 18.5 19.2 
12 bulan 72 15 9 19.8 18.8 
24 bulan 24 15 19 16.9 

' 
Suk.u bunga kredn 

11 

Kredil modal kerja 15 12 2L7 22.J 
Kredit investasr 15 12 19.4 19.6 

, Tingkat diskomo SBI 
7 hari 13.8 
I bulan 14.6 17.1 
J bulan 15 

• Tingkat diskon10 SBPU 
7 hari 15.8 
I bulan 17.6 
3 bulan 

Ke1 : 11 Suku bunga ungkat diskonto akhir periode 
21 Rara-rata ierumbang 
11 Rara-rata temmbang unruk Krcdit Non-Priorilas 

Sumber : Pidato Prcsidcn I Marci 1998 
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J(ebijak.a11 Moneler Dala,n Perekonomia.n Indonesia 

Tabel:5 

PERKEMBANGAN DANA PERBANKAN 

DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING t> 

1992193, 1993/94, 1994195 - 1997/98 

(miliar rupiah) 

Akhir 

Repelila V Repelita VI 
19')2193 19')3194 )9')4195 19'J5196 1996197 19971')8" 

--------------------------- 
Gtro 21 25.077 31.802 35 434 44.144 57 003 83.228 
Dcposilo lt 64.216 75.183 97 467 128.4)4 163 657 206.396 
Tabungan '1 28.343 37.613 40.922 51 170 66 321 67.989 

--------------------------- 
Jumlah 117 636 144.598 173823 223 728 286.981 357.613 
Perubahan 51 21 925 26962 29 225 49905 63.253 70.632 
(<J!.) 22,9 22.9 20.2 28,7 28.3 24,6 

Kc1 : 1) Terdiri atas dana bank-bank umum. bank. pcmbangunan dan bank-bank tabungan scrta lcnnasuk 
dtl!M m1hi. PcmaTn.r.ah Pui.ilil diln tiuk"n penduduk 

Jl T cmtnul vio \l�uut Cl.Ung 
1
t Tcrdu1 lhll dc.JXllUO hcr_J1:u11ka rup111ih dun valas. serta tennasuk. senifikal deposito 

'1 Tcrd1n .11u., T.mh,1n��·d.,1 d.3n t�htU"IJi.n lainnya seperu setoran Ongkos Naik Haji (ONH) 
,, Tcthud.ap mltun $Ctk:.luninyia 
"'1 Ang�;i, 1;.cmauu.ni l.11f1J:r41 rJi:.ng..iin Oe1cmbcr 1997 

Somber : Pidalo Presidcn I Maret 1998. 
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Kebijalcan Moneter Dalam Penlc.onomilln Indonesia 

Tabel: Sa 

PERKEMBANGANDANAPERBANKAN 

DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING u 

t969no, t973n4, t978n9, 19983/84, 1988/89 

(miliar rupiah) 

--------------------------- 

1969no 

Akbir 
Repdila I 

1973174 

Akhir 
Repelita II 

1978179 

Akhir 
Reprlita III 

1983/84 

Akhir 
Repelit.a IV 

1988189 

--------------------------- 
Giro 21 

Deposito-" 
Tabungan -'> 

98 

35 
I 

481 
443 
40 

I 742 
I 314 

209 

6.350 
6 349 

63R 

10 543 
26.474 

2.485 

--------------------------- 
Jumlah 
Pcrubahan �1 

(%) 

134 964 
384 

66.2 

3.265 
699 

27.2 

13 337 
3.146 

30.9 

39 502 
8 533 

27.6 
--------------------------- 
Ket . 11 Angka akhrr tahun. Terdiri atas dana bank-bank um um. bank pcmbangunan. dan bank-bank 

tabungan scrta tennasuk dana milik Pemcrintah Pusat dan buka.n penduduk. 
11 Tcrmasuk giro valuta asmg 
11 Tcrdiri atas deposilo berjangka rupiah dan valas, sena lennasuk sertifikar deposno 
41 Tcrdiri alas Tabanas/Taska dan tabungan lainnya seperti setoran Ongkos N,11k Haji (ONH) 
51 Terhadap tahun sebelumnya 

Sumber: Pidato Prcsiden I Maret 1998. 
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K1bijalcan Mon,t,r Dalam 1'1r1konomian Indonesia 

Tabel: 6 

PERKEMBANGAN DEPOSITO BERJANGKA RUPIAH PERBANKAN 

MENURUT JANGKA WAKTU 11 

1992193, 1993194, 1994195 • 1997/98 

(miliar rupiah) 

Akhir 
Rep<lilaV 

19921')3 1993194 1994195 
Rep<litaVI 

1995196 1996197 1997 /98 41 

I Bulan 8.664 9.125 18.467 25 985 30 120 58.334 
3 Bulan 9.605 10.329 14 763 19 558 24 578 23 469 
6 Bulan 10.682 14494 17.097 22.884 32 606 10.705 
12 Bulan I I  379 12.775 1 1  998 1 7 . 7 1 8  24.129 19.887 
24 Bulan 501 6 1 7  585 I 308 I 304 266 
Lainnya 1.622 1 664  3.401 4 4 1 5  6 546  13.082 

Jumlah 42453 49.004 66 . 3 1 1  91.868 1 1 9  283 125 743 
Perubahan 31 3.563 6.551 17 307 25.557 27.415 6460 
(%) 9.2 15,4 35,3 38.5 29,8 5.4 

Kel : 1) Tennasuk dana milik Pemerintah Pusat dan bukan penduduk serta senifik.at deposiLo 
2) 

Termasuk deposiLo yang sudah jatuh waktu 
�, Terhadap tahun sebelumnya 
"1 Angka sementara sampai dengan Desember 1997. 

Sumber : P1da10 Presrden I Maret 1998. 
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Kebijahzn Monettr Dah,m Perek.onomian Indonesia 

Tabel: 6a 

PERKEMBANGAN DEPOSITO BERJANGKA RUPIAH PERBANKAN 

MENURUT JANGKA WAKTU n 

1968,1973'74, 1978179, 1983/84,1988/89 

(miliar rupiah) 

--------------------------- 
Akhir Akhir Akhir Akhir 

Repdita l Repelita II Repelita Ill Repelita IV 

1968 1973174 1978/79 1983184 1988/89 
--------------------------- 
I  Bulan I I I  81 I.OIO 3 578 
3 Bulan I 22 40 632 4723 
6 Bulan I 21 IIO 891 3.019 
12 Bulan 2 36 98 1.620 7.227 
24 Bulan 7 142 612 591 2 071 
Lamnya I 18 6 169 365 

--------------------------- 
Jumlah 12 251 946 4.912 20.984 
Perubahan _lJ 75 42 2.505 4 328 
(%) 42,3 4,7 104 26 

--------------------------- 
Ket : 1 l Angka akhir tahun. Termasuk. dana milik Pemerintah Pusat dan buk.an penduduk sena sertifikat 

deposiro 
2l Tcrmasuk dqx,sito yang sudah jatuh waktu 
l) Terhadap 1ahun sebclumnya 

Sumber : Pidato Presrden I Maret 1998. 
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Kebijakan Moneter IJala111 Perekonomian lndonesUI 

Tabel: 7 

PERKEMBANGAN TABUNGAN MASYARAKAT 

1992/93, 1993194, 1994195 - 1997198 

Akhir 
Repelita V Repelita VJ 

1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98" 

Jumlah Tabungan 
Penahung (ribu orang) 

Pertumbuhan('k) u 

Posisr (rrahar Rp) 
Penumbuhan (%) 11 

)8 843 
12.4 

28.343 
62.2 

40.618 

4.6 

37.613 

32.7 

44.725 

10.1 

40 922 

8.8 

49 197 

10 

5 1  170 

25 

54 527 

10.8 

66.321 

29.6 

60.441 

10.8 

67.990 

2.5 

Ke1 : 1 
> Terhadap tahun sebelumnya 

�, Angka sememara sampar dengan Desember 1997. 

Sumber: Prdato Prcsidcn I Maret 1998 

Tabel: 7a 

PERKEMBANGAN TABUNGAN MASYARAKAT 
11 

1968, 1973174, 1978179, 1983184, 1988/89 

1968 

Jumlah 

Pcnabung (ribu orang) 
Posisi (miliar Rp) 

Ket : 11 Angk.a tahunan 
Sumber: Pidato Prcsiden I Marci 1998. 

Akhir 
Repelita I 

1973/74 

3.030 
40 

Akhir 
Repelita II 

1978179 

7 607 
209 

Akhir 
Repelita Ill 

1983/84 

11.637 
638 

Akbir 
Repelita IV 

1988189 

22.666 

2.485 
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Klbijalcan Moneter Dalam Peukonomian Indonesia 

Tabel: 8 

PERKEMBANGAN SERTIFIKAT DEPOSITO BANK ll 

1992193, 1993/94, 1994/95 - 1997/98 

{miliar rupiah) 

1992/93 

Akhir 

Rep<lila V 
1993194 1994195 

Repelita VI 
1995196 19%197 19971'18 ·" 

Bank Pcmcrintah 
Bank Swasta ii 

Juml�• 

507 
1.375 

1.882 

468 
1.494 

1.962 

802 
2.717 

3.519 

3805 
6 749 

10 554 

J 205 
I I.I U 

14.318 

777 
5 894 

6671 

Ket : 11 Posrsi akhrr Maret 
�> Sebelum Marel 1985 mcrupak.an posisi sertifikat deposuc bank asing, sedangkan serak Maret 

1985 termasuk posisi sernfikar dcposito bank umum swasta nas,onal 
;, Angka sementara sampai dcngan Desember 1997. 

Somber: Pidato Prcsiden I Maret 1998. 

Tabel: Sa 

PERKEMBANGAN SERTIFIKAT DEPOSITO BANK IJ 

1968, 1973'74,1978179,1983/84, 1988/89 

{miliar rupiah) 

1968 

Alt.hir 

Re:pelita I 
1973174 

Akhir 

Repelita II 
1978/79 

Akbir 

Repelita III 
1983184 

Akhir 

Repelita IV 
1988/89 

--------------------------- 
Penjualan 
Pelunasan 
Dalam Pcredaran 

I IO 

62 
57 

1.354 

1.397 
29 

619 

549 
201 

1.620 
1.606 

152 

--------------------------- 
Ket: 11 Angka akhir tahun Tcrmasuk sertifikat deposito antarbank 

Sumber : Pidato Ptesiden I Marci 1998. 

299 



k.ttbijakan Monttler Dalam I'erekono,nian Indonesia 

Tabel : 9  

PERKEMBANGAN KREDIT MENURUT SEKTOR PERBANKAN 
11 

1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98 

(miliar rupiah) 

A .. khir 

Repelita V Repelita VI 
1992193 1993/94 1994195 1995196 1996197 1997/98 J) 

--------------------------- 
Bank lndcnesra 755 154 105 56 59 50 
Bank Pcmenmah 69.066 73 443 81 )33 95619 1 1 0 900  153.266 
Bank Swast,l Nasional 2> 45 406 68.350 94 891 12 1  602 166.442 187 477 
Bank Asmg Campuran 9.695 15 377 19 925 25 202 28 78) 48 606 

--------------------------- 
Jumlah 124.922 157 )24 196 254 242.479 306.184 389.399 
Perubahan 8 363 32402 38.930 46 225 63.705 83.215 
I'll) 7.2 25.9 24.7 23.6 26,3 27.2 

--------------------------- 
Ket · 11 Tidak termasuk kredn kepada Pemcnntah Pusat dan bukan penduduk. pmjaman antarbank, 

Reken,ng Dana Investasr. Kr-edit Kelolaan. Bantuan Proyek 
21 Termasuk Bank Pembangunan Daerah 
'> Angka sementara sampar dengan Desember 1997 Tennasuk kredu yang dibenkan oleh 16 bank 

yang telah dicabut rz.in usahanya. 
Sumber : Pidato Presiden I Maret 1998. 
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Kebijalcan M"nellr Dalam P�nlconomian Indonesia. 

Tabel :9a 

PERKEMBANGAN KREDIT MENURUT SEKTOR PERBANKAN 11 

1968, 197Jn4, 197sn9, 1983/84, 1988/89 

(miliar rupiah) 

Akhir Akhir Akhir Akhir 
Repelita I Repelita II Repelita IIJ Repelita IV 

l?f>II 197Jl74 1978179 1983184 1988189 

--------------------------- 
Bank Indonesia 61 139 1.%9 2.292 1.583 
Bank Pemerintah :, 56 882 3.021 10.283 30.270 
Bank Swasta Nasional 31 8 72 387 2.583 12.679 
Bank Asing Campuran I 124 297 977 1.994 

Jumlah 
Perubahan .tl 

(%) 

126 1.217 
1.082 

5.674 
1.559 

39,2 

16.135 
2.430 

17.7 

46526 
11.445 

32.6 

Ket : I) Angka akhir tahun. Krcdit dalam rupiah maupun val as. termasuk Krcdit lnvestasi. KIK dan KM KP, 
tctapi tidak tcrmasuk kredi1 ancarbank serta kredir kcpada Pemerintah PusaL bukan penduduk. 
dan nilai lawan bantuan proyek 

2)Sejak Mei 1989tennasuk BTN 
3)Tcrmasuk Bank Pembangunan Daerah 
4)Tcrhadap tahun sebclumnya 

Sumber : Pidalo Presiden I Maret 1998. 
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l(ehijaka11 Moneler Oalam Ptrttko110111i11n lndo11ttsUJ 

Tabel: 10 

PERKEMBANGAN KREDIT MENURUT SEKTOR EKONOMI 11 

1992/93, 1993/94, 1994195 • 1997/98 

(miliar rupiah) 

Akhir 

Repelila V Repelita VI 
1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 " 

Penaman 10 127 12.4)6 14 291 15 829 18 84.; 26.262 
Pcrtambangan 724 655 95..J 1.124 1 7 3 8  5.J79 
Pcnm..lustrian 4 3 4 7 3  53.48) 62 967 73 02J 81 234 1 1 2  955 
Pcrdagangan 32 5)4 38.563 45 364 56.233 73.462 85 122 
Jasu-jasa 25 874 3 7 . 1 9 1  52.378 69 453 96.50) 1 1 9 . 8 8 1  
Lain-lain 1 1 . 4 3 5  14 842 20.195 26661 33.34) 39 750 

Jumlah 
Pcrubahan 2) 

('k) 

124 167 
7.608 

6.5 

157 170 
33 003 

26.6 

196.149 
38 979 

24.8 

242 423 
46.274 

23.6 

306 125 
63.702 

26.3 

389 349 
83 224 

27.2 

Ket: 1 1  Tidak tcnnasuk k.redit kcpada Pemerintah Pusat dan bukan pcnduduk. ptnjaman antarbank. 
Rekening Dana lnvestasi, Krcdit Kelolaan. dan Bantuan Proyek 

21 Terhadap tahun sebelumnya 
�, Angka sementem sampai dengan Descmber 1997 

Tcrmasuk kredit yang diberikan olch 16 bank yang telah dicabu1 izin usahanya. 
Sumber: Pidato Presrden I Maret 1998. 
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Kebijakan Moneler Dala,n Perekono,nian Indonesia 

Tabel: IOa 

PERKEMBANGAN KREDIT MENURUT SEKTOR EKONOMI 
11 

1968,1973174, 1978/79, 1983/84, 1988/89 

(miliar rupiah) 

--------------------------- 
Akhir Akhir Akhir Akhir 

Repelita I Repelita II Repelita Ill Repelita IV 

1968 197Jn4 1978'79 1983184 1988/89 
--------------------------- 
Produksr ll 34 454 2.172 7 1 15  20.382 
Perdagan�an 9 426 l. 153 5.297 I� 687 

Lain-lain ' 1 83 337 2.349 3.723 l l.457 

--�-------------------------- 
Jumlah 
Perubahan 41 

(%) 

)26 I 217 
I  082 

5674 
4.457 

39.2 

16.135 
2430 

17.7 

46 526 
I l.445 

32.6 

--------------------------- 
Ket : 1,  Angka akhir tahun. Kredndalam rupiah maupun valas.1ermasuk. Kredu lnvestasi. KIK dan KMKP. 

tetapi 1idak rermasuk kredn antarbank sena kredil kepada Pemenntah Pusal. bukan penduduk. 
dan nilai lawan hantuan proyek. 

21 Termasuk sektor pertaman, per1ambangan. dan perindustrian 
31 Tcrmasuk scktor jasa dan lain·lain 
"1 Terhadap tahun sebelumnya. 

Sumber : Pidato Prcsiden I Marci 1998. 
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K.ebijalc.an Moneter l>ala1n Perelto1t0#lU/n lndone.'iUI 

Tabel: U 

PERKEMBANGAN litEALISA!iH 

KREDIT INVESTASI MENURUT SEKTOR EKONOMI IJ 

1992/93, 1993/94, 1994/95 - 1997/98 

(miliar rupiah) 

Akhir 

Repelita V Repelita VI 
1992/93 1993194 1994/95 1995/96 1996197 1997/98 -" 

Pertanian 7.169 8 893 lt.215 10 869 12.()40 14677 
Perindustrian 16.489 18.()97 20.447 23 949 25 �8S )5 2)4 
Pcnambangan 4)6 189 - 2 15  271 540 I 322 
Perdagangan 4.185 6951 6.535 8 798 12 787 18.2)2 
Jasa-jasa 8.404 8.822 13.349 18 125 23 691 32 5 15  

Jumlah 
Pcrubahan 21 

(%) 

36.683 
8.473 

JO 

42.952 
6.269 

17. 1  

50.761 
7.80, 

18.2 

62 012 
1 1 .251  

22.2 

74.543 
12.531 

20.2 

I O I  960 

27 417 
36.8 

Kel : 1' 
Kredu tcrmasuk Kl K, KMKP. dan Kl tetapi Lidak termawk kredit antarbank. kepada Pc:menntah 
Pusat. kepada bukan penduduk. Rekening Dana laveslasi. Kredit Kelolaan. dan Bantuan Proyek 

�1 Terhadap tahun schclumnya 
·'1 Angka scmentara sampai dcngan Desemhcr 1997 

Termasuk k.redil yang dibcnkan oleh 16 bank yang Lelah drcabut rzln usahanya. 
Sumber: Pidato Presrden I Maret 1998. 
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«.el,;jokan Moneter Datan, PerekolUHflia.11 lrulonesio 

Tabet: 13 

Perkembangan kurs rupil\JI terhad!lp dolar AS 
------------ 
Tahun US$ 

* 1969/1970 379,00 
1970/19'1 I 378,00 
197111972 413,00 
1972/1973 414,00 
1973/1974 415,00 

* 1974/1975 416,00 
1975/1976 415,00 
1977/1978 41_5,00. 
1978/1978 412,00 
1978/1979 627,80 

• 1979/1980 633,50 
1980/1981 632,00 
1981/1982 653,75 
1982/1983 696,25 
1983/1984 983,62 

* 1984/1985 1.053,74 
1985/1986 1 . 124,33 
198611987 1.410,81 
198711988 1.653,98 
1988/1989 1 .712,32 

* 1989/1990 1.792,93 
1990/1991 1.875,57 
1991/1992 1.978,87 
199211993 2.053,00 
1993/1994 2.112,24 

* 1994/1995 2.192,58 
1995/1996 2.278,83 
199611997 2.413,00 

_1997/1998*) _ _  12.000,00 _ 

Sumber: RAPBN dan Nola Kcuangan 

Ket: •) dari betN.gai media surat kabar 



Kebijalcan Moneler Dalam Perekonomian Indonesia 

TABEL: 14 

PERBANDINGAN KURS 

(PER DOLLAR AS) 

------------------  
18 Maret 1998 Tahon Latu 

------------------ 
Cina 
Hongkong 
Filipina 

India 
Indonesia 
Malaysia 
Singapura 
Korsel 
Taiwan 
Thailand 

8,28 

7,75 
39,2 

39,6 

10.350 

3,65 

1,61 

1.486 

32,9 

41, I  

8,30 

7,75 
26,3 

35,9 

2A06 

2,47 

1,44 

885 

27,5 
25,9 

-------------------- 
Sumbcr  :  The  Economist. 

dikutip dari Kompas 2613198 h9. 
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